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ABSTRAK
Penelitian disertasi yang berjudul Desain Pengambilan Keputusan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Dalam Perspektif Demokrasi Permusyawaratan Berbasis
Pancasila, akan mengkaji kedaulatan rakyat atau demokrasi modern adalah demokrasi
dengan sistem representasi sebagai perkembangan dari demokrasi langsung. Demokrasi sistem
representasi, rakyat akan memilih seseorang yang ada diantara mereka sendiri untuk menjadi
wakilnya. Sistem kedaulatan rakyat, dirancang untuk memberdayakan peran penting lembaga
perwakilan yang berkembang dengan kekuatan rakyat dan disesuaikan dengan nilai-nilai
filosofis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Disertasi ini bertujuan akan menganalisis dan menjelaskan telaah kritis kewenangan
Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebelum maupun sesudah amandemen Undang-Undang
Dasar
1945. Serta menemukan konsep Desain Pengambilan Keputusan MPR dalam Perspektif
Demokrasi
Permusyawaratan yang Berbasis Pancasila.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu meneliti peraturan
perundangan yang memberikan atribusi kewenangan kepada MPR, terutaman kewenangan
terhadap pengambilan keputusan, yang secara khusus melahirkan keputusan yang berdampak
hukum, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi permusyawaratan.
Hasil dari penelitian disertasi ini adalah pada dasarnya Negara Indonesia, telah
mengenal tatanan kehidupan demokratis sejak sebelum negara Indonesia lahir, yaitu kedaulatan
rakyat atau demokrasi berdasarkan pada nilai-nilai pertimbangan untuk mencapai
konsensus.Pembangunan, demokrasi di Indonesia, sistem modern mengarah ke liberalisme
(barat / pemilihan) telah menggesesr sistem tradisional (musyawarah).Telaah kritis yang
dilakukan terhadap kewenangan pengambilan keputusan MPR baik sebelum maupun sesudah
amandemen Undang-Undang Dasar 1945, serta keterlibatan pihak dan mekanisme dalam
pengambilan   keputusan di MPR. Sebab sejauh pengamatan yang dilakukan oleh penulis,
mengenai tata cara pengambilan keputusan dalam prakteknya  yang dilakukan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat  (MPR) lebih  condong  kepada demokrasi barat dengan
mengedepankan voting (suara terbanyak) dan tidak sejalan dengan demokrasi
permuyawaratan berbasis Pancasila serta tidak mengandung nilai-nilai kedaulatan rakyat.
Rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini adalah perlu adanya perbaikan yang
mendasar untuk mewujudkan demokrasi permusyawaratan yang berbasis   Pancasila
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu antara lain; kehidupan manusia, mental-
spiritual, institusional-politikal dan material-tehnologikal. Disamping itu, perlu adanya
amandemen terhadap UUD 1945 yang mengutamakan pada pelaksanaan prinsip demokrasi
kelembagaan perwakilan rakyat (MPR, DPR, DPD).
Kata Kunci: Desain, Pengambilan Keputusan, Demokrasi Permusyawaratan, Pancasila
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ABSTRACKT
The dissertation research entitled The  People's Consultative Assembly Decision  Making
Design in the Perspective of Pancasila-Based Deliberative Democracy, will examine the sovereignty
of the people or modern democracy is democracy with a representation system as a development of
direct democracy. In a democratic representation system, the people will choose someone among
themselves to be their representative. The system of people's sovereignty is designed to empower the
important role of representative institutions that develop with the power of the people and are adapted
to philosophical values in the life of the nation and state.
This dissertation aims to analyze and explain a critical analysis of the authority of the People's
Consultative Assembly (MPR) before and after the amendments to the 1945 Constitution. As well as
discovering the concept of MPR Decision-Making Design in a  Pancasila-Based Deliberative
Democracy Perspective.
This research uses normative juridical research, which examines the laws and regulations that assign
authority to the MPR, especially the authority over decision making, which specifically produces
decisions that have legal implications, whether they are in accordance with the principles of
deliberative democracy.
The results of this dissertation research are that basically the Indonesian State has
recognized the democratic life order since before the Indonesian state was born, namely people's
sovereignty or democracy based on the values of consideration to reach consensus. Development,
democracy in Indonesia, the modern system leads to liberalism (western / election) has shaken the
traditional system (musyawarah). The critical review  carried out on the MPR's decision-making
authority both before and after the amendments to the 1945 Constitution, as well as the involvement
of parties and mechanisms in decision making in the MPR. Because as far as observations made by
the author, regarding the procedures for decision making in practice carried out by the People's
Consultative Assembly (MPR) is more inclined towards western democracy by promoting voting (most
votes) and is not in line with Pancasila-based democracy and does not contain values. population
sovereignty.
Recommendations given in this study are that there is a need for fundamental improvements
to realize Pancasila-based democracy in the life of the nation and state, namely; human life, mental-
spiritual, institutional-political and material-technological. In addition, there is a need for amendments
to the 1945 Constitution which prioritizes the implementation of democratic principles of people's
representative institutions (MPR, DPR, DPD).
Keywords: Design, Decision Making, Deliberative Democracy, Pancasila
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pada setiap pergantian rezim kekuasaan di Indonesia, merubah sistem
pemerintahan yang diterapkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945,
hal tersebut mempengaruhi terhadap penerapan pengambilan keputusan. Seperti
halnya pada masa berlangsungnya sistem demokrasi terpimpin di bawah
kepemimpinan Presiden pertama Indonesia Soekarno, menganggap bahwa
pengambilan keputusan pada berlakunya demokrasi parlementer dianggap bersifat
liberal karena menggunakan sistem suara terbanyak.
Pelaksanaan demokrasi perwakilan di Indonesia dari masa ke masa mengalami
pasang surut. Pada masa sebelum perubahan UUD 1945, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
menyatakan bahwa MPR adalah sebagai pelaku sepenuhnya terhadap kedaulatan
rakyat. Akan tetapi pada masa Orde Lama, lebih didominasi oleh kekuasaan eksekutif
sehingga melahirkan demokrasi terpimpin. Begitu pula pada masa Orde Baru, telah
menempatkan MPR sebagai lembaga negara yang tertinggi.
Perubahan terhadap Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
telah menggeser kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang semula
sebagai pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat sehingga mendudukkan MPR sebagai
lembaga tertinggi negara. Perubahan terhadap pasal tersebut telah merubah
kewenangan serta kedudukan MPR. Pengambilan keputusan dalam merubah dan
menetapkan UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 37 UUD 1945 sebelum
diamandemen, menyatakan bahwa : 1
(1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangya 2/3
daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus
hadir.
(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3
daripada jumlah anggota yang hadir.
Pasal 37 UUD 1945 tersebut di atas, menunjukkan bahwa pengambilan keputusan
dilakukan dengan cara voting atau pemungutan suara.
Dalam hal tatacara pengambilan  keputusan yang diatur dalam UUD 1945,
terdapat dua cara, yaitu dengan cara musyawarah untuk mufakat serta dengan suara
terbanyak. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh MPR terhadap
kewenangannya, didasarkan pada pemungutan dengan suara yang terbanyak
1Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen.
1
2
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) UUD 1945. Hal tersebut, tidak sejalan
dengan yang diatur dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang
menyatakan dalam pengambilan  keputusan didasarkan pada “kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan” dengan nilai-nilai permusyawaratan perwakilan.
Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam melaksanakan kewenangannya lebih
berpedoman pada ketentuan yang tercantum dalam Batang Tubuh UUD 1945, seperti
halnya diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa; 2
(2). Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam
lima tahun di ibu kota negara.
(3). Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan
suara yang terbanyak.
Dari ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945 tersebut, menunjukan bahwa MPR
lebih menggunakan pemungutan suara dengan suara terbanyak dibanding dengan
ketentuan yang diatur dalam Pembukaan UUD 1945 yang menetukan dalam
pengambilan keputusan mendasarkan pada permusyawaratan /perwakilan.
Pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut memberikan pengaruh
pula terhadap struktur ketatanegaraan Indonesia yaitu salah satunya adalah dengan
terjadinya pergeseran kedudukan, tugas dan wewenang Lembaga Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR). Termasuk dalam hal mengevaluasi keberadaan
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
dimana sebelum Undang-Undang dasar 1945 mengalami perubahan,
keanggotaannya terdiri dari anggota DPR ditambah utusan daerah dan utusan
golongan.3 Kedua utusan itu merupakan unsur tambahan keanggotaan di Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR). Perluasan keanggotaan Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) tersebut dimaksudkan agar kelembagaan lembaga tersebut tidak
hanya di isi oleh keterwakilan politik, tetapi juga di isi oleh unsur fungsional (golongan)
maupun daerah.4 Unsur-unsur dalam utusan daerah adalah orang yang mewakili dari
suatu daerah, untuk melaksanakan dan merealisasikan kehendak atas nama rakyat
berkaitan dengan kepentingan daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan utusan
golongan adalah orang-orang yang mewakili golongan kepentingan tertentu seperti
golongan koperasi, serikat pekerja, dan lain-lain badan kolektif yang kemudian
berkembang termasuk golongan yang berdasarkan profesi, kegiatan agama dan
2Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen
3Dahlan Thaib, Konseps Kedaulatan Rakyat Menurut UUD 1945 dan Implementasinya
Dalam Praktek Ketatanegaraan, Disertasi, Program Pascasarjana, UNPAD, Bandung, hlm. 294.
4Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Rajawali Press, Cetakan Ke-9, 2014, hlm.
163.
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sebagainya.5 Dengan komposisi yang demikian, pembahasan-pembahasan mengenai
kepentingan daerah dan golongan yang khas dapat di bahas dalam Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR).6
Selain merubah komposisi keanggotaan MPR, perubahan UUD 1945
membawa dampak terhadap kewenangan MPR. Sebelum perubahan UUD 1945,
kewenangan MPR sebagaimana diatur dalam UUD 1945 adalah; menetapkan
Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara yang diatur
dalam Pasal 3 UUD 1945, memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan suara yang
terbanyak (Pasal 6 ayat (2) UUD 1945), memberhentikan Presiden (Pasal 8), melantik
Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 9), mengubah UUD (Pasal 37 UUD 1945).
Setelah UUD 1945 mengalami perubahan, kekuasaan MPR bergeser menjadi
lembaga tinggi negara, mengakibatkan kekuasaan MPR berkurang. MPR tidak lagi
memilih Presiden dan Wakil Presiden dan menetapkan garis-garis besar daripada
haluan negara. Namun MPR, dalam Pasal 4 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014,
menetapkan bahwa MPR adalah merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang
berkedudukan sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan tertinggi.
Pengertian terhadap pasal tersebut, walaupun MPR tidak lagi sebagai pelaku dari
kedaulatan rakyat, memilih Presiden dan Wakil Presiden serta menetapkan garis-garis
besar daripada haluan negara, MPR tetap memiliki kewenangan yang tertinggi.
Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan dapat memenuhi salah
satu tujuan dari reformasi yaitu hendak mewujudkan pemerintahan yang demokratis.
Oleh karena itu ketentuan yang mengatur dalam pengambilan keputusan seyogyanya
dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Sehingga dalam proses pengambilan
keputusan, sebaiknya tidak menggunakan pemungutan suara berdasar suara
terbanyak. Pada penetapan pengambilan   keputusan terhadap kepemimpinan
nasional, selayaknya menggunakan musyawarah untuk mufakat dalam
mempertahankan semangat kekeluargaan.7 Sehingga pada dasarnya, pengambilan
keputusan secara konstitusional adalah berasaskan permusyawaratan/perwakilan.
Sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Sehingga dalam
pengambilan keputusan pada kewenangan MPR dapat mewujudkan demokrasi
dengan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
5Ibid…hlm. 311.
6Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, Cetakan Pertama,
2003, hlm. 54.
7 Dardji Darmodihardjo dan Sutopo Yuwono. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi,
Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 1994, hlm. 140-144.
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Akan tetapi, menurut Miriam Budiardjo bahwa pengambilan keputusan
berdasarkan musyawarah adalah untuk mufakat secara khusus. Dengan melihat
rendahnya kinerja pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI),
sehingga menganggap sistem pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk
mufakat justru memperlambat proses pembentukan dari Undang-Undang. Hal ini
dikarenakan dalam musyawarah untuk mufakat sangat menyita waktu karena harus
mempertemukan perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan yang akan
dituangkan sebagai muatan materi dalam Undang-Undang.8
Akibat dari perubahan UUD 1945 terjadi pula perubahan terhadap komposisi
keanggotaan MPR seperti yang disebutkan sebelumnya. Dengan perubahan
komposisi anggota Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), agar fungsi
musyawarah dan demokrasi dalam pengambilan keputusan pada lembaga tersebut
dapat terpenuhi, serta pelaksanaan demokrasi atau kedaulatan rakyat tidak terjadi
penyimpangan-penyimpangan. Sehingga dari beberapa penjelasan di atas maka,
menarik untuk melakukan studi atau membahas tentang Desain Pengambilan
Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Perspektif Demokrasi
Permusyawaratan Berbasis Pancasila. Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut
adalah sebagai wadah demokrasi dan musyawarah dalam mewujudkan nilai-nilai
dalam Pancasila seperti halnya bahwa Kedaulatan Rakyat selayaknya dipimpin dalam
suasana hikmat kebijaksanaan berdasarkan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pengambilan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam demokrasi
permusyawaratan yang berbasis Pancasila?
2.  Mengapa pengambilan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pasca
amandemen Undang-Undang Dasar 1945, belum mencerminkan demokrasi
permusyawaratan yang berbasis Pancasila?
3. Bagaimana desain pengambilan keputusan yang dilakukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam perspektif demokrasi permusyawaratan
yang berbasis Pancasila?
8Miriam Budiardjo. Beberapa Masalah Sekitar Sistem Politik Indonesia…dalam Bagir Manan
(ed). Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, Gaya Media Pratama, Jakarta,
1996, hlm. 220-221.
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C. Bagan 1: Roadmap Penelitian
D. Tujuan Penelitian
1. Mengkaji pengambilan keputusan dalam demokrasi permusyawaratan berbasis
Pancasila pada Majelis Permusyawaratan Rakyat  (MPR) sebelum amandemen
Undang-Undang Dasar 1945.
2.  Mengkaji dan membandingkan pengambilan keputusan Majelis Permusyawaratan
Rakyat   (MPR) dalam demokrasi permusyawaratan berbasis Pancasila dengan
pengambilan keputusan sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945
3. Merumuskan desain pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat dalam perspektif demokrasi permusyawaratan berbasis
Pancasila.
E. Manfaat Penelitian
1.  Pengembangan ilmu hukum, yaitu ilmu hukum ketatanegaraan pada khususnya
terhadap pelaksanaan pengambilan  keputusan dalam demokrasi
permusyawaratan berbasis  Pancasila pada Majelis  Permusyawaratan Rakyat
(MPR) pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
2.  Pada tataran teoritis, penelitian pada disertasi ini diharapkan akan memberikan
perkembangan pada ilmu hukum terutama di bidang ilmu Hukum Tata Negara
mengenai pelaksanaan pengambilan keputusan oleh  Majelis Permusyawaratan
Rakyat berbasis Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
3. Pada tataran praktis, penelitian ini dapat memberikan pemikiran dalam sistem
ketatanegaraan terhadap desain demokratisasi pelaksanaan pengambilan
6
keputusan melalui musyawarah pada Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR) berbasis Pancasila.
F. Originalitas Penelitian
1. Disertasi dari Joko Widarto (2016), dengan judul “Konstitusionalitas  Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-
Undangan (Kajian Pasal 7 Ayat (1) Butir B Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)”.9
Penelitian pada disertasi yang ditulis penulis adalah sama-sama
mengkaji kewenangan MPR sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945, akan
tetapi lebih fokus pada konfigurasi politik sebelum dan sesudah amandemen UUD
1945, yang mewarnai pengambilan keputusan pada kewenangan MPR.
2. Disertasi dari Sobirin Malian dengan judul “Konstitusi Republik Indonesia Pasca
Perubahan UUD NRI 1945 (Analisis Terhadap Implementasi Pasal 1 Ayat (2)
dalam Konteks UU Pemilu dan UU Kepartaian)”.10
Persinggungan dengan disertasi yang ditulis penulis adalah sama-sama
mengkaji perubahan pasal 1 ayat 2 UUD 1945, pergeseran dari daulat MPR ke
daulat rakyat. Penelitian penulis, tidak memfokuskan pada kedaulatan rakyat yang
bergeser kepada rakyat, akan tetapi penulis hendak mengkaji dari sisi pengambilan
keputusan pada kewenangan dua lembaga (DPR dan DPD) yang ada dalam satu
struktur kelembagaan MPR.
3. Disertasi dari Taufiqurrahman Syahuri dengan judul “Proses Perubahan Konstitusi
(UUD Negara RI Tahun 1945 dan Perbandingannya dengan Negara Lain)”.11
Persinggungan dengan disertasi yang ditulis penulis adalah, perlu
dilakukan peninjauan ulang terhadap UUD 1945 hasil amandemen (1999-2002),
termasuk dalam proses pengambilan keputusan terkait perubahan atau
amandemen   pasal-pasal. Perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu tidak
memfokuskan pada studi komparatif amandemen UUD 1945 diberbagai Negara,
9Joko Widarto, Konstitusionalitas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam
Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan (Kajian Pasal 7 Ayat (1) Butir B Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan), Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016.
10Sobirin Malian, Konstitusi Republik Indonesia Pasca Perubahan Uud Nri 1945
(Analisis Terhadap Implementasi Pasal 1 Ayat (2) Dalam Konteks UU Pemilu Dan UU
Kepartaian), Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,
2018.
11Taufiqurrahman Syahuri, Proses Perubahan Konstitusi (UUD Negara RI Tahun 1945
dan Perbandingannya dengan Negara Lain, Disertasi, Progam Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, 2003.
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dan tidak melakukan penilaian terhadap hasil amandemen UUD 1945 yang
dilakukan dalam empat kali amandemen, apakah sudah atau belum sejalan
dengan prinsip-prinsip umum perubahan  konstitusi. Penulis melihat perubahan
konstitusi pada sudut pandang lembaga yang berwenang, mengenai komposisi
kedudukan MPR baik sebelum maupun sesudah amandemen, serta pengaruhnya
terhadap pengambilan keputusan.
4. Penelitian disertasi dari Suroto dengan judul “Rekonstruksi Peran DPD RI Sebagai
Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Setelah Perubahan UUD Tahun
1945”.12
Persinggungan antara penelitian ini dengan disertasi yang ditulis penulis
adalah sama-sama mengkaji, kewenangan DPD sebagai utusan daerah yang tidak
memiliki kewenangan yang sama seperti DPR, sehingga latar belakang
pelembagaan DPD masih jauh dari harapan .  Perbedaan dalam penelitian ini,
penulis tidak meneliti dan memperbaiki MPR untuk menciptakan bikameralisme
yang ideal dengan memperkuat DPD, melainkan penulis mengkaji perlu untuk
menghidupkan kembali utusan golongan untuk memperbaiki MPR, agar dalam
pengambilan keputusan dapat lebih demokratis.
5. Disertasi dari Syamsuddin Haris dengan judul “Format Baru Relasi Presiden-DPR
Dalam Demokrasi Presidensial di Indonesia Pasca-Amandemen Konstitusi (2004-
2008)”.13
Persinggungan antara penelitian ini dengan disertasi yang ditulis penulis
adalah sama-sama mengakaji kewenangan Presiden yang terlalu besar dimasa
lalu telah menciptakan kekuasaan tanpa kontrol sehingga melahirkan kekuasan
otoriter, sehingga kemudian perlu dilakukan perbaikan relasi Antara kekuasaan
presiden dan DPR agar tercipta check and balances. Dalam penelitian disertasi ini,
adalah bukan pada realisasi kekuasaan Presiden agar tidak sewenang-wenang,
melainkan bagaimana agar dalam penyelenggaraan kekuasaan tidak
meninggalkan nilai-nilai musyawarah dengan memperbaiki kekuasaan DPR yang
terlalu politis, serta memperkuat kewenangan DPD dalam pengambilan keputusan
pada kewenangan MPR.
12Suroto, Rekonstruksi Peran DPD RI Sebagai Perwakilan Daerah dalam Sistem
Ketatanegaraan Setelah Perubahan UUD Tahun 1945 Berbasis Keadilan, Disertasi, Program
Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2019.
13Syamsudin Haris, Format Baru Relasi Presiden-DPR Dalam Demokrasi Presodensial di
Indonesia Pasca-Amandemen Konstitusi (2004-2008), Disertasi, Program Doktor Fakultas Ilmu
Sosial Dan Politik Universitas Indonesia, 2018.
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6. Disertasi dari Fatmawati dengan judul “Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen
dengan Sistem Multikameral”.14
Persinggungan antara penelitian ini dengan disertasi yang ditulis penulis
adalah sama-sama mengkaji, perlunya memperkuat DPD melalui penambahan
kewenangan DPD yaitu dapat melakukan veto terhadap keputusan DPR sehingga
fungsi kontrol dapat terwujud. Namun yang menjadi pembeda adalah penelitian
penulis, tidak melakukan justifikasi bahwa MPR sebagai lembaga parlemen
menganut trikameral. Sebab di UUD 1945 jelas disebutkan,MPR terdiri atas DPR
dan DPD.
7. Disertasi dari Hufron dengan judul “Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil
Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945".15
Persinggungan antara penelitian ini dengan disertasi yang ditulis penulis
adalah sama-sama mengkaji, pemberhentian dan pengangkatan presiden dan/atau
wakil presiden oleh MPR. Perbedaan dalam penelitian ini adalah penulis
mengusulkan, bahwa perlu dilakukan evaluasi dan peninjauan ulang tentang
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden setelah amandemen UUD 1945 yang
dilakukan secara langsung, hal ini terkait pada mekanisme pemanggilan Presiden
dan/atau Wakil Presiden untuk dimintai pertanggung jawaban.
8. Disertasi dari Ellydar Chaidir dengan judul “Sistem Pemerintahan Negara Republik
3 Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945”.16
Persinggungan antara penerlitian ini dengan disertasi yang ditulis penulis
adalah sama-sama mengakaji, UUD 1945 dimasa lalu yang terlalu membuka
peluang kekuasaan tanpa kontrol oleh presiden. MPR yang seakan tidak berdaya
dengan  kekuasaan  Presiden masa itu. Namun yang menjadi pembeda adalah
penelitian penulis, mengkaji UUD 1945 yang dianggap ‘sakral’ sebelum
amandemen dengan memfokuskan pada lemahnya kewenangan yang dimiliki MPR
dan dampaknya terhadap dinamika pemerintahan.
14Fatmawati, Struktural dan Fungsi Legislasi Parlemen Dengan Sistem Multikameral,
Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009.
15Hufron, Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,
2012.
16Ellydar Chaidir, Sistem Pemerintahan Negara Republik 3 Indonesia Setelah Perubahan
Undang-Undang Dasar 1945, Disertasi Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia, 2005.
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9. Disertasi dari Subardjo dengan judul “Dewan Perwaklan Daerah (DPD) Menurut
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Penerapan
Sistem Bikameral Dalam Lembaga Perwakilan Indonesia”.17
Persinggungan antara penelitian ini dengan disertasi yang ditulis penulis
adalah sama-sama mengkaji, perlunya meghidupkan kembali utusan golongan,
perlunya memberi kewenangan yang seimbang antara DPR dan DPD
sebagaimana sistem bikameral secara ideal. Namun yang menjadi pembeda
adalah penelitian penulis, melakukan analisis mendalam mengenai sistem
pengambilan suara dimana suara anggota DPD yang secara otomatis saat
pengambilan keputusan di MPR jelas tidak mampu mengimbangi suara anggota
DPR sebagai representasi kepentingan politik.
10. Disertasi dari Mahmuzar dengan judul “Implikasi Keterbatasan Fungsi Dewan
Perwakilan Daerah Terhadap Kepentingan Daerah Dalam Negara  Kesatuan
Republik Indonesia (Studi Kinerja DPD Periode 2004-2009 di Bidang Legislasi,
Pengawasan dan Anggaran)”.18
Persinggungan antara penerlitian ini dengan disertasi yang ditulis penulis
adalah sama-sama mengkaji, untuk memperkuat DPD perlu dilakukan amandemen
ke-5 UUD 1945. Namun yang menjadi pembeda adalah penelitian penulis, tidak
mengkhususkan penguatan kewenangan DPD dalam legislasi, pengawasan dan
anggaran. Penulis lebih cenderung ingin memperkuat DPD dalam hal
keseimbangan suara dalam pengambilan keputusan di MPR.
11. Disertasi pada  Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran  Bandung 2000,
yang berjudul “Konsepsi Kedaulatan Rakyat Menurut UUD 1945 dan
Implementasinya Dalam Praktek  Ketatanegaraan (Studi Tentang MPR Sebagai
Pelaku Kedaulatan Rakyat)” yang ditulis oleh Dahlan Thaib.
Persinggungan antara penelitian disertasi ini dengan disertasi penulis
adalah hendak mewujudkan lembaga perwakilan yang memiliki keabsahan
(legitimate), serta memberdayakan   Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, hendaknya seluruh anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) dipilih melalui pemilihan umum yang jujur dan
17Surbadjo, Dewan Perwaklan Daerah (DPD) Menurut Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penerapan Sistem Bikameral dalam Lembaga Perwakilan
Indonesia, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2008.
18Mahmuzar, Implikasi Keterbatasan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Terhadap
Kepentingan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Kinerja DPD Periode
2004-2009 di Bidang Legislasi, Pengawasan dan Anggaran), Disertasi, Fakultas Universitas Islam
Indonesia, 2013.
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adil. Namun  yang  menjadi pembeda adalah penelitian penulis, tidak
mengkhususkan penguatan kelembagaan saja. Penulis lebih cenderung ingin
memperkuat adanya keseimbangan suara dalam pengambilan keputusan di MPR.
12. Disertasi lainnya yang penulis jumpai yaitu tentang “Rekonstruksi Kedudukan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Dalam Sistem Ketatanegaraan
Indonesia” yang ditulis oleh Widayati.
Persinggungan antara penelitian disertasi ini dengan disertasi penulis
adalah bahwa dalam disertasi Widayati tersebut membahas tentang kedudukan
Ketetapan MPR dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jenis dan
hierarki peraturan perundangan, yaitu kedudukan Ketetapan MPR tetap berada di
bawah UUD 1945 dan di atas Undang-Undang/Perpu. Sedangkan penelitian
disertasi yang penulis lakukan hendak memposisikan dalam mengkaji pelaksanaan
demokrasi permusyawaratan dan makna kerakyatan pada kelembagaan negara
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam pengambilan keputusan berbasis
Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia secara historis, sosiologis,
filosofis dan yuridis.
13. Salah satu sub BAB dari disertasi pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul Pola Ideal
Pertanggungjawaban Presiden Dalam Mewujudkan Demokrasi Ekonomi Menurut
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pada Era
Reformasi yang ditulis oleh Siti Rodiyah Dwi Istinah, meneliti tentang
Rekonstruksi  Kelembagaan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR) Dalam UUD 1945. Isi dari pembahasan tersebut adalah lebih memfokuskan
pada struktur kelembagaan dan kewenangan bagi MPR.
Persinggungan dengan disertasi tersebut adalah menghidupkan kembali
utusan golongan agar dalam pengambilan  keputusan pada Majelis
Permusyawaratan Rakyat tidak berat sebelah. Disamping itu dalam penelitian ini
juga hendak menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai
sitem kontrol dalam penyelenggaraan pemerintahan.
G. Kerangka Pemikiran
1. Desain
Desain merupakan sebuah rancangan, rencana atau sebuah gagasan.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia) menyebutkan bahwa desain adalah 1).
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kerangka bentuk; rancangan, 2). motif pola; corak. Menurut Sachari dan Sunarya19
bahwa:
“Desain adalah terjemahan fisik mengenai aspek sosial, ekonomi, dan tata hidup
manusia, serta merupakan cerminan budaya zamannya. Desain adalah salah satu
manifestasi kebudayaan yang berwujud, yaitu berupa produk dari nilai-nilai yang
berlaku pada kurun waktu tertentu.”
Pengertian lain tentang desain adalah bahwa
“Desain merupakan suatu proses  kreatif dalam memecahkan suatu
permasalahan dalam hal yang menyangkut perancangan suatu objek yang bersifat
fungsional atau estetis. Pada prinsipnya desain adalah melihat aspek teknis,
fungsi, material, tanpa melepaskan unsur warna, garis, tekstur, keseimbangan
komposisi, dan bentuk”.20
Kata desain berasal dari kata design dalam bahasa Inggris yang
pengertiannya adalah gagasan awal, rancangan, perencanaan, pola, susunan,
rencana, proyek, hasil yang tepat, pikiran, maksud, kejelasan dan seterusnya
sedangkan menurut kamus Purwadarminta, pengertian desain berarti menyusun,
mengubah dan mengarang.21
Definisi yang lebih luas dan terlihat lebih menyeluruh menggambarkan
desain   yaitu definisi yang dikutip oleh Yustiono dari Bruce Archer, yang
selengkapnya berbunyi22:
“Design is the area of human experience, skill and knowledge that reflects man’s
cocern with the appreciation and adaptation of his surroundings in the light of his
material and   spiritual needs. In particular, it realtes with configuration,
composition, meaning, value and purpose in man-made phenomena”.
Pengertian-pengertian desain yang rasionalistis mengalami puncaknya
pada tahun 1960 an, sebagaimana terungkap pada pelbagai pengertian
yang diutarakan sebagai berikut :
Desain merupakan pemecahan masalah dengan satu target yang jelas
(Acher,1965),
Desain merupakan temuan unsur fisik yang paling obyektif (Alexander, 1963)
Desain adalah tindakan dan insiatif untuk merubah karya manusia
(Jones,1970).23
Kata “Desain” yang dimaksud dalam penelitian ini adalah  rancangan
yang berupa kerangka konseptual atas suatu gagasan. Menurut Kamus Besar
19Sachari & Sunarya, Desain dan Dunia Kesenirupaan Indonesia Dalam Wacana
Transformasi Budaya, Bandung: Penerbit ITB, 2001. hlm 276.
20Ibid.
21 Agus Sachari, Desain Gaya dan Realitas, Jakarta: Rajawali, 1986. hlm.23.
22 Yustiono, “Paradigma Desain Indonesia”, ed. Agus Sachari, Jakarta: Rajawali 1986.
hlm.23.
23Agus Sachari, Yan Yan Sunarya, Pengantar Tinjauan Desain, ed. Tuti Sarah, Edition: 1,
Publisher: Penerbit ITB, Juli 2000, hlm. 170.
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Bahasa Indonesia, definisi “desain” adalah kerangka bentuk, rancangan, motif,
pola, corak. Makna kata “desain” yang didefinisikan dalam KBBI tersebut ada yang
bernuansa kesenian. Namun penulis akan mengadopsi definisi “desain” ini yang
bermakna kerangka bentuk dan rancangan. Jadi apabila definisi “desain” tersebut
dihubungkan dengan desain pengambilan keputusan Majelis Permusyawratan
Rakyat (MPR), maka dapat dinyatakan sebagai rancangan yang berupa kerangka
konseptual gagasan baru mengenai pengambilan keputusan di MPR.
2. Pengambilan Keputusan (Decision Making).
Keputusan (decision) adalah hasil dari pemecahan suatu permasalahan.
Menurut  kamus besar Ilmu Pengetahuan, yang dimaksud dengan pengambilan
keputusan (decision making) adalah sebagai tindak lanjut dari proses penyelesaian
masalah. Menurut Miriam Budiardjo,24 yang dimaksud dengan keputusan ialah
merupakan hasil dari membuat suatu pilihan di antara beberapa alternatif.
Menurut J. Reason,25 yang dimaksud dengan pengambilan keputusan
adalah hasil atau luaran dari proses mental atau kognitif yang dihadapkan pada
pilihan dari beberapa alternatif yang ada. Pengambilan keputusan dalam sistem
ketatanegaraan, adalah berupa keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat
masyarakat secara keseluruhan.26 Negara adalah sebagai organisasi, dapat
mengambil keputusan terhadap masalah kenegaraan (entscheidungsheit) berupa
keputusan politis, yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundangan.27
Pengambilan keputusan adalah merupakan bagian dari sistem politik
dalam ketatanegaraan suatu negara. Negara-negara modern yang menggunakan
asas kedaulatan rakyat, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui dialog
pada lembaga perwakilan dimana seluruh elemen memberikan dukungan terhadap
proses pengambilan keputusan tersebut secara demokratis. Akan tetapi pada
negara yang bersifat totaliter, pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh orang
perorang atau kelompok tertentu.28
24Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Imu Politik, PT. Gramedia Pusaka Utama, Anggota
IKAPI, Jakarta, 2008, hlm. 19.
25Dagun, M Save, Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, Lembaga Pengkajian Kebudayaan
Nusantara (LPKN), Jakarta, 2006, hlm. 185.
26Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Gramedia, 1977,
hlm. 11.
108.
27Padmo Wahjono, Negara Republik Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 107-
28Mohammad Hatta, Kumpulan Pidato, Yayasan Idayu, Jakarta, 1981, hlm. 73.
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Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, secara mendasar
bahwa pengambilan keputusan dilakukan dengan dasar
permusyawaratan/perwakilan. Makna dari permusyawaratan adalah berunding
secara damai sesuai dengan aturan yang ada dan dapat diterima serta ditetapkan
bersama dari pihak-pihak yang ikut bermusyawarah /berunding29
Pengambilan keputusan di Indonesia menurut Mohammad Kusnardi dan
Harmaily Ibrahim adalah musyawarah untuk mufakat sebagai pelaksanaan dari
asas kekeluargaan bangsa Indonesia. 30 Sedangkan menurut Chang Heng Cee
terhadap musyawarah untuk mufakat (Malaysia dan Indonesia) atau konsensus
(Jepang) adalah muncul karena komunitarian sebagai ciri dari sistem demokrasi di
dataran Asia.  Komunitarian tersebut didasari dari  rasa solidaitas kekeluargaan,
klan, kelompok etnik yang ada pada masyarakat di Asia, termasuk Indonesia.31
Prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat yang tercantum dalam
Pancasila  Sila  keempat pernah diwujudkan dalam Tap  MPRS No.
VIII/MPRS/1965. Akan tetapi ketetapan tersebut dicabut dengan Ketetapan MPRS
No.XXXVIII/MPRS/1968, dan ketetapan ini juga dicabut dengan dikeluarkannya
Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973.32
Pengambilan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat, diatur dalam
Pembukaan UUD 1945 alinea keempat “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan” dengan dasar permusyawaratan/perwakilan. Dengan demikian
sistem demokrasi yang dianut adalah demokrasi permusyawaratan sesuai dengan
pandangan hidup dan ideologi Pancasila.
Perkembangan dalam pengambilan keputusan dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia, dipengaruh sosial politik yang kuat pada setiap periode
rezim kepemimpinan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan adanya pengaruh
ekonomi dan ideologi serta budaya. Dari sisi ekonomi memicu maraknya politik
uang baik pada pembentukan lembaga pemerintah khususnya lembaga
permusyawaratan/perwakilan (MPR), menjadikan alasan buruknya hasil dari
29Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan
Umum, dalam Bagir Manan (ed.), Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia…Op.Cit. , hlm. 63. Lihat
Soetardjo Kartohadikoesoemo, Desa, Sumur Bandung, Bandung, 1965, hlm. 159.
30Mohammad Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia,
Pusat Studi HTN Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 110
31Chan Heng Cee, Model Demokrasi Asia: Evolusi dan Implementasinya, dalam Robert
Bartley (ed.), Demokrasi dan Kapitalisme Perspektif Asia dan Amerika, Center for Information and
Development Studies, Jakarta, 1994, hlm. 22-23. Dalam Aidul Fitriciada Azhari, Sistem
Pengambilan Keputusan Demokratis Menurut Konstitusi, Muhammadiyah University Perss,
Surakarta, 2000, hlm. 22.
32Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik
dan Kehidupan Ketatanegaraan, Cet. Ke-2., Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003, hlm. 43.
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pengambilan  keputusan yang dibuat oleh lembaga tersebut. Sehingga
menghasilkan kekuatan rezim yang bersifat dinasti  kekuasaan serta konflik
kekuatan pada masyarakat.
H. Metode Penelitian.
1. Jenis Penelitian.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu mencakup33 a.
penelitian asas-asas hukum, b. penelitian sistematika hukum, c. penelitian taraf
sinkronisasi hukum, d. penelitian sejarah hukum. Langkah yang ditempuh adalah
melakukan penelitian terhadap Undang-Undang Dasar, Undang-Undang yang
memberikan atribusi kewenangan kepada MPR. Selain itu juga Ketetapan MPR
dimasa lalu untuk dinilai apakah sesuai dengan prinsip demokrasi
permusyawaratan perspektif Pancasila, yakni seperti halnya mengenai
kewenangan pengambilan keputusan MPR yang secara khusus melahirkan
keputusan yang berdampak hukum dalam hal mengangkat dan memberhentikan
Presiden, mengubah dan menetapkan GBHN serta UUD 1945. Kemudian,
mengenai keterlibatan pihak dan mekanisme pengambilan keputusan pada Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kajian tersebut nantinya akan menjadi bahan
analisis untuk membentuk suatu konsep desain pengambilan keputusan Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam perspektif permusyawaratan berbasis
Pancasila.
2. Batasan Kajian
Penelitian disertasi dengan judul Desain Pengambilan Keputusan Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) Dalam Perspektif Demokrasi Permusyawaratan
Berbasis Pancasila adalah dengan melihat sistem pengambilan keputusan pada
MPR terkait dengan demokrasi permusyawaratan yang diamanatkan oleh pendiri
negara melalui UUD 1945.
Penulis melakukan analisis terhadap problematika yuridis terhadap
substansi dan sistem pengambilan keputusan pada Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), serta meluruskan
kembali terhadap sistem pengambilan keputusan dalam demokrasi
permusyawaratan berbasis Pancasila. Analisis ini dilakukan dengan melihat
keterwakilan rakyat pada lembaga MPR, kedudukan lembaga MPR, sistem
pengambilan keputusan pada MPR, bentuk produk keputusan MPR serta arti
hlm. 1-2.
33Soerjono Soekanto, Pengantar Penelititan Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2014,
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pentingnya produk pengambilan  keputusan dalam penyelenggaraan
ketatanegaraan baik sebelum maupun sesudah amandemen UUD 1945.
Penelitian disertasi ini dibantu dengan melakukan penafsiran terhadap
pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945  (UUD 1945) yang berkaitan
dengan sistem pengambilan keputusan pada Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR) yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, Pasal 1
ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, dan ditunjang dengan Pasal 37 Undang-Undang Dasar
1945 (UUD 1945).
Mengingat bahwa fungsi Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
adalah sebagai wadah untuk bermusyawarah, maka  keanggotaan Lembaga
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus dapat mewakili seluruh rakyat
Indonesia. Sebagaimana prinsip demokrasi permusyawaratan yang terkandung
dalam nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
Oleh karena itu perlu dicari dan mengembalikan peran serta fungsi Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan prinsip-prinsip kehidupan ketatanegaraan
yang berkedaulatan rakyat  (demokratis) ditandai bahwa setiap warganegara
berhak ikut aktif dalam setiap pengambilan keputusan negara. Sebagaimana yang
dikemukakan oleh Sri Soemantri, bahwa sebagai negara yang menganut paham
kedaulatan rakyat, diperlukan suatu sistem yang sesuai untuk membahas
persoalan kenegaraan. Sistem yang dianut disesuaikan dengan UUD 1945.34 Hal
tersebut termasuk dalam sistem pengambilan  keputusan agar dapat
mengakomodir aspirasi masyarakat, mengingat wilayah serta jumlah penduduk
yang begitu besar.
Penulis mengelompokan terhadap konsep-konsep yang sama terhadap
peraturan yang berkaitan dengan penelitian disertasi ini. demikian pula pada asas-
asas hukum serta pendapat para ahli yang terkait dengan demokrasi
permusyawaratan. dari hasil analisis tersebut berupaya memberikan pemikiran
terhadap sistem pengambilan keputusan pada MPR dalam perspektif demokrasi
permusyawaratan berbasis Pancasila.
Batasan Permasalahan pertama dan kedua, akan dikaji dengan beberapa
pendekatan teori dan konsep yang berkaitan dengan desain pengambilan
keputusan dalam demokrasi permusyawaratan berbasis Pancasila.
34 Sri Soemantri, Masalah Kedaulatan Rakyat Berdasarkan UUD 1945…, Dalam Padmo
Wahyono, Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa ini, Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua,
Jakarta, 1984, hlm. 65.
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Sedangkan batasan permasalahan ketiga, adalah merupakan hasil dari
analisis pokok permasalahan pertama dan kedua untuk mewujudkan sistem
pengambilan keputusan dalam demokrasi permusyawaratan berbasis Pancasila.
3. Obyek Penelitian.
Dalam penelitian disertasi ini obyeknya ialah, Desain Pengambilan
Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Perspektif Demokrasi
Permusyawaratan Berbasis Pancasila adalah dengan melihat sistem pengambilan
keputusan MPR pada masa sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945, belum
mencerminkan demokrasi permusyawaratan berbasis Pancasila.
4. Metode Pendekatan
Metode pendekatan dalam penulisan proposal ini menggunakan
pendekatan :35
a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
Pendekatan perundang-undang ini dilakukan dengan menelaah UUD
1945, Ketetapan MPR (TAP MPR), Undang-Undang dan regulasi yang
berkaitan dengan masalah pada disertasi ini. Penelitian disertasi ini mengkaji
peraturan perundang-undangan yang memberikan   kewenang pengambilan
keputusan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, apakah ada konsistensi
dan kesesuaian antar peraturan perundangan tersebut.
b. Pendekatan konseptual, (conseptual appoach)
Pendekatan konseptual dalam penelitian disertasi ini ialah, dengan
mengkaji atau mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin.
Pemahaman terhadap teori, asas, doktrin tersebut, maka dapat dalam
penelitian ini akan mengaitkan antara praktik yang ada dengan teori yang
relevan, sehingga selanjutnya peneliti/penyusun dapat menganalisis dalam
rangka mencari alternatif solusi terbaik untuk  memecahkan permasalahan
hukum yang dikaji.
c. Pendekatan sejarah (hystorical approach)
Pendekatan sejarah yaitu dengan mengkaji aspek sejarah praktek dan
regulasi pengambilan keputusan di MPR sebelum maupun setelah reformasi.
5. Sumber Data
Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dibagi menjadi
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang
diuraikan lebih lanjut di bawah ini:
35Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-13, Kencana,
Jakarta, Januari 2017, hlm. 136-177.
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a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum
primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu:
1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2003 tentang susunan
dan kedudukan Majelis  Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2014 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 17 2014 tahun Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
8). Undang-undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
9). Peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini
b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini,
terdiri dari:
1) Buku; 2) Jurnal; 3) Artikel; 4) Literatur lainnya yang berkaitan dengan
permasalahan yang dibahas.
c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:
1) Ensiklopedia dan; 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
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6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan disertasi ini
adalah studi kepustakaan (library  research), yaitu melakukan inventarisasi dan
mempelajari data pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku
literatur, dokumen resmi serta website resmi.
7. Pengolahan dan Analisis Data
Pengolahan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk
mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum. Sistematisasi berarti
membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan
kegiatan analisis dan  konstruksi. Data yang berkaitan dengan pokok
permasalahan, ruang lingkup, dan identifikasi masalah sebagaimana yang telah
disebutkan di atas yang telah diperoleh akan disajikan dengan pendekatan
deskriptif-analitis, sehingga kajian yang dilakukan dapat menjadi acuan
komprehensif bagi penulisan disertasi.
Teknik analisa data yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah
deskriptif analitis, yaitu dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum.36 Melalui
diskripsi analisis, dengan pembahasan menggunakan metode normatif, yaitu;
menganalisis terhadap permasalahan yuridis pada substansi dan prosedur
pengambilan keputusan MPR dan mendesain pengambilan keputusan MPR dalam
perspektif demokrasi permusyawaratan berbasis Pancasila. Dengan melakukan
analisis tersebut, diharapkan dapat memilah dan memilih data dari pelbagai bahan
pustaka yang ada dan searah dengan objek kajian yang dimaksud dan dapat
menghasilkan deskripsi yang lebih objektif dan sistematis dalam penulisan
disertasi pengambilan keputusan di Majelis Permusyawaratan Rakyat.
8. Bekerjanya Teori.
Suatu penelitian akan bermaksud mengembangkan suatu ilmu pengetahuan.
Kadang kala hasil penelitian akan memunculkan teori baru. Menurut Satjipto
Rahardjo,37 teori adalah mempunyai peran yang penting didalam dunia ilmu
pengetahuan.
Teori merupakan serangkaian asumsi berupa konsep, definisi dan proposisi,
yang secara sistematis saling berhubungan serta menjelaskan suatu fenomena
36 Muhammad Syarifudin, Menggagas Hukum Humanis-Komersial (Upaya Perlindungan
Hukum Hak Masyarakat Kurang Mampu Atas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Swasta
Berbadan Hukum Perseroan Terbatas), Bayumedia, Malang, 2009, hlm. 59.
37Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 253.
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dengan menghubungkan antar variable.38 Jika dihubungkan dengan hukum, maka
teori bisa mengandung subyektifitas, karena hukum mengandung fenomena yang
cukup kompleks, sehingga memunculkan pandangan-pandangan atau aliran-aliran
dalam ilmu hukum, sesuai dengan paham yang dipakai oleh orang-orang yang
tergolong dalam aliran tersebut.39
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka, berikut adalah teori-teori yang
digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah sebagaimana yang tertuang dalam
table di bawah ini;
Bagan : 2
Bekerjanya Teori.
No. Teori Substansi Cara Bekerjanya Teori
1. Teori Negara
Hukum dari A.V
Dicey
 Unsur pembatasan
kekuasaan pada negara
hukum klasik
(Rechtsstaat) sangat
diperlukan, hal ini agar
tidak terjadi
penyalahgunaan
kewenangan dikarenakan
adanya pemusatan
kekuasaan dalam satu
tangan.
 Perlu adanya aturan
untuk menata kekuasaan
tersebut agar dapat
melahir keputusan yang
bersifat demokrastis.
 Supremasi hukum
memiliki arti bahwa
hukum bukanlah semata
kehendak penguasa
melainkan terikat pada
prinsip-prinsip rule of law.
MPR dalam
pengambilan
keputusan dipengaruhi
oleh kekuasaan
eksekutif
 Perubahan UUD 1945
telah membagi dan
membatasi kekuasaan,
agar dalam
pengambilan
keputusan MPR
bersifat
demokratis.Namun
dalam pengambilan
keputusan dengan
musyawarah untuk
mufakat (Pembukaan
UUD 1945, Pancasila)
oleh MPR, belum
terlaksana, cenderung
menggunakan suara
terbanyak (Pasal 2
ayat (3) UUD 1945)
 Upaya untuk mencari
bentuk pengambilan
keputusan dengan
menyusun kembali
peraturan
perundangan terhadap
pengambilan
keputusan MPR,
dengan tujuan dapat
38Fred N. Kerlinger, Asas-asas Penelitian Behavior, Gajah Mada University Press,
Yogyakarta, 2000, hlm. 11.
39 Satjipto Rahardjo, …….Op.Cit.,hlm. 253.
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mewujudkan
pengambilan
keputusan demokratis.
2. Konsep Demokrasi
Permusyawaratan
dari Jurgen
Habermas
Ada tiga konsep
demokrasi,  yaitu: (a)
model liberal; (b)model
republik; (c)model
proseduralis.
 konsep deliberasi
proseduralis yang
digunakan dalam
menghasilkan sebuah
keputusan dengan
melalui sebuah
konsensus. Dengan kata
lain, bahwa keputusan
memiliki legitimasi jika
sudah melalui proses
pengujian atau diskursus,
dimana semua isu
dibahas bersama
khususnya oleh pihak-
pihak yang terlibat
langsung dengan isu
tersebut dalam posisi
yang setara dan tanpa
tekanan pihak lain
Dengan “Model
bendungan”, dapat
menghubungkan kembali
antara pinggiran sebagai
ruang publik untuk
menemukan, menafsirkan
secara diskursif sebagai
bentuk usulan kepada
pusat dalam pengambilan
keputusan
 Bentuk Demokrasi
permusyawaratan
sudah tercantum
dalam UUD 1945.
Kesalah pahaman
dalam memaknai
kedaulatan rakyat yang
tercantum dalam Pasal
1 ayat (2) UUD 1945,
serta kuatnya
kekuasaan ketika itu
mengakibatkan
kurangnya partisipasi
masyarakat dalam
proses pengambilan
keputusan MPR.
 Kedaulatan rakyat di
tangan rakyat telah
berada sepenuhnya
pada MPR, telah
bergeser, dengan
harapan pengambilan
keputusan   MPR
dengan musyawarah
untuk mufakat dapat
terlaksana. Namun
lebih memilih dengan
menggunakan suara
terbanyak. Sehingga
pengambilan
keputusan tidak
mencerminkan
demokrasi
permusyawaratan
berbasis Pancasila.
 Menata kembali
kelembagaan MPR
dengan membentuk
ruang publik yang
lepas dari pengaruh
kekuatan politik untuk
menyalurkan opini
publik sebagai bentuk
aspirasi rakyat dalam
pengambilan
keputusan MPR.
3. Konsep Negara
Hukum Islam dalam
Al-Qur’an
 Dalam konsep negara
hukum atau disebut
sebagai Nomokrasi Islam,
mengajarkan bahwa
 Negara hukum yang
berlandaskan pada
Pancasila didasarkan
pada nilai-nilai
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kekuasaan itu adalah
karunia dari Allah SWT
yang didasarkan pada Al-
Qur’an dan keteladanan
yang diajarkan oleh Nabi
Muhammad SAW, baik
bagi yang berkuasa
ataupun bagi yang
dikuasai.
 Prinsip-prinsip negara
hukum Islam (nomokrasi)
yaitu kekuasaan sebagai
amanah, musyawarah,
keadilan, persamaan,
pengakuan dan
perlindungan terhadap
HAM, peradilan yang
bebas, perdamaian,
kesejahteraan dan
kesetaraan rakyat.
 Prinsip-prinsip
musyawarah yaitu melalui
perundingan dalam
menyelesaikan masalah
ada unsur-unsur
kebersamaan dan hak
yang sama sehingga
mengandung kebaikan
sebagai pemersatu
dalam perbedaan.
Ketuhanan,kemanusia
an, integritas,
musyawarah dan
keadilan.
 Pengambilan
keputusan pada
negara hukum
Pancasila adalah
perpaduan antara
konsep Islam,   Barat
dan keaslian Indonesia
yang mengandung
nilai-nilai dari
nomokrasi atau negara
hukum Islam.
 Indonesia dengan
masyarakatnya yang
plural dan wilayah
negara yang luas,
maka musyawarah
untuk mufakat
digunakan dengan
tujuan dapat
menyatukan kembali
hubungan antara pusat
dan daerah dalam
memecahkan masalah
dengan tetap
menghormati adanya
perbedaan
sebagaimana negara
“madani” yang
berlandaskan Islam..
4. Konsep Mekanisme
Pengambilan
Keputusan
Schumpeter dan
Huntington
 Konsep kedaulatan rakyat
bersifat formal atau
procedural, bergantung
pada mekanisme
pengambilan keputusan
pada lembaga negara.
 Konsep pengambilan
keputusan procedural,
setiap orang dapat ikut
berpartisipasi dalam
pengambilan keputusan
berdasarkan peraturan
perundangan yang sudah
ditentukan, serta tidak
ada perbedaan dalam
kedudukannya.
 Adanya ketentuan jumlah
suara dalam proses
pemungutan suara
(Voting).
 Sistem pengambilan
keputusan dalam UUD
1945, mengandung
konsep kedaulatan
rakyat procedural, yaitu
dilaksanakan oleh
MPR.
 Pengambilan keputusan,
ditentukan dalam
UUD 1945, setiap
warga negara
berkedudukan sama
dalam hukum dan
pemerintahan serta
adanya kebebasan
menyatakan pendapat
secara lisan maupun
tulisan.
 UUD 1945
menentukan dua
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bentuk pengambilan
keputusan yang
berbeda; yaitu dalam
Pembukaan UUD 1945
diatur dengan
musyawarah untuk
mufakat sedangkan
dalam Batang Tubuh
UUD 1945 ditentukan
dengan suara
terbanyak.
BAB II
KERANGKA TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1. Teori Negara Hukum
Konsep rechstaat yang merupakan konsep negara hukum yang muncul dan
berkembang pada mulanya diwilayah Eropa continental, ada juga konsep negara
hukum yang muncul pada abad yang sama di wilayah anglo saxon, yang
kemudian dikenal dengan istilah rule of law. Secara luas, telah diketahui oleh para
ahli hukum, bahwa tipe rule of law diperkenalkan A.V. Dicey melalui bukunya yang
berjudul “introduction of the law of the constitution” (1897). Menurut Dicey, tipe rule
of law merupakan paham negara hukum yang paling cocok di Inggris. Dicey
menyatakan, rule of law merupakan suatu paham yang esensial dalam konstitusi
Inggris yang kontras atau berbeda dengan droit administrative dari Perancis.40
Dicey reworked the traditional idea of sovereignty into two separate
concepts legal and political sovereignty in order to square the common law notion
of the sovereignty of parliament with the democratic idea of the sovereignty of the
people. He forged a new concept ‘the rule of law’ to explain the legal basis of
liberty in common law countries in a manner that was both Benthamite and
constitutionalist. .41
Adapun unsur-unsur rule of law seperti yang dikemukakan oleh
A.V Dicey dalam negara hukum adalah :
1. Supremasi absolute atau predominasi dari regular law untuk menentang
pengaruh dari arbitrary power dan meniadakan kesewenang-wenangan,
prerogative atau discrecionary authority yang luas dari pemerintah atau biasa
disebut supremasi aturan hukum ( supremacy of law)
2. Persamaan kedudukan dihadapan hukum atau penundukan yang sama dari
semua golongan kepada ordinary law of the land yang dilaksakan oleh ordinary
court; ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada diatas hukum. Kedudukan
yang sama didepan hukum bagi semua warga Negara.
3. Konstitusi adalah hasil dari the ordinary of land, bahwa hukum konstitusi
bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang
dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan atau biasa disebut jaminan
terhadap hak-hak manusia. Ini diartikan bahwa terjaminnya hak-hak manusia
oleh Undang-Undang serta keputusan-keputusan pengadilan.42
Dicey mengkritik Austin dengan analiytical legal positivism-nya yang
menjadi penganut utama aliran positivism yuridis. Austin Mengatakan bahwa,
40I Dewa Gede Atmaja, dkk,Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum, Setara Press,
Malang, Cetakan kesatu, 2015, hlm. 142-143.
41James Kirby, A.V. Dicey and English Constitutionalism, Journal History of European
Ideas, Volume 45, 2019, Issue 1, p 33.
42Nimatul Huda, Negara Hukum, Demokrasi Dan Judicial Review, UII Press Yogyakarta,
Yogyakarta, 2005, hlm. 254-266.
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hukum adalah perintah pihak berdaulat empirica, dimana terdapat suatu
kekuasaan (negara). Hukum adalah apa yang dibuat ahli dan otoritas negara.43
Bagi Austin, hukum positif diartikan sebagai perintah dari pihak yang
berkuasa dalam suatu negara, sehingga semua perintah tidaklah harus diterbitkan
oleh suatu lembaga perwakilan (legislatif). Perintah yang berupa hukum tersebut
dapat dibuat oleh penguasa atau pejabat yang sudah mendapatkan perintah dari
penguasa.44 Sehingga tujuan terbentuknya hukum menurut Austin adalah bukan
pada moral ataupun keadilan melainkan pada kekuasaan dalam menentukan suatu
hukum.45 Hal inilah yang dikritik oleh Dicey bahwa hukum tidaklah dapat diartikan
semata-mata merupakan kehendak daripada penguasa melainkan juga terikat oleh
prinsip-prinsip rule of law. Penguasa terikat pada tiga unsur negara hukum yang
disebutkan oleh Dicey.
Pandangan para ahli filsafat hukum terhadap rule of law dapat
dikelompokan kedalam tiga kategori sebagai berikut46:
a. Pandangan yang memandang hukum tidak lain adalah pengaturan dari
pihak otoritas untuk menyelesaikan hubungan-hubungan hukum, yang
dilaksanakan sesuai kehendak dan kekuasaan dari penguasa. Konsep rule
of law dalam pengertian ini, berarti keharusan adanya suatu ketertiban
umum yang dipertahankan bila perlu melalui upaya paksa atau ancaman-
ancaman. Sehingga konsep rule of law dalam pengertian ini tidak pernah
memiliki misi untuk membatasi kegiatan, kekuasaan dan kedaulatan pejabat
negara.
b. Pandangan yang memandang rule of law tidak hanya merupakan
pengaturan pihak otoritas untuk menyelesaikan hubungan-hubungan
hukum, melainkan juga menerima pengaturan dan pembatasan terhadap
tugas-tugas otoritas.
c. Pandangan yang memandang rule of law sebagai konsensus dari
masyarakat untuk suatu ketertiban, sesuai prinsip-prinsip moral dan
keadilan.
Implikasi dari penerapan konsep rule of law dalam suatu negara akan
mengarahkan penyelenggara negara ke dalam pengakuan prinsip-prinsip dan
otoritas-otoritas sebagai berikut:47
43 Bernard L Tanya dkk, Teori Hukum Lintas. Genta Publishing, Cetakan keempat.
Jakarta. 2013, hlm. 4.
44Muhammad Muslehahuddin, Philosiphy of Islam Law and The Orientalis, Lahore: Islamic
Publications LTD, 1980, hlm. 36.
45…..Ibid.
46 Dikutip dari Ann Van Wynen, Thomas, A world Rule of Law, Usa:SMU Press, 1975 hlm.
4. Lihat juga Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat), Refika Aditama. Cetakan
pertama. Bandung. 2009, hlm. 5.
47 Dikutip dari ECS Wade dan A.W, Bradley.Constituional And Administrative Law,
London:Longman House, 1985, hlm 97. Lihat juga Munir fuady, Teori Negara Hukum…Ibid, hlm. 7-
8.
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a. Pelaksanaan konsep rule of law lebih menghendaki adanya suasana
penghormatan kepada “hukum dan ketertiban” (law and order) daripada
suasana anarki, peperangan, kerusuhan dan percekcokan. Karena itu, dalam
melindungi hak-hak dan kemerdekaan dari rakyat, pemerintah harus menjaga
stabilitas kehidupan sosial dimasyarakat.
b. Pelaksanaan kewenangan oleh penyelenggara negara haruslah selalu sesuai
dengan hukum yang berlaku. Jika ada perselisihan (disputes), badan
yudikatiflah yang harus memutuskannya. Serta jika ada hak rakyat yang
dilanggar oleh pemerintah, karena alasan apapun, harus ada proses hukum
yang adil (due process) bagi rakyat tersebut. Hal ini dapat meminta campur
tangan pengadilan untuk memutuskannya secara adil. Bahkan jika pemerintah
bersalah, harus dapat menyediakan ganti rugi kepada rakyat (meskipun hak
imunitas dari eksekutif), atau diterapkan sanksi politik, misalnya dalam bentuk
impeachment jika pelanggaran yang dilakukan serius.
c. Badan politik (terutama parlemen) menentukan rincian mekanisme rule of law,
baik yang bersifat subtantif, maupun secara prosedural, sehingga prinsip rule
of law tidak menjadi terlalu subektif dan serba tidak pasti.
Pemikiran negara hukum berarti bahwa hukum negara harus dijalankan
sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, yaitu bahwa hukum memberikan
rasa keadilan, sesuai dengan arti dasar dari hukum itu sendiri. 48 Hal ini erat
dengan arti demokrasi yang dilihat dari sisi hukum yaitu ada dua; pertama,
berkaitan dengan norma berupa cara memperoleh kekuasaan dan kedua adalah
bagaimana melaksanakan kekuasaan tersebut.49
Dengan mengidentifikasi komponen-komponen ini, Dicey
mempresentasikan supremasi hukum terutama sebagai kendala pada
pelaksanaan kedaulatan yang sewenang-wenang;50
By identifying these components, Dicey presented the rule of law primarily
as a constraint on the arbitrary or disparate exercise of sovereign power over the
individual. In this situation, his conception of the rule of law could be described as
tending to be formalistic or process-focused. His definition, however, has to be
read in the political context of nineteenth-century England.
Pemikiran tentang konsepsi negara hukum terus berkembang seiring dengan
perkembangan sejarah. Konsep negara hukum beriringan dengan perkembangan
demokrasi sehingga mengembangkan konsep negara hukum dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
48 Arief Hidayat, Bernegara Itu Tidak Mudah (Dalam Perspektif Politik Dan Hukum), Pidato
Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum FH Undip Semarang, 4 Februari 2010, hlm. 30.
49 Zulfirman, “Ontologi Demokrasi”, Jurnal Hukum 14 (2) Juni 2006, FH
Universitas Sultan Agung (UNISULA) Semarang, hlm. 137-138.
50Hisashi Owada, The Rule of Law in a Globalizing World-An Asian Perspective, in Key
Note Address, Law in Japan: A Celebration of The Works of John Owen Haley, Washington
University Global Studies Law Review, Volume 8, Number 2, 2009, p. 190.
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Dalam Supremasi hukum yang dimaksud oleh Dicey adalah, semua kelompok
masyarakat memiliki kedudukan yang sama di mata hukum umum negara, yang
dijalankan oleh peradilan umum. Ketentuan dalam The Rule of law tidak ada
pengecualian, artinya hukum mengatur warganegara secara keseluruhan,
sebagaimana pada pengadilan administratif (droit administratif). Dicey selanjutnya
menjelaskan yang dimaksud dengan due process of law adalah adaya jaminan
atas hak-hak pribadi merupakan hasil dari keputusan pengadilan, dan parleme
sebagai simbol raja dan demos adalah warga, hal ini dalam mekanisme
pelaksanaan kekuasaan. Dengan demikian, konstitusi berisikan jaminan hak-hak
pribadi warganegara adalah merupakan hasil dari hukum umum negara.51
2. Konsep Demokrasi Permusyawaratan
Habermas mengutip konsep demokrasi dari Hegel yaitu yang dimaksud
dengan masyarakat sipil adalah suatu komunitas korporasi-korporasi sosial dan
ekonomi. Hegel menyebutnya sebagai sistem yang terbentuk karena kebutuhan-
kebutuhan (system of needs). Setiap individu dalam masyarakat sipil ini memiliki
kebebasan abstrak yang berakar pada moralitas subjektif (Moralitat).52
Arti leksikal dari deliberasi itu sendiri harus ditempatkan dalam konteks
“publik” atau kebersamaan secara politis agar dapat memberikan pengertian yang
penuh sebagai sebuah konsep dalam teori diskursus. Bersandingnya istilah
deliberasi dengan demokrasi, memberikan arti khusus dalam konsep demokrasi.
Sebagai konsep dalam teori diskursus, istilah demokrasi deliberatif adalah
merupakan diskursus praktis, formasi opini dan aspirasi politis (politische
Meinungs-und Willenbildung), proseduralisme atau disebut sebagai kedaulatan
rakyat sebagai prosedur (Volksouveraanitaat als Verfahren).
Demokrasi deliberatif adalah sebagai bentuk perluasan dan pendalaman
dari model demokrasi partisipatoris, hal ini dikarenakan menekankan adanya
debat yang sehat, budaya berlogika serta pencarian kebenaran.53
Teori demokrasi deliberatif tidak tertuju pada penyusunan daftar aturan-
aturan tertentu yang harus dilakukan oleh warganegara, akan tetapi mengarah
pada prosedur untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik. Dengan kata lain
51A.V Dicey, 2008, Introduction to the Study of the Law of the Constitutin (terj), Bandung:
Nusamedia, 2008, hlm. 262-265.
52Jurgen Habermas, Between Facts and Norms, Polity Press. Cambridge: 1997, hlm. 45,
dalam Aidul Fitriciada Azhari, Tafsir Konstitusi, Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia,
Genta Publishing. Cetakan II. Yogyakarta: 2017, hlm. 64
53 David Held, Models of Democracy Edisi Ketiga, terjemahan: Abdul Haris, Jakarta: Akbar
Tandjung Institute, 2006, hlm. 273.
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bahwa demokrasi deliberatif adalah lebih melihat akan kesahihan dalam
keputusan-keputusan yang terwujud secara kolektif. Dengan demikian bentuk
demokrasi deliberatif lebih mengacu pada prosedur formasi opini dan aspirasi
secara demokratis.54 Hal tersebut dikarenakan menurut Habermas, demokrasi
perwakilan dirasa kurang memadai.
According to Habermas, a model of liberal democracy rests on a
representative democracy that is considered inadequate, for the existence of
the current globalization of popular sovereignty issue then the presented on the
country being a complex and problematic.55
Secara paradigmatik Habermas dalam teori demokrasi deliberatif lebih
menekankan pada teori etika diskursus. Pada tradisi filsafatnya, dia meneruskan
kebuntuan yang ditemukan para pendahulunya di Mazhab Kritis Sekolah Frankfurt
(Frankfurt School). Habermas menekankan cara berpikir ataupun cara bertindak
dengan menggunakan prinsip rasional-komunikatif yang merupakan kritik terhadap
rasionalitas modern gaya Weberian yang sudah terpolakan secara instrumental-
strategis dengan mengacu pada doktrin filsafat Cartesian yang dalam pola berfikir
cenderung monologal.56
Habermas mengemukakan tentang konsep demokrasi deliberatif ada 3
(tiga) konsep demokrasi, yaitu: (a) model liberal; (b)model republik; dan (c) model
prosuderalis. Pada model proseduralis yang   menjadi landasan pemikiran
Habermas dalam mengembangkan konsep demokrasi deliberatif. Menurut
Habermas, konsep deliberasi pada proseduralis adalah dalam menghasilkan
sebuah keputusan dengan melalui sebuah konsensus. Dengan kata lain, bahwa
keputusan memiliki legitimasi jika sudah melalui proses pengujian atau diskursus,
dimana semua isu dibahas bersama  khususnya oleh pihak-pihak yang terlibat
langsung dengan isu tersebut dalam posisi yang setara dan tanpa tekanan pihak
lain.57 Konsep tersebut ingin meningkatkan intensitas partisipasi warga negara
dalam proses pembentukan aspirasi dan opini agar kebijakan dan undang-undang
yang dihasilkan oleh pihak yang memerintah semakin mendekati harapan pihak
54F. Budi Hardiman. Demokrasi Deliberatif, Menimbang ‘Negara Hukum’ dan ‘Ruang Publik’
Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas, Kanisius, Yogyakarta; 2009, hlm. 128-129
55 Atie, Rachmiatie, Culture of Transparency as Part of Bureaucracy Clean and Good
Governance to Deliberative Democracy , International Journal of Applied Environmental Sciences
ISSN 0973-6077 Volume 11, Number 2 (2016), pp. 497 © Research India Publications
http://www.ripublication.com
56Fahrul Muzaqqi, Menimbang Gagasan Negara Hukum (Deliberatif) di Indonesia, Jurnal
Konstitusi, Volume 7, Nomor 5, Oktober 2010, hlm. 183
57Candra Kusuma, “Demokrasi Deliberatif di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus ‘Forum
Konstituen’ di Kabupaten Bandung”, tesis pada Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 38
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yang diperintah. Intensifikasi proses deliberasi lewat diskursus publik ini
merupakan jalan untuk merealisasikan konsep demokrasi, Regeirung der Regierten
(Pemerintahan oleh yang diperintah).58
Proseduralisasi kedaulatan rakyat dalam teori demokrasi deliberatif menurut
Habermas, terjadi apabila ada proses komunikasi. Kedaulatan tidak sekedar
berkumpul di suatu tempat, akan tetapi ada arus  komunikasi publik. Dengan
adanya demokrasi representatif, komunikasi publik akan semakin besar dan
bergerak pada tingkat nasional bahkan sampai pada tingkat internasional.59
Selanjutnya tempat atau wadah dimana “diskursus” tersebut berlangsung,
Habermas menyebutnya dengan publik sphere (ruang publik). Menurut Habermas,
ruang publik adalah kehidupan sosial dimana opini publik dapat terbentuk.60 Ruang
publik yang dimaksud oleh Habermas adalah sebagai hakekat kondisi-kondisi
komunikasi sebuah formasi opini dan aspirasi diskursif sebuah publik yang terdiri
dari warga negara dapat berlangsung.61
Konsep ruang publik yang dikemas oleh Habermas, bahwa ketika kita
mengatakan “ruang publik” berarti kita pertama-tama masuk dalam wilayah
kehidupan sosial di mana sesuatu yang mendekati opini publik dapat dibentuk.
Akses dijamin untuk semua warga negara.62
Ruang publik menurut Habermas dalam Budi Hardiman63 memiliki tiga ciri
utama yaitu sebagai berikut :
1. Para aktornya bukan berasal dari kalangan birokrasi negara ataupun dari
kalangan bisnis, akan tetapi berasal dari ‘orang-orang privat’, yaitu warga
biasa, jika dilihat dari masa itu adalah orang yang berasal dari kelas
menengah.
2. Adanya suatu proses pemberdayaan  yang tejadi diantara mereka, yaitu
pertimbangan-pertimbangan rasional tanpa ada tekanan dari pihak manapun
yang dinyatakan secara publik dan dilandasi oleh rasa keprihatinan terhadap
persoalan yang bersifat merugikan publik.
58F. Budi Hardiman, Filsafat Fragmentaris, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 126.
59F. Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif: Teori, Prinsip, dan Praktik, Presentasi yang
disampaikan dalam Forum Rapat Kerja ke-3 dan Koordinasi Pelaksanaan Deliberative Forum
"Program Pemberdayaan Masyarakat Sipil dalam Proses Otonomi Daerah" di Wisma LPP,
Yogyakarta, 24 Agustus 2005.
60 Candra Kusuma, Demokrasi Deliberatif… op,cit., hlm, 38
61 Hardiman, Demokrasi Deliberatif… op, cit., hlm. 134.
62Jurgen Habermas. 2006, The Public Sphare : An Encyclopedia Article : Media and Cultural
Studies, USA : Blackwell publishing, p. 73.
63F. Budi Hardiman, 2010. Komersialisasi Ruang Publik menurut Hannah Arendt dan Jurgen
Habermas : Ruang Publik, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 189.
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3. Ruang publik itu dijadikan sebagai tempat mediasi terhadap isu-isu privat
para individu didalam kehidupan keluarga, bisnis, dan sosial mereka.
Habermas akhirnya mengakui bahwa konsep ruang publik yang
diusulkannya, akan dipengaruhi kepentingan-kepentingan kapitalisme. Hal
tersebut, setelah Habermas mendapatkan kritikan dari para ilmuan terhadap
konsepnya tersebut.
Dalam konteks masyarakat yang demokratis, akses untuk menyampaikan
opini publik tersebut dijamin oleh negara, dimana opini publik lahir dari setiap
pembicaraan para individu  yang  kemudian membentuk public body. Selain itu
Habermas menyatakan pula, bahwa warga berperilaku sebagai public body ketika
mereka berbicara dalam cara yang tidak dilarang yaitu dengan jaminan kebebasan
berserikat dan berkumpul, serta kebebasan untuk mengekspresikan dan
mempublikasikan pendapat mereka tentang hal-hal yang berkenaan dengan
kepentingan umum.64 Jadi pada dasarnya pendapat Habermas, semua produk
hukum dan kebijakan yang dibuat oleh negara baik pada tataran legislatif,
eksekutif, dan yudikatif, harus melalui proses pengujian dan diskursus oleh civil
society.65
Menurut Habermas, ideologi hukum kaum liberal tidaklah solid. Ketika
hukum—dalam pengertian neo-liberal, diterapkan di dalam pasar bebas, maka
yang tampak adalah suatu bentuk keberpihakan kepada pemain pasar atau pemilik
modal, tidak berpihak kepada mereka yang disingkirkan oleh kapitalisme.66
B. Teori Pendukung.
1. Konsep Negara Hukum Islam
Dalam pemikiran dari al-Mawardi bahwa manusia adalah makhluk yang
tidak bisa hidup sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia akan
membutuhkan bantuan pihak lain. Sehingga akan terjadi interaksi antar mereka
menjadi sesuatu yang pasti. Bentuk hubungan manusia atau kontrak sosial yang
ditawarkan oleh al-Mawardi adalah kebutuhan manusia dalam membentuk suatu
negara. Negara adalah wadah   kebutuhan manusia untuk berkumpul dan
membangun ikatan antara satu dengan yang lain dengan dasar sukarela. Namun
64... Ibid., hlm.136.
65 Candra Kusuma, “Demokrasi Deliberatif di…”Loc, Cit., hlm. 39
66 Jurgen Habermas, Legitimisation Crisis, translated by T McCarthy, London: Heinemann,
1976, dalam Wahyudi Djafar, Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan
Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 5,
Oktober 2010, hlm. 160.
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keistimewaan terhadap pemikiran al-Mawardi ini adalah menempatkan Allah
sebagai poros dalam segenap sirkulasi sosial.67
Selain rechstaat dan rule of law ada juga konsep negara hukum Islam
(nomokrasi islam) yang berkembang dinegara-negara yang menjadikan Islam
sebagai sandaran atau dasar negaranya. Islam, disamping berusaha untuk
membangun indvidu, masyarakat yang berguna, juga berusaha untuk
membangun negara yang berguna. Negara menurut pandangan Islam bukanlah
seperti negara yang dikenal dunia sebelum dan sesudah Islam. Tapi adalah suatu
negara yang berbeda dengan berbagai negara lainnya, segi tujuan, sistem, ciri
dan elemen-elemennya.68 Dalam Islam negara adalah “negara madani” yang
berlandaskan Islam, ditegakkan berdasarkan musyawarah, pemimpinnya dipilih
dari kalangan orang jujur, kuat dan terpercaya, serta penuh perhatian.
Adanya pemahaman dari para sarjana barat sampai sekarang yang
memahami bahwa konsep negara dalam Islam sebagai “teokrasi”, yaitu; berasal
dari kata Yunani theos berarti Tuhan, dan kratos yang berarti kekuasaan.69
Nomokrasi adalah istilah yang tepat untuk konsep negara dalam Islam, bukan
teokrasi. Teokrasi, digunakan pada negara yang dipimpin oleh Paus pada abad
pertengahan, yang sekarang disebut dengan Kota Vatikan sebagai lembaga
kekuasaan kerohanian. Istilah teokrasi, diciptakan oleh Flavius Josephus, untuk
menjelaskan karakteristik tipe negara Israel pada masa permulaan Kristen.70
Menurut Majid Khaduri dari sudut pandang sistem pemerintahan
menyatakan bahwa, meskipun sistem pemerintahan dalam Islam dekat dengan
sistem teokrasi, namun lebih tepat disebut sebagai sistem nomokrasi.
Pemerintahan dijalan tetap dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang
diatur dalam undang-undang.71
Dalam konsep Negara Hukum (Nomokrasi Islam), kekuasaan adalah
suatu karunia atau nikmat Allah SWT. Kekuasaan adalah merupakan rahmat dan
kebahagiaan baik bagi yang menerima kekuasaan itu maupun bagi rakyatnya. Hal
67 Alfoe Niam Alwie, Konstruksi Filsafat Sosial Al-Mawardi, Jurnal Kalam, Volume 6, Nomor
2, Desember 2012, hlm. 319.
68 Dikutip dari Yusuf Qaradhawy, Fiqih Negara, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 29.
Zuhraini, Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule Of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum Pancasila,
Jurnal Al-‘Adalah Vol. XII, No. 1, juni 2014 hlm. 174.
69 Dikutip dari Muhammad Taher Azhari, Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-
prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan
Masa Kini, Jakarta: Bulan bintang,2004. hlm. 86. Lihat juga Zuhraini, Kontribusi Nomokrasi Islam
(Rule Of Islamic Law) …Op.Cit., hlm. 36.
70Ibid., hlm. 87.
71Dalam M. Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 301.
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ini apabila kekuasaan tersebut diimplementasikan menurut petunjuk Al-Qur‘an dan
tradisi Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya kalau kekuasaan itu diterapkan dengan
cara yang menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Al-
Qur‘an dan tradisi nabi, maka akan hilanglah makna hakiki kekuasaan itu. Dalam
keadaan seperti ini, kekuasaan bukan lagi merupakan karunia atau nikmat Allah
SWT, melainkan kekuasaan yang akan menjadi bencana dan laknat Allah SWT.72
Untuk itulah konsep bernegara dalam Islam hanya mengatur asas-asas atau
prinsip-prinsipnya saja antara lain tentang pemimpin harus jujur, amanah, adil,
transparan, bermusyawarah, dan melindungi hak asasi (fitrah).73 Islam
mengajarkan dan memberi tuntunan dalam hidup bernegara, artinya negara
sebagai rumah untuk menegakkan keadilan sesuai dengan hak-hak yang secara
asasi dimiliki oleh setiap warga negaranya74. Di samping ayat-ayat Al Quran dan
Qiyas atau analogi, perkataan dan apa yang dipraktikan dalam kehidupan Nabi
Muhammad SAW adalah sumber penetapan hukum.75
Prinsip-prinsip dalam nomokrasi Islam yang diuraikan sebagai berikut76:
a.   Prinsip kekuasaan sebagai amanah berarti kekuasaan adalah sebagai
amanah allah. Oleh karenanya, manusia yang menerima amanah itu dituntut
harus jujur dalam melaksanakan amanah itu sesuai yang diamanahkan, tidak
boleh menyelewengkan amanah itu untuk tujuan lain (Q.S. 4:58);
b. Prinsip musyawarah berarti segala urusan harus terlebih dahulu
dimusyawarahkan, tidak boleh diputuskan sendiri yang dapat menjurus pada
absolutisme, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak, tetapi itu pun
harus ditetapkan kriteria-kriterianya (Q.S. 42: 38, Q.S. 3:159). Prinsip
musyawarah ini adalah merupakan akhlak nabi Muhammad dalam membina
ummatnya. Meskipun beliau seorang nabi, beliau tidak harus menjadi otoriter
dalam segala urusan;
c. Prinsip persamaan berarti semua manusia adalah sama, harus diperlakukan
sama, tidak boleh mengutamakan suatu golongan, semua manusia
mempunyai kesempatan dalam setiap kesempatan yang ada. Pembedaan
manusia yang satu dengan yang lainnya hanyalah didasarkan kepada
ketakwaannya kepada Khaliq (Q.S. 49: 13);
d. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap manusia berarti setiap
manusia berhak untuk hidup (Q.S. 17: 33), bebas dari segala macam
72 Ibid.
73 Sayid Anshar, Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Kajian
Islam Kontemporer,Volume 2, Nomor 2, 2019, hlm. 237
74 Ibid.
75 Khadduri,1956, “Islam and the Modern Law of Nations”. The American Journal of
International Law. Vol 50.No 2. April. Diakses melalui JStor di http://www.jstor.org/stable/2194954
dalam Sidiq Ahmadi, Perjanjian Hudaibiyah Sebagai Model Kepatuhan Terhadap Perjanjian
Internasional dalam Perspektif Islam, Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 4, No. 2, Oktober 2015,
hlm. 163.
76 Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Raja Grafindo, cetakan
kesembilan. Jakarta. 2015, hlm. 5.
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paksaan termasuk masalah agama atau keyakinannya   (Q.S. 2:256),
ancaman , teror, rasa takut , dan lain-lain (Q.S. 50: 45);
e.   Prinsip peradilan bebas, prinsip ini berkaitan dengan prinsip keadilan dan
persamaan. Hakim harus memutus perkara dengan adil, tidak boleh
dipengaruhi oleh kekuasaan lain, tidak boleh memutus perkara dibawah
tekanan-tekanan, sehingga memengaruhi hakim dalam memberikan putusan
yang adil (Q.S. 4:58);
f. Prinsip perdamaian berarti melakukan hubungan kerja sama dengan negara-
negara lain yang dijalin atas dasar prinsip perdamaian. Sikap bermusuhan
dan perang hanya merupakan suatu Tindakan darurat dan bersifat defensive
untuk membela diri (Q.S. 2:190);
g. Prinsip kesejahteraan berarti bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam
segala bidang menujju masyarakat adil dan Makmur bagi seluruh masyrakat
atau rakyat (Q.S. 34: 15). Pada harta orang kaya itu terdapat hak dari fakir
miskin (Q.S. 51:19);
h.   Prinsip ketaatan rakyat berarti mengatur hubungan antara pemerintah dan
rakyat (Q.S. 4: 59).
Konsep Negara Hukum Madinah yang tercantum dalam Konstitusi
Madinah; .77 yaitu: 1) prinsip keumatan; 2) prinsip persatuan dan persaudaraan; 3)
prinsip persamaan; 4) prinsip kebebasan; 5) prinsip hubungan antar-pemeluk
agama; 6) prinsip pertahanan; 7) prinsip hidup bertetangga; 8) prinsip tolong-
menolong dan membela yang lemah dan teraniaya; 9) prinsip perdamaian; 10)
prinsip musyawarah; 11) prinsip keadilan; 12) prinsip pelaksanaan hukum; 13)
prinsip kepemimpinan; dan 14) prinsip ketakwaan amar ma’ru nahi munkar. Dalam
negara hukum, meletakkan hukum pada tempat yang tinggi di atas kekuasaan.
Negara berdasarkan hukum, bukan sebagai negara berdasarkan kekuasaan.
Pandangan lain, tentang musyawarah atau syura dapat diartikan dalam
arti umum mencakup segala bentuk pemberian advis (pendapat) dan bertukar
pendapat, sedangkan dalam arti sempit syura berarti ketentuan yang harus
ditetapi sebagai hasil keputusan jamaah. Secara universal, asas syura ialah
eksistensi jamaah, hak–hak, dan pertanggungjawabannya diambil dari seluruh
individu sebagai bagian darinya, pendapat jamaah merupakan pendapat
keseluruhan dari mereka, serta kehendaknya yang kolektif juga tidak lain
merupakan kehendak seluruh individu atau orang–orang yang mukallaf dari
mereka.78
Jadi, prinsip syura memiliki pengertian bahwa setiap ketetapan yang
ditentukan dalam jamaah harus merupakan bukti dari kehendak jumhuurul
77 Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara Fh, Ilmu Negara: Dalam Multiperspektif
Kekuasaan, masyarakat, Hukum dan Agama, Pustaka Setia, Bandung, 2017, hlm. 165-166.
78Muhammad Hanafi, Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia, Jurnal Cita
Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Vol. 1, No. 2, Desember
2013, hlm. 228
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jama’ah atau segenap individunya.79 Luasnya jangkauan musyawarah,
merupakan faktor utama yang membedakannya dengan demokrasi yang
esensinya hari ini ialah, pemilihan umun yang dilakukan oleh masyarakat dalam
memilih orang-orang yang akan mengatur dan mengurus urusan mereka.80
Prinsip musyawarah Islam berbeda dengan pandangan Prinsip
musyawarah Demokrasi Liberal yang berpegang pada rumus setengah plus satu
atau suara mayoritas yang lebih dari separuh sebagai hasil kesepakatan.
Musyawarah disini dapat diartikan sebagai bentuk forum tukar menukar pikiran,
gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan
masalah Adapun prinsip-prinsip bermusyawarah dalam nomokrasi Islam antara
lain81:
a. Musyawarah bertujuan melibatkan atau mengajak semua pihak untuk
berperan serta dalam kehidupan bernegara;
b. Harus dilandasi jiwa persaudaraan yang dilandasi iman karena Allah;
c. Tujuan musyawarah ditujukan untuk kemaslahatan rakyat;
d. Dalam musyawarah yang terpenting bukan pada siapa yang berbicara,
melainkan gagasan atau pemikiran apa yang dibicarakan;
e. Dalam Islam tidak mengenal oposisi (pihak-pihak yang tidak mendukung
pemerintah atau melepaskan tanggung jawab bernegara);
f. Suatu keputusan dapat pula diambil dari suara terbanyak dan kesepakatan
atau hasil dari musyawarah dalam Islam lazim disebut sebagai Ijma. Dalam
melakukan Ijma harus ada dalil yang dijadikan pegangan oleh mujtahid yang
melakukan  kesepakatan hukum dari suatu masalah tertentu, para ulama
berbeda pendapat tentang kemestian adanya mustanad dalam kesepakatan
hukum yang terjadi.
2. Konsep Mekanisme Pengambilan Keputusan
Menurut Henry B. Mayo mengenai arti dari demokrasi adalah;
“A democratic political system is in wich public policies are made on a
majority basis, by representatives subject of effective popular control at periodic
79Taufiq Muhammad Asy – Syawi, Fiqhusy – Syura Wal Istisyarat, Penerjemah Djamaludin,
Gema Insani Press. Jakarta: 1997, hlm. 16, dalam Muhammad Hanafi, Kedudukan Musyawarah
dan Demokrasi di Indonesia…Op.Cit., hlm. 228
80Yusuf Al–Qaradhawi, Fatwa – Fatwa Kontemporer, Penerjemah As’ad Yasin, Gema
Insani. Jilid 2. Jakarta: 2009, hlm. 917 dalam Muhammad Hanafi, Kedudukan Musyawarah dan
Demokrasi di Indonesia…Op.Cit, hlm. 228
81 Dahlan, Abd Rahman, Ushul Fiqih. Amzah, Jakarta. 2010. Hlm. 4.
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elections wich are conducted on the principle of political equality and under
conditions of political freedom”
Arti demokrasi dari International Commission of Jurist pada konferensinya
di Bangkok tahun 1965, menyatakan bahwa;
“a form of government where the citizens exercise the same right—the right
to make political decisions—but through representatives chosen by them and
responsible to them through the process of free elections”
Dari kedua arti demokrasi tersebut di atas maka, rakyat ditempatkan
sebagai penentu dalam proses serta pengambilan keputusan dan kebijakan umum
dalam suatu tatanan politik (negara). Dasar dari pengambilan keputusan tersebut
adalah prinsip persamaan dan kebebasan politik dalam forum perwakilan
berdasarkan mayoritas. Kesepakatan atau konsensus dari para wakil rakyat
tersebut adalah merupakan bentuk dari dasar mayoritas dalam pengambilan
keputusan dengan jalan pemungutan suara atau voting.82
Demokrasi semata bukan pada bentuk pemerintahan yang bersifat
memaksa, akan tetapi demokrasi dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan
secara langsung melalui kelompok atau bentuk kolektif yang masih sederhana
tanpa harus melalui para wakilnya.83 Cara yang dikemukakan tersebut, saat ini
tidak dapat lagi digunakan sepenuhnya seiring berkembangnya budaya dalam
masyarakat.
Berdasaran istilah pengambilan keputusan (decision making) yang
disampaikan oleh Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik
menguraikan bahwa;
“pengambilan keputusan merujuk pada proses yang terjadi sampai
keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan sebagai konsep dari politik
menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif mengikat seluruh
masyarakat. Keputusan-keputusan itu dapat menyangkut tujuan masyarakat, dapat
pula menyangkut kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan itu”.84
82 Andi Pengerang, Prinsip Permusyawaratan Rakyat Berdasarkan Pasal 18 Undang-
Undang Dasar 1945 dan Implementasinya Dalam Sistem Pemerintahan di Daerah  , Disertasi,
Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung: 1999, hlm. 47.
83W.A. Bonger, Masalah Demokrasi, Yayasan Pembangunan, Jakarta, 1952, hlm. 20-22,
dalam Andi Pangerang, Prinsip Permusyawaratan Rakyat…..Ibid, hlm. 47.
84 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik..Op.Cit, 2008. hlm. 19.
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Uraian tersebut mengambarkan bahwa pengambilan keputusan itu erat
kaitannya dilakukan secara kolektif. Kolektif dalam hal ini adalah pengambilan
keputusan dilakukan secara bersama-sama.85
Bentuk pengambilan keputusan demokratis dapat bagi dalam dua bagian.
Pertama, model mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan tahap-tahap
perkembangan masyarakat yang didalamnya terdapat model konsensus, model
ganda atau bergilir, dan model mayoritas. Kedua, mengembangkan model
pengambilan keputusan atas dasar ideologi (nasionalisme).86 Dalam
perkembangannya di dalam masyarakat Indonesia terdapat dua bentuk
pengambilan keputusan, yaitu dengan cara demokrasi Barat atau dengan cara
demokrasi Indonesia yang dikenal dengan sistem sepakat.
Adapun bentuk-bentuk pengambilan keputusan antara lain sebagai berikut;87
1. Sistem Konsensus
Pengambilan keputusan dalam sistem ini bahwa pengambilan keputusan
dilakukan berdasarkan prinsip setiap orang harus menyetujui suatu keputusan
sebelum keputusan tersebut dilakukan. Pada sistem konsensus ini
menghendaki diambilnya keputusan secara bulat, sehingga seorang saja tidak
setuju dapat menghalangi keputusan.88 Dalam Sistem konsensus ini, di
Indonesia disebut dengan mufakat, atau dalam bahasa arab disebut ijma.
Pada masyarakat yang menganut pahan individualistik, sistem ini akan
sulit untuk diwujudkan dalam masyarakat yang menganut paham individualistik.
Hal ini dikarenakan kebebasan individu sangat diutamakan dan dalam sistem ini
tidak mengenal semangat kekeluargaan. Akan tetapi, pada masyarakat yang
bersifat komunal yang menganut paham kekeluargaan dan gotong royong,
sistem konsensus tidak mengalami kesulitan untuk diterapkan. Hal ini
dikarenakan dalam masyarakat tersebut, ada kerelaan untuk berkorban atas
sifat individualistik, dalam perbedaan pendapat. Pendapat yang dinilai lebih baik
akan diputuskan demi keutuhan kebersamaan dan untuk kepentingan umum.89
Sistem konsensus ini, agar dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan
unsur-unsur pendukung, yaitu antara lain; moral kepemimpinan yang
85 Dessi Permatasari dan Cahyo Seftyono, Musyawarah Mufakat Untuk Pemilihan Lewat
Suara Mayoritas ? Diskursus Pola Demokrasi Indonesia, Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, Vol. 13,
No. 2, 2014. hlm. 5.
86Aidul Fitriciada Azhari, Sistem Pengambilan Keoutusan ....Op.Cit, hlm. 57.
87.....Ibid. hlm. 59
88…..Ibid, hlm. 60-65
89Sajuti Melik, Negara Nasional Ataukah Negara Islam, Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta,
tanpa tahun trebit, hlm. 147.
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berwibawa, demokratis dalam bermusyawarah, dan perlu adanya rambu-rambu
yang tegas dalam sistem pengambilan keputusan. Permasalahan yang akan
dihadapi adalah dalam sistem konsensus ini akan terjadi perbedaan pendapat,
karena peserta dari pengambilan keputusan sangat beragam kepentingan.
Kesulitan lain yang dihadapi pada sistem ini adalah sulit pimpinan dalam
bermusyawarah yang memiliki kebijaksanaan dalam memimpin untuk mencapai
konsensus pengambilan keputusan, bukan semata pada aturan bermusyawarah
atau bersidang.
2. Sistem Ganda atau Begilir
Sistem ini disebut juga sistem bergilir, pengambilan keputusan dalam
sistem ini berdasarkan pada giliran kelompok yang ada dalam suatu masyarakat
yang ditandai dengan adanya perwakilan secara bergiliran dari dua kelompok
kekuatan keluarga atau klan. Sistem pengambilan keputusan seperti ini
ditegakkan di atas suatu sistem dwi-partai yang secara bergantian memegang
pemerintahan.90 Sistem ini akan sulit dijumpai pada masyarakat modern, dan
hanya akan dapat dijumpai dalam masyarakat tradisional. Sistem ini
dilaksanakan tanpa adanya pemilihan umum.
Sistem bergilir menjadi dasar pada perkembangan bentuk perwakilan
yang mengadopsi prinsip  “pergiliran fungsionaris” sebagai salah satu faktor
dalam prinsip demokrasi modern yang menganut sistem perwakilan. 91
3. Sistem Mayoritas
Pada penerapan kedaulatan rakyat modern dengan bentuk demokrasi
perwakilan melahirkan sistem mayoritas dalam pengambilan keputusan.
Berdasar anggapan bahwa wakil rakyat yang dipilih dalam pemilihan umum
berdasarkan suara mayoritas, sehingga dalam pengambilan keputusanpun akan
mendasarkan pada mayoritas. Pengarnbilan keputusan politik yang didasarkan
pada pemungutan suara ini hasilnya akan menunjukkan klasifikasi pihak yang
menang (mayoritas) dan kalah (minoritas).
Prinsip mayoritas dalam suatu masyarakat demokrasi dapat dijalankan
hanya jika segenap warga negara diperbolehkan turut serta dalam
pembentukan tata hukum, walaupun isi tata hukum tersebut ditentukan oleh
kehendak mayoritas. Sehingga tidaklah demokratis jika minoritas tidak dilibatkan
dalam pembentukan tata hukum, meskipun keterlibatannya itu diputuskan oleh
mayoritas. Artinya, sampai batas tertentu dimungkinkan untuk mencegah isi tata
90Aidul Fitriciada Azhari, Sistem Pengambilan Keputusan…Op.Cit., hlm. 66.
91….Ibid, hlm. 67.
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sosial yang ditentukan oleh mayoritas agar tidak bertentangan mutlak dengan
kepentingan kepentingan minoritas. Hal inilah yang merupakan satu unsur khas
dari demokrasi.92
Konsep dasar dari sistem mayoritas ini adalah bahwa tidak seorang pun
dapat mengetahui secara pasti tentang kebenaran dan keadilan untuk dapat
memerintah suatu kelompok masyarakat. Untuk itu dibutuhkan dialog dan
konsultasi agar diperoleh pendekatan terhadap kebenaran dan keadilan. Disisi
lain, perlu adanya efektivitas dalam pengambilan keputusan, sehingga aturan
mayoritas meski diambil sebagai kompromi antara waktu dan esensi yang
hendak dipakai.93
Dengan demikian maka implikasinya adalah sistem mayoritas ini
mengambil keputusan melalui pemilihan bebas untuk menentukan suara
terbanyak. Sistem ini merupakan konsekuensi logis dari berlakunya sistem
perwakilan dalam demokrasi modern. Dalam pengambilan keputusan ini,
rasionalisasi atas suatu kebenaran dan keadilan setelah melalui dialog atau
discourse dapat dinyatakan dalam bentuk pemungutan suara (voting),94 atau
juga bisa dengan jalan kompromi secara kekeluargaan.
Dalam kaitannya dengan prinsip mayoritas di atas, setidaknya ada tiga
tipe mayoritas:  (1) mayoritas absolut (absolute majority) yaitu setengah dari
jumlah anggota ditambah satu atau 50 plus satu; (2) mayotitas biasa (simple
majority) yaitu apabila keputusan disetujui oleh sebanyak-banyaknya suara
sehingga tampak perbedaan antara mayoritas dan minoritas; (3) mayoritas
bersyarat (qualzfied majority), yang menerapkan keputusan berdasarkan
perhitungan tertentu, seperti 3/4 atau 2/3 suara. Esensi dari ketiga tipe kaidah
mayoritas ini tetap sama, yaitu suara mayoritas adalah pemenang dari proses
pembuatan keputusan yang bebas dan berkesamaan itu.95
Pengertian senada juga dijelaskan dalam Hukum Tata Negara dikenal
beberapa macam keputusan dengan suara terbanyak, yaitu96:
a. Suara terbanyak sederhana (simply mayority) yaitu keputusan yang
diperoleh apabila yang disetujui lebih banyak dari yang tidak setuju, dan
yang setuju itu sekurang-kurangnya ½+1.
92Zulfikri Suleman, Demokrasi Untuk Indonesia, Kompas, Cet. Pertama, Jakarta, 2010,
hlm. 287.
93Aidul Fitriciada Azhari, Sistem Pengambilan Keputusan…Op.Cit., hlm. 67
94Hendra Nurtjahjo, Filsafat Demokrasi, Cetakan kedua, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm.
68.
95….Ibid, hlm. 67
96Dessi Permatasari dan Cahyo Seftyono, Musyawarah Mufakat Untuk Pemilihan Lewat
Suara Mayoritas….Op.Cit hlm. 5.
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b. Suara terbanyak mutlak (absolute mayority) yaitu apabila yang setuju
jauh lebih banyak dari yang tidak setuju sehingga perbedaan antara yang
setuju dan tidak setuju terlihat dengan jelas.
c. Suara terbanyak ditentukan (qualified mayority) yaitu jika undang-undang
dasar atau undang-undang dan peraturan tata tertib suatu lembaga
menentukan bahwa keputusan adalah sah apabila memenuhi syarat-
syarat yang ditentukan, umpamanya seperti Pasal 37 UUD NRI1945 atau
mungkin pula dengan ½+1 atau untuk sahnya sidang ditentukan 2/3,
sedangkan untuk sahnya keputusan ditentukan ½+1
Pengambilan keputusan dengan cara musyawarah dan demokrasi telah
menjadi perbincangan diantara para ulama dan para ahli. Cara pengambilan
keputusan tersebut antara lain dapat dipandang dari sudut normatif dan
empiris.  Secara normatif, yang dipermasalahkan adalah nilai-nilai demokrasi
ditinjau dari aspek ajaran Islam. Sedangkan secara empiris dianalisa dari
pelaksanaan demokrasi dalam tataran politik dan ketatanegaraan.97
Pendapat dari Abdullah Hamid Ismail al-Anshori dalam bukunya yang
berjudul Al-Asyura wa Asaruha fi al-Demokratiyah mengatakan arti penting
dalam musyawarah (syura) yang intinya bahwa musyawarah dapat mewujudkan
kesatuan bangsa, dapat pula melatih otak untuk berfikir dan juga sebagai jalan
menuju kepada kebenaran yang mengandung kebaikan dan keberkatan.98
Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, secara hukum
ketatanegaraan, hakikat musyawarah mengandung prinsip-prinsip adanya
kebersamaan untuk berunding memecahkan masalah, hak yang sama dalam
menyampaikan kepentingan, toleransi adalah sebagai inti dari musyawarah.
Dalam musyawarah ini mayoritas tidak memaksakan kehendaknya.99
Musyawarah adalah memecahkan masalah yang dilakukan hendak
mencapai mufakat yang didasarkan untuk kepentingan bersama. Dalam
pengambilan keputusan, mufakat tersebut artinya semua orang yang ikut
bermusyawarah menyetujui hasil dari musyawarah, jadi tidak ada proses
penghitungan suara.100
C. Kajian Pustaka.
97Syihabuddin, Konsep Negara dan Demokrasi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan
Konstitusi Modern, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,
Jakarta, 2008, hlm. 81.
98Muhammad Hanafi, Kedudukan Musyawarah Dan Demokrasi ..Op.Cit, hlm. 230.
99Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara…Op.Cit, hlm. 111
100….Ibid, hlm. 111.
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1. Konsep Kedaulatan Rakyat.
Kata kedaulatan rakyat berasal bahasa  Arab  yang terdiri dari kata dasar
daulat, yang artinya adalah kekuasaan atau perintah. Kata daulat dalam bahasa
Arab adalah daulah, yang awalnya berarti giliran yaitu giliran untuk berkuasa.
Daulah adalah kata yang dapat dijumpai pada Al-Qur’an (3:140), sebagai kata kerja
(verbum): Wa tilka l-ayyamu nudawiluha l-nas, artinya; Dan hari-hari kejayaan itu
Aku (Allah) pergilirkan diantara umat manusia.
Pada hakekatnya, kedaulatan rakyat terdapat dua istilah yang harus terlebih
dahulu dipahami maknanya, yakni kedaulatan dan rakyat. Ditinjau dari segi bahasa,
kata kedaulatan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari kata
“sovereignty” dalam bahasa Inggris, “soverainete” dalam bahasa   Prancis,
“sovranus” dalam bahasa Itali serta “daulat/daulatan”101 dalam bahasa Arab. Kata
“sovranus” itupun asal usulnya merupakan turunan dari bahasa Latin “superanus”
yang artinya sesuatu bahkan satu-satunya yang “supreme” atau “yang tertinggi”.102
Pengertian kedaulatan, diakui secara holistik, teoritik dan akademik
bahwa Jean Bodin lah orang yang pertama-tama memberi bentuk ilmiah tentang
kedaulatan (souvereinitas) dengan rumusan “la puissance absolute et perpetuelle
d’une republique”. Kedaulatan adalah kekuasaan mutlak dan abadi dari negara.103
Menurut Bodin, kedaulatan itu memiliki sifat utama, yaitu tertinggi dan tidak terbatas,
asli, tidak dapat dibagi, dan utuh.104
Selain Bodin, sarjana lain yang mencoba memberikan pemahaman
tentang kedaulatan adalah Jack H. Nagel. Dalam pemahamannya, kedaulatan
diartikan sebagai konsep mengenai kekuasaan tertinggi suatu negara yang meliputi
ruang lingkup dan jangkauannya. Pengertian ruang lingkup menyangkut soal
aktivitas dan tercakup dalam fungsi dan jangkauan berkaitan dengan siapa yang
menjadi obyek pemegang keadulatan.105
101Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta: 2006, hlm. 116
102 F.Isjwara. Pengantar Ilmu Politik. Binacipta. Bandung: 1998. hlm 107
103…Ibid.
104Ciri-ciri kedaulatan menurut Bodin oleh Kasman diartikan sebagai (a) kesatuan
kekuasaan yang tidak dapat dibagi-bagi; (b) keorisinilan kekuasaan sebagai kekuasaan yang
tertinggi; dan (c) kekuasaan sepenuh-penuhnya tanpa batas. Kasman, Ibid. Di tempat lain juga
dijumpai pendapat mengenai ciri kedaulatan sebagai indivisibility and illimitability of soyvereign.
Lihat Geoffrey Marshall, Constitutional Theory, Clarendon Press, London, 1971. Hlm 35. Dalam
Rusli Kutiman Iskandar, Pemilihan Umum Sebagai Implementasi Kedaulatan Rakyat di Indonesia,
Ringkasan Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII, 2016, Yogyakarta, hlm. 11
105 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia…Op.Cit, hlm 125
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Sedangkan demokrasi yang dikemukakan oleh Ivor Jennings,106 bahwa
demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh   rakyat dan untuk rakyat
(democracy is government of the people, by the piople and for the people).
Demokrasi secara etimologis atau tinjauan bahasa berasal dari kata demos yang
berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan cratein yang berarti kekuasaan atau
kedaulatan yang berarti memerintah. Sehingga demokrasi adalah keadaan negara
dimana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan berada di tangan rakyat,
kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat.
Dalam bahasa yang lain Jimly Asshidiqie mengatakan bahwa kedaulatan
adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berlaku bagi seluruh wilayah
dan rakyat negara tertentu. Pengertiannya dapat bersifat eksternal, dalam hubungan
antara satu negara dengan negara yang lain, dan dapat pula bersifat internal antara
negara dengan rakyatnya.107 Sedangkan rakyat suatu negara adalah semua orang
yang berada dalam wilayah dan tunduk kepada kekuasaan negara.108
Dari rumusan tersebut, dapat dipahami teori kedaulatan rakyat.109
meyakini bahwa sesungguhnya yang berdaulat dalam setiap negara adalah rakyat.
Dengan kata lain, negara memperoleh kekuasaan dari rakyat, bukan dari Tuhan
apalagi Raja.110 Sejalan dengan hal tersebut, Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim
mengatakan bahwa dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap
sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyatlah
yang menentukan corak dan cara pemerintahan yang diselenggarakan. Rakyatlah
yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya
itu.111
Meskipun dalam paham kedaulatan rakyat telah jelas dikatakan bahwa
rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, bukan berarti
kekuasaan tersebut merupakan kekuasaan yang abolut dan tidak terbatas.
Kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh rakyat tetap memiliki batasan-batasan yang
telah ditentukan. Hal ini dikarenakan dalam dunia ketatanegaraan modern, ajaran
106Ivor Jennings. Parliament. Second Edition. Great Britain. Cambridge University Press:
1969, hlm. 183.
107Jimly Asshiddiqie. Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan
Pelaksanaannya di Indoneisa, PT Ichtiar Baru Van Hove, Jakarta: 1994, hlm. 22
108Sudarsono. Pengantar Ilmu Hukum. Cet Keempat. Remaja Rosdakarya. Jakarta: 2004.
hlm. 109
109Doktrin kedaulatan rakyat inilah yang menurut d’Entreves merupakan dasar dari negara
demokrasi modern, Lihat The Nation of the State, Op.Cit. hlm 92. Dalam Jimly Asshiddiqie,
Gagasan Kedaulatan Rakyat..., Op.Cit,Hlm. 11
110…Ibid.
111Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. Pengantar…Op.Cit., hlm. 328
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absulutisme kekuasaan dianggap tidak sejalan dan bahkan justru bertentangan
dengan ajaran konstitusionalisme (pembatasan kekuasaan).112 Dengan kata lain,
meski secara teoritik konsep kedaulatan tetap dipahami sebagai ajaran kekuasaan
yang “sumum potestas”,namun dalam penerapannya tunduk pada batas-batas yang
ditentukan oleh hukum.
Gagasan kedaulatan rakyat sebagai cita kenegaraan Indonesia mempunyai
latar belakang sejarah yang cukup panjang. Dalam sejarahnya, diskusi dan
perdebatan mengenai kedaulatan rakyat bahkan sudah berkembang di kalangan
tokoh-tokoh pergerakan jauh sebelum rancangan UUD 1945 itu sendiri disiapkan.113
Ketika itu, gagasan kedaulatan rakyat menjadi satu pokok pikiran penting yang
kemudian disepakati untuk dimuat dalam UUD dengan pernyataan bahwa Negara
Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat.114 Bahkan gagasan
ini diuraikan lebih lanjut dalam Penjelasan UUD sebagai pokok pikiran ketiga dari
Pembukaan UUD 1945.115
Oleh para tokoh pergerakan ketika itu, gagasan ini kemudian
disebarluaskan ke masyarakat. Mohammad Hatta bahkan memimpin beberapa
rekannya yang lain menerbitkan tabloit khusus sepuluh harian bernama Daoelat
Ra’jat sejak tahun 1931.116 Dalam edisi pertama majalah tersebut, Hatta
mengajukan pikiran bahwa Indonesia merdeka yang hendak dibangun haruslah
mendasarkan diri atas kedaulatan rakyat. Namun gagasan kedaulatan rakyat yang
112Joseph LaPalombara, “Foreword” dalam Carl J. Friedrich. Limitted Goverbnebt: A
Comparison, Prentice-Hall, Inc., Englweood Cliffs. New Jersey: 1974. hlm. XII. Lihat Juga C.F
Strong yang menyarankan: “The object of a Constitution, in short, are to limit the arbitrary action of
the government, to guarantee the rights of the governed, and to define the operation of the
sovereign power”. C.F Strong. Modern Political..., Op.Cit, hlm. 11
113Setelah Indonesia Merdeka, bahkan dibentuk partai yang menamakan dirinya Partai
Kedaulatan Rakyat dengan Ketua pertamanya A.Zainal Abidin. Partai ini ketika awal berdirinya
berasaskan Pancasila. Akan tetapi, pada tahun 1952, asas itu justru diubah sesuai dengan
namanya, yaitu menjadi “kedaulatan rakyat”. Lihat juga Anwar Arifin tentang I.E. Manuhua dalam
Kompas, Sabtu, 29 Februai 1992. hlm 6. Dalam Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan..., Op.Cit.
hlm.27
114Perumusan kedaulatan akyat ini dalam dokumen-dokumen yang bersifat resmi, pertama
kali terdapat dalam Piagam Jakarta, 22 Juni 1945 yang menyatakan “ …Negara Indonesia yang
terbentuk dalam suatu susunan Negara Reublik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat”, yang
kemudian menjadi rumusan Pembukaan UUD 1945 dan kemudian mempengaruhi perumusan
batang tubuhnya. Dalam…Ibid
115“Pokok pikiran ketiga yang terkandung dalam “Pembukaan” ialah negara jang
berkedaulatanRakjat, berdasar atas kerakjatan dalam permusjawaratan perwakilan.
OlFrueh karena itu, system negara jang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar
atas kedaulatan rakjat dan berdasar atas permusjawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai
dengan sifat masjarakat Indonesia.” Lihat Penjelasan UUD 1945. Dalam. ….Ibid
116Majalah Tabloit “Daoelat Ra’jat” (selanjutnya disingkat DR) ini pertama kali terbut tanggal
20 September 1931, dikemukakan oleh Komisi Redaksi yang dipimpin oleh Mohammad Hatta,
Sutan Syahrir, dan Suparman. Dalam Ibid,hlm 28
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dimaksud memang tidak sama dengan kedaulatan rakyat yang berkembang di
Eropa Barat ketika itu, yang didasarkan atas paham individualisme dan liberalisme
yang telah tumbuh dalam alam pikiran abad ke-18 dan 19 dan sudah dianggap
ketinggalan.117 Jika kedaualatan rakyat sering disebut dengan istilah demokrasi,
maka gagasan kedaulatan rakyat yang hendak dikembangkan oleh Hatta adalah
demokrasi politik dan sekaligus ekonomi.118
Munculnya gagasan kedaulatan rakyat dalam suasana perjuangan ini
sesungguhnya mendapat dorongan   kuat dari kelompok-kelompok yang anti
terhadap individualisme, liberalisme, dan kapitalisme.119 Namun demikian, tidak
dengan sendirinya kedaulatan sebagai asas pergerakan kemerdekaan ini begitu
saja diterima oleh kalangan pergerakan. Dalam Majalah Persatoean Indonesia
terbitan No.109 tahun 1931, muncul tulisan seorang yang menamakan dirinya “Si
Rakjat” yang mempersoalkan “demokrasi import” yang terkandung dalam gagasan
volk-souvereiniteit.120
Untuk menjawab kritik tersebut, Hatta menyatakan bahwa kata demokrasi
yang diakui Si Rakyat itu sendiripun tidak asli. “Perkataan itoe djoega import!”,
katanya.121 Tetapi, kata Hatta, “si pemaboek ‘asli’ ini memakai sadja perkataan itoe.
Kenapa tidak ditjari poela ‘aslinja’, soepaja djangan ragoe.”122 Memang benar
kedaulatan rakyat yang perlu dikembangkan untuk Indonesia Merdeka harus
117Dalam kata pendahuluan untuk edisi perdana majalah ini, Hatta menyampaikan “Nama
madjallah kita soedah memberi pengertian jang betoel, bagaimana sikap kita terhadap
ra’jat. :Daoelat Ra’jat akan mempertahankan azas kerraj’jatan jang sebenarnja dalam segala
soesanan: dalam politik, dalam perekonomian dan dalam pergaoelan social…” “Bagi kita ra’jat ite
jang oetama, ra’jat oemoem jang mempoenjai kedaulatan, kekoeasaan(souvereiniteit). Karena
ra’jat itoe djantoeng hati Bangsa dan ra’jat itoelah jang mendjadi oekoeran tinggi rendahnya
deradjat kita. Dengan rra’jat itoe semoeanja itoe bergantoeng kepada semangat a’jat.
Pengandjoepengandjoer dan golongan kaoem terpeladjar baroeada berarti, kalau dibelakangnja
ada ra’jat jang sadar dan insjaf akan kedaulatan dirinja.” Lihat DR Tahun ke-1 No.1 Hlm. 1. Dalam
Ibid, hlm 28
118Menurut istilah Soekarno, demokrasi Indonesia itu adalah demokrasi sosial yang
merupakan gabungan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Gagasan Soekarno ini
dikemukakan dalam tulisannya yang berjudul “Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi”
119Kritik dan kecaman terhadap ketiga aliran tersebut sangat menonjol ketika itu. Baik dalam
pidato Hung Karno maupun Bung Hatta, soal ini biasa dijadikan tema yang dikaitkan dengan
kolonialisme dan imperialisme yang harus ditentang habis-habisan. Dalam semangat para pejuang
kemerdekaan, kolonialisme dan imperialisme itu tidak saja harus dikritik dan dikecam, tetapi juga
harus dimusnahkan. Lihat Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi, FR. No19, edisi 4 Nopember
1932. Hlm. 3 Dalam Ibid, hlm 29
120Menurutnya, “Kedemokrasian adalah kejakinan keadilan segenap bangsa Indonesia,
boekan kejakinan import tjap volk-souvereiniteit atau lain, melainkan kejakinan Indonesia sedjati.
Kejakinan ini mesti mendjadi sembojan segala partai-partai Indonesia, dan mesti medjadi dasar
soesonan Indonesia Merdeka jang akan dating” PI, Edisi Tahun ke-4/1931 No.109 Dalam Ibid
121Hatta, Demokrasi Asli di Indonesia dan Kedaulatan Ra’jat, DR. No.12/1932 No.12, edisi
tanggal 10 Januari 1932. hlm 2 dalam Ibid
122…Ibid
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berlainan dengan gagasan serupa yang berkembang di Barat. Kedaulatan rakyat
Indonesia harus bersendikan kebudayaan bangsa Indonesia.123 Namun
menurutnya, demokrasi yang asli itu sebenarnya hanya ada di tingkat desa. Selain
itu, tidak ada demokrasi. Sedangkan apa yang disebut sebagai demokrasi seperti
dalam budaya Minangkabau menurut Hatta sama sekali bukan demokrasi. Hal ini
dikarenakan yang berdaulat adalah ninik-mamak, bukan rakyat seluruhnya.124 Apa
yang disebut oleh Si Rakjat sebagai demokrasi ala Minangkabau dengan menunjuk
kepada mamak baradjo ka penghoeloe, penghoeloe baradjo ka moefakat, menurut
Hatta bukanlah demokrasi.125 Karena “moefakat” tertinggi tidak berada di tangan
rakyat, melainkan mufakat para penghulu. Karena itu, kedaulatan rakyat yang perlu
dikembangkan bukan demokrasi yang berasal dari zaman kerajaan Indonesia dan
bukan pula kedaulatan rakyat seperti dikembangkan di Barat sejak abad ke-19.126
Secara umum, uraian diatas menunjukkan bahwa semua kelompok dalam
pergerakan sepakat bahwa sifat kerakyatan yang dimaksud dalam demokrasi harus
sesuai dengan budaya Indonesia sendiri, yang tentu saja berbeda dengan Barat
yang berlatar filsafat dan budaya individualisme, liberalisme dan kapitalisme. Tetapi
dengan mengkritik individualisme, tidak serta merta menjadikan mereka terposisikan
dalam marxisme yang merupakan antitesis atas individualisme-leberalisme-
kapitalisme itu sendiri. Baik Soekarno, Hatta maupun semua tokoh lain
menghendaki keaslian.127
Jika ditelusuri lebih dalam, yang diidealkan oleh para pemimpin pergerakan
ketika itu justru sebenarnya adalah paham kolektivisme. Gagasan ini dipandang
sebagai kombinasi kreatif dari berbaai paham yang mreka  kritik, baik gagasan
individualisme, liberalisme, kapitalisme dan imperialisme di satu pihak maupun
komunisme dan fasisme di pihak yang lain. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya
123Dalam tulisannya berjudul “Demokrasi Kita” pada tahun 1055, Hatta menegaskan
keyakinannya bahwa gagasan demokrasi tidak akan pernah lenyap dari bumi Indonesia.
Salah satu sebabnya ialah bahwa menurutnya pergaulan hidup Indnesia yang asli berdasarkan
demokrasi terus hidup di desa-desa Indonesia. Sri Edi Swasono dan Fauzie Ridjal (eds.),
Mohammad Hatta, Beberapa Pokok Pikiran, Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta, 1992,
hlm. 119. Dalam Ibid, hlm 30
124Hatta Demokrasi Asli di Indonesia dan Kedaulatan Ra’jat, DR. No.12/1932 No.12, edisi
tanggal 10 Januari 1932. hlm 2 dalam Ibid
125…Ibid
126Dalam tulisannya berjudul “Demokrasi Kita” pada tahun 1055, Hatta menegaskan
keyakinannya bahwa gagasan demokrasi tidak akan pernah lenyap dari bumi Indonesia. Salah satu
sebabnya ialah bahwa menurutnya pergaulan hidup Indnesia yang asli berdasarkan demokrasi
terushidup di desa-desa Indonesia. Sri Edi Swasono dan Fauzie Ridjal (eds.), Mohammad Hatta.
Beberapa Pokok Pikiran, Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta: 1992, hlm. 119. Dalam Ibid,
hlm. 30
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tulisan dalam Daoelat Ra’jat maupun dalam Fikiran Ra’jat yang menjelaskan bahwa
paham kolektivisme justru dianggap sesuai dengan sifat-sifat bangsa Indonesia
sendiri dan diidealkan sebagai antitesis terhadap paham individualisme-
liberalisme.128 Namun oleh karena kolektivisme ini lebih merupakan antitesis atas
individualisme-liberalisme ketimbang sebagai sintesis individualisme vs.
komunisme, maka gagasan ini tidak sedikit mendapat kecaman. Paham ini
dianggap cenderung mirip dengan komunisme dan bertentangan dengan Islam yang
notabene merupakan gagasan yang dianut oleh sebagian besar penduduk
Indonesia.129
Begitulah antara lain perdebatan-perdebatan yang muncul sehubungan
dengan gagasan kedaulatan rakyat sebelum kememrdekaan, khususnya yang
diperdebatkan dalam lembaga resmi yang bednama Badan Penyelidik Usaha-usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dapat ditarik benang.130 merahnya
bahwa semua perdebatan baik mengenai kedaulatan maupun kolektivisme
memberikan indikasi bahwa proses penggodokan pemikiran yang nantinya
mempengaruhi pokok pikiran yang dituangkan ke dalam UUD sebenarnya sudah
berlangsung jauh sebelum Indonesia merdeka. Setidaknya dapat dikemukakan
adanya dua antinomi pemikiran yang diperdebatkan menjelang Indonesia merdeka.
Pertama adalah antitomi antara individualisme versus kolektivisme; kedua, antitomi
antara gagasan asing dengan keaslian budaya lokal. Dengan kata lain, perumusan
gagasan tersebut tidak dilakukan dengan cara menelan mentah-mentah pemikiran
yang diperoleh dari luar, tetapi tidak pula secara membabi-buta meneruskan tradisi
budaya lokal yang tidak sesuai dengan tuntutan zaman.131
Selain itu, dapat ditarik benang merah lainnya bahwa gagasan kedaulatan
rakyat Indonesia itu bersifat khas dengan mencakup gagasan demokrasi politik dan
ekonomi sekaligus yang keduanya berada di antara kutub paham individualisme dan
kolektivisme. Dalam semangat keseimbangan itulah gagasan kedaulatan rakyat
(baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi) didiskusikan, diperdebatkan dan
kemudian dirumuskan menjadi muatan UUD 1945.
128Mnd (samaran/singkatan), “Collevtivisme-Indonesia”, FR. No. 26/1932. Hlm. 4-7; Cita-cita
kolektifis dalam pergerakan. Dapat dibaca dalam tulisan Hatta “Kearah Indonesia Merdeka” (K.I.M)
No.1 hlm. 30-31; Mengenai kritik atas gagasan Hatta ini dan jawabannya, baca DR. No.59/1933,
Hlm. 91-94; Lihat juga Soenario. Individu dan Kolektiviteit dalam UUD Sementara RI. Pustaka
Endang. Jakarta: 1951. Ibid,hlm. 31
129...Ibid.
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131Ibid. hlm 34
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2. Pengambilan Keputusan Berdasar Demokrasi Permusyawaratan /Perwakilan
Dalam Pancasila dan UUD 1945.
Musyawarah secara etimologis berasal dari bahasa Arab, dari akar kata “Sy-
,w-,r-“ yang berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna musyawarah
kemudian berarti musyawarat, perundingan, perembukan. Kata musyawarah pada
dasarnya digunakan pada hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya.132
Permusyawaratan (syura) menurut pandangan Ki   Bagus Hadikusumo
adalah untuk menyelesaikan masalah bersama dengan mempersatukan pandangan
yang mungkin bertentangan. Sehingga menjadi suatu pandangan yang bulat
dengan didasarkan pada keikhlasan, bebas dari kepentingan perseorangan ataupun
golongan serta dilakukan dengan kejujuran.133
Indonesia menganut paham Demokrasi Pancasila. Makna dari Demokrasi
Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa
oposisi.134 Sehingga Pancasila pada sila ke-4 merumuskan bahwa kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Degan
demikian maksud dari Demokrasi Pancasila adalah berdasarkan asas kerakyatan
dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam proses pengambilan
keputusan.
Adapun tata cara pengambilan keputusan sebagaimana yang dijelaskan
oleh Sri Soemantri ada beberapa bentuk dalam keputusan menggunakan suara
terbanyak, yaitu135:
a. Suara terbanyak (yang) ditentukan adalah suara terbanyak yang ditentukan
dapat berupa 2/3, ¾, dan 4/5, maksudnya ialah suara terbanyak ditentukan
dengan jelas, umpamanya yang terdapat dalam Pasal 37 UUD NRI 1945.
b. Sekurang-kurangnya ½ ditambah satu adalah sekurang-kurangnya setengah
ditambah satu. Apabila yang hadir dalam sidang MPR 919 orang anggota, hal
itu berarti ½ x 919 + 1 atau 459 ½ ditambah 1.
c. Lebih dari setengah adalah suara yang setuju lebih banyak dari yang tidak
setuju sehingga perbedaan antara setuju dan tidak setuju terlihat jelas.
Sebagaimana yang disebutkan dalam huruf b, umpamanya adalah 460 atau
460 lebih.
d. Suara terbanyak biasa maksudnya disini dalam permusyawaratan di MPR
dikemukakan tiga macam rumusan: A, B, C, dan hal ini harus diputuskan oleh
920 orang anggota MPR, yaitu A didukung oleh 400 orang anggota; B
469.
132M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an. Mizan. Cetakan Kedia. Bandung: 1996, hlm.
133H. Syaifullah, Pergeseran Politik Muhammadiyah. Pustaka Pelajar. Cetakan
KesatuYogyakarta: 2015, hlm. 77
134Denny Indrayana, Indonesia dibawah Soeharto: Order Otoriter Baru Amandemen UUD
1945: antara mitos dan pembongkaran, Mizan Pustaka, 2007, hlm. 141.
135 Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi ,Alumni, Bandung, 1987, hlm.
158.
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didukung oleh 300 orang anggota, C didukung oleh 220 orang anggota.
Angka 400 tersebut merupakan suara terbanyak biasa.
Menurut Padmo Wahjono, demokrasi Pancasila adalah pola demokrasi yang
diinginkan bangsa Indonesia, membentuk tata nilai tentang tatanan kenegaraan
yang diinginkan bangsa Indonesia dan dirumuskan di dalam UUD 1945.136
Sedangkan menurut Darji Darmodiharjo, bahwa Demokrasi Pancasila adalah
demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai dan dintegrasikan dengan sila-sila lainnya.
Dengan demikian, dalam melaksanakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai
dengan rasa tanggung jawab serta erat hubungannya dengan Tuhan Yang Maha
Esa menurut keyakinan agama masing-masing; serta haruslah menjunjung tinggi
nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaan; dan
menjamin serta memperkokoh persatuan bangsa, disamping itu juga harus
dimanfaatkan guna mewujudkan keadilan sosial.137
Soepomo dalam pidatonya tanggal 31 Mei 1945 dalam rapat BPUPKI,
berkaitan dengan bernegara menyatakan bahwa hendaknya dalam kehidupan
bermasyarakat senantiasa bermusyawarah dengan rakyat, agar ada hubungan
batin antara pemimpin dengan seluruh rakyatnya.138
Pendapat tersebut di atas, mengartikan bahwa demokrasi jangan hanya
fokus pada pemilihan wakil rakyat atau pemimpin, demokrasi semestinya dapat
melahirkan sistem politik yang dapat mengakomodasi kepentingan, kebutuhan dan
aspirasi dari masyarakat. Para wakil rakyat yang duduk dalam pemerintahan, dapat
mengimplementasikan kehendak rakyat dalam pengambilan keputusan.
Moh. Hatta dalam tulisannnya pada Daulat Rakjat yang berjudul “Demokrasi
Asli Indonesia dan Kedaulatan Rakyat”, menyatakan bahwa: cita-cita rakyat dapat
dibangun demokrasi politik, sedangkan di dalam cita-cita tolong menolong dapat
dijadikan dasar demokrasi ekonomi. Pada sendi yang pertama dan kedua, dapat
didirikan tiang-tiang politik daripada demokrasi yang sebenarnya: satu pemerintahan
negeri yang dilakukan oleh rakyat dengan melalui para wakil-wakilnya atau badan-
badan perwakilan, sedangkan yang menjalankan kekuasaan pemerintahan tunduk
pada kepada kemauan rakyat. Dalam menyusun kemauan rakyat tersebut, hak
rakyat tidak boleh dihilangkan atau dibatalkan, yaitu berupa hak merdeka bersuara,
berserikat dan berkumpul. Di atas sendi yang ketiga dapat didirikan tonggak
136 Padmo Wahyono, Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan
Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, Jakarta: BP7 Pusat, 1991, hlm. 103.
137Darji Darmodiharjo dan Sutopo Yuwono, Pendidikan Pancasila..Op.Cit., hlm. 93.
138Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara…Op.Cit., hlm. 107.
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demokrasi ekonomi. Tidak lagi penguasaan ekonomi atas orang seorang atau satu
golongan kecil yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti sekarang,
melainkan untuk keperluan dan kemauan rakyat banyak yang dijadikan sebagai
pedoman dan penghasilan. Oleh sebab itu, sesuatu yang mengenai hajat
penghidupan rakyat harus berdasar kepada milik bersama dan terletak di bawah
penjagaan rakyat dengan perantaraan badan-badan perwakilannya.139
Dalam perkembangnya, demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara maka demokrasi permusyawaratan dalam implementasinya dapatlah
terwujud dengan adanya  komunikasi antara wakil  (pemerintah) dengan  yang
diwakili (rakyat). Sehingga rumusan “kedaulatan berada di tangan rakyat”
menunjukkan bahwa kedudukan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sangat sentral. Akan tetapi karena
seluruh  rakyat Indonesia tidak mungkin secara bersama-sama berada di suatu
tempat pada suatu saat untuk bermusyawarah membahas mengenai kenegaraan
atau mengenai pemerintahan. Oleh karena itu kedaulatan yang berada di tangan
rakyat tersebut, dapatlah dilakukan melalui waki-wakilnya seperti Majelis
Permusyawaratan Rakyat yang pada masa sebelum Pasal 1 ayat (2) Undang-
Undang Dasar 1945 di amandemen adalah sebagai pelaksana dari kedaulatan yang
berada di tangan rakyat tersebut.
3. Pengaruh Konsep Demokrasi Permusyawaratan Barat dan Islam Dalam
Sistem Pengambilan Keputusan.
Pandangan Hatta mengenai demokrasi juga memperoleh banyak
inspirasi dari para pemikir Barat. Namun, yang menarik pada Hatta adalah bahwa
corak pemikiran dan sikap hidupnya tidak pernah larut dalam paradigma Barat.
Beliau sangat menentang liberalisme dan individualisme. Meskipun konsep
demokrasi berkembang dari Barat, namun Hatta tetap berpijak pada nilai-nilai asli
Indonesia untuk merumuskan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, bagi bangsa
Indonesia, di antara hal yang perlu diteliti lebih mendalam adalah pemikiran Hatta
mengenai akar-akar demokrasi Indonesia yang tak akan hilang selamanya.140
Piagam Jakarta adalah merupakan cikal bakal dari Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yang disyahkan pada tanggal 18 Agustus
139Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso, Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD), Bandung : Fokus Media, 2009, hlm. 107.
140Ahmad Zubaidi, “Landasan Aksiologos Pemikiran Bung Hatta Tentang Demokrasi”Jurnal
Filsafat, Vol. 21, Nomor 2, Agustus 2011, hlm. 91
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1945 adalah merupakan awal dari sejarah terbentuknya konstitusi Indonesia. Sejak
saat itu pula, Indonesia mendasarkan sebagai negara modern yaitu sebagai negara
yang mendasar pada nilai-nilai demokrasi. Hal tersebut sebagaimana tertuang
dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan,141
“…..dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawartan/perwakilan….”.
Pernyataan  yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 kemudian
tertuang dalam Pasal-Pasal Batang Tubuh UUD 1945 antara lain dalam Pasal 1
ayat (2), Pasal 2 ayat (3), Pasal 6A ayat (4), dan Pasal 37. Namun isi kandungan
dari pasal-pasal tersebut tidak mencerminkan kehendak dalam Pembukaan UUD
1945 yang menginginkan penyelenggaraan demokrasi adalah didasarkan pada
prinsip-prinsip permusyawaratan /perwakilan.
Demokrasi di Indonesia, pada era reformasi Pancasila banyak mendapat
tantangan dan ancaman dari berbagai kalangan. Hal ini dikarenakan Pancasila pada
masa Orde   Baru digunakan sebagai alat untuk melegitimasi kepentingan
kekuasaan. Padahal Pancasila menurut Nurcholish Madjid142 bahwa Pancasila
adalah merupakan pendukung besar, hal ini dikarenakan dari awal Pancasila sudah
mencerminkan tekad untuk mempertemukan dalam satu titik kesamaan antara
berbagai golongan di negara Indonesia ini. Sikap untuk mencari titik kesamaan ini
mengandung nilai-nilai keIslaman. Seperti isi dari masing-masing sila dari Pancasila,
juga mengandung nilai-nilai keIslaman, maka kaum muslim Indonesia secara sejati
terpanggil untuk ikut berusaha mengisi dan memberinya substansi serta
melaksanakannya.
Sehingga karakteristik dari demokrasi Indonesia adalah musyawarah dan
mufakat, yang kemudian dijadikan sebagai pilar utama oleh para pendiri negara.
Kemudian diangkat  kedalam format pelaksanaan fungsi dan tugas kenegaraan.
Tradisi ini kemudian sebagai sendi utama dalam pengambilan kebijakan dan
keputusan pada lembaga MPR yang merupakan lembaga representatif rakyat.
Majelis Permusyawaratan Rakyat, berfungsi sebagai wadah atau tempat
berkumpulnya para wakil rakyat yang akan mewakili  rakyat dalam pengambilan
keputusan dan kebijakan kenegaraan. Lembaga negara ini sebagai alat untuk
menyalurkan aspirasi dan pengemban amanat dan kehendak rakyat. Sehingga
dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tidak boleh bertolak belakang dengan
141Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.
142Nurcholish Madjid, Islam, Doktrin dan Peradaban, Jakarta: Paramadina, 2000, hal. xcviii
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aspirasi atau kehendak yang diwakilinya. 143Sebagaimana disampaikan oleh Hendry
B. Mayo . Dalam bukunya Introduction to Democratic Theory memberi definisi
demokrasi sebagai berikut144 : bahwa, sistem politik yang demokratis adalah
kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas melalui wakil-wakil yang
diawasi secara selektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang
didasarkan prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana
terjaminnya kebebasan politik
Sebagai negara bangsa akan selalu mengungkap identitas atau karakteristik
bangsanya   yang diangkat dari gagasan bangsa. Gagasan bangsa menurut
Habermas,
the unique spirit of the people-the first truly modern form of collective
identity-provides the cultural basis for the constitutional states.
Bahwa dalam gagasan bangsa mengacu pada tradisi yaitu warisan dari
suatu komunitas pada masa lalu. Gagasan bangsa tersebut berkembang dalam
kehidupan masyarakat yang berisi jiwa dan kepribadian serta keunikan yang
kemudian menjadi karakteristik suatu bangsa. Sehingga akan menunjukan
karakteristik dan keunikan suatu bangsa yang membedakan dengan karakteristik
bangsa lain.145
Dengan demikian budaya atau tradisi musyawarah mufakat merupakan
suatu kegiatan berembuk dan berunding dalam hal memecahkan masalah yang
diharapkan akan menghasilkan  kesepakatan bersama (winwin  solution).
Musyawarah mufakat sebagaimana tertuang dalam Sila keempat Pancasila adalah
bertujuan untuk menyelesaikan permasalah secara bersama dengan prinsip-prinsip
kekeluargaan.
Musyawarah mufakat pada konsep demokrasi permusyawaratan yang
tertuang dalam sila keempat Pancasila, diharapkan dapat melahirkan pemerintahan
yang demokratis. Sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ketika
menyusun hukum dasar bagi Negara Indonesia.
143Siti Hasanah, Penguatan Tradisi Musyawarah Mufakat Dalam Sistem Kekuasaan Negara:
Studi Tentang Lembaga MPR di Masa Kini dan Akan Datang, Prosiding Seminar Nasional:
Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum,Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah
Surakarta, ISBN 978-602-72446-0-3, hlm. 165.
144Ni’matul Huda, Negara Hukum Demokrasi…..Op.Cit. hlm 14
145Aidul Fatriciada Azhari, Rekonstruksi Tradisi Bernegara Dalam UUD 1945, Genta
Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 13.
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Menurut Nurcholish Madjid146 bahwa, demokratis bukanlah kata benda,
melainkan kata kerja, yaitu merupakan proses yang dinamis. Sehingga, demokrasi
adalah sebuah proses untuk melaksanakan nilai-nilai keadaban dalam bernegara
dan bermasyarakat. Proses menuju demokratis tersebut dijalankan dengan saling
menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi.
Namun dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dari sejak Indonesia
merdeka hingga saat sekarang ini menyatakan dirinya sebagai bentuk pemerintahan
yang demokratis dengan penerapan yang berbeda-beda. Demokrasi dijalan dengan
konsep demokrasi perwakilan dan terpimpin sebagai mana dilaksanakan pada era
Orde Lama, melahirkan konfigurasi politik yang bersifat totaliter.147
Pada era Orde Baru, demokrasi dilaksanakan dengan slogan Demokrasi
Pancasila. Hal ini sebagai antitesis dari demokrasi terpimpin pada era Orde Lama.
Strategi trilogi dalam proses pembangunan pada era ini, melahirkan pemerintahan
yang diktator.148 Setelah pengalaman terbelenggunya demokrasi pada masa Orde
Baru, maka pada era reformasi terjadi perubahan dalam kehidupan berdemokrasi.
Akan tetapi pada era reformasi ini yang semula hendak menuju sistem yang terbuka
dan konfigurasi hukum yang responsif, ternyata menyimpan masalah. Pada era ini
melahirkan konfigurasi politik yang liberal. Dari sisi ekonomi yang berkembang pesat
namun bercorak kapitalistik. Demokrasi menuju pada oligarki, yaitu dikuasai oleh
beberapa orang sebagai kelompok penguasa.149
Demokrasi dalam Pancasila maupun dalam UUD 1945, sebenarnya
mengandung nilai-nilai demokrasi modern dan nilai-nilai demokrasi transendental.
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat terkandung nilai-nilai
demokrasi transendental, bahwa Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan
rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan guna
mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tertuang dalam
alinea keempat Pembukaan yang mendasarkan pada nilai-nilai “kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan/permusyawaratan dengan
mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna permusyawaratan
dalam Pembukaan UUD 1945 adalah merupakan perwujudan demokrasi
146Azyumardi Azra, (2003). Pendidikan Kewarganegaraan (civic education): Demokrasi Hak
Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Jakarta:Prenada Media, 2003, hlm. 113.
147Absori, Politik Hukum, Menuju Hukum Progresif, Surakarta: Muhammadiyah University
Press, Cet. I, 2013, hlm. 158.
148....Ibid.
149....Ibid, hlm. 159.
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transendental yang bersifat humanism dan berorientasi universal dengan didasari
nilai-nilai Illahiyah.
Abdul Karim Zaidan dalam bukunya al-Fardhu wa al Daulah menjelaskan
bahwa diantara ciri-ciri khas Undang-Undang (syariat) Islam itu adalah sifatnya yang
menyeluruh, mencakup semua aspek kehidupan, dan tidak ada satu pun aspek
dalam kehidupan ini yang terlepas dari jangkauan Islam, secara langsung ataupun
tidak langsung. Karena itu ketentuan-ketentuan mengenai ibadah, akidah dan
hubungan timbal balik antar pribadi ataupun antar masyarakat dijumpai di dalam Al-
Qur’an maupun hadis. Allah berfirman: Kami tidak mengabaikan satu persoalan di
dalam al-Kitab (Al-Qur’an) (QS.6: 38)
Dengan sistemnya yang menyeluruh itu pulalah maka ditemukan hukum dan
sistemnya yang berhubungan erat dengan sistem negara dan pemerintah, seperti
sistem musyawarah, tanggung jawab pemerintah, kewajiban mentaati pemerintah
dalam hal  yang tidak dilarang Allah, hukum perang dan damai, perjanjian dan
segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah kenegaraan.150
Sedangkan nilai-nilai demokrasi modern dapat dilihat pada pasal-pasal
dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Terutama Pasal 1 ayat (2) UUD
1945  yang diimplementasikan pada pasal-pasal pengambilan keputusan melalui
voting atau pemungutan suara, seperti pasal 6A, bahwa Presiden dipilih melalui
Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat, pasal 18 ayat (4), bahwa kepala
pemerintah daerah dipilih secara demokratis serta pasal-pasal lain   yang
mengandung nilai-nilai demokrasi baik secara eksplisit maupun implisit.
Dengan demikian, Indonesia secara doktrinal bukanlah merupakan negara
Islam, namun secara substansial mengandung nilai-nilai demokrasi  yang sesuai
dengan ajaran Islam. Hal ini dikarenakan adanya nilai keadilan dalam penegakkan
hukum, persamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
serta kebebasan berpendapat, beragama dan berkeyakinan. Kesemuanya itu
terkandung di dalam Pancasila sebagai landasan ideal serta Pembukaan dan
Batang Tubuh UUD 1945 sebagai landasan konstitusional.
Nilai-nilai Illahiyah pada dasarnya telah tumbuh dalam diri bangsa
Indonesia. Hal tersebut tercermin dalam kehidupan yang mendasarkan pada nilai-
nilai Ketuhanan. Ketika bangsa ini hendak memperjuangkan negara yang merdeka,
tidak lepas dari rasa syukur terhadap rahmat yang diberikan oleh Allah (Tuhan) atas
terwujudnya cita-cita dan perjuangan dengan didorong keinginan yang luhur untuk
150Muntoha, Fiqh siyasah, Doktrin, sejarah dan Pemikiran Islam Tentang Hukum Tata
Negara, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta: 1998, hlm. 55
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mencapai negara   yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,
sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang mengandung nilai-nilai
dasar Pancasila.
Istilah musyawarah, telah tercantum dalam UUD 1945, Konstitusi RIS 1949,
dan UUDS 1950. Dalam proses penyusunan UUD 1945, istilah musyawarah
pertamakali disampaikan oleh Muh. Yamin dalam pidatonya 29 Mei 1945 di depan
Sidang BPUPKI yang mengacu pada Al-Qr’an Surat Asy-Syura ayat 38 yang berarti
“….segala urusan mereka dimusyawarahkan…”. Ada tiga hal yang mendasar dari
urgensi permusyawaratan bagi kemajuan negara dalam lindungan Tuhan yaitu; 1).
Memperluas wawasan, 2). Kebersamaan dalam tanggungjawab, 3). Memperkecil
kekhilafan pendirian atau perilaku. Muh. Yamin memberikan pemikiran pula bahwa
diantara negara-negara Islam di dunia, bangsa Indonesia memberikan warna yang
istimewa dalam pelaksanaan permusyawaratan kehidupan berbangsa dan
bernegara.151
Beberapa hal perlu diperhatikan, bahwa ada rangkaian sejarah yang
diabaikan terkait dengan berdirinya negara Indonesia. Pendapat para tokoh pendiri
negara Republik Indonesia, berketetapan bahwa negara yang hendak didirikan
berdasarkan prinsip permusyawaratan rakyat sebagai dasar negara yang
demokratis. Pemerintahan yang demokratis, adalah setiap masalah akan
dimusyawarahkan dan diselesaikan pada rakyat.
Landasan konsep demokrasi pada Negara Indonesia adalah Pancasila yang
tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945,
khususnya pada alinea keempat. Dari sila-sila dalam Pancasila tersebut dapat
dilihat pada sila keempat yang intinya adalah ‘kerakyatan’ yang berarti kedaulatan
rakyat  yang sejajar dengan istilah ‘demokrasi’. Namun, demokrasi lebih banyak
terarah kepada aspek politik daripada aspek ekonomi dan sosial-budaya.
Manusia sebagai khalifah, maka harus dilaksanakan dengan baik, serta
memanfaatkan segala anugerah dari Allah berupa ilmu, harta, kedudukan dan
sebagainya (QS al-An’am: 165). Allah juga akan meminta pertanggungjawaban atas
kekhalifahan manusia tersebut pada tingkat keberhasilan manusia dalam
mengemban amanah tersebut (QS al-Isra’).
Mayoritas ahli politik modern, terutama yang berada dinegara-negara Islam
melihat adanya persamaan dan kemiripan antara Islam dan demokrasi atau
kedaulatan rakyat. Sambil mengesampingkan praduga bahwa barangkali yang
151Muhammad Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945, Siguntang, Cetakan Kedua, Jakarta:
1971, hlm. 96
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mendorong mereka untuk berkata seperti itu adalah karena sistem demokrasi atau
kedaulatan rakyat adalah sistem pemerintahan yang saat ini menjadi trend di dunia-
dunia barat, yang pada gilirannya juga mengkampanyekan sistem ini, memujinya,
dan mengangkatnya. Walau dalam kenyataannya, keduanya (sistem Islam dan
demokrasi) juga mempunyai perbedaan yang sama besar dengan sisi
persamaannya. Bahkan, barang kali ungkapan yang paling tepat adalah sisi-sisi
perbedaan antara keduanya lebih besar atau lebih penting dibandingkan degan sisi
persamaannya.152
Piagam Jakarta adalah dokumen yang ditetapkan oleh BPUPKI 22 Juni
1945, terdapat rumusan yang berbunyi; Ketuhanan dengan menjalankan syari’at
Islam bagi para pemeluknya. Rumusan tersebut mengalami perubahan ketika UUD
1945 ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi; Ketuhanan
Yang Maha Esa. Dengan perubahan rumusan tersebut, menunjukkan bahwa
demokrasi yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, menghilangkan salah
satu pikiran bahwa negara Indonesia memperhatikan keistimewaan penduduk
terbesar, ialah yang beragama Islam. Dengan demikian, hilang pula representasi
sosiologis ummat Islam dalam kehidupan demokrasi di Indonesia yang berwujud
berlakunya syari’at Islam. Demokrasi benar-benar didasarkan pada gagasan
kebangsaan yang semata-mata bersendi pada nilai-nilai kemerdekaan atau
kebebasan dan kedaulatan rakyat.153
Bersama-sama dengan gagasan dari pemikiran Islam dan tradisi kesukuan
di Indonesia, gagasan demokrasi modern berpengaruh pula terhadap perumusan
UUD 1945. Oleh karena itu, UUD 1945 tidak lepas dari segala macam kompleksitas
masalah yang melekat dalam gagasan demokrasi modern. Untuk itu, pembahasan
atas gagasan demokrasi dalam UUD 1945 akan diawali terlebih dahulu dengan
penelaahan atas gagasan dasar demokrasi modern yang berkembang di kalangan
pemikir Eropa dan Amerika. Penelaahan atas gagasan demokrasi modern itu
diperlukan untuk dapat menelusuri pengaruh atas gagasan demokrasi yang
berkembang dalam UUD 1945 dan persinggungannya dengan gagasan demokrasi
yang bersumber dari ajaran Islam dan tradisi rakyat Indonesia yang pengaruhnya
juga sangat kuat dalam pembentukan gagasan demokrasi di dalam UUD 1945.154
152M. Dhiaduddin Rais An-Nazhariyatu As-Siyasatul Islamiyah (eds.), Teori Politik Islam,
Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 309-311
153Aidul Fitriciada Azhari. Tafsir Konstitusi,..Op.Cit., hlm. 310-311
154Ibid, hlm. 46
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Pada Kedaulatan Tuhan dalam perspektif UUD 1945, diwujudkan kedalam
prinsip  Kemanusiaan  yang  Adil dan  Beradab, sehingga tidak bersifat mutlak.
Dengan demikian konsep Kedaulatan Tuhan dalam UUD 1945 tidak mengarah
pada teokratis. Sehingga konsep kedaulatan tuhan dalam Pancasila atupun UUD
1945 tidak bertujuan untuk mengagamakan negara, melainkan negara dalam
menjalankan kekuasaannya mendasarkan pada nilai-nilai agama.
4. Pelembagaan Demokrasi Permusyawaratan/Perwakilan
Kelembagaan bagi suatu negara menjadi penting sebab, setelah suatu
negara menetapkan dasar negaranya sebagai pondasi pijakan dalam
penyelenggaraan bernegara maka selanjutnya negara sebagai suatu organisasi
yang menjalankan berbagai aktivitas kenegaraan memerlukan lembaga atau organ
negara. Selamanya akan tidak memiliki arti dasar negara itu, jika tidak dijalankan
oleh sekelompok manusia yang menjalankan roda organisasi negara. Dalam
konteks Indonesia, dapat kita amati bahwa Pancasila dan lembaga negara saling
erat keterkaitannya.
Keberadaan kelembagaan negara di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari
Pancasila.  Sebab lahirnya lembaga-lembaga negara tersebut adalah wujud dari
pelaksanaan Pancasila. Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam hal ini digunakan
sebagai dasar mengatur pemerintahan negara. atau dengan kata lain Pancasila
digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pengertian
Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan bunyi Pembukaan UUD Tahun
1945, yang menyatakan.155
“…, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-Undang Dasar yang berbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia
yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada…, “
Pada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (2) UUD
1945 tentang kedudukan   Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai salah
satu lembaga perwakilan, telah mengalami perubahan. Sekalipun kedudukan serta
kewenangan MPR mengalami pergeseran, namun tugas dan kewenangan Majelis
Permusyawaratan Rakyat sebagai pengemban Kedaulatan Rakyat tidak hilang.
Pembentukan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat lebih demokratis
dibanding pada masa sebelum UUD 1945 mengalami perubahan. Seluruh anggota
155 Titik Triwulan, Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945,
Kencana Prenada. Cetakan kesatu, Jakarta, 2010, hlm. 81.
55
MPR yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota
Dewan Perwakilan Daerah (DPD), terbentuk melalui proses pemilihan umum yang
dipilih langsung oleh rakyat.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai salah satu lembaga
perwakilan dimana oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebelum mengalami
perubahan pernah diberikan tanggungjawab atas pelaksanaan kedaulatan rakyat
sepenuhnya sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar
1945. Pasal tersebut, memberikan pula  kedudukan  kepada  Majelis
Permusyawaratan Rakyat sebagai Lembaga Tertinggi Negara dalan susunan
kelembagaan negara.
Dalam penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen disebutkan pula bahwa
“Majelis inilah yang memegang kekuasaan tertinggi”, maka atas dasar itu Ismail
Sunny, menyimpulkan bahwa sebelum amandemen kekuasaan negara yang
tertinggi berada ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (supremacy of the
people’s consultative assembly)156
Menurut Ismail Sunny, bahwa supremasi suatu lembaga negara, apakah
parlemen atau national assembly, mengandung dua prinsip penting, yaitu. Pertama,
sebagai badan berdaulat yang memegang kekuasan berdasar hukum untuk
menetapkan segala sesuatu yang telah ditegaskan oleh UUD 1945, atau disebut
“legal power”. Kedua,no rival authority, artinya tiada ada satupun otoritas baik
perseorangan maupun organ yang dapat menandingi atau mengesampingkan
keputusan MPR157
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pelaku demokrasi atau
kedaulatan rakyat, kelembagaannya sebelum UUD 1945 diamandemen, disusun
tidak mencerminkan keterwakilan rakyat di dalamnya.  Keterwakilan pada proses
penyusunan keanggota MPR yang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Ketika
itu MPR adalah merupakan miniatur politik bagi bangsa Indonesia akan tetapi lebih
mencerminkan sebagai sumber kekuasaan yang absolut dan otoriter. Hal ini
dikarenakan mekanisme penyusunan keanggotaannya tidak melalui mekanisme
pemilihan umum seutuhnya. Ada sebagian yang diangkat melalui kekuasaan yang
ada ketika itu.
Dari sudut pandang yuridis ketatanegaraan, perubahan UUD 1945 juga
merubah sistem Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi sistem bikameral
atau sistem dua kamar, yaitu terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta
156 Ismail Sunny, Mekanisme Demokrasi Pancasila, Akasara Baru, Jakarta, 1984, hlm. 15
157Ibid, hlm. 16
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Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kedua lembaga negara inilah menjadi bagian
yang terkandung di dalam MPR. Dengan susunan keanggotaan MPR tersebut,
susunan keanggotaan MPR tidak ada lagi yang diangkat. Secara keseluruhan
anggota MPR sudah melalui mekanisme pemilihan umum yang diselenggarakan
setiap lima tahun sekali. Di dalamnya mengandung muatan lokal (DPD) dan muatan
pilitis (DPR).
Lembaga-lembaga perwakilan seperti MPR,DPR dan DPD yang dipilih
melalui pemilihan umum, selayaknya tidak hanya diikuti oleh partai politik semata.
Hal ini dikarenakan keberadaan partai politik belum sepenuhnya mengakomodir
organisasi kemasyarakatan yang ada dalam masyarakat. Meskipun pada masa
reformasi ini telah mengalami perubahan terhadap jumlah partai politik peserta
pemilu.
Seperti halnya Pemilihan langsung (demokrasi langsung) dalam pemilihan
umum masa reformasi ini, dimana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUD
1945, Pasal 22E bahwa peserta pemilu adalah partai politik untuk memilih DPR dan
DPRD serta perseorangan untuk memilih DPD. Pada pelaksanaannya, pengaruh
kekuatan-kekuatan partai politik tetaplah mendominasi dalam pelaksanaan
kedaulatan rakyat tersebut. Akibatnya, kekuatan-kekuatan partai politik akan lebih
diutamakan dari pada kekuatan dari kedaulatan rakyat itu sendiri.
Dengan melihat perkembangan demokrasi saat sekarang ini maka, agar
keterwakilan rakyat terutama muatan lokal non partai politik, sebaiknya setiap
daerah dapat mencalonkan wakilnya yang dicalonkan secara independen dan dipilih
secara langsung oleh rakyat di daerah pilihannya masing-masing (distrik). Hal ini
dapat mengakomodir  keterwakilan rakyat secara terbuka, setiap rakyat dapat
memilih wakilnya tanpa terikat oleh partai politik.
Bentuk Utusan Golongan dan Utusan Daerah pada masa UUD 1945
sebelum diamandemen, kiranya dapat digunakan agar dapat mencerminkan nilai-
nilai keterwakilan dalam masyarakat. Utusan Golongan, hal ini digunakan agar
kepentingan rakyat dapat terwakili melalui golongan-golongan masyarakat seperti
kelompok atau organisasi cendekiawan, alim ulama, dan sebagainya yang belum
terserap dalam partai politik. Utusan Daerah, adalah agar keterwakilan masyarakat
di daerah tidak sebatas pada propinsi melainkan sebatas pada Kabupaten dan Kota,
hal ini dikarenakan pelaksanaan otonomi daerah berada di daerah-daerah tersebut.
Dengan komposisi seperti tersebut di atas maka, Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) dapatlah menyuarakan rakyat yang diwakilinya tidak semata pada
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kekuatan atau kekuasaan individu ataupun kelompok tertentu, melainkan dapat
mengemban amanah dari rakyat yang diwakilinya. Amanah tersebut tidak semata
diberikan oleh rakyat melainkan manusia diberi kepercayaan oleh Allah swt untuk
melaksanakannya. Oleh karena   kesanggupan manusia mengemban amanah
tersebut (Amanah tersebut pernah diberikan kepada langit, bumi dan gunung, tetapi
semuanya enggan untuk memikul amanah tersebut; QS al-Ahzab:72), maka Allah
mengangkat manusia sebagai khalifah, mewakili Allah untuk mengangkat manusia
sebagai khalifah, mewakili Allah untuk mengelola dunia.
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pengambilan Keputusan Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebelum
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
1. Pengaturan dan Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Menurut
Undang-Undang Dasar 1945.
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebagai Penyelenggara Kedaulatan
Rakyat.
Asas demokrasi yang digunakan sebagai dasar hidup bersama dalam
bernegara, merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat pada
penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Demokrasi mempunyai arti
penting bagi masyarakat yang menggunakan, sebab dengan demokrasi hak
rakyat untuk menentukan sendiri jalannya pemerintahan dapat terjamin.158
Hakikat dari ide kedaulatan rakyat itu, tetap harus menjamin bahwa rakyat
yang sebenarnya sebagai pemilik negara dengan segala kewenangannya guna
menjalankan semua fungsi kekuasaan negara, baik di bidang legislatif,
eksekutif, maupun yudikatif. Rakyat memiliki kekuasaan untuk merencanakan,
menata, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta penilaian terhadap
pelaksanaan fungsi-fungsi dari kekuasaan tersebut. Sesungguhnya kedaulatan
rakyat ditujukan untuk kepentingan bagi rakyat. Pemikiran kedaulatan rakyat
seperti inilah yang bersifat ‘total’ dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat dan
bersama rakyat.159
Demokrasi menurut Rousseau, menginginkan tetap terhadap
kelangsungan dari demokrasi langsung seperti pada zaman Yunani kuno, tetapi
karena luasnya wilayah suatu negara, bertambahnya jumlah penduduk dan
bertambah rumitnya masalah-masalah kenegaraan, maka keinginan Rousseau
tersebut tidak mungkin terrealisir, sehingga muncullah demokrasi tidak langsung
yang pelaksanaannya melalui “lembaga-lembaga perwakilan” dimana
penamaannya disetiap negara berbeda-beda, akan tetapi sering pula disebut
158 Moh. Mahfud. MD,Demokrasi Konstitusi ….Op.Cit., hlm. 19
159Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Cetakan Pertama,
Jakarta: diterbitkan atas kerja sama: Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara
FH UI, 2004, hlm. 114.
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“Parlemen”.160 atau di Indonesia disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Gambaran tentang lembaga syura menurut Fazlur Rahman adalah
merupakan sebuah badan legislatif yang mewakili aspirasi dan kehendak
rakyat.161 Konsepsi kedaulatan rakyat dalam ketatanegaraan Indonesia,
menunjukkan bahwa kedudukan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar
1945 merupakan tumpuan kekuatan bagi negara. Hal ini sebagaimana diatur
dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dimana sebelum Undang-
Undang Dasar 1945 diamandemen menetukan “Kedaulatan adalah di tangan
rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Dengan melihat ketentuan tersebut, maka kedaulatan rakyat telah diserahkan
kepada   Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi atau Supremacy of the People’s Consultative Assembly.162
Undang-Undang Dasar 1945 setelah terjadi perubahan adalah meliputi
Pembukaan, Batang Tubuh, Aturan Peralihan serta Aturan Tambahan.
Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 membawa dampak perubahan
terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketentuan dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat yang diimplementasikan dalam
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
1945, dimana sebelum perubahan menyatakan bahwa, “Kedaulatan ialah di
tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” dan bandingkan dengan
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 setelah perubahan, bahwa, “Kedaulatan berada di
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dengan
melihat pasal tersebut dalam UUD 1945, maka dapatlah disimpulkan bahwa
Negara Indonesia mengikuti model demokrasi tidak langsung atau demokrasi
perwakilan.
Kedudukan MPR pada masa sebelum Undang-Undang Dasar 1945
UUD NRI Tahun 1945) di amandemen, menunjukkan bahwa Majelis tersebut
sebagai pelaksana  kedaulatan rakyat.163 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang
Dasar 1945 UUD 1945) sebelum amandemen menjadikan MPR sebagai
penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Dari Pasal tersebut dapat ditarik suatu
160Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, Ilmu Negara, Perintis Press, Cetakan
Pertama. Jakarta: 1985, hlm. 182.
161Fazlur Rahman, Implementation of the Islamic Concept of State in Pakistan Milieu,
Islamic Studies, 6 September 1967, hlm. 206 dalam M. Hasbi Amirudin, Konsep Negara Islam
Menurut Fazlur Rahman, UII Press. Yogyakarta: 2000, hlm. 125
162Ismail Suny, Mekanisme Demokrasi Pancasila, Aksara Baru. Jakarta: 1987, hlm. 16
163Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen.
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korelasi logis, bahwa MPR tidak dapat melaksanakan kedaulatan rakyat jika
MPR tersebut bukan sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.
Undang-Undang Dasar 1945 tidak menegaskan tentang kedudukan
MPR, akan tetapi dengan melihat fungsi dan tugas yang melekat pada MPR
tersebut, sudah memberikan arah dan petunjuk terhadap Majelis tersebut.
Rumusan mengenai MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, dapat
dilihat pada Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen, yang
menyatakan bahwa MPR terdiri dari anggota-anggota DPR ditambah Utusan
dari daerah dan Utusan dari golongan yang terdapat dalam lapisan masyarakat
Indonesia.
Sebelum UUD 1945 diamandemen, dalam Penjelasan UUD 1945
menyatakan bahwa. Dalam sistem pemerintahan negara, angka III (3),
kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan yang diberi nama MPR, sebagai
penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (Vertretungs des Willens des Staatvolkes).
Bab  I  Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; MPR adalah sebagai
penyelenggara negara tertinggi. Majelis ini dianggap sebagai penjelmaan rakyat
yang memegang kedaulatan negara.
Dalam Bab II Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945; isi pasal ini ialah
supaya seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah memiliki wakil dalam
Majelis tersebut, sehingga Majelis tersebut benar-benar dapat dianggap sebagai
penjelmaan seluruh  rakyat Indonesia. Golongan-golongan  yang dimaksud
adalah badan-badan seperti koprasi, serikat pekerja, dan lain-lain badan
kolektif.164
Majelis Permusyawaratan yang dituangkan dalam Undang-Undang
Dasar 1945 tersebut, maka mengandung makna bahwa Majelis tersebut adalah
suatu lembaga tempat berkumpul untuk bermusyawarah. Dalam sistem
demokrasi perwakilan, harus ada orang-orang tertentu yang duduk berkumpul
dan bermusyawarah sebagai wakil rakyat, karena tidak mungkin seluruh rakyat
yang sudah berjumlah besar dan wilayah yang luas untuk berkumpul dan
melakukan musyawarah bersama seperti yang berlaku pada bentuk demokrasi
langsung (direct democracy). Dengan MPR dijadikan sebagai wakil rakyat untuk
menyelenggarakan aspirasi rakyat. MPR sebagai penjelmaan berarti adalah
hendak mewujudkan diri pada bentuk yang lain yaitu rakyat Indonesia yang
164 Dahlan Thaib, Konsepsi…Op.Cit., hlm. 309-310
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disusun sebagai jumlah yang lebih kecil, duduk dalam lembaga mewakili seluruh
rakyat Indonesia.
Anggota MPR, sebagian besar terdiri dari anggota DPR. Unsur-unsur
organisasi sosial politik yang dipilih oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum
(Pemilu) secara bebas dan rahasia untuk duduk sebagai anggota DPR.
Keanggotaan MPR tersebut tidak semata dari anggota DPR. Unsur-
unsur anggota tambahan pada MPR seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2
ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945165 adalah terdiri dari utusan-utusan daerah
dan golongan. Utusan daerah adalah orang yang mewakili dan tindakannya atas
nama rakyat yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
Sedangkan  yang dimaksud dengan utusan golongan adalah orang
yang mewakili golongan-golongan dalam lapisan  masyarakat dan bertindak
untuk kepetingan golongan tertentu, seperti misalnya; golongan koperasi,
golongan serikat pekerja dan lain-lain badan kolektif166 yang kemudian
berkembang termasuk golongan yang berdasarkan profesi, kegiatan agama,
dan sebagainya. Golongan-golongan tersebut, menurut Sri Soemantri adalah
merupakan bagian dari komponen politik, yang terdiri dari: 1) Partai Politik
(Political Party); 2) Golongan Kepentingan (Interest Group); 3) Golongan
Penekan (Pressure Group); 4) Alat komunikasi Politik (Media Political
Communication); 5) Tokoh-tokoh politik (Political Figure).167
Komposisi anggota-anggota tambahan dalam MPR; utusan-utusan
golongan dan utusan-utusan daerah, adalah merupakan komponen politik yang
dalam hal tertentu akan menjadi kelompok kepentingan atau kelompok penekan
yang memiliki peran besar dan dapat mempengaruhi dalam pengambilan
keputusan MPR.
Gagasan dari para pendiri negara yang memasukkan utusan-utusan
golongan dalam susunan keanggotaan MPR, adalah suatu pemikiran yang
cemerlang. MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia tidak hanya
berhubungan dengan kedaulatan politik saja, melainkan juga menyangkut
dengan bidang ekonomi, sosial, budaya, serta keamanan dan ketertiban.
165 Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen
166 Lihat Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen
167 Sri Soemantri, Ketetapan MPR (S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara,
Remaja Karya, Bandung, 1985, hlm. 13.
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Pembahasan mengenai MPR sebagai pelaksana  kedaulatan rakyat
sepenuhnya168, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak dapat dipisahkan
dari pola pikir pendiri negara yang menghendaki negara Indonesia adalah
negara yang memiliki corak pemerintahan yang demokratis berdasarkan atas
hukum. Kehendak dari perumus Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, bahwa
negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum
(Rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat).169Utusan dari
golongan-golongan tersebut, para pembentuk Undang-Undang Dasar tersebut
memiliki tujuan, agar Negara Republik Indonesia kelak tidak jatuh dan hanya
mewakili pada sekelompok penguasa saja, tidak mewakili dari golongan-
golongan yang mewakili seluruh rakyat Indonesia.
Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebelum
amandemen, menunjukkan bahwa MPR adalah sebagai lembaga tertinggi dan
sebagai pelaksanan sepenuhnya  kedaulatan rakyat dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia. Pernyataan kedaulatan rakyat dilakukan
“sepenuhnya” oleh MPR, perlu adanya suatu penafsiran.
Dilihat dari sudut bahasa, “dilakukan” berasal dari kata “laku” artinya
adalah cara menjalankan, perbuatan dan kelakuan, sedangkan kata “pelaku”
menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan. Kata “dilakukan”,
berhubungan dengan awal  kata kerja yaitu berupa melakukan,  yang berarti
melaksanakan.170 Kata “dilakukan” sama dengan kata “dilaksanakan”, maka
kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh MPR, menunjukkan bahwa Majelis
tersebut sebagai pelaksana kedaulatan dan kedaulatan adalah milik rakyat.
Kata “sepenuhnya” yang terdapat dalam  Pasal 1 ayat (2) Undang-
Undang Dasar 1945, berasal dari kata “penuh” yang memiliki arit berisi
seluruhnya, lengkap, sempurna, dan tidak kurang dari jumlah seharusnya. Arti
“nya” pada kata “sepenuhnya” menunjuk kepada pemilik,171 maka MPR adalah
sebagai pelaku atau pelaksana kedaulatan rakyat yang sepenuhnya
mengandung makna keseluruhan kedaulatan rakyat sebagai suatu konsep
kekuasaan tertinggi yang dilaksanakan atau dilakukan oleh lembaga atau badan
negara MPR.
168 Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen.
169Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen pada Kunci
Pokok I pada Tujuh Kunci Pokok Sistem Pemerintahan.
170Kamus Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka,
Jakarta, 1988, hlm. 488.
171 Ibid, hlm. 665
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Menurut Dahlan Thaib, MPR adalah satu-satunya lembaga atau badan
negara yang melaksanakan atau melakukan kedaulatan rakyat. MPR sesuai
dengan  ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, adalah
sebagai lembaga yang bertindak untuk dan atas nama rakyat, artinya rakyat
melalui Undang-Undang Dasar membentuk suatu lembaga negara yang disebut
MPR, untuk melaksanakan sepenuhnya kedaulatan atau kekuasaannya rakyat).
Majelis ini adalah majelis yang merupakan personifikasi rakyat yang berdaulat.
Sebagai pelaksana kekuasaan rakyat yang melaksanakan fungsi dan tugasnya
dengan dibatasi jangka waktu lima (5) tahun dan secara otomatis pada
waktunya (akhir masa jabatan), rakyat akan memili wakil yang akan bertindak
sebagai pelaksana kedaulatan rakyat yang baru.172
Sri Soemantri, berpendapat bahwa MPR adalah satu-satunya lembaga
negara  yang melaksanakan  kedaulatan rakyat.  Sri  Soemantri menyatakan
bahwa:
“.......kata “sepenuhnya” mengandung arti bahwa Majelis permusyawaratan
Rakyat adalah satu-satunya lembaga negara yang melaksanakan
keadaulatan rakyat”.173
Dengan melihat ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang
Dasar 1945, maka fungsi MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, maka
menggambarkan tugas MPR sepenuhnya mencakup semua aspek
penyelenggaraan pemerintahan negara, baik eksekutif, legislatif, pemeriksa
keuangan ataupun pada badan pertimbangan (konsultatif). Kekuasaan tersebut
dilimpahkan oleh MPR kepada Presiden, DPR, Dewan Pertimbangan Agung
(DPA),Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA).
Berbeda dengan yang diatur dalam  Pasal 1 ayat (2) Kostitusi RIS
1949, bahwa “kekuasaan berkedaulatan rakyat Republik Indonesia Serikat
dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan DPR dan Senat”174 maka
menurut Konstitusi RIS tersebut, kedaulatan dilakukan bersama antar tiga
lembaga atau badan negara (Pemerintah, DPR, Senat). Sedangkan menurut
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Sementara 1950, menyatakan bahwa
172Dahlan Thaib, ....Op.Cit, hlm. 316.
173 Sri Soemantri M., Masalah-Masalah Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang
Dasar 1945,dalam Padmo Wahyono, Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa ini,…Op.Cit.,
hlm. 71.
174 Lihat Pasal 1 ayat (2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949.
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kedaulatan rakyat dilakukan oleh dua lembaga atau badan negara yaitu
Pemerintah bersama dengan DPR.175
Rumusan  “kedaulatan adalah di tangan rakyat’ yang dicantumkan
dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menunjukkan bahwa
kedudukan rakyatlah yang paling utama atau paling tertinggi, namun seluruh
rakyat tidak mungkin untuk berkumpul di suatu tempat atau wadah dalam suatu
masa atau saat untuk melaksanakan musyawarah mengenai hal-hal
kenegaraan ataupun pemerintahan, sehingga kedaulatan yang ada di tangan
rakyat dilakukan sepenuhnya oleh MPR.
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, selain menjadikan
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kontitusi modern yang berasaskan
demokratis juga menempatkan kekuasaan MPR pada tingkat tertinggi dalam
hierarkhis kekuasaan pada sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Hal
tersebut ditegas lagi dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar
1945,  yaitu MPR ialah penyelenggara negara tertinggi. Majelis ini dianggap
sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang memegang kedaulatan.
Kedudukan tertinggi sebagai lembaga negara yang dimiliki oleh MPR
menurut Undang-Undang Dasar 1945, merupakan konsekuensi dari Majelis
tersebut sebagai lembaga satu-satunya pelaksanan  kedaulatan rakyat. MPR
yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara, mengandung makna
bahwa Majelis tersebut memegang kekuasaan yang ada pada rakyat dalam
negara.
Istilah “memegang” dalam kamus bahasa Indonesia berarti
menjalankan (aturan, pemerintah),176 sehingga MPR dapat diartikan sebagai
pemegang  kekuasaan negara tertinggi atau pemegang  kedaulatan negara.
MPR, dapat menjalankan, mengatur, memerintah sebagai pemegang
kekuasaan tertinggi atau kedaulatan negara yang dimiliki oleh rakyat.
Sistem pemerintahan negara angka III yang tercantum dalam
Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa, MPR sebagai
penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (Vertetung sorgan des willens des
Staatsvolkes). Maksud dari Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1
ayat (2) ataupun Sistem pemerintahan negara angka III tersebut adalah supaya
seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah dapat memilik wakil di dalam
MPR, sehingga Majelis betu-betul dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat.
175 Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
176 Kamus Besar Bahasa Indonesia, ...Op.Cit, hlm. 658.
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“Penjelmaan”, dalam kamus bahasa Indonesia berarti perwujudan, penerapan
atau pelaksanaan,177 maka penjelmaan rakyat berarti perwujudan rakyat. Jadi,
MPR adalah perwujudan dari seluruh rakyat Indonesia.
A. Hamid Attamimi, menafsirkan istilah “penjelmaan” yang melekat
pada MPR adalah sebagai “penggantian” atau   “pengambilan barang”
(Vervanging atau Plaats Inneming) yang berasal dari kata Vertretungsorgan,
yang berarti bahwa MPR menggantikan rakyat untuk melaksanakan kedaulatan
rakyat, sehingga MPR tidak dapat dikatakan sebagai lembaga perwakilan, hal
ini dikarenakan istilah “perwakilan” sudah digunakan oleh lembaga negara yaitu
DPR.178
Pendapat dari A. Hamid S. Attamimi kemudian dibantah oleh Deliar
Noer, yang mengatakan bahwa dalam kamus Jerman Inggris kata vertretung
bukan hanya berarti pengganti atau pengambil tempat, tetapi juga bisa berarti
perwakilan (representation). Dalam kamus Jerman Indonesia yang disusun oleh
Rahardjokoesoemo dkk.; bahwa yang dimaksud dengan kata vertretung adalah
keagenan, perwakilan, MPR merupaka lembaga tempat para “wakil” bersidang,
sebagaimana dinyatakan pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945. Kesimpulannya, anggota MPR adalah wakil  rakyat, sehingga
Majelis ini adalah merupakan lembaga atau Badan Perwakilan Rakyat,
meskipun kata “perwakilan” tidak tercantum pada nama lembaga atau badan
tersebut.179
Pendapat dari A. Hamid S. Attamimi tersebut akan memberikan arti
pada kedaulatan rakyat yang diserahkan sepenuhnya kepada MPR. Sehingga
menjadikan MPR memiliki kekuasaan tanpa batas, hal ini bertentangan dengan
sistem konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang menganut asas
pembatasan kekuasaan terhadap lembaga-lembaga negara.
MPR yang memiliki kekuasaan yang tertinggi terhadap lembaga-
lembaga negara lainnya adalah sama dengan Kongres Rakyat Nasional
sebagai lembaga tertingg di Republik Rakyat Cina (RRC). Dalam Konstitusi
RRC, Kongres Rakyat Nasional disebut sebagai lembaga tertinggi. Seluruh
kekuasaan negara berada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui Kongres
Rakyat Nasional. Republik Rakyat Cina (RRC), adalah merupakan negara
177 Ibid, hlm. 356.
178 A. Hamid S. Attamimi, Majelis Permusyawaratan Rakyat Bukan Lembaga Perwakilan,
Suara Pembaharuan, Jakarta, 14 September1992, dalam Dahlan Thaib, ...Op.Cit, hlm. 320.
179 Deliar Noer, MPR Merupakan Lembaga Rakyat, Harian Suara Pembaharuan, Jakarta,
5 Oktober 1992, dalam Dahlan Thaib, ....Ibid, hlm. 321.
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demokrasi yang menganut asas sentralisme, dan kedaulatan rakyat
dilaksanakan melalui lembaga perwakilan yang keanggotaannya dipilih melalui
mekanisme pemilihan umum.180
Adanya kemiripan antara MPR dengan lembaga tertinggi di Republik
Rakyat Cina (RRC) (sosialis), dapat dilihat pada saat semangat para
pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak mendukung pemikiran
barat yang cenderung individualis dan liberalis. Soepomo, dalam pidatonya di
depan sidang  BPUPKI Indonesia 31  Mei 1945, mengemukakan tentang
perlunya dibentuk MPR;
“....harus dibentuk badan permusyawaratan supaya senantiasa mengetahui
dan merasakan rasa keadilan dan cita-cita rakyat. Bagaimana bentuknya
badan permusyawaratan rakyat itu, ialah hal yang harus diselidiki, akan
tetapi hendaknya jangan memakai sistem individualis.”
Sedangkan Soekarno, dalam rapat BPUPKI tanggal 15 Juli 1945
mengatakan; “Tuan-tuan dan Nyonya-nyonya yang terhormat, kita rancangkan
Undang-Undang Dasar dengan kedaulatan rakyat, dan bukan kedaulatan
individu”.
Suatu negara tidak lepas dari konsep kedaulatan rakyat, karena erat
kaitannya dengan berdirinya negara yang bersumber dari kehendak rakyat.
Berdirinya negara Indonesia, tidak dapat pula dipisahkan dari konsep
kedaulatan rakyat. Perdebatan mengenai kedaulatan rakyat telah dimulai sejak
tahun 1930 an sebelum perdebatan mengenai konsep-konsep modern seperti
halnya konsep negara hukum, Hak Asasi Manusia dan lain-lainnya yang juga
merupakan bagian dari proses penyusunan Undang-Undang Dasar 1945.
Alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan intisari
dari substansi Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang memuat tentang
dasar negara, tugas pemerintah negara, serta struktur dasar kekuasaan
tertinggi negara sebagai kedaulatan rakyat.
Pelaksanaan kedaulatan rakyat yang sudah diatur dalam Undang-
Undang Dasar 1945 dari sejak berdirinya negara sampai dengan saat sekarang
ini masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Terjadinya penyimpangan
tersebut seperti halnya pada masa Dekrit Presiden 5 Juli 1959, mendudukkan
Presiden begitu kuat dan melahirkan demokrasi terpimpin yang mengakibatkan
Presiden sulit untuk dikontrol.
180 S. Prajudi Atmosudirjo dkk. (editor), Konstitusi Amerika Serikat, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1987, dalam Dahlan Thaib, ....Op.Cit, hlm. 322.
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Pasal 23 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang
sistem pemerintahan butir VII, memberikan peluang bagi Presiden untuk
membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) jika DPR menolak Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan oleh Presiden. Kewenangan
membubarkan badan perwakilan rakyat (DPR) tersebut menunjukkan Presiden
telah melanggar prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang telah diatur dalam
Undang-Undang Dasar 1945. Tindakan Presiden tersebut melanggar pula
Penjelasan UUD 1945 butir  I sistem pemerintahan yaitu bahwa Negara
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), bukanlah
merupakan negara kekuasaan belaka (Machtsstaat).181
Penjelasan UUD 1945 menegaskan pula terkait pemegang kedaulatan
kedaulatan rakyat, mengingat bahwa negara Indonesia menganut sistem
demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Pada Penjelasan UUD
1945 tersebut menyatakan bahwa pemegang  kekuasaan tertinggi adalah
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) (die gesamte Staatgewalt liegt allein
bei der Majelis).182
Ketentuan dalam Penjelasan UUD 1945 tersebut lebih lanjut
menegaskan bahwa MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat adalah
merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (vertretungsorgan des willens
des Staatsvolkes). Kedudukan MPR tersebut kemudian dipertegas dalam
Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR No. I/MPR/1983; MPR
adalah sebagai Lembaga Tertinggi Negara, pemegang dan pelaksana
sepenuhnya kedaulatan rakyat. Oleh karena itu MPR dapat membuat putusan-
putusan ataupun ketetapan-ketetapan yang tidak dapat dibatalkan oleh
kekuasaan manapun di luar kekuasaan MPR.
Dalam sejarah  ketatanegaraan, kedudukan yang dimiliki oleh  MPR
sebagai lembaga tertinggi telah menjadi perdebatan dan penafsiran di kalangan
politisi maupun ilmuan. Dilihat dari konsep demokrasi ataupun negara hukum,
maka sesungguhnya rakyatlah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, bukan
penguasa.  Penguasa cenderung akan memperkuat kekuasaannya, sehingga
perlu adanya pembatasan kekuasaan serta pengawasan kuasaan yang
dilakukan oleh rakyat.
Butir III.
181 Lihat Penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen)
182Penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen), mengenai Sistem Pemerintahan Negara
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Sejalan dengan ciri negara hukum klasik (Rechtsstaat), bahwa adanya
elemen pembatasan kekuasaan diperlukan, agar tidak terjadi penumpukan atau
pemusatan kekuasaan di satu tangan, sehingga tidak terkontrol dan kekuasaan
tersebut terlaksanan secara sewenang-wenang. Oleh   karena itu fungsi
konstitusi dalam hal ini UUD 1945 adalah tidak hanya membagi kekuasaan
namun juga berfungsi sebagai pembatasan kekuasaan, sebagaimana di
kemukakan oleh A.V Dicey; bahwa hukum bukanlah semata kehendak
penguasa melainkan juga terikat pada prinsip-prinsip rule of law. Penguasa
dihadapkan pada tiga prinsip rule of law.
Penguasa yang diatur bukan semata penguasa dalam arti pemerintah.
Dalam hal ini rakyatpun sebagai pemegang kekuasaan tertinggi adalah bukan
berarti merupakan kekuasaan yang tidak terbatas. Meskipun dalam tataran
prinsip-prinsip demokrasi mendudukkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi.
b. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Persidangan Badan
Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Menjelang kemerdekaan negara Republik Indonesia, pemikiran tentang
kedaulatan rakyat semakin berkembang diantara para tokoh pergerakan.
Pembahasan mengenai kedaulatan rakyat tersebut berlangsung di dalam
persidangan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI). Dalam persidangan BPUPKI, Hatta mengemukakan.
“hendaklah kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita
bangun, jangan menjadi negara kekuasaan. Kita menghendaki negara
pengurus....(karena itu) janganlah kita memberikan kekuasaan yang tidak
terbatas kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru itu suatu
negara kekuasaan...”183
Pemikiran tentang kedaulatan rakyat dari Hatta tersebut kemudian
diuraikan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945)
sebagai pokok pikiran ketiga dari Pembukaan UUD 1945, yaitu “negara yang
berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan
perwakilan. Pada sistem negara yang terbentuk dalam UUD 1945 harus
berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan
perwakilan. Hal ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.184
183 Muhammad Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945, Yayasan Prapanca, Jilid Pertama,
Cetakan Kedua, Djakarta, 1959, hlm. 111.
184Lihat Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945
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Muh Yamin185, mengemukakan lima prinsip, yaitu Peri Kebangsaan,
Peri  Kemanusiaan, Peri Ke-Tuhanan, Peri Kerakyatan dan  Kesejahteraan
Rakyat. Prinsip keempat yang dikemukakan oleh Muh. Yamin tersebut yaitu Peri
Kerakyatan, mengandung makna :
1) Makna permusyawaratan
Dalam surat Assyura ayat 38 yang urainya dan artinya sebagai berikut:
...dan bagi orang-orang yang beriman, mematuhi seruan Tuhan-Nya dan
mendirikan Sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah
antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami
berikan kepada mereka”.
Muh. Yamin berpendapat, bahwa musyawarah yang dimaksudkan untuk
Indonesia , ialah sumber dari musyawarah itu sendiri adalah Hukum Islam
dan Adat. Dari konsep tersebut adalah merupakan perpaduan yang sangat
berpengaruh pada pemikiran tentang musyawarah yang akan digunakan
pada negara Indonesia nantinya. Sebagai sumber dari Hukum Islam adalah
yang terkandung dalam Al-Quran, sedangkan Adat, bersumber pada kondisi
bangsa Indonesia yang pada dasarnya menggunakan hukum aslinya ialah
hukum adat.
2) Makna perwakilan
Dasar adat yang mengharuskan perwakilan-perwakilan sebagai
unsur ikatan masyarakat diseluruh Indonesia. Perwakilan sebagai dasar
abadi dari Tata negara.
3) Makna Kebijaksanaan Rasionalisme
Perubahan dalam adat dan masyarakat, keinginan penyerahan;
rasionalisme sebagai dinamika masyarakat.
Pandangan Muhammad Yamin tersebut di atas, dapat disimpulkan
bahwa permusyawaratan berasal dari ajaran Islam dengan menghubungkan
antara konsep ahl al-hall wa al-aqdi yang dilembagakan dalam bentuk Majelis
Syuro atau Majelis Permusyawaratan. Selanjutnya Yamin mengatakan bahwa
permusyawaratan perwakilan untuk mufakat itu harus tetap berlandaskan
185Apa yang dikemukakan terlepas kepada permasalahan, apakah yang dikemukakan itu
benar disampaikan di dalam sidang BPUPKI. Sebab ada yang menyangsingkan. Misalnya Moh
Hatta Lihat Panitia Lima. Uraian Pancasila. Mutiara. Jakarta: 1980, hlm.17
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prinsip hikmah  kebijaksanaan yang berakar pada tradisi yang tetap sesuai
dengan bentuk rasionalisme modern.186
Soepomo juga memberikan pemikiran yang hampir sama yang
mendasarkan Indonesia merdeka dengan prinsip musyawarah dengan
membentuk suatu badan yang disebut “Badan Permusyawaratan”187
perbandingan yang diambil oleh Soepomo, ialah bahwa Indonesia yang akan
berdiri tidak bersistem individualisme seperti dinegara-negara barat, tetapi
berdasar kepada kekeluargaan.
Di dalam negara yang akan berdiri nantinya tidak sesuatu yang sifatnya
orientatif, baik orientasi kepada yang kuat ataupun orientasi kepada yang
banyak. Dalam bukunya Naar de Republiek Indoneisa (1925), Tan Malaka untuk
pertama kali mengenalkan istilah “Majelis Permusyawaratan Nasional
Indonesia” yang kemudian diadopsi oleh para perancang UUD NRI Tahun 1945
di BPUPKI menjadi MPR.188
Di dalam konteks yang demikian, warga negara adalah sebagai bagian
yang tak terpisahkan dengan pemegang kendali kekuasaan di dalam negara.
Dengan istilah yang dipakai : “manunggal antara kawulo lan gusti”. Kedudukan
negara bukanlah bertanya : “apa hak saya dengan adanya negara?”, akan tetapi
yang harus ditanyakan kepada dirinya ialah: “apa kewajiban saya terhadap
negara?” Konstruksi demikian akan membawa penyelesaian masalah-masalah
atas dasar kebersamaan dan musyawarah antara masyarakat, di bawah Kepala
Negara.189
Struktur sosial masyarakat Indonesia yang demikian diharapkan mampu
menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dan dapat diselesaikan atas
dasar kebersamaan dan musyawarahmufakat antara rakyat dengan penguasa
yang arif.   Pemikiran para pendiri negara   yang diwakili oleh Soekarno,
Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin menekankan pada nilai-nilai universal
dari tradisi yang kemudian dapat disesuaikan dengan struktur negara bangsa
modern. Lain halnya pemikiran dari Soepomo menekankan pada keaslian tradisi
186 RM. A.B. Kusuma,Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Badan Penerbit Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004 dalamAidul Fitriciada Azhari, Rekonstruksi Tradisi
Bernegara…Op.Cit., hlm 55-67
187 Muh. Yamin, Op.Cit., hlm. 119
188 Aidul Fitriciada Azhari, Ideologi dan Konstitusi Dalam Perkembangan Negara Bangsa
Indonesia: Rekonstruksi Tradisi, Dekolonisasi dan Demokratisasi, Jurnal Media Hukum,Vol. 20, No.
1, Juni 2013, hlm. 103.
189 Samsul Wahidin, MPR dari Masa ke Masa, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 72
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dan menghendaki untuk dipertahankannya  keaslian tradisi dalam struktur
negara modern.190
Agar Kepala Negara dengan rakyatnya senantiasa bersatu, maka fungsi
dari “Badan Permusyawaratan” sebagai wakil-wakil rakyat itulah yang berperan.
Kepala Negara sebagai pemimpin akan senantiasa mengetahui dan merasakan
keadilan rakyat dan cita-cita rakyat.
Tetapi bagaimana sosok yang dikehendaki dengan “Badan
Permusyawaratan” di dalam konteks ini, oleh Soepomo dinilai sebagai masalah
teknis. Karena itu tidak diperinci lebih lanjut bagaimana kedudukan,fungsi, tugas
serta wewenang lembaga tersebut tetapi dari ungkapan yang disampaikan,
nampak bahwa fungsi “Badan Permusyawaratan” itu adalah. Pertama, Sebagai
“Badan Permusyawaratan” dari rakyat yang akan menetapkan garis-garis
kebijaksanaan pemerintahan di samping Kepala Negara. Kedua, Sebagai
pengawas dalam arti menjadi pasangan Kepala Negara didalam
penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kerjasama ini, Kepala Negara
senantiasa mengetahu aspirasi masyarakat serta masalah-masalah yang timbul,
terjelma didalam “Badan Permusyawaratan”.191
Kontruksi seperti yang diajukan itu, oleh Soepomo dikehendaki tidak saja
diterapkan di pemerintah pusat, tetapi juga untuk pemimpin-pemimpin di daerah
hingga desa. Menurut Hatta bahwa demokrasi desa harus diperluas dalam
suatu wadah negara yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman.
Demokrasi desa dapat dikembangkan dalam negara bangsa yang modern.192
Permusyawaratan untuk mencapai mufakat menurut Hatta penting dilakukan
karena. Pertama, untuk mencegah adanya dominasi perseorangan atau
golongan tertentu dalam pengambilan keputusan. Kedua,untuk menjamin agar
keputusan politik senantiasa berorientasi pada keadilan sosial dan kepentingan
umum, sebab ciri khas karakter yang terlihat pada masyarakat Indonesia lebih
cenderung pada semangat kolektivisme yang tumbuh dalam budaya politik dan
prakteknya di Indonesia.193
190Menurut aliran pikiran Integralistik, negara bukan dimaksudkan untuk menjamin
kepentingan seseorang atau golongan melainkan untuk menjamin rakyat seluruhnya sebagai
persatuan. Negara merupakan susunan masyarakat yang integral yang di dalamnya segala
golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan
masyarakat yang organis.Ni’matul Huda, ....Op.Cit.
191Samsul Wahidin,....Op.Cit, hlm. 197.
192Muhammad Hatta, Ke Arah Indonesia Merdeka, 1977dalam Miriam Budiardjo (ed.),
Masalah Kenegaraan, Gramedia, Jakarta, hlm. 21
193Yudi Latif, Negara Paripurna, PT Gramedia, Jakarta, 2011, hlm 415-416
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Didalam pembahasan selanjutnya BPUPKI membicarakan Undang-
Undang Dasar 1945 itu tahapan demi tahapan, dengan menginventarisasi
permasalahan yang diajukan oleh para peserta, atas dasar konsepsi yang
disampaikan oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Satu konsepsi
yang menarik juga disampaikan oleh Muh. Yamin di dalam sidang tanggal 10
Juli 1945. Dikemukakan dalam kesempatan tersebut terutama susunan
pemerintahan Indonesia yang akan merdeka.
Pokok-pokok pikiran yang jelas sekali dikemukakan, ialah mengenai
MPR. Kedudukan MPR menurut Muh. Yamin ialah merupakan lembaga
kekuasaan   yang setinggi-tingginya di dalam negara Republik Indonesia.
Lembaga ini merupakan kumpulan permusyawaratan seluruh rakyat. Duduk di
dalam lembaga tersebut saja wakil-wakil dari daerah-daerah diseluruh
Indonesia, tetapi juga wakil-wakil dari golongan-golongan yang ada di dalam
masyarakat, yang dipilih dengan bebas dan merdeka oleh rakyat dengan suara
terbanyak.194
Kontruksi MPR di dalam konsep ini, diatur sedemikian rupa sehingga
didalamnya juga termasuk Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kepada
MPR inilah Presiden memberikan pertanggungjawabannya.
Susunan keanggotaan MPR terdiri dari wakil-wakil yaitu yang berasal
dari; Pertama, daerah-daerah. Kedua, keseluruhan rakyat Indonesia yang terdiri
dari golongan-golongan yang ada diseluruh wilayah Indonesia. Keanggotaan
MPR yang demikian ini lebih dirasa demokratis dalam pengambilan keputusan
nantinya.
Didalam hal tentang utusan golongan ini, juga harus dipertimbangkan
dari komposisi kepadatan penduduk yang berada didaerah-daerah tertentu,
dengan melihat perbandingan yang padat, kurang padat dan jarang
penduduknya. Dengan komposisi demikian diharapkan keseluruhan komponen
yang ada dalam seluruh negara akan dapat terwakili di dalam Badan Perwakilan
yang berupa MPR itu.
Dalam rancangan Undang-Undang Dasar, terkait dengan lembaga MPR
yang terdiri atas anggota-anggota DPR yang mewakili kepentingan politik
ditambah dengan utusan daerah dan golongan-golongan. Lembaga perwakilan
rakyat yaitu DPR, sedangkan utusan daerah dan golongan bukan merupakan
lembaga tersendiri, tetapi merupakan bagian keanggotaan MPR disamping
194Muh. Yamin....Loc.Cit...hlm. 231.
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anggota DPR. Keberadaan utusan golongan dalam Lembaga MPR
merepresentasikan faham kolektivisme dalam susunan negaraIndonesia.
Kolektivisme terdapat dalam kelompok atau golongan masyarakat seperti,
cendekiawan, alim ulama, serikat pekerja, kelompok koperasi, serikat usaha
lainnya maupun masyarakat adat yang dalam teori negara sosial dari Hegel
disebut masyarakat sipil, mereka inilah merupakan bagian dari unsur
keanggotaan MPR yang digagas oleh founding fathers. Muhammad Hatta
mengkaitkan kolektivisme dengan badan kolektivisme yang terwakili dalam
MPR.195
Pada tanggal 11 sampai 13 Juli 1945, juga diadakan rapat panitia
Perancang Undang-Undang Dasar, yang membahas masalah-masalah
berkenaan dengan Undang-Undang Dasar. Diantaranya juga dibicarakan
masalah   MPR. Rancangan yang dihasilkan diserahkan   kepada panitia
penghalus bahasa yang merupakan suatu naskah. Di dalam naskah tersebut,
MPR diletakkan dalam pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa sovereinitieit
berada di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Badan
Permusyawaratan Rakyat.
Penjabaran selanjutnya tentang hal ini dicantumkan dalam BAB V pada
Pasal 18 ayat (1) dan (2) yaitu tentang Badan Permusyawaratan Rakyat dan
DPR yang menyatakan bahwa,  keanggotaan dari Badan Permusyawaratan
Rakyat adalah terdiri dari anggota-anggota DPR yang  kemudian ditambah
dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan yang diatur
dan ditetapkan melalui undang-undang. Dalam kinerjanya, Badan
Permusyawaratan Rakyat ini bersiadang paling sedikit lima (5) tahun sekali di
Ibu Kota Negara. Sedangkan tugas dan kewenangan dari Badan
Permusyawaratan Rakyat diatur dalam Pasal 19 yaitu, menetapkan Undang-
Undang Dasar dan Garis-garis Besar dari pada Haluan Negara.
Setelah hasil rancangan Undang-Undang Dasar disempurnakan, dibawa
ke dalam persidangan tanggal 14, 15 dan 16 Juli 1945. Di dalam pengajuan
konsepsi yang dibahas oleh para peserta sidang tersebut, konsepsi tentang
Lembaga  Badan  Permusyawaratan itu sudah berubah, hingga namanya
menjadi MPR. Hal ini disampaikan oleh Soepomo, yang juga termasuk
konseptor penting dari rancangan Undang-Undang Dasar.
195 RM. A.B. Kusuma,Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Badan Penerbit Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004 dalam Aidul Fitriciada Azhari, ......Op.Cit, ,2014, hlm
55-67
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Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Panitia Perancang Undang-
Undang Dasar ini diterangkan oleh Soepomo; bahwa dengan ketentuan tersebut
panitia berkeyakinan seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah-daerah
akan mempunyai wakil di dalam MPR itu, sehingga majelis ini dianggap sebagai
betul-betul penjelmaan rakyat. Oleh karena itu sebagai badan yang begitu besar
tidak akan bisa dan tidak perlu bersidang setiap hari, sehingga badan tersebut
menurut ayat (2) ialah bersidang sedikit-sedikitnya sekali lima tahun, jadi kalau
perlu di dalam lima tahun tentu boleh bersidang lebih dari satu kali. Sedangkan
pekerjaannya tertuang didalam Pasal 18 (di dalam konsep sebelumnya Pasal
19).
MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat, memang mempunyai
kekuasaan tertinggi yang tak terbatas, maka sudah selayaknya MPR yang akan
menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-garis Besar dari pada Haluan
Negara Republik Indonesia. Hal ini mengingat dinamika kehidupan dan
pertumbuhan masyarakatnya yang begitu pesat. Makna bersidang sekali
dalam lima tahun, adalah sesudah 5 tahun kemudian, tentu rakyat atau badan
permusyawaratannya yang berikutnya, akan ingat apa yang terjadi dan peristiwa
apa yang ada pada waktu itu. Serta, haluan manakah yang baik untuk
dikemudian hari, dan jika perlu dapat melakukan perubahan terhadap Undang-
Undang Dasar. Dengan demikian, panitia yakin, bahwa Undang-Undang Dasar
akan senantiasa menurut haluan yang hendak dikerjakan oleh Pemerintah.196
Anggota dari panitia pembentuk Undang-Undang Dasar yaitu Sukiman
menambahkan agar dipertegas perbedaan dan kedudukan antara MPR dan
DPR. Untuk MPR, hendaknya keanggotaanya dipilih langsung oleh rakyat.
Sedangkan  kedudukan DPR hendaknya sama dengan apa  yang ada di
beberapa negara, seperti : Rijksdag Jerman, Konstitusi waimar, Majelis Rendah
di Nippon, Tweede Kamer dari Staten Generaal Belanda, yang juga langsung
dipilih oleh rakyat. Dengan demikian Konsepsi diatas nampaknya makin
memperjelas apa maksud dari MPR.
Pokok pikiran selanjutnya disampaikan oleh Muh. Yamin dan tidak jauh
dari apa yang disampaikan dalam sidang-sidang berikutnya. Hanya
sistematikanya disempurnakan, sehingga organ yang ada di dalam negara
terdiri dari enam kekuasaan, yang diperinci lebih lanjut apa tugas, wewenang,
196Ibid., hlm. 309.
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tanggung jawab serta fungsi lembag-lembaga yang memegang kekuasaan
didalam negara.
Pembahasan mengenai MPR didalam persidangan BPUPKI adalah
merupakan satu konsepsi. Didalam pembahasan juga dimajukan juga usul-usul
yang isinya memperkuat, atau menanyakan sesuatu yang belum jelas. Pada
prinsipnya apa yang dimaksud oleh BPUPKI terhadap dibentuknya MPR, adalah
seperti yang disebutkan di dalam rancangan, yang ternyata tidak banyak
mengalami perubahan, hingga ditetapkan di dalam sidang PPKI pada tanggal
18 Agustus 1945 dengan bunyi yuridis lengkap, seperti yang kita kenal sekarang
ini.
Pada Bab II Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa,
pada ayat (1) pasal tersebut menyatakan bahwa,  Majelis Permusyawaratan
terdiri dari anggota-anggota DPR dan ditambah dengan utusan-utusan daerah
dan utusan-utusan dari golongan, yang didasarkan pada aturan Undang-
Undang. Kemudian pada ayat (2) ditegaskan bahwa, dalam melaksanakan
persidangan MPR dilaksankan setiap lima tahun sekali dan pada ayat (3) pasal
tersebut menegaskan pula bahwa, dalam pengambilan keputusan, MPR
menetapkan dengan suara terbanyak.
Gagasan para pendiri negara tersebutyang diwakili, Soekarno,
Mohammad Hatta dan Muhammad Yamin yang pertama kali mengusulkan
gagasan dibentuknya lembaga permusyawaratan yang kemudian diberi nama
MPR,  yang mendasarkanpada prinsip musyawarah dan mufakat diwujudkan
dalam kelembagaan yang bersifat kolektivisme  yang pada awalnya disebut
dalam Rancangan Undang-Undang Dasar dengan istilah ”Badan
Permusyawaratan Rakyat”197. Salah satu anggota dalam persidangan
Perancangan Undang-Undang Dasar tersebut yaitu Parada Harahap
mengusulkan perubahan istilah “Badan” menjadi “Majelis”dan usulan tersebut
diterima maka lembaga tersebut bernama “MPR”198.
Selanjutnya secara khusus Soekarno mengusulkan pula Pancasila
sebagai dasar filosofis negara, dari lima sila dalam Pancasila dapat diperas
197Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Buku III, 2008,
Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 24. Usulan tersebut
disampaikan oleh Muh. Yamin dalam rapat besar BPUPK yang dipimpin oleh Dr. Radjiman pada 11
Juli 1945. Yamin mengusulkan agar diatas Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara ada suatu
lembaga yang memegang kekuasaan tertinggi sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia.
198Risalah sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945-22 Agustus 1945,
Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 201-202
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menjadi satu prinsip yaitu “gotong royong” adalah faham kolektivisme yang
dinamis.199Sedangkan Muhammad Hatta mengkaitkan kolektivisme dengan
badan kolektivisme yang terwakili dalam MPR.
Sejak dicetuskannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, akan
membentuk suatu organisasi negara, bangsa Indonesia telah memiliki sistem
atau asas  kedaulatan rakyat dalam proses kehidupan kenegaraan.
Bagaimanapun, pembentukan MPR yang dibahas dalam persidangan BPUPKI,
adalah merupakan upaya para pendiri negara untuk mewujudkan pemerintahan
yang demokratis.
Values and patterns that develop in the village inspired the founding fathers
to formulate them into a governmental body later known as MPR. 200In
deriving the application of  concept from village to the MPR, it becomes
instead of other bodies such as the People's Representative Council (DPR)
or Regional Representative Council (DPD). The reason being, in the original
draG of the 1945 Constitution there was yet a governmental body with the
format of the DPD. The DPR was also not selected since it was one of the
components of the MPR. Another reason was that MPR was the only unique
and distinct governmental body formulated by the 1945 Constitution.201
Para pendiri negara berpedoman pada nilai dan pola yang berkembang
di desa untuk disusun menjadi suatu badan pemerintahan yang  kemudian
dikenal sebagai MPR. Bahkan dalam Rancangan Undang-Undang Dasar yang
asli belum ada badan pemerintahan dengan format DPD. Namun dalam Pasal 2
Undang-Undang Dasar 1945, yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18
Agustus 1945, menegaskan adanya Utusan Daerah dan Utusan Golongan
sebagai bagian dari keanggotaan MPR dan tidak dipilih karena merupakan salah
satu komponen MPR. Dapat dikatakan bahwa lembaga negara MPR adalah
satu-satunya badan pemerintahan yang unik dan berbeda yang dirumuskan oleh
UUD NRI Tahun 1945. Penyusunan keanggotaan MPR sebelum Undang-
Undang Dasar 1945 diamandemen, mengandung tiga unsur perwakilan yaitu:
1) perwakilan politik (political representatives) yang terdiri dari anggota partai
politik peserta Pemilu;
2) utusan-utusan daerah (regional or territorial representatives) yang terdiri dari
daerah provinsi di Indonesia; dan
199RM. A.B. Kusuma, 2004,Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, jakarta dalam Aidul Fitriciada Azhari, 2014, Op. Cit., hlm
55-67
200 Inna Junaenah, Paradigmatic Reverse in Legal Policy of the Notion of Deliberative
Democracy from People’s Consultative Assembly (Majelis Permusyawaratan Rakyat) to Village (A
Preliminary Study), Jurnal Ilmu Hukum,Padjajaran, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2015, hlm. 600.
201Ibid.
77
3) utusan-utusan golongan (functional representatives) yang terdiri dari
golongan-golongan dalam lapisan masyarakat.202
Dari komponen tersebut, dari seluruhan anggota MPR diharapkan
dapat mengakomodir kepentingan seluruh rakyat, golongan dan daerah yang
terwakili dalam sebuah majelis sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat,
sesuaidengan prinsip “semua harus terwakili”.203 Oleh karena itu dapat dikatakan
bahwa MPR merupakan pengembangan dari DPR dengan penambahan utusan-
utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan yang pengaturannya
ditetapkan dengan Undang-Undang.
Kedaulatan Rakyat adalah merupakan paham kenegaraan yang
diturunkan dari Tuhan kepada bangsa Indonesia, dimana penjabaran dan
pengaturannya dituangkan dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar suatu
Negara. Undang-Undang Dasar 1945 UUD NRI Tahun 1945) adalah merupakan
hukum dasar negara Indonesia telah mendasarkan pada nilai-nilai kedaulatan
rakyat tidak langsung (perwakilan).
Pengaturan tentang kedaulatan rakyat tertuang dalam Undang-Undang
Dasar 1945 bersumber pada Sila ke-empat (4) Pancasila yang menyebutkan
“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan”. Makna yang terkandung dalam Sila ke-empat
tersebut bahwa yang perlu diperhatikan prinsip bermusyawarah untuk mufakat
melalui wakil-wakilnya pada badan-badan perwakilan guna memperjuangkan
mandat dari rakyat. Bila dicermati, arti dan makna Sila ke-4 sebagai berikut.
Pertama, isi dari Sila tersebut adalah demokrasi, yang berarti bahwa
pemerintahan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedua,
pemusyawaratan, adalah dalam membuat putusan secara bulat, dilakukan
secara bersama melalui jalan kebijaksanaan.
Ketiga, melaksanakan keputusan berdasarkan kejujuran. Keputusan
secara bulat sehingga membawa konsekuensi kejujuran bersama. Nilai identitas
adalah permusyawaratan. Keempat, terkandung asas kerakyatan, yaitu rasa
kecintaan terhadap rakyat, memperjuangkan cita-cita rakyat, dan memiliki jiwa
kerakyatan. Asas musyawarah untuk mufakat, yaitu yang memperhatikan dan
202 Jimly Asshiddiqie, Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 15
203 Ibid.
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menghargai aspirasi seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan, menghargai
perbedaan, mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.204
Dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 UUD
NRI Tahun 1945), para pendiri negara telah mengambil suatu keputusan politik
teramat penting dalam proses mendirikan negara baru. Keputusan politik
tersebut adalah merupakan tujuan didirikannya negara Republik Indonesia.
Intisari dari alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
UUD NRI Tahun 1945) adalah memuat dasar negara, tugas pemerintah negara
dan struktur dasar kekuasaan tertinggi negara yaitu kedaulatan rakyat.205
Kedaulatan rakyat yang terdapat dalam dalam Undang-Undang Dasar 1945 UUD
NRI Tahun 1945), menunjukkan sifat modern dari Undang-Undang Dasar
tersebut, sebab di dalam Undang-Undang Dasar tersebut mengandung
kedaulatan rakyat yang artinya kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Akan tetapi
tidaklah bijak jika seluruh rakyat melaksanakan kekuasaannya tersebut
(demokrasi langsung).206
Sri Soemantri, berpendapat bahwa,  “dengan masih menganut paham
kedaulatan rakyat, harus dicari suatu sistem yang sesuai untuk membicarakan
masalah kenegaraan dan kemudian mengambil keputusan bagi Negara yang
memiliki jumlah rakyat sudah berjumlah besar seperti Indonesia. Adapun sistem
yang dianut di Negara Republik Indonesia adalah yang diatur dalam Undang-
Undang Dasar 1945.207
Keinginan untuk menjelmakan aspirasi rakyat didalam bentuk yang
berupa perwakilan ialah MPR, pertama kali dilontarkan oleh Bung Karno, juga
dalam pidato yang bersejarah, 1 Juni 1945. Soekarno (Bung Karno) menyatakan
bahwa, satu prinsip  yang mendasari sistem permusyawaratan itu, ialah sila
ketiga, tentang mufakat dan demokrasi. Di dalam sila ketiga tersebut terkandung
prinsip kebersamaan di dalam negara. Para founding fathers tidak menghendaki
demokrasi yang hidup di Indonesia adalah paham liberal di antara beberapa
keragaman yang ada. Dipilihnya konsep demokrasi permusyawaratan, yang
204Yusdiyanto, Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-empat Pancasila Dalam Sistem
Demokrasi Di Indonesia, Fiat   Justisia Journal Of Law, Faculty of Law, Lampung University,
Bandarlampung, Lampung, Indonesia. Volume 10 Issue 2, April-June 2016: pp. 221-412 ISSN:
1978-5186 | e-ISSN: 2477-6238. Open Access: http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat, hlm. 265.
205Moerdiono, Hakikat, Makna dan Mekanisme Kedaulatan Rakyat Dalam Kehidupan
Kenegaraan Kita, dalam buku Kedaulatan Rakyat, Penerbit BP7 Pusat, Penyunting Saafrudin
Bahar, 1997, hlm. 20.
206Padmo Wahyono, Negara Republik Indonesia, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 11
207 Sri Soemantri M. Prosedur….Op.Cit, hlm. 136
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dituangkan dalam rumusan sila keempat dari Pancasila. Pemikiran tersebut
menjadi istimewa karena hal ini terdapat kontribusi pemikiran Islam di
dalamnya.208
Pemikiran para pendiri negara terhadap lembaga permusyawaratan
tersebut, merupakan ke khasan ingin mengembangkan tradisi demokrasi yang
ada di tingkat pedesaan khususnya di Jawa atau dapat pula di seluruh pelosok
Nusantara dalam bentuk satuan-satuan republik  kecil, seperti yang disebut
Nagari, Wanua atau Bori, sehingga demokrasi di Indonesia merupakan wujud
kesinambungan demokrasi di desa yang berkembang pada masyarakat
Indonesia.209 Pengertian tradisi adalah210 kebiasaan dalam permusyawaratan
serta perwakilan yang diwujudkan dalam suatu majelis untuk memperoleh
mufakat sebagai tradisi khas demokrasi desa ke dalam prinsip-prinsip bernegara
dalam suatu wadah dengan nama MPR.211
Pembahasan tentang keberadaan MPR, baik pembahasan pada tingkat
persidangan BPUPKI adalah merupakan satu konsepsi. Didalam pembahasan
tersebut dimajukan juga usul-usul yang isinya memperkuat, atau menanyakan
sesuatu yang belum jelas. Namun demikian pada prinsipnya apa yang dimaksud
oleh BPUPKI dengan MPR, adalah seperti yang disebutkan di dalam rancangan,
yang ternyata tidak banyak mengalami perubahan, hingga ditetapkan di dalam
sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan bunyi yuridis lengkap,
seperti yang kita kenal sekarang ini.
c. Majelis Permusyawaratan Rakyat Pada   Masa Kemerdekaan Republik
Indonesia.
208Inna Junaenah, Kontribusi Tatanan Islam Terhadap Demokrasi Permusyawaratan di
Indonesia, Jurnal Ahkam,Vol. XVI, No. 2, Juli 2016, hlm. 163.
209Aidul Fitriciada Azhari, 2014, Rekonstruksi ….Op.Cit, hlm. xii-xiii.
210Ibid. hlm.10-12 Menurut Popper, tradisi memiliki fungsi yang paralel dengan legislasi
atau pembentukan hukum untuk memberikan ketertiban kepada masyarakat. Tidak ada kontradiksi
antara tradisi dengan legislasi terkait dengan fungsi ketertiban. Beberapa tradisi telah berkembang
menjadi  kebiasaan-kebiasaan yang dipatuhi oleh suatu komunitas sebagai norma hukum yang
disebut hukum kebiasaan (costumary law) atau adat. Beberapa norma hukum kebiasaan telah
diterima oleh legislasi sebagai bagian dari sistem hukum positif suatu negara modern. Tradisi dan
hukum positif mempunyai fungsi yang sama dalam memberikan ketertiban sosial, namun kekuatan
mengikatnya berbeda.John Austin berpendapat sebelum diterima oleh pengadilan atau legislasi,
maka kebiasaan atau tradisi hanyalah sebagai aturan moralitas positif saja (a rule of positif
morality). Proses ini dapat disebut positivisasi kebiasaan atau tradisi. Dengan demikian tradisi atau
kebiasaan dapat diubah ke dalam hukum positif manakala diterima oleh pengadilan atau legislasi
atau dalam hierarki norma tetinggi ditentukan oleh konstitusi.
211Ibid. hlm. Xii-xiii
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Pada tanggal 9 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan, digantikan oleh
PPKI yang beranggotakan 19 orang, dan pada tanggal 18 Agustus 1945
ditambah 6 orang anggota. PPKI diketuai oleh Ir. Soekarno dan Drs. H. Moh.
Hatta sebagai wakilnya. Tugas PPKI adalah menetapkan dasar negara dan
Undang-Undang Dasar Negara. Sedangkan dalam Pasal I Aturan Peralihan UUD
NRI TAHUN 1945, tugas PPKI adalah mengatur dan menyelenggarakan
kepindahan pemerintahan kepada pemerintah Indonesia.
Kekalahan Jepang terhadap sekutu dalam perang dunia II
dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh putra-putri bangsa Indonesia dengan
menyatakan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi
Kemerdekaan tersebut sebagai tanda mulai berlakunya tatanan hukum
Indonesia, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dalam melaksanakan tugasnya,
PPKI telah mengambil langkah sebagai berikut:
1) mengesahkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar negara Indonesia
(18 Agustus 1945).
2) memilih Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta Presiden dan Wakil Presiden (18
Agustus 1945).
3) membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) (dilantik pada tanggal 29
Agustus 1945).
Setelah selesai menunaikan tugas tersebut di atas, PPKI bubar, dan
sebagian besar anggotanya melebur menjadi anggota Komite Nasional Indonesia
Pusat (KNIP). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal IV Aturan Peralihan Undang-
Undang Dasar 1945, maka Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) bertugas
untuk membantu Presiden dalam melaksanakan kekuasaan MPR, DPR, dan
DPA sebelum badan-badan tersebut terbentuk menurut Undang-Undang Dasar
1945 UUD NRI Tahun 1945). Kedudukan tersebut kemudian berkembang
menjadi pemegang kekuasaan legislatif di Indonesia dan turut serta membuat
undang-undang bersama dengan Presiden.
Ketentuan dalam Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar
1945 tersebut, belum menjelaskan tentang kedudukan Komite Nasional
Indonesia Pusat (KNIP). Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI
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menyelenggarakan rapat dan merumuskan kedudukan serta tugas dari KNIP,
yaitu;212
1) Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia yang berpusat di Jakarta.
2) Komite Nasional adalah penjelmaan kebulatan tujuan dan cita-cita bangsa
Indonesia untuk menyelenggarakan  kemerdekaan Indonesia, yang
berdasarkan kedaulatan rakyat.
3) Usaha Komite Nasional ialah:
a) Menyatakan keamanan rakyat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa yang
merdeka
b) Mempersatukan rakyat dari berbagai lapisan dan jabatan, supaya terpadu
pada segala tempat di seluruh Indonesia, dengan persatuan kebangsaan
yang kuat, erat dan bulat
c) Membantu menentramkan rakyat dan ikut menjaga keselamatan umum
d) Membantu pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia,
dan ikut membantu pemerintahan di daerah dalam mencapai
kesejahteraan umum
4) Komite Nasional Pusat, memimpin dan memberikan petunjuk kepada Komite-
Komite Nasional yang ada di daerah
5) Komite Nasional yang ada di daerah bertanggungjawab kepada Komite
Nasional yang ada di pusat
Pasal IV  Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945,
menempatkan KNIP sebagai(MPR  yang pertama.  Komposisi keanggotaan
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) tersebut, ialah. Pertama, pemuka-
Pemuka masyarakat dari berbagai golongan (dapat disebut sebagai utusan
golongan). Kedua, pemuka-pemuka masyarakat dari daerah-daerah (dapat
disebut sebagai utusan daerah). Ketiga, bekas anggota PPKI yang tidak diangkat
menjadi Menteri dan Kepala Daerah.213
Fungsi  KNPI ini pertama kali adalah sebagai pembantu Presiden
sesuai dengan bunyi aturan Peralihan Pasal IV UUD NRI Tahun 1945. Kemudian
fungsi ini berkembang menjadi pemegang   kekuasaan legislatif dan turut
membuat Undang-Undang bersama Presiden.
212Koesnodiprojo, Himpunan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, Penetapan-
Penetapan Pemerintah Indonesia 1945, Penerbit S.K. Seno, Jakarta, 1951, hlm. 117.
213 Bintan R Saragih, Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia, Gaya
Media Pratama, Jakarta, 1988, hlm. 90.
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Selanjutnya hal penting yang lain adalah rumusan Aturan Peralihan
Pasal IV UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa; Sebelum MPR, DPR,
dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk kekuasaannya yang dijalankan oleh
Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional. Rumusan tersebut
mengandung makna Presiden menjalankan 3 kekuasaan sekaligus yaitu:
1) Memegang dan menjalankan kekuasaan pemerintahan (pasal  4 UUD NRI
Tahun 1945)
2) Menjalankan kekuasaan DPR, yang berarti Presiden mengadakan Undang-
undang dengan “bantuan” Komite Nasional.
3) Menjalankan kekuasaan MPR untuk  menetapkan UUD NRI Tahun 1945,
GBHN, memilih dan mengangkat Presiden dan wakil Presiden, juga
mengubah Undang-Undang Dasar 1945
Dengan Aturan Peralihan ini, kekuasaan Presiden sangat besar dan
dominan. Kekuasaan yang sangat mendasar terkait dengan asas kedaulatan
rakyat pelaksana yang menjalankan fungsi MPR dan DPR seyogyanga mandiri
terlepas dari kekuasaan pemerintah (Eksekutif) dalam bidang perundang-
undangan.
Baik produk-produk MPR berupa  ketetapan maupun produk DPR
berupa undang-undang masih mencerminkan kuatnya pengaruh kekuasaan
Presiden. Kekuasaan Legislatif (yaitu kekuasaan menetapkan) kedua lembaga
negara tersebut masih sangat tergantung pada kekuasaan Presiden.
Sri Soemantri menjelaskan perkataan “bantuan” dalam pasal IV
Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945 itu tidak mengandung arti kedudukan
Komite Nasional sederajat dengan Presiden, artinya Presiden Lebih dominan
atau lebih tinggi dari pada Komite Nasional. Lembaga Perwakilan seperti MPR
dan DPR merupakan lembaga utama dari sistem pemerintahan menurut UUD
NRI Tahun 1945214, sehingga kedudukan dan fungsi atau peran partai–partai
politik sebagai wujud asas kedaulatan rakyat, adalah merupakan kekuatan
pembentuk atau pengisi kedua lembaga negara di atas.
Konsekuensi dari Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar
1945 tersebut adalah akan memunculkan kekuasaan yang cukup besar pada
Presiden yang seharusnya dalam banyak literasi hanya menekankan sebagai
suprastruktur eksekutif pada konsep pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.
Kekuasaan lembaga dalam konsep Montesqieu yang menyatakan bahwa
214Sri Soemantri, Ketetapan MPR(S) ….Op.Cit., hlm. 34.
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setidaknya terdapat tiga pilar utama kekuasaan negara yaitu kekuasaan legislatif,
kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Ketiga kekuasaan negara tersebut
harus terpisah, baik mengenai fungsi (tugas) maupun mengenai alat
perlengkapan (organ) yang melaksanakan.215
Penumpukan kekuasaan tidak bisa dihindari, Presiden yang
berdasarkan konsep separation of power sebagai institusi eksekutif akan tetapi
juga memegang   kekuasaan legislatif. Permasalahan pada penumpukan
kekuasaan tersebut bukanlah tanpa sebab.
“didasari pada kenyataan bahwa negara yang baru merdeka ini kesulitan
untuk membentuk lembaga–lembaga Negara, karena keadaan masih darurat
dan suasana revolusi sehingga bangsa kita sulit menentukan orang untuk
menduduki lembaga formal demokrasi, apalagi lembaga demokrasi harus
dibentuk oleh rakyat melalui Pemilu yang ketika itu belum mungkin
dilakukan.”216
Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945
mengatakan bahwa peralihan yang memberikan kekuasaan luar biasa kepada
Presiden oleh PPKI lamanya diperhitungkan 12 bulan atau 2 x 6 bulan tersebut di
atas ternyata meleset. Hal ini disebabkan keadaan tidak memungkinkan sebagai
akibat Pemerintah Belanda berusaha mengembalikan negara Indonesia sebagai
daerah jajahannya, sementara bangsa Indonesia tetap ingin mempertahankan
kemerdekaannya dengan segala upaya.
Peninjauan terhadap kekuasaan Presiden yang luar biasa tersebut
perlu diadakan peninjauan, agar nasib bangsa dan tanah air tidak digantungkan
pada satu orang saja serta dunia luar tidak berkesan bahwa di Indonesia berlaku
pemerintahan yg bersifat totaliter. Sidang II KNIP yang berlangsung pada
tanggal 16 Oktober 1945 berhasil mengeluarkan Maklumat No. X tanggal 16
Oktober 1945 yang isinya antara lain sebagai berikut : 1) Sebelumterbentuk MPR
dan DPR, KNIP melaksanakan tugas Badan Legislatif dan ikut menetapkan garis-
garis besar haluan negara; 2) Pekerjaan KNIP sehari-hari djalankan oleh Badan
Pekerja KNIP yang dipilih diantara anggota-anggota KNIP dan bertanggungjawab
kepada KNIP.
Pada tanggal 20 Oktober 1945 KNIP membentuk Badan Pekerja
KNIP. Dasar pertimbangan dari pembentukan Badan Pekerja KNIP tersebut
adalah karena angota-anggota KNIP tersebar di daerah-daerah dan tenaganya
215C.S.T. Kansil, Hukum Tata Pemerintahan Indonesia, Jakarta, Ghalia, 1984, hlm. 76.
216M.AS. Hikam, Kusumah, W.Mulyana., dkk, Wacana Politik Hukum
&DemokrasiIndonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,1999, hlm. xxvii.
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diperlukan di daerah masing-masing, sehingga setiap kali KNIP mengadakan
sidang, banyak anggotanya yang mengalami kesulitan untuk menghadiri sidang.
Tugas Badan Pekerja KNIP berdasarkan Maklumat KNIP No. X
Tanggal 16 Oktober 1945 adalah melaksanakan pekerjaan sehari-hari KNIP dan
bertanggung jawab kepada KNIP. Jadi tugas Badan Pekerja KNIP adalah.
Pertama,melaksanakan tugas badan Legislatif bersama-sama dengan Presiden
ikut menentapkan garis-garis besar haluan negara sebelum terbentuknya MPR
dan DPR menurut UUD NRI TAHUN 1945. Badan Pekerja ini tidak berhak
mencampuri dalam kebijaksanaan (daglijksbeleid) pemerintahsehari-hari.
Kebijaksanaan tetap ada di tangan Presiden. Kedua,menetapkan undang-undang
bersama dengan Presiden sebatas pada undang-undang yang menyangkut
urusan pemerintahan. Pemerintah yang menjalankan undang-undang tersebut
adalah Presiden dibantu para Menteri dan pegawai-pegawai di bawahnya.
KNIP dan Badan Pekerja KNIP berakhir pada waktu terbentuknya
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibawah naungan Undang-Undang Dasar
Sementara 1950 (17 Agustus 1950).  Keberadaan MPR secara konstitusional
sebagaimana diamanatkan oleh pasal  1 ayat  2 UUD NRI Tahun 1945 pada
periode setelah proklamasi sampai dengan tahun 1950 tidak dapat diwujudkan
dalam praktek ketatanegaraan. Dari sudut pandangan Hukum Tata Negara,
kedudukan KNIP memberikan wujud atau bentuk sementara  MPR sesuai
rumusan Aturan Peralihan Pasal IV UUD NRI Tahun 1945.
Namun demikian,  Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara
yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai sebuah
falsafah yang menjadi ideologi negara dan dijadikan dasar negara. Dilihat dari
sisi hukum maka, seluruh aktifitas pengembangan hukum nasional haruslah
selaras dengan nilai-nilai yang termuat di dalam ideologi negara.217
Demokrasi dalam Pancasila maupun dalam UUD 1945, sebenarnya
mengandung nilai-nilai demokrasi modern dan nilai-nilai demokrasi
transendental. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat
terkandung nilai-nilai demokrasi transendental, bahwa Negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan guna mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat
Indonesia, sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
217Meuwessen, Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat
Ilmu. Refika Aditama. Jakarta: 2007, hlm. VII dalam Absori dkk. Transendensi Hukum Prospek
dan Implementasinya.Genta Publishing. Yogyakarta: 2017, hlm. 399.
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“…maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu
susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan
berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan
beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan
mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Permusyawaratan merupakan perwujudan demokrasi transendental
yang bersifat humanism dan berorientasi universal dengan didasari nilai-nilai
Illahiyah. Abdul   Karim Zaidan dalam bukunya al-Fardhu wa al Daulah
menjelaskan bahwa diantara ciri-ciri khas Undang-Undang (syariat) Islam itu
adalah sifatnya yang menyeluruh, mencakup semua aspek kehidupan, dan tidak
ada satu pun aspek dalam kehidupan ini yang terlepas dari jangkauan Islam,
secara langsung ataupun tidak langsung. Karena itu ketentuan-ketentuan
mengenai ibadah, akidah dan hubungan timbal balik antar pribadi ataupun antar
masyarakat dijumpai di dalam Al-Qur’an maupun hadis. Allah berfirman: Kami
tidak mengabaikan satu persoalan di dalam al-Kitab (Al-Qur’an) (QS.6: 38)
Dengan sistemnya yang menyeluruh itu pulalah maka ditemukan
hukum dan sistemnya yang berhubungan erat dengan sistem negara dan
pemerintah, seperti sistem musyawarah, tanggung jawab pemerintah, kewajiban
mentaati pemerintah dalam hal yang tidak dilarang Allah, hukum perang dan
damai, perjanjian dan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah
kenegaraan.218
Muhammad Koesnoe menyatakan bahwa, ketentuan yang terkandung
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dalam penyelesaian
suatu masalah, dibahas bersama dengan maksud tercapai suatu keputusan yang
dilakukan melalui musyawarah oleh rakyat atau melalui wakilnya (perwakilan).219
Sedangkan menurut Padmo Wahyono, dalam musyawarah terjadi dialog atau
berembug dengan tidak mengabaikan dinamika masyarakat, segala masalah,
dan segala aliran, maka musyawarah mengandung prinsip-prinsip; kebersamaan
dalam memecahkan masalah, hak yang sama dalam menyampaikan masalah,
toleransi, dan keterbukaan.220
Indonesia secara doktrinal bukanlah merupakan negara Islam, namun
secara substansial mengandung nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan ajaran
218Muntoha, Fiqh siyasah, ….Op.Cit, hlm. 55
219Miriam Budiardjo (eds), Masalah Kenegaraan..Op.Cit., hlm. 55
220Padmo Wahyono, Demokrasi Pancasila Menurut UUD 1945 Dalam Ketata Negaraan
Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta: 1993, hlm 125
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Islam. Hal ini dikarenakan adanya nilai keadilan dalam penegakkan hukum,
persamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta
kebebasan berpendapat, beragama dan berkeyakinan. Kesemuanya itu
terkandung di dalam Pancasila sebagai landasan ideal serta Pembukaan dan
Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional.
2. Bentuk Pengambilan Keputusan Sebelum Terbentuk Negara Republik
Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945.
a. Masa Pemerintahan Kerajaan
Demokrasi saat sekarang adalah sebagai suatu sistem yang dianggap
terbaik dalam penyelenggaraan negara pada beberapa negara-negara besar di
dunia.221 Bonger memberikan pengertian terhadap demokrasi adalah sebagai
suatu bentuk pemerintahan dalam suatu kolektivitet, dimana sebagian besar
dari anggotanya ikut mengambil bagian dalam mengambil suatu keputusan
baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan menjamin
adanya kebebasan rohani dan persamaan dihadapan hukum.222 Sehingga
demokrasi bukan semata-mata bentuk ketatanegaraan saja tetapi juga
merupakan bentuk kegiatan organisasi di luar ketatanegaraan, misalnya yang
terdapat dalam dunia perkumpulan yang merdeka. Demokrasi dalam
perkumpulan di luar ketatanegaraan adalah suatu bentuk pimpinan, suatu
kolektivitet tanpa mempersoalkan apakah itu suatu pergaulan hidup paksaan
seperti negara atau satu perkumpulan yang merdeka. Sedangkan demokrasi
dalam ketatanegaraan adalah suatu bentuk pemerintahan.223 Atau dapat pula
dikatakan sebagai suatu sistem politik yang seringkali dipertentangkan dengan
otoriterianisme.
Definisi yang dikemukakan oleh Bonger tersebut bermakna bahwa
demokrasi   yang dimaksud adalah dalam pengambilan keputusan atau
kebijakan bersifat langsung dalam artian dapat secara langsung tanpa melalui
wakil-wakilnya (perwakilan). Hal tersebut dapat terjadi pada kelompok-
kelompok atau kolektifitas yang terdapat pada masyarakat yang masih bersifat
221Huntington, Samuel P. Gelombang Demokrasi Ketiga. Grafiti. Jakarta: 1995, hlm. 5
222 W.A Bonger.Problemen der Democratie.Terjemahan. L.M Sitorus.Masalah-Masalah
Demokrasi..Op.Cit., hlm. 32
223Endang Sudarja, Politik Kenegaraan, Karunika, Jakarta, 1986 , hlm. 85
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sederhana, namun sistem tersebut tidak dapat bertahan dikarenakan terjadinya
perkembangan jaman.224
Indonesia dalam menjalankan negara tidak lepas pula dalam konteks
demokrasi sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebelum negara Indonesia terbentuk atau pada masa sebelum Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia, sifat kolektifitas adalah merupakan ciri khas bangsa
Indonesia. Seperti halnya pada jaman Kerajaan  Majapahit abad XIV pada
masa pemerintahan Sri Nata Kertawardana 1329-1350. Unsur-unsur
demokrasi terlihat dengan ikut sertanya para pejabat kerajaan beserta para
wakil rakyat, dan pada upacara-upacara kerajaan seperti yang diadakan setiap
tanggal 1 bulan Caitra, pada upacara tersebut rakyat diberi kesempatan untuk
ikut serta.225
Demokrasi ketika agama Islam masuk di Indonesia pada abad XV,
muncul kerajaan-kerajaan Islam berbentuk Kesultanan pada abad XVII. Islam
menjadi agama resmi pada kerajaan-kerajaan tersebut dan disamping hukum
adat digunakan pula syari’at Islam sebagai dasar hukum kerajaan.226
Perkembangan kerajaan Islam di daerah Maluku, Sulawesi Selatan, dan di
daerah lain mulai juga tampak pada abad ke XVI. Sementara itu masih
terdapat kerajaan-kerajaan yang terus eksis dengan memakai sistem
tradisional pra-Islam,227 seperti kerajaan Mataram di Jawa. Sebagaimana
tersebut dalam Al-Qur’an bahwa manusia adalah sebagai khalifah,
“...Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi...”
(Q.S. 2:30), “...Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disis
Allah adalah orang  yang paling bertaqwa diantara kamu...”(Q.S. 56:13).
Dengan demikian dalam hal unsur utama demokrasi Islam tercermin adanya
kesamaan derajad sebagai khalifah, ketaqwaan lah yang membedakan derajad
manusia dengan manusia lainnya.228
Prinsip-prinsip demokrasi Islam berkembang di Nusantara (Indonesia).
Seperti halnya prinsip demokrasi masyarakat Minangkabau. Musyawarah
224 Robert A. Dahl, Democracy and Its Critics, Yale University, 1989, (Eds). A. Rahman
Zainuddin, Demokrasi dan Para Pengritiknya, Yayasan Obor Indonesia. Jilid I Edisi Pertama
Jakarta: 1992, hlm. 158
225 Andi Pangerang. Prinsip Permusyawaran Rakyat Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang
Dasar 1945 dan Implementasinya…Op.Cit., hlm. 72
226 Moh. Mahfud M.D, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Liberty, Cetakan Pertama
Yogyakarta: 1993 hlm. 32
227Sartono Kartodirdjo.Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Gramedia Pustaka.
Jilid II. Jakarta: 1992, hlm. 45
228 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta: 1978, hlm. 13-847
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adalah salah satu elemen demokrasi modern yang sudah lama membudaya
dalam masyarakat Minangkabau. Pada dasar falsafah demokrasi adat di
Minangkabau adalah dari oleh dan untuk bersama.229 Hal tersebut seperti
halnya prinsip demokrasi yang dikemukakan oleh   Abraham Lincoln;
Government from the people, by the people and for the people, demikian pula
seperti yang dikemukakan oleh Greenberg; Government by and for the
common people atau popular government.230
Kebersamaan dalam adat Minangkabau terlihat pada proses
pengambilan keputusan yang tertera pada pepatah adat “ Kemenakan barajo
kamamak, mamak barajo kapanghulu, panghulu barajo kamufakat, mufakat
barajo ka alua jo patuik”. Pepatah tersebut bermakna bahwa pada hal
kebersamaan dapat dicapai dengan mupakat (mufakat dengan
permusyawaratan). Mufakat dibangun bukan karena rekayasa tetapi mufakat
diperoleh melalui alur yang baik (patut) yaitu mufakat yang diputuskan oleh
peserta pengambil keputusan (orang-orang yang ikut dalam rapat untuk
memutuskan kata mufakat). Pepatah lain mengungkapkan adanya
pengambilan keputusan dengan bulat melalui mupakat (mufakat); bulek aie dek
buluah, bulek kato dek mupakek.231 Dalam adat Minangkabau tidak mengenal
sistem suara terbanyak atau voting, tetapi hanya mengenal sistem sekata dan
sepakat.232
Unsur demokrasi Islam yang mendasarkan pada kesamaan dalam
mencapai ketaqwaan berdampak pada munculnya kebebasan dalam berikhtiar
seperti kebebasan bertindak, berbicara dan bahkan berkumpul sesuai dengan
syari’at Islam. Prinsip kesamaan dan kebebasan inilah memberikan dampak
hidupnya   kembali demokrasi pada masyarakat pedesaan di Indonesia.
Sehingga tidak mudah terpengaruh dengan masuknya Belanda dan Jepang,
hal ini terjadi karena antara adat dan agama menyatu seperti pada budaya
Minangkabau, Jawa, Sunda, serta bagian Indonesia Timur seperti Bugis
Makasar.233
229 M. Nasroen, Dasar Falsafah Adat Minangkabau, C.V Penerbit Pasaman, Jakarta, 1957,
hlm. 62
230 Peter Singer, Democracy And Disobedience, Oxford UniversityPress, London: 1973, hlm.
22
231 Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Belas,
Jakarta: 1989, hlm. 60-67
232 R. Van Dijk, Pengantar Hukum Adat Indonesia, (eds), A. Soehardi. Sumur Bandung,
Cetakan Keempat, Bandung: 1960, hlm. 25
233 Mahfud MD,....Loc.Cit
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Dengan melihat sejarah demokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa
demokrasi yang dipilih adalah demokrasi permusyawaratan sebagaimana pula
diamanatkan oleh pendiri negara. Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan pada Sila keempat Pancasila
yang mengandung nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin dalam hikmat
kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan.
b. Masa menjelang Kemerdekaan atau Masa Penyusunan Undang-Undang
Dasar 1945
Pada tahun 1943 terjadilah perang dunia ke dua yang mendesak
mundur Jepang. Kemudian akibat dari peristiwa tersebut, melalui Perdana
Menterinya Kunaiki Koiso, Jepang pada tanggal 7   September 1944
menjanjikan akan memberi kemerdekaan pada Indonesia. Sebagai upaya
untuk merealisasikan janji tersebut, maka pada tanggal 29 April 1945 dibentuk
sebuah badan yang disebut Dokuritzu Zyumbi Tyoosakai, dalam bahasa
Indonesia disebut Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI). Badan ini diharapkan mampu mengidentifikasikan
beberapa persoalan yang urgen bagi kemerdekaan Indonesia, dan
mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kemerdekaan tersebut.
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
tersebut beranggotakan 68 orang, dengan ketua Rajiman Widiodiningrat, dan
R.P Soeroso sebagai wakil ketua. Dari ke 68 orang anggota BPUPKI, dapat
secara gradual dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu golongan Islam
dan Golongan nasionalis. Golongan Islam prosentasenya lebih kecil dibanding
dengan golongan nasionalis. Selain Islam dan golongan Nasionalis, anggota
BPUPKI terdapat pula orang Jepang 8 (delapan) orang.
Dengan melihat susunan keanggotaan dari BPUPKI tersebut, dalam
praktinya, implikasi sistem mayoritas dalam pengambilan keputusan secara
eksplisit belum terlaksana. Hal ini mengingat bahwa BPUPKI dibentuk oleh
pemerintah pendudukan Jepang. Sehingga penyusunan keanggotaannya tidak
sepenuhnya memenuhi unsur-unsur dalam masyarakat Indonesia ketika itu.
Terlihat pada tidak proporsionalnya antara kekuatan Islam dengan kekuatan
nasionalis, dimana kekuatan Islam hanya 15 orang, dan selebihnya adalah
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sebagai kekuatan golongan kebangsaan yang justru kebanyakan dari mereka
menolak Islam secara ideologis.234
Jepang berharap akan distribusi badan yang dibentuknya semata bagi
kepentingan Jepang sendiri. Kemudian Jepang menggeser Soekarno–Hatta,
dan menggantikannya dengan tokoh-tokoh yang lebih konservatif serta eks-
Budi Utomo Radjiman. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan agar Jepang
lebih leluasa memainkan manuver-manuver politik demi menjaga status
quonya di Indonesia. Jepang berusaha mengurangi pengaruh kaum nasionalis
radikal dan lebih menyukai elit Jawa yang konservatif untuk mengimbangi
pemberian kebebasan politik  yang lebih besar.235 Walaupun Soekarno dan
Hatta tetap duduk dalam badan tersebut, bahkan Soekarno lah yang memilih
para para tokoh yang duduk dalam BPUPKI.
Pada masa penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, istilah
musyawarah pertama kali diangkat oleh Muh. Yamin dalam pidatonya yang
berjudul Azas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia tanggal 29
Mei 1945 di depan Sidang BPUPKI. Yamin berpegang teguh pada Al-Qur’an
dalam Surat Asy-Syura ayat 38 yang intinya adalah ...”segala urusan mereka
dimusyawarahkan...”.
Dalam sidang pertama BPUPKI dibicarakan mengenai ide negara. Apa
yang hendak dijadikan dasar pembentukan negara Indonesia. Banyak peserta
memberikan masukan, namun Hatta, Soekarno, Yamin dan Soepomo
merupakan orang yang banyak mempengaruhi (berpengaruh) forum. Dalam
buku Yamin pidato Hatta tidak dicantumkan, hal itu mungkin disengaja oleh
Yamin karena antara keduannya terjadi ketidak cocokkan.
Dalam persidangan-persidangan yang dilakukan oleh BPUPKI dalam
hal pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara dan kompromi-
kompromi. Tata cara pengambilan keputusan tersebut dipengaruhi dengan
munculnya ideologi-ideologi besar seperti komunis, sosialis, nasionalis dan
Islam yang membentuk karakter kehidupan politik demokratis dengan suara
terbanyak atau sistem mayoritas.236
234 Aidul Fitriciada Azhari, Sistem Pengambilan Keputusan…Op. Cit, hlm. 117
235 Movis Rose, Indonesia Merdeka, Biografi Politik Mohammad Hatta, Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta:1991, hlm. 192
236 Samsudin Haris, Demokrasi di Indonesia Gagasan dan Pengalaman, LP3ES, Jakarta:
1995, hlm. 193, dalam Akira Nagazumi, Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-
1918, Grafiti Pers, Jakarta: 1989, hlm. 270, dan lihat juga Deliar Noer, Pengantar ke Pemikiran
Politik, Rajawali, Jakarta: 1993, hlm. 242-245
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Sidang  BPUPKI hari pertama, perbedaan pendapat belum begitu
tajam. Dalam persidangan pertama ini, para anggota BPUPKI menyampaikan
beberapa hal. Seperti halnya Muhammad Yamin menyampaikan pidato tentang
bahan-bahan yang diperlukan untuk mendirikan negara Indonesia sebagai
sebuah negara merdeka nantinya. Dalam pidatonya, Muh. Yamin menyatakan
bahwa bahan-bahan yang dibutuhkan guna mendirikan negara merdeka
nantinya jangan hanya di Jawa saja melainkan harus dicari di seluruh
Indonesia; Borneo, Selebes, Maluku, Malaya, Sumatera dan Sunda Kecil.
Pengumpulan bahan-bahan tersebut dilakukan untuk;
1) pembentukan negara,
2) menyusun Undang-Undang Dasar negara,
3) menjalankan isi hukum dasar negara Indonesia.237
Perbedaan pandangan yang disampaikan oleh Sosrodiningrat  yang
memandang betapa pentingnya persatuan dalam negara   yang hendak
dibentuk. Sedangkan , Soemitro dan Wiranatakoesoema berpandangan bahwa
untuk mempercepat kemerdekaan negara, selain itu Soemitro juga
mengusulkan pula agar kalangan pribumi segera mendapatkan jabatan di
pemerintahan. Tokoh-tokoh pemikir negara lainnya, lebih banyak menekankan
tentang pentingnya persatuan rakyat Indonesia sebagai persiapan awal
menuju kemerdekaan.238
Hatta mengatakan dalam sidang BPUPKI yang tidak ditulis dalam buku
Yamin di atas :
“…kalau  kita membentuk sebuah negara  yang merdeka, jangan
biarkan kita memiliki dasar yang sama seperti negara-negara Eropa.
Tidak perlu mengurangi sejarah negara-negara    Barat, yang
mengalami pertentangan antara agama dengan negara.239 ”
Dari pendapat para tokoh pemikir negara tersebut di atas
menunjukkan sikap yang negarawan. Pernyataan dari Hatta menunjukkan
bukanlah seorang individualis, dan liberalis, dan juga bukan sekuler.
237RM. A. B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen
Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan. Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok: 2004 hlm. 98. Mengenai pidato Muhammad
Yamin, terjadi perbedaan mencolok antara apa yang ditulis oleh Muhammad Yamin sendiri dalam
Naskah Persiapan Undang- Undang Dasar 1945 dengan buku Lahirnya Undang-Undang Dasar
1945, yang ditulis oleh RM. A. B. Kusuma yang berdasarkan pada Pringgodigdo Archief dan
notulensi resmi yang ditulis oleh Mr. A. G. Pringgodigdo yang bertugas sebagai Wakil Kepala Tata
Usaha BPUPKI. Lebih lengkapnya lihat lampiran.
238Ibid....hlm. 114
239 Movis Rose Ibid, hlm. 186
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Selanjutnya pada sidang BPUPKI, Hatta lebih menekan pembicaraannya pada
sistem ekonomi sosialis dan hak asasi manusia.
Namun demikian perbedaan pendapat tidak dapat dihindari. Sistem
pemungutan suara dan kompromi sebagai alat untuk menyelesaikan
perbedaan ataupun konflik yang muncul pada persidangan BPUPKI maupun
pada persidangan PPKI. Akan tetapi dalam proses pengambilan keputusan
dengan pemungutan suara tersebut tidak didukung dengan sistem perwakilan
yang proporsional. Sehingga hasil dari proses pengambilan keputusan tersebut
akan menyisakan permasalahan bagi golongan-golongan dalam masyarakat
yang secara ideologis tidak terwakili dalam pengambilan keputusan pada
BPUPKI ataupun PPKI.240
Mekanisme dalam pemungutan suara ataupun kompromi sebelumnya
dilakukan dengan proses perundingan (musyawarah) yang kemudian
menghasilkan beberapa usulan. Dari beberapa usulan inilah dilakukan
pemungutan suara atau kompromi. Dalam sistem pengambilan keputusan ini
baik dalam forum perundingan  maupun permusyawaratan pada BPUPKI
ataupun PPKI, peran golongan ataupun aliran-aliran sosial politik sangat
maksimal untuk mempertahankan kepentingan kelompoknya.241
Sebelum sidang pertama selesai, forum  menyepakati untuk
membentuk panitia kecil, yang anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh Islam dan
nasionalis. Mereka adalah Hatta, Sutardjo Kartohadikusumo, Wachid Hasyim,
Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Muh Yamin, A.A. Maramis dan
Soekarno sebagai ketua. Kedelapan orang itu bertugas untuk menampung
usul, saran dan konsep yang akan diajukan dalam sidang berikutnya.
Pada tanggal 22  Juni 1945 panitia kecil mengadakan pertemuan
dengan beberapa orang anggota badan  yang menghasilkan suatu
kesepakatan untuk membentuk suatu panitia yang akan mencari modus antar
golongan kebangsaan.242 Panitia itu terkenal dengan sebutan Panitia
Sembilan, karena terdiri dari sembilan orang yaitu, Soekarno, Hatta, Ahmad
Subardjo, A.A. Maramis, Kahar Muzakkir, Wachid Hasyim, Abikusno
Tjokrosuyoso, dan Haji Agus Salim.
240 Adanan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Pustaka
Utama Grafiti, Jakarta: 2009, hlm. 122
241Aidul Fitriciada Azhari, Sistem Pengambilan Keputusan Demokratis Menurut...Op.Cit,
hlm. 118.
242 Nugroho Noto Susanto, Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara, Balai Pustaka,
Jakarta : 1984, hlm. 22
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Kesembilan anggota tersebut itu berhasil merumuskan modus
kompromi antar golongan Islam dan nasionalis. Rumusan itu tertuang dalam
Piagam Jakarta. Dimana dalam perkembangan berikutnya dijadikan
Pembukaan UUD 1945 dengan sedikit perubahan. Sidang  kedua  BPUPKI
digelar tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Panitia kecil yang dibentuk yang
dibentuk setelah sidang pertama, telah berhasil mengagendakan 40 usulan
dari anggota. Dari ke 40 usul itu bila di klasifikasikan akan terdapat 9 golongan
usulan. Usulan itu antara lain : meminta agar kemerdekaan Indonesia
dilakukan secepatnya, mengenai dasar negara, mengenai daerah Indonesia,
hubungan agama dan negara dan sebagainya. Dalam sidang itu rumusan
Panitia Sembilan membahas Piagam Jakarta dan diterima oleh forum.
Negara sebagai ilmu, dalam perkembangannya banyak mengalami
perubahan. Hal ini dikarenakan munculnya pemikiran-pemikiran baru guna
mengembangkan serta mencari bentuk Negara yang lebih memberikan
manfaat bagi kehidupan manusia. Negara adalah organisasi sebagai hasil dari
perjanjian masyarakat.243
Ketika negara terbentuk maka masyarakat dalam negara akan
melakukan musyawarah mencapai kesepakatan demi kelangsungan negara
agar mampu saling bekerjasama serta dapat menyelesaikan keragaman
perbedaan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh
karena itu akan terjadi penyerahan kedaulatan baik sebagian maupun secara
keseluruhan yang akan diatur oleh negara.
Demikian pula pada sidang BPUPKI berhasil dipilih bentuk negara
Republik. Dari hasil laporan tentang pekerjaan BPUPKI terkait masalah
bentuk negara yang diperbincangkan pada tanggal 10 Juli 1945. Peri hal
bentuk negara ini terdapat dua usulan, yaitu bentuk negara Republik dan
Kerajaan. Setelah dilakukan pemungutan suara, maka dicapai kesepakatan
melalui pemungutan suara dengan komposisi yaitu. Pertama, yang menyetujui
bentuk negara Republik 55 suara. Kedua, bentuk negara Kerajaan 6 suara.
Ketiga, tidak memberikan pilihan 1 suara.
Sehingga dari hasil pemungutan suara tersebut maka yang dipilih
sebagai bentuk negara adalah negara Republik. Dalam pembentukan Panitia
Perancang Batang Tubuh UUD. Panitia ini diketuai oleh Soekarno, kemudian
10-11.
243Kranenburg. Studiën over Recht en Staat. Haarlem: De Erven F. Bohn N.V :1953 hlm.
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dibentuk dari panitia perancang ini, panitia kecil untuk menyusun Rancangan
UUD, yang diketuai oleh Soepomo.
Masalah Undang-Undang Dasar oleh Panitia Perancang Undang-
Undang Dasar diusulkan ada 3 hal, yaitu tentang Pernyataan Kemerdekaan,
Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar. Dari hasil
perundingan tersebut adalah. Pertama, tentang pernyataan kemerdekaan dan
Pembukaan Undang-Undang Dasar menghasilkan suara bulat. Pembukaan
Undang-Undang Dasar diperoleh dari hasil konsensus antara golongan Islam
dan golongan kebangsaan pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian dikenal
dengan Piagam Jakarta. Kedua, Sedangkan mengenai Undang-Undang
Dasar dihasilkan melalui proses pemungutan suara setelah sebelumnya
dilakukan musyawarah pada tanggal 15 Juli 1945 dan pada tanggal 16 Juli
1945 menghasilkan suatu keputusan yang berupa:
1) Persoalan mengenai Presiden orang Indonesia asli beragama Islam.
Dalam persoalan agama terjadi perdebatan, termasuk tentang
Presiden dengan syarat beragama Islam. Ketika itu terdapat dua pasal
yang menjadi perdebatan pada sidang tersebut, yaitu pasal 4 ayat 2
tentang Presiden, dan pasal 29 tentang kebebasan beragama. Pasal 4
ayat 2 berbunyi; ”Yang dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden
hanya orang Indonesia asli.” Sedangkan Pasal 29 berbunyi;  ”Negara
menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk memeluk agama
apapun dan untuk beribadat menurut agamanya masing-masing.”
Dari dua pasal itu, Wachid Hasjim berpendapat serta mengusulkan
untuk pasal 4 ayat 2 tersebut ditambahkan dengan kata-kata yang
beragama Islam, karena menurutnya mengingat masyarakat mayoritas
beragama Islam maka hubungan antara pemerintah dengan masyarakat
sangat berpengaruh. Jika Presiden beragama Islam maka kebijakan-
kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan bersendikan pada Islam.
Pada pasal 29, Wachid Hasjim berpendapat dan mengusulkan agar
diubah, sehingga berbunyi, ”Agama negara ialah agama Islam, dengan
menjamin kemerdekaan orang-orang yang beragama lain, untuk dan
sebagainya.”244
Sedangkan Agoes Salim tidak sependapat dengan usulan Wachid
Hasjim,
244 Endang Saefudin Anshari, Piagam Jakarta22 Juni 1945, Rajawali, Jakarta: 1986, hlm.
36
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Dengan ini, kompromi antara golongan Kebangsaan dan Islam
mentah lagi: Apakah hal ini tidak bisa diserahkan kepada Badan
Perwakilan Rakyat? Jika Presiden harus orang Islam, bagaimana
halnya terhadap Wakil Presiden, duta-duta dan sebagainya. Apakah
artinya janji kita untuk melindungi agama lain?245
Silang pendapat terkait dengan pasal 4 ayat 2 dan pasal 29 terjadi
cukup lama. Pendapat dari Wachid Hasjim disepakati oleh Soekiman
yang menyatakan bahwa usul tersebut pada dasarnya tidak membawa
akibat apa-apa, akan tetapi dapat memberikan kenyamanan pada. Lain
halnya dengan Otto Iskandardinata yang mengusulkan mendukung apa
yang disampaikan Djajadiningrat yang menginginkan agar Pasal 4 ayat 2
tersebut dihapuskan saja, akan tetapi, Otto Iskandardinata tersebut
menginginkan pula supaya kalimat yang tercantum dalam Piagam
Jakarta dituangkan pula pada Pasal tentang agama.246
Perbedaan pandangan tentang hubungan antara agama dan
negara bukanlah hal baru dalam sejarah Indonesia, juga bukan baru
terjadi pada sidang BPUPKI.  Antara Sokarno dan Muhammad Natsir
pernah terjadi perseteruan dalam memandang hubungan antara agama
dan negara. Sukarno berpendapat bahwa agama adalah persoalan
manusia secara pribadi, dan baginya penilaian terakhir bukan terletak
pada ajaran agama, tapi pada akal.247
Tidak mengherankan Soekarno memiliki pendapat seperti itu,
karena semuanya bermula pada pemikiran Soekarno bahwa semua
ajaran Islam, termasuk di dalamnya Al-Quran dan Al-Hadits, haruslah
diinterpretasikan secara modern.248 Pada intinya Soekarno mengajak
kepada umat Islam Indonesia untuk berpikir merdeka, bertafsir merdeka,
berijtihad merdeka dengan hanya berpedoman pada satu hal, yaitu jiwa
yang Islam.249 Dari perdebatan tersebut di atas pada akhirnya diperoleh
hasil sebagai berikut; 60 orang mufakat dan 3 orang (dari golongan
Tionghoa) tidak mufakat.
262
232.
245Ibid, hlm. 36-37
246 Muhammad Yamin, Naskah Persiapan …Op.Cit., Jajasan Prapantja, Djakarta: 1959,hlm.
247 Deliar Noer, Gerakan Moderen Islam, LP3ES, Jakarta: 1996, hlm. 342
248 Bernhard Dahm, Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan, LP3ES, Jakarta: 1987, hlm.
249Ibid., hlm. 234.
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2) Tentang Rancangan Undang-Undang Dasar, 62 orang menyetujui dan 1
orang tidak menyetujui.250 Perundingan tentang Rancangan Undang-
Undang Dasar ini dilakukan sejak 14 Juli 1945 oleh Panitia Perancang.
Ada 3 usulan yang diajukan oleh Panitia tersebut; sebagaimana kami
sampaikan di atas yaitu. Pertama, pernyataan Kemerdekaan. Kedua,
pembukaan Undang-Undang Dasar. Ketiga, Undang-Undang Dasar.
Dari hasil persidangan yang dilakukan oleh Panitia Perancang
Undang-Undang Dasar tersebut, usulan tentang Pernyataan Kemerdekaan
dan Pembukaan Undang-Undang Dasar mendapatkan suara persetujuan
secara bulat. Namun terkait dengan  Pembukaan Undang-Undang Dasar
terjadi perdebatan yang sangat tajam antara golongan Islam dengan golongan
Kebangsaan.
Pada awal pembentukan Pembukaan Undang-Undang Dasar, terjadi
perdebatan mengenai kalimat tentang masuknya kalimat didalam ke-Tuhanan
dan terutama sekali kewajiban ummat Islam untuk menjalankan Syariat Islam.
Soekarno yang memimpin pertemuan, memberikan pemahaman kepada
segenap anggota bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar (Preambule) itu
adalah merupakan hasil dari perjuangan bersama antara golongan
Kebangsaan dan golongan Islam. Soekarno khawatir, jika kalimat tersebut
tidak dicantumkan akan tidak bisa diterima oleh golongan Islam.251 Beberapa
orang yang lainnya menyampaikan pula keberatannya. Wongsonegoro
pendapatnya memberikan dukungan pada pendapat Hoesein Djajadiningrat,
bahwa anak kalimat dirasakan dapat menimbulkan fanatisme, sebab dapat
memberikan pemahaman pemaksaan untuk menggunakan syariat para
pemeluk agama Islam. Lalu, Wachid Hasjim memberikan pendapatnya, ”bila
ada orang yang menganggap kalimat ini tajam, ada juga yang menganggap
kurang tajam.”252 Soekarno kemudian mengingatkan bahwa kalimat itu
merupakan hasil kompromi antara golongan Islam dengan golongan
kebangsaan yang telah dicapai dengan susah payah. Namun, setelah
mengalami perdebatan cukup alot, sidang pada hari itu akhirnya ditutup
250 Saafroedin Bahar (et.al), Risalah Sidang BPUPKI-PPKI, Sekretariat Negara RI, Jakarta:
1995, hlm. 386-388
251 Endang Saefudin Anshari…..Op…Cit., hlm 35
252Ibid
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dengan kesimpulan: ”Oleh karena pokok-pokok lain kiranya tidak ada yang
menolak, pokok-pokok dalam preambule dianggap sudah diterima”.253
Setelah melalui perdebatan antara golongan Islam dan Golongan
Kebangsaan pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian Pembukaan Undang-
Undang Dasar tersebut disetujui dan dikenal dengan Piagam Jakarta.
Sejak persidangan pertama tanggal 29 mei sampai tanggal 1 Juni
1945 dan persidangan ke dua dari tanggal 10 sampai tanggal 17 Juli 1945
semangat kedaulatan rakyat menjiwai tokoh bangsa atau para negarawan
yang tergabung dalam BPUPKI. Dengan melihat dari risalah persidangan
BPUPKI, maka dapat dilihat bahwa dalam pengambilan keputusan dalam
menyelesaikan masalah digunakan dengan musyawarah dan pemungutan
suara. Dalam hal pemungutan suara, BPUPKI tidak mengenal pemungutan
suara terbanyak mutlak (absolute majority) tetapi dilakukan dengan
pemungutan suara terbanyak biasa.
Demikian pula pada pengambilan keputusan dalam persidangan yang
dilakukan oleh PPKI dengan menggunakan sistem pemungutan suara secara
aklamasi. Sistem tersebut diusulkan oleh Otto Iskandardinata, pada waktu
hendak menentukan siapa yang akan jadi Presiden dan Wakil Presiden
Republik Indonesia. Namun demikian, Soekarno cukup bijak yaitu tetap
menawarkan untuk melakukan pemungutan suara.254 Hasil keputusan yang
diperoleh pada persidangan PPKI terkait dengan pemilihan  Presiden dan
Wakil Presiden tersebut adalah dengan bentuk pemungutan suara bulat
secara aklamasi.255
253 Muhammad Yamin. Naskah Persiapan UUD 1945…..Op…Cit.,hlm. 259.
254Saafroedin Bahar. Risalah Sidang BPUPKI-PPKI.......Op.Cit, hlm. 445.
255Ibid, hlm. 446.
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Bagan: 3
Pengambilan Keputusan Pada Persidangan BPUPKI dan PPKI
No Masalah Voting Konsensus Kompromi Aklamasi
1. Bentuk Negara *
2. Daerah Negara *
3. Pernyataan
Kemerdekaan
*
4. Agama Presiden *
5. Rancangan UUD *
6. Laporan Keuangan *
7. Laporan
Perekonomian
*
8. Laporan Pembelaan *
9. Jihat *
10. Pemindahan Ibu
Kota
*
11. Laporan Pendidikan *
12. Pemilihan Presiden *
Jumlah 7 3 1 1
Sumber: Saafroedin Bahar (et.al), Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI256
3. Bentuk Pengambilan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebelum
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pada Masa Orde Lama dan Orde
Baru.
Kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum perubahan
Undang-Undang Dasar 1945, disusun sebagai perpaduan antara tradisi
demokrasi asli bangsa Indonesia yang berkembang di desa-desa dengan
menyesuaikan perkembangan tradisi tersebut menjadikan negara Republik
Indonesia lebih maju dan modern. Tradisi demokrasi desa dengan prinsip tradisi
permusyawaratan dan perwakilan dijadikan salah satu prinsip didalam bernegara
berdasarkan Pancasila, yang kemudian diwujudkan pada struktur kelembagaan
negara  Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan seluruh  rakyat
Indonesia.257 Makna dari tradisi adalah tradisi dalam
permusyawaratan/perwakilan yang diwujudkan sebagai suatu majelis untuk
256Lihat Aidul Fitriciada Azhari, Sistem Pengambilan Keputusan….Op. Cit., hlm. 121.
257Aidul Fitriciada Azhari, Rekonstruksi…Op.cit., hlm. xii.
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berunding mencapai musyawarah mufakat merupakan tradisi demokrasi desa
yang dituangkan ke dalam prinsip-prinsip bernegara dalam wadah yang disebut
dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat.258
Sebelum perubahan UUD 1945, kedudukan MPR merupakan lembaga
tertinggi negara yang diatur pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, “Kedaulatan adalah
di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”.”  Pasal tersebut
kemudian diurai dalam Pasal 3, Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 37 UUD 1945 yang
merupakan tugas dan wewenang MPR. Pengaturan tugas dan wewenang
tersebut lebih lanjut ditegaskan kembali dalam Ketetapan MPR antara lain pada
Pasal 3 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang meliputi; menetapkan UUD,
menetapkan GBHN serta memilih (dan mengangkat) Presiden dan Wakil
Presiden.
Dalam penyelenggaraan kekuasaan MPR tersebut diatas dilakukan
dengan melaksanakan pengambilan keputusan. Mengenai tata cara pengambilan
keputusan telah diatur dalam Pancasila sila keempat tersebut dan UUD 1945.
Pedoman pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mufakat adalah
inti dari Demokrasi Pancasila terkandung dalam Pembukaan UUD 1945,
sementara itu tatanan dengan suara terbanyak diatur dalam Batang Tubuh UUD
1945. Sehingga, dengan melihat ketentuan dalam UUD 1945 tersebut, terdapat
dualisme dalam pedoman pengambilan keputusan.
a. Pengambilan Keputusan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dalam Menetapkan dan Mengubah Undang-Undang Dasar 1945.
Menurut C.F. Strong, mengemukakan adanya empat cara perubahan
UUD, yaitu:259
1. Melalui lembaga legislatif biasa, dengan kewajiban-kewajiban tertentu, yaitu;
a). adanya kuorum tetap anggota untuk memberikan pertimbangan usulan
perubahan dan pertimbangan bersifat mayoritas untuk pengesahan usulan
amandemen, b). adanya pembubaran dan pemilihan umum, sehingga
lembaga legislatif baru dibentuk dengan mandat untuk membahas usulan
amandemen itu, c). perubahan  konstitusional oleh lembaga legislatif
adalah dengan suara mayoritas dari kedua majelis dalam sidang
gabungan, artinya kedua majelis tersebut duduk bersama sebagai satu
majelis.
258Aidul Fitriciada Azhari, Rekonstruksi Tradisi Bernegara...Op.Cit., hlm. xii-xiii.
259C.F. Strong, Modern Political Constitution (Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Studi
Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk), cetakan ke 10, Nusa Media, Bandung: 2015, hlm. 209.
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2. Melalui rakyat lewat referendum. Pada cara ini parlemen terlebih dahulu
menyiapkan bagian yang akan diubah hingga tercapai kesepakatan sesuai
kuorum dalam konstitusinya, kemudian parlemen meminta pendapat
rakyat. Diterima atau ditolak terkait perubahan itu. Kedaulatan rakyat
terlaksana secara murni sehingga menghasilkan  keputusan perubahan
yang legitimated.
3.  Melalui suara mayoritas dari seluruh unit pada negara federal. Cara ini
sering digunakan pada bentuk negara federasi. Tentu saja, semua
konstitusi federasi mewajibkan adanya persetujuan untuk amandemennya
dalam satu bentuk atau bentuk lainnya, diantaranya adalah persetujuan
suara mayoritas atau seluruh unit federasi. Pengambilan suara tentang
usulan itu dapat dilakukan melalui pengambilan suara rakyat (popular vote)
atau lewat lembaga legislatif negara bagian yang berkepentingan.
4. Melalui Konvensi Istimewa Perubahan menurut cara ini dilakukan oleh
lembaga yang dibentuk dan diberi wewenang khusus untuk melakukan
perubahan UUD.
1). Pengambilan Keputusan Mengubah dan Menetapkan UUD 1945 Pada
Masa Orde Lama.
Mekanisme pengambilan keputusan mengubah UUD dalam
sejarah  ketatanegaraan Indonesia, pada waktu berlakunya UUD 1945
yang ditetapkan oleh PPKI berganti menggunakan Konstitusi Republik
Indonesia Serikat 1949, dikarenakan akibat dari politik Belanda  yang
hendak menguasai kembali Indonesia. Dalam Peristiwa ini  kemudian
terjadi perundingan antara Belanda dengan Indonesia atas saran dari PBB.
Perundingan tersebut dikenal dengan Konferensi Meja Bundar.
Dalam Konferensi tersebut menghasilkan 3 (tiga) kesepakatan
berupa; 1). Mendirikan negara Republik Indonesia Serikat, 2). Penyerahan
kedaulatan kepada negara Republik Indonesia Serikat, 3). Mendirikan uni
antara negara Indonesia Serikat dengan Kerjaan Belanda. Pada dasarnya
perubahan dari UUD 1945 menjadi Konstitusi RIS, adalah menggunakan
Pasal 140-141 bagian I Konstitusi RIS.260 Kedua pasal tersebut
menyatakan bahwa; untuk mengubah UUD diatur dengan Undang-
Undang. Usul perubahan UUD berasal dari Pemerintah atas dasar amanat
Presiden disampaikan kepada suatu badan bernama Majelis Perubahan
260Taufiqqurrohman Syahuri, Hukum Konstitusi (Proses dan Prosedur Perubahan UUD
1945-2002), Ghalia Iindonesia, Bogor:2014, hlm. 17.
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Undang-Undang Dasar yang terdiri dari anggota DPRS dan anggota
Komite Nasional Pusat yang tidakmenjadi anggota DPRS.
Pada masa perubahan dari Konstitusi RIS menjadi UUDS 1950,
dengan menggunakan dasar Undang-Undang Federal No. 7 Tahun 1950,
berdasarkan Pasal 127a, Pasal 140, dan Pasal 141 ayat (2) Konstitusi
Republik Indonesia Serikat.261 Naskah perubahan tersebut seluruhnya
dimuat dalam Pasal I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950, sedangkan
Pasal II ayat (1) menyatakan bahwa; “Undang-Undang Dasar Sementara
Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari tanggal 17 Agustus 1950”.
Dengan demikian sejak tanggal tersebut terjadi perubahan bentuk negara,
dari negara Republik Serikat berubah kembali menjadi negara kesatuan.262
Perubahan dari UUDS 1950 menjadi UUD 1945, adalah akibat
dari gagalnya Konstituante yang dibentuk oleh Presiden Soekarno untuk
menyusun suatu UUD yang bersifat tetap. Dibubarkannya Konstituante
selain kinerjanya yang berlarut-larut, adanya konflik ideologis antara
golongan yang menginginkan menggunakan dasar negara Pancasila, ada
pula yang menghendaki dasar negara Islam. Permasalahan ini dipandang
sebagai ancaman bagi integrasi bangsa. Selain dari pada itu, adanya
desakan dari militer untuk segera memberlakukan kembali UUD 1945, hal
ini berkaitan dengan kepentingan militer untuk dapat berperan lebih besar
dalam politik. Dengan demikian, dalam masalah perwakilan golongan,
kekuatan militer  kemudian menganggap sebagai golongan  militer yang
merupakan bagian dari perwakilan fungsional.263 Pada perkembangannya,
kemudian kekuatan militer menjadi bagian dari politik dalam lembaga DPR
yaitu sebagai utusan TNI/ABRI, dan menjadikan Indonesia dikenal sebagai
pemerintahan yang bersifat militeris.
2). Pengambilan Keputusan Mengubah dan Menetapkan UUD 1945 Pada
Masa Orde Baru.
UUD 1945 yang diberlakukan setelah Indonesia merdeka adalah
UUD yang ditetapkan atas dasar Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada masa
Orde Baru dalam menjalankan UUD 1945 tidak melakukan perubahan
261…Ibid, hlm. 126.
262 Soehino, Hukum Tata Negara Sejarah Ketatanegaraan Indonesia, Liberty, Yogyakarta:
1984, hlm. 67.
263Aidul Fitriciada Azhari, Sistem Pengambilan Keputusan…Op.Cit, hlm. 147
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terhadap UUD 1945, meskipun dalam UUD 1945 telah terdapat ketentuan
yang memberikan kewenangan kepada MPR secara yuridis untuk
melakukan perubahan terhadap UUD 1945 yaitu Pasal 37;264
(1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3
daripada jumlah anggota  Majelis Permusyawaratan Rakyat harus
hadir.
(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada
jumlah anggota yang hadir.
Pengambilan  keputusan pada  kewenangan  MPR untuk
mengubah UUD yang diatur dalam Pasal 37 tersebut, berbeda dengan
kewenangan MPR lainnya. Konsep pengambilan keputusan dalam prinsip
mayoritas yang digunakan pada mengubah UUD adalah tergolong sebagai
tipe mayoritas bersyarat (qualified majority), yaitu dalam mengambil
keputusan dengan mendasarkan pada penghitungan tertentu.
Kewenangan MPR untuk mengubah UUD 1945, dengan tipe
mayoritas bersyarat tersebut adalah rumit untuk dilaksanakan, karena
UUD atau konstitusi menurut Aristoteles dalam bukunya Politica,
mengatakan:265
” Konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan
menentukan apa yang dimaksud dengan badan pemerintahan, dan apa
akhir dari setiap masyarakat, konstitusi merupakan aturan-aturan dan
penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut. “
Perubahan UUD 1945 adalah merupakan dorongan dari
kekuatan sebagian rakyat yang menurut KC. Wheare disebut dengan
perubahan melalui some primary forces, sebagaimana tersebut di atas.
MPR yang diberi mandat oleh UUD 1945 untuk melakukan perubahan
terhadap UUD justru tetap mempertahankan tidak akan melakukan
perubahan UUD 1945. Dengan dikeluarkan Ketetapan MPR Nomor
I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa   MPR sebagai pengemban
kedaulatan rakyat, berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945.
Ketetapan tersebut semakin memberikan nilai sakral pada UUD 1945 dan
kemauan politik MPR enggan untuk melaksanakan perubahan terhadap
UUD 1945.
264Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 37 sebelum perubahan.
265 Azhary, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya,
Universitas Indonesia Press,Jakarta, 1995, hlm. 21.
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Berkaitan dengan MPR sebagai pelaku atau pengemban
kedaulatan rakyat, menurut Sri Soemantri,266 bahwa kata “dilakukan
sepenuhnya” terhadap kedaulatan rakyat oleh MPR yang tercantum pada
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sesungguhnya adalah tidak memberikan
maksud atau mengandung arti bahwa kedaulatan yang berada di tangan
rakyat tersebut kemudian berpindah ke tangan seutuhnya kepada MPR.
Apabila demikian yang dimaksud, maka hal itu berarti bahwa MPR tidak
bisa dikontrol oleh rakyat dan bisa berbuat apa saja.
Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, yang dimaksud
dengan paham kedaulatan rakyat adalah rakyat sebagai pemilik dan
pemegang kekuasaan tertinggi di dalam negara.267 Sehingga rakyat pula
yang akan menentukan tujuan negara dan penyelenggaraan
pemerintahan.
Pendapat dari Sri Soemantri tersebut di atas menunjukkan
bahwa sesungguhnya MPR adalah sebagai pengemban amanat rakyat.
Akan tetapi, MPR tidak berkehendak mengubah Undang-Undang Dasar
1945 dimana pada masa Orde Baru UUD 1945 dinilai oleh rakyat tidak
menciptakan pemerintahan yang demokratis sebagai alasan untuk
melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Hal ini dikarenakan MPR
sebagai pengemban amanat rakyat tidak melaksanakan tugas dan
kewenangannya sesuai dengan nilai-nilai yang didasarkan pada Pancasila
sila keempat dan UUD 1945. Sehingga munculah era reformasi yang
menuntut agar tercipta pemerintahan yang lebih demokratis.
Terbitnya Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983, ketentuan
ketetapan tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya UU no 5 Tahun 1985
tentang referendum, yang artinya ketika MPR berkehendak akan merubah
UUD, MPR akan meminta pendapat rakyat terlebih dahulu apakah rakyat
menerima perubahan UUD atau tidak.
Mekanisme terhadap referendum tersebut yang akan
melaksanakan adalah Presiden sebagai mandataris MPR dan
melaporkannya kembali kepada MPR terkait hasil dari referendum
tersebut, seperti yang diatur dalam Pasal 106 sampai 109 Ketetapan MPR
Nomor I/MPR/1983. Presiden dalam menjalankan tugas
menyelenggarakan referendum untuk mengubah dan menetapkan UUD
266 Ibid, hlm. 38.
267Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar...Op.Cit., hlm. 328.
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1945, mengeluarkan Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1985. Peraturan
perundangan yang dikeluarkan tersebut adalah menunjukkan bahwa UUD
1945 semakin rumit untuk dilakukan perubahan atau disentuh oleh Pasal
37 UUD 1945. Hal ini adalah upaya Presiden Soeharto ketika itu untuk
tetap mempertahankan kekuasaannya.
Kewenangan MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945
yang diatur dalam Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 tersebut terdapat
keragu-raguan atau keengganan MPR untuk melakukan perubahan UUD.
Pada Pasal 104,268 menyebutkan MPR tidak akan melakukan perubahan
terhadap UUD 1945, akan tetapi pada Pasal 105 sampai Pasal 109, MPR
mengijinkan untuk melakukan perubahan UUD 1945 dengan syarat
referendum. Sehingga semakin rumit untuk menegakkan demokrasi
permusyawaratan yang diemban oleh   MPR dalam melaksanakan
perubahan terhadap UUD 1945.269
Dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan perundangan terkait
dengan kewenangan MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD,
kewenangan serta kedudukan Ketetapan MPR yang mengatur mekanisme
perubahan UUD menjadi lemah dalam tata urutan peraturan perundangan
yang diatur dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966. Terkait dengan
pengaturan perubahan UUD yang diatur lebih lanjut dengan UU Nomor 5
Tahun 1985 tersebut, menunjukkan lemahnya MPR terhadap kedudukan
eksekutif (Presiden),  karena pembentukan UU dilakukan oleh Presiden
dan DPR yang berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara. Hal tersebut
tidak sesuai dengan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.
b. Pengambilan Keputusan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dalam Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.
1). Pengambilan Keputusan Menetapkan GBHN Pada Masa Orde Lama.
Dari hasil pengamatan, sejak tahun 1960, Indonesia belum dapat
menyusun Garis-garis Besar daripada Haluan Negara (GBHN). Setelah
Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pada tahun 1960 terbit Ketetapan MPR
Sementara (MPRS):
268Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983, Pasal 104.
269Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983, Pasal 105-109.
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a). Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960 yaitu tentang Manifesto Politik
Republik Indonesia sebagai Garis-garis   Besar Haluan Negara
(GBHN).
b). TAP MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola
Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969.
c). Ketetapan MPRS No. IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-Pedoman
Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan
pembangunan.
Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960 tersebut kemudian
ditinjau kembali oleh Ketetapan MPRS Nomor XXXIV/MPRS/1967 tentang
Penjauan Kembali Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960.
2). Pengambilan Keputusan Menetapkan GBHN Pada Masa Orde Baru.
Selama pemerintahan Orde Baru, MPR mempunyai agenda
untuk menyusun program pembangunan yang direncanakan secara
sistematis, tahap demi tahap yang dituangkan dalam bentuk Ketetapan
MPR yang berisi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka
menengah, dan jangka pendek yang masing-masing lebih detail dalam
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang
dituangkan dalam bentuk Undang-Undang (UU).270
Menurut Undang-Undang Dasar 1945, bahwa yang dimaksud
dengan haluan-haluan negara dan pemerintahan mencakup pengertian.271
Pertama, haluan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar
1945. Kedua, haluan negara yang tercantum dalam Ketetapan
MPR/MPRS. Ketiga, haluan negara dalam pengertian program kerja
sebagaimana tertuang dalam GBHN yang ditetapkan dalam bentuk
Ketetapan MPR yang tersendiri. Keempat, haluan negara yang tertuang
dalam bentuk undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN).
Pengertian haluan negara sebagai pedoman dalam pelaksanaan
pembangunan dalam hal ini lebih ditujukan dalam pengertian sebagai
program kerja yang pada masa Undang-Undang Dasar 1945 sebelum
270Jimly Asshiddiqie, 2010, Konstitusi Ekonomi, Kompas, Jakarta, hlm. 18
271Ibid. Semua materi kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-
undangan pada dasarnya merupakan haluan-haluan negara atau kebijakan-kebijakan negara dan
pemerintahan di bidang masing-masing. Cakupan haluan negara tersebut sebagai pengertian
haluan negara yang luas, yang dimaksudkan haluan dalam tulisan ini lebih pada haluan negara
sebagai kebijakan dasar yang pernah ada seperti dalam GBHN.
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diamandemen tertuang dalam GBHN yang ditetapkan dalam bentuk
Ketetapan MPR tersendiri, yang diatur diluar UUD NRI Tahun 1945. Garis-
garis Besar Haluan Negara adalah haluan negara tentang
penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan
kehendak  rakyat secara menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan oleh
MPR untuk lima tahun guna mewujudkan kesejahteraan yang
berkeadilan.272 Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagaimana
dimaksudkan adalah untuk memberikan arah penyelenggaraan negara
dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan
sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum
dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, berakhlak mulia,
mandiri, bebas, maju dan sejahtera untuk kurun lima tahun ke depan.273
Pada masa awal Orde Baru, melalui Ketetapan MPRS Nomor
XLI/MPRS/1968 yang berisi tentang menugaskan kepada Kabinet
Pembangunan untuk menyusun dan melaksanakan rencana
pembangunan lima tahun yang pertama, hal tersebut mengawali
pembangunan bangsa dan negara. Garis-garis Besar Haluan Negara
menggariskan secara jelas arah dan strategi pembangunan nasional serta
gambaran mengenai wujud masa depan yang akan dicapai pada masa
lima (5) tahun mendatang dan pada masa jangka panjang.
Perencanaan pembangunan pada masa Orde Baru yang
terwujud dalam GBHN, dipersiapkan secara sistematis dan terencana
mulai dari tingkat pusat sampai daerah dalam rangka memacu
perekonomian di tingkat daerah-daerah yang terdampak akibat kondisi
negara yang dianggap belum aman pasca peristiwa pemberontakan yang
terjadi dalam negeri pasca pemerintahan Orde Lama. Hasil penyusunan
dari perencanaan berupa GBHN, ditetapkan oleh lembaga yang
sepenuhnya sebagai pelaksana kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD
1945).
Proses penyusunan GBHN yang diatur lebih lanjut dalam Pasal
95 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib
MPR. Pasal tersebut menyatakan bahwa, dalam pengambilan keputusan
272Lihat Tap MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang GBHN dalam Bab I mengenai pengertian
273Ibid. GBHN terakhir yang dikeluarkan oleh MPR pada masa awal reformasi sebagai
produk yang dihasilkan MPR sebagai ketetapan yang bersifat mengatur(regeling)
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penyusunan GBHN dengan menggunakan cara mufakat maupun dengan
mendasarkan pada suara terbanyak.
Pengambilan keputusan dalam penyusunan GBHN adalah
sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR harus hadir dan disetujui sekurang-
kurangnya 2/3 dari jumlah yang hadir. Peran fraksi tidak menjadi ukuran
dalam pengambilan keputusan tersebut, karena anggota yang hadir tidak
harus mewakili fraksi, artinya bisa jadi ada fraksi yang anggotanya tidak
hadir. Namun jika semua fraksi terwakili, maka kuorum yang ditentukan
adalah sekurang-kurangnya ½ dari jumlah anggota harus hadir.
Dalam pengambilan keputusan pembuatan GBHN menggunakan
tipe suara terbanyak ditentukan (qualified mayority), adalah suatu cara
pengambilan keputusan yang dianggap sah andaikata memenuhi syarat-
syarat yang sudah ditentukan. Hal ini sama dengan tata cara pengambilan
keputusan untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Pengambilan
keputusan pada kewenangan pembentukan GBHN, meskipun syarat-
syaratnya cukup jelas diatur dalam peraturan perundangan, namun dalam
proses penyusunan GBHN lebih mengutamakan kepentingan politik.
Pembentukan GBHN tidak begitu rumit. Hanya saja GBHN yang
dibuat dan ditetapkan MPR sangat memungkinkan akan digunakan oleh
MPR untuk menjatuhkan Presiden dari masa jabatannya. Pasal 1
Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1988 yang merubah Ketetapan MPR Nomor
I/MPR/1983, menyatakan bahwa MPR meminta Presiden
pertanggungjawaban atas pelaksanaan GBHN dan MPR dapat mencabut
mandat dari Presiden bila terbukti dengan sungguh-sungguh telah
melanggar UUD dan GBHN. Dari pernyataan tersebut, dapat diambil
kesimpulan bahwa MPR sebagai pelaku kedaulatan rakyat,  membuat
GBHN dapat mengontrol kinerja Presiden dalam menjalankan roda
pembangunan atas nama rakyat, tetapi disisi lain dapat pula MPR
menggunakan sebagai kekuatan politik untuk menjatuhkan Presiden dalam
masa jabatannya.
Pada Rapat Paripurna ke-12, Sidang Umum MPR pada tanggal
19 Oktober 1999, telah menetapkan TAP/IV/MPR/1999 yang mengatur
tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004. Garis-garis
Besar Haluan Negara tersebut, bermuatan mengenai arah kebijakan
penyelenggaraan negara yang dijadikan pedoman bagi penyelenggara
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negara, dalam hal ini termasuk lembaga tinggi negara, serta seluruh rakyat
Indonesia, dalam melaksanakan penyelenggaraan negara. Disamping itu
juga melakukan langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan
dan pengembangan pembangunan, dalam kurun waktu lima tahun.
Proses penyusunan GBHN, adalah merupakan hubungan yang
bersifat timbal balik. Isi dari GBHN 1999-2004, bersumber pada Program
Pembangunan Nasional lima tahun (Propenas) yang ditetapkan oleh
Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Meskipun Propenas
diundangkan pada akhir tahun 2000, namun sudah dicantumkan dalam
GBHN 1999-2004 dan telah digunakan pada penyusunan APBN 2000.
Propenas tersebut diperinci dalam Rencana Pembangunan
Tahunan (Repeta) yang sebenarnya merupakan muatan materi dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan oleh
Presiden bersama DPR. Kemudian, Propenas tersebut dijabarkan dalam
GBHN 199-2004 yang merupakan rencana pembangunan lima tahun.
Makna persidangan sedikitnya 5 tahun sekali bagi MPR adalah dalam
menetapkan program pembangunan lima tahun kedepan dan pada akhir
masa jabatan MPR bersidang  kembali untuk meminta
pertanggungjawaban pada Presiden sebagai pelaksana dari GBHN, untuk
rakyat.
Melihat alur dari penyusunan GBHN tersebut, dikaitkan dengan
negara yang berasaskan kedaulatan rakyat, maka pelaksanaan
pemerintahan akan melibatkan rakyat. Sumber dari penyusunan GBHN
tersebut di atas adalah terkait dengan program perencanaan
pembangunan yang disusun bersama antara DPR sebagai wakil rakyat
dan Presiden sebagai penyelenggara aspirasi   rakyat yang tertuang
didalam Propenas setiap tahunnya dalam APBN. Sehingga, GBHN yang
disusun oleh MPR, berpedoman pada APBN yang merupakan tahapan
tahunan dalam penyelenggaraan program pembangunan nasional selama
lima tahun. Namun dalam penyusunannya lebih mementingkan elit politik
daripada kepentingan sebagai pemegang kedaulatan rakyat.
Hal ini berkaitan dengan Penjelasan UUD 1945, yang
menegaskan bahwa Presiden wajib menjalankan putusan-putusan MPR,
yaitu harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar haluan
negara   yang ditetapkan oleh MPR. Sehingga, proses pengambilan
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keputusan terhadap pembentukan GBHN lebih bersifat mengutamakan
kepentingan/kekuasaan dalam hal ini pemerintah pusat, dikarenakan
lembaga penyusun perencanaan pembangunan dikuasai pemerintah pusat
sedangkan pemahaman atau partisipasi masyarakat terhadap hak-hak
demokrasi masih kurang.
Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai subjek utama
dalam perencanaan pembangunan  yang akan dituangkan ke dalam
GBHN, tidak dapat berpartisipasi secara aktif karena tidak ada alat untuk
menyalurkan  keinginan daerah kepada pusat. Utusan Daerah yang
menjadi bagian pada anggota MPR, tidak dapat berfungsi aktif, karena
Utusan Daerah tersebut tidak dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum
melainkan diangkat oleh eksekutif. Sehingga perencanaan pembangunan
dibuat oleh MPR lebih banyak mengacu pada Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, maka perencanaan pembangunan yang tertuang dalam GBHN
adalah sama untuk di tiap daerah.
Daerah harus mengacu pada perencanaan yang dibuat oleh
pemerintah pusat untuk diterapkan pada masing-masing daerah. Sehingga
banyak program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat  karena
tidak dapat dilaksanakan karena faktor kondisi daerah dan budaya
masyarakat yang berbeda. Hal ini dilakukan oleh pemerintahan di masa
Orde Baru karena pemerintahan pada masa Orde Lama tidak berhasil
meningkatkan perekonomian rakyat di daerah. Pemerintahan Orde Baru
merubah cara dengan menggunakan perencanaan melalui pendekatan
yang bersifat sentralistik. Keinginan masyarakat saat itu adalah
perencanaan yang disusun melalui aspirasi dari masyarakat, namun
keinginan tersebut tidak terpenuhi karena  kuatnya kekuasaan di masa
Orde Baru.
GBHN yang tidak pernah dievaluasi, koreksi maupun diberi
masukan oleh rakyat melalui MPR menunjukan telah terjadi tindakan yang
bertentangan dengan demokrasi  Pancasila. Utusan Daerah ataupun
Utusan Golongan yang diharapkan bebas dari pengaruh kekuatan politik
kelompok tertentu, tidak bisa dihindari, karena utusan golongan maupun
utusan daerah diangkat melalui penunjukan oleh Presiden, sehingga tidak
bisa diharapkan untuk menjadi wakil dari daerah ataupun golongan dalam
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masyarakat. Keterbukaan dalam pembelajaran politik pada masyarakat
dilakukan dengan pemahaman Pancasila  yang sudah dikemas untuk
selalu percaya bahwa pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan asas-
asas demokrasi Pancasila melalui Penataran P4. Sehingga rakyat enggan
untuk memberikan pertimbangan dalam penyusunan-penyusunan GBHN
dari masa ke masa. Dengan demikian sesungguhnya pengambilan
keputusan mulai dari proses pembuatan sampai penetapan GBHN tidak
berdasarkan nilai-nilai demokrasi Pancasila, yang menjunjung tinggi
musyawarah dan mufakat. Pelaksanaan pengambilan keputusan MPR
mengenai GBHN yang terkesan sekedar prosedural.
c. Pengambilan Keputusan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
Pasal 6 ayat  (2) UUD 1945 tersebut, jelas bahwa  yang melakukan
pemilihan terhadap Presiden dan Wakil Presiden adalah MPR yang bertindak
sebagai lembaga negara yang tertinggi dan berfungsi sebagai pemegang dan
pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, serta sebagai penjelmaan seluruh
rakyat yang memegang kedaulatan.274
Kewenangan MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden berkaitan
dengan Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 2 ayat (3) UUD1945, yang menempatkan
MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara serta dalam
pengambilan   keputusan dilaksanakan dengan suara   yang terbanyak.
Penjelasan UUD 1945 pada bagian Sistem Pemerintahan negara nomor III,
menegaskan, bahwa  Presiden bertunduk dan bertanggung jawab  kepada
MPR, ini berarti Presiden sebagai mandataris MPR. Berdasar pada ketentuan
tersebut, kedudukan   MPR berada di bawah langsung   MPR sebagai
pelaksanan haluan negara dalam garis-garis besar haluan negara.275
1). Pengambilan Keputusan Memilih Presiden dan Wakil Presiden Pada
Masa Orde Lama.
Pada masa Orde Lama, Soekarno dipilih secara aklamasi oleh
PPKI, sedangkan Soeharto, ditetapkan sebagai Presiden oleh MPR pada
masa Orde Baru. Baik PPKI maupun MPR telah melanggar UUD, karena
perintah UUD 1945 adalah Presiden dan Wakil Presiden “dipilih” bukan
274 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) jo Penjelasan Pasal 1 ayat (2), sebelum
amandemen
275 Penjelasan UUD 1945, Sistem Pemerintahan Negara.
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ditetapkan. Arti dipilih adalah ada yang lain untuk ikut dipilih, tetapi pada
waktu itu MPR hanya memunculkan satu orang calon Presiden tanpa
pencalonan Wakil Presiden.
2). Pengambilan Keputusan Memilih Presiden dan Wakil Presiden Pada
Masa Orde Baru.
Pengambilan keputusan pada pemilihan Presiden dilakukan
dengan suara terbanyak, dalam Islam lazim disebut dengan Ijma, maka
harus ada aturan yang jelas untuk dijadikan sebagai pegangan, dan
pelaksananya harus berakal sehat dan adil (mujtahid). Sehingga hasil dari
pengambilan keputusan pada pemilihan Presiden dengan suara terbanyak
tersebut akan menghasilkan pemimpin yang adil.
Hasbi ash-Shiddieqy, menyatakan bahwa memilih kepala nega
adalah sangat diperlukan, karena dapat mengendalikan serta
menghindarkan dari kemudaratan serta kemusnahan bagi umat
manusia.276 Sedangkan Jumhur ulama277 menyebutkan bahwa mewajibkan
untuk memilih kepala negara guna memimpin pemerintahan dalam
mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakatnya.
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal
6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dilakukan oleh MPR sebagai lembaga
negara yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia,
berdasarkan  Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Sebagai pelaku  kedaulatan
rakyat, MPR hendaknya menjalankan amanat rakyat sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan.
Ketentuan pengambilan keputusan dengan suara yang
terbanyak dalam konsep pengambilan keputusan adalah merupakan
bentuk yang menjurus pada suara terbanyak mutlak (absolute mayority).
Dapat pula menjadikan pemungutan suara pada pemilihan Presiden masa
Orde Baru tersebut menjadi suara bulat. Hal ini tampak ketika pemilihan
Presiden Soeharto pada persidangan MPR, tidak melakukan pemungutan
suara. Sehingga hasil pemilihan  Presiden  saat itu diputuskan oleh
Pimpinan sidang MPR dengan menyatakan suara bulat menetapkan
Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia hingga hampir tujuh kali
periode dan dengan alasan musyawarah untuk mufakat.
276Hasbi ash-Siddieqy, Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqh Islam, Cet. I, Bulan Bintang, Jakarta,
1971, hlm. 50-55.
277Ibid, hlm. 66.
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Pasal 7 UUD 1945, yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil
Presiden dapat dipilih kembali oleh MPR setelah masa jabatan 5 tahun
berakhir. Pasal ini tidak memberikan batasan yang tegas, sehingga pada
masa perubahan UUD 1945, dirubah dengan ada pembatasan terhadap
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada periode berikutnya. Sehingga
pada masa Orde  Baru, Pasal 7 UUD 1945 tersebut dijadikan payung
hukum bagi Presiden Soeharto.
Menurut Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, bahwa Presiden dan Wakil
Presiden dipilih dengan suara terbanyak oleh MPR. Pada prakteknya,
pemilihan terhadap Wakil Presiden tidak pernah terlaksana. Wakil
Presiden dijadikan pembagian kekuatan politik antara Presiden Soeharto
dengan MPR. Calon Wakil Presiden sudah disiapkan oleh MPR, sehingga
ini mengakibatkan hubungan kerja yang tidak harmonis antara Presiden
dengan Wakil Presiden, karena Presiden tidak dapat menentukan
Wakilnya sendiri.
Dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden juga harus
memenuhi syarat yang ditentukan pada Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun
1945, yaitu yang menyatakan bahwa Presiden adalah orang Indonesia asli.
Pasal tersebut memiliki kelemahan yaitu, tidak memberikan syarat bagi
calon Wakil Presiden serta tidak menjelaskan bagaimanakah yang
dimaksud dengan   “orang Indonesia Asli”, sehingga menimbulkan
penafsiran yang berbeda.
Sri Soemantri278 memberikan penafsiran terhadap Pasal 6 ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945 dengan menghubungkan Pasal tersebut
terhadap UU No. 3 Tahun 1946; yang dimaksud dengan ‘Orang Indonesia
Asli” adalah orang yang asli dalam daerah Negara Indonesia. Ketentuan
tersebut cukup jelas, namun jika dihubungkan dengan sejarah asal muasal
bangsa Indonesia, maka akan menimbulkan permasalahan. Sehingga Sri
Soemantri berpendapat, sebaiknya kalimat ‘orang Indonesia asli” diganti
dengan “warga negara Indonesia”, hal ini sebagaimana tercermin dalam
Pasal 45 ayat (5) UUDS 1950; “Presiden dan Wakil Presiden harus warga-
negara Indonesia....”
278 Sri Soemantri M, Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1983, hlm. 109.
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Sedangkan Hasan Zaini berpendapat terkait dengan penafsiran Pasal 6
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu;279
“....Orang Indonesia asli adalah warga negara Indonesia golongan Bumi
Putra, sebagaimana dulu dibedakan dengan golongan Timur Asing dan
golongan  Eropa. Kepada orang warga negara Indonesia yang berasal
bukan dari golongan Bumi Putra tentunya dapat dianggap sebagai orang
Indonesia asli, apabila mereka turun temurun bertempat tinggal di
Indonesia, bersikap, berpikir dan bertindak secara dan untuk kepentingan
Indonesia......”
Dengan melihat beberapa penafsiran terhadap Pasal 6 ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945 tersebut di atas, maka sulit untuk menentukan
penafsiran mana yang tepat untuk digunakan. Oleh karena itu, kembalikan
kepada MPR dengan merujuk pada Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983
yaitu memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-
putusan Majelis, dan Undang-Undang Dasar adalah merupakan salah satu
produk dari MPR.280
Selain syarat yang terdapat pada Pasal 6 ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945, untuk menjadi Presiden harus memenuhi syarat-syarat yang
diajukan oleh MPR seperti tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor
II/MPR/1973, dapat dilihat pada Bab I Pasal 1 ayat (1).  Ketetapan ini
adalah merupakan peraturan yang pertama dalam sejarah ketatanegaraan
negara Republik Indonesia yang mengatur tentang Tata Cara Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Republik Indonesia.
Dalam Pasal 3 Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1973,
menyatakan bahwa;281
“Quorum Rapat Paripurna Majelis untuk pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden adalah sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota majelis”.
Ketentuan tersebut tidak berarti bahwa jika jumlah anggota
Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir kurang dari ketentuan yang
tercantum dalam Pasal 3 Ketetapan MPR No. II/MPR/1973, maka akan
berakibat pemilihan Presiden dibatalkan. Akan tetapi jika upaya-upaya
tersebut belum tercapai, maka pimpinan majelis wajib mencari jalan keluar
untuk kemudian dibawa ke Rapat Paripurna majelis pada masa
186.
279 Hasan Zaini, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1971, hlm.
280 Abubakar Busro dan Abu Daud Busro, Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta,
1985, hlm. 74.
281Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1973, Pasal 3.
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persidangan itu juga. Hal ini dapat dilakukan setelah melalui tahapan-
tahapan pemilihan, seperti yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5
Ketetapan MPR No. II/MPR/1973; yaitu bahwa apabila quorum belum
tercapai dari 2/3 jumlah anggota, maka ditunda sampai tiga (3) kali
berturut-turut dan setiap kali penundaan paling lama satu (1) jam dan
apabila setelah ditunda quorum belum tercapai 2/3 dari anggota majelis,
maka ditunda lagi paling lama dalam waktu  2 x 24 jam, dan setelah
penundaan waktu belum juga tercapai quorum tersebut, maka ketentuan
yang tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Ketetapan MPR No.
II/MPR/1973 dapat dilaksanakan, yaitu yang menegaskan bahwa; quorum
Rapat Paripurna Majelis dapat melakukan pemilihan Presiden dengan
dihadiri oleh anggota MPR sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah
anggota majelis.
Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur tentang tata cara
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang Dasar tersebut
hanya mengatakan bahwa Presiden dipilih oleh MPR. Mengenai pemilihan
Presiden dengan Wakil Presiden dilakukan secara terpisah, pemilihan
Presiden dilakukan lebih dahulu dari pemilihan Wakil Presiden. Hal
tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Ketetapan MPR No.
II/MPR/1973.
Pasal 13 ayat (2) Ketetapan MPR No. II/MPR/1973, menyatakan
bahwa apabila calon yang diusulkan oleh fraksi hanya satu orang, maka
calon tersebut dapat disahkan oleh Rapat Paripurna Majelis. Ketentuan
dalam Pasal 13 ayat (2) Ketetapan MPR No. II/MPR/1973 tersebut
sepanjang sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia pada masa Orde
Baru dalam pemilihan Presiden sejak tahun 1971 sampai tahun 1998,
menjadi Pasal yang hidup. Pasal tersebut menjadikan tradisi “calon
tunggal” dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Selama
berlangsungnya pemerintahan Orde Baru, calon Presiden dan Wakil
Presiden yang muncul adalah calon tunggal Soeharto.
Pemungutan suara yang dilakukan dalam pemilihan Presiden
tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 jo Pasal 14
Ketetapan MPR nomor II/MPR/1973, adalah untuk menentukan siapa yang
memenuhi suara terbanyak dari separuh jumlah anggota MPR yang hadir,
maka ditetapkan sebagai calon Presiden. Jika para calon tersebut tidak
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dapat mencapainya, maka diadakan pemilihan ulang secara rahasia
(Pasal 15 Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1973).
Andaikata belum memenuhi ketentuan dari Pasal 15 tersebut,
maka dalam Pasal 16 Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1973, pemilihan
terhadap calon Presiden tersebut dilakukan pula dengan rahasia.
Sedangkan Pasal 17 Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1973, menyatakan
bahwa jika Pasal 16 tidak terpenuhi, maka pemungutan suara dilakukan
berdasarkan kehadiran wakil-wakil dan fraksi secara tertulis. Apabila masih
terjadi hasil suara yang sama kuat dalam pemilihan Presiden tersebut,
Pasal 18 Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1973, maka fraksi-fraksi
mengusulkan calon Presiden yang lain. Ketentuan dalam Pasal 18
tersebut menunjukkan bahwa calon Presiden yang sudah diusulkan, tidak
dapat diusulkan kembali, karena Pasal tersebut hanya menyatakan untuk
mengajukan calon Presiden yang lain.
Selama masa Orde Baru, dalam proses pemilihan Presiden oleh
MPR, menunjukkan bahwa lembaga ini tidak independen dalam
melaksanakan kewenangannya, lebih banyak dipengaruhi kehendak
Presiden Soeharto yang secara politis lebih berkuasa dibandingkan MPR.
Namun masa kepemimpinan Soeharto yang selalu terpilih kembali menjadi
Presiden selama hampir tujuh kali sidang MPR, berakhir karena desakkan
dari masyarakat.
Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Juliet Pietsch and
Marshall Clark, menyatakan bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia
yang paling rentan dalam penyelenggaraan negara adalah kemiskinan dan
campurtangan militer kedalam kegiatan yang bersifat politis;
In Indonesia, social indicators indicate more attention is needed to lift the
most vulnerable out of poverty while at the same time eradicating
corruption in national institutions, such as the judiciary, the police force, the
civil service, and political parties. Furthermore, the military’s role across
Indonesia still appeared to have a dampening affect on strong support for
democracy. Based on these findings alone, it appears that while according
to Freedom House there has been a regression in terms of institutional
progress, at the citizen level, support for democracy and democratic
governance has always been fragile. This is particularly the case within the
context of ongoing concerns about freedom, the right to   criticize
government, and widespread corruption.282
282Juliet Pietsch and Marshall Clark, Critical Citizens: Attitudes towards Democracy in
Indonesia and Malaysia, Japanese Journal of Political Science / Volume 16 / Special Issue 02 /
June 2015, DOI: 10.1017/S1468109915000031, Published online: 24 April 2015, p. 207.
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Perwujudan terpenting dari permusyawaratan/perwakilan dalam
demokrasi Pancasila adalah dengan adanya lembaga MPR. Lembaga
MPR sebagai mandataris kedaulatan rakyat, adalah sebagai miniatur
bangsa Indonesia, diharapkan dapat mencerminkan seluruh seluruh
aspirasi rakyat. Hal ini tercermin dari  kemampuan untuk menampung
perwakilan hak liberal-individu   (perwakilan   rakyat, perwakilan hak
komunitas (perwakilan golongan), dan perwakilan hak teritorial (perwakilan
daerah).283
Demikian pula pada kewenangan MPR untuk memilih Presiden,
agar lebih peka akan tuntutan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, dari
pada tuntutan sekelompok ataupun individu. Gejolak masyarakat adalah
sebagai koreksi bagi MPR dalam melaksanakan kewenangannya.
Kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh MPR dalam perspektif
Pancasila dan UUD 1945 adalah mewujudkan kemanusiaan yang adil dan
beradab. Agar dalam pengambilan keputusan memenuhi prinsip keadilan
yang beradab, MPR sebagai wakil rakyat tidak memutlakkan seseorang.
Untuk kemajuan demokrasi, didasarkan pada kemajuan inklusi
sosial, yaitu membangun dan mengembangkan keterbukaan dengan
mengajak semua orang tanpa terkecuali untuk ikut serta dalam kehidupan
bernegara, bukan terletak pada eksklusinya.284
d. Pengambilan Keputusan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dalam Memberhentikan Presiden.
Sebelum perubahan, Undang-Undang Dasar 1945 dinilai memberikan
kewenangan atau pemahaman yang besar pada kekuasaan Presiden.285
Terdapat tiga model pemberhentian Presiden sebelum masa jabatan berakhir
yaitu forum privilegiatum, Impeachment, dan proses parlementer biasa karena
mosi tidak percaya terhadap Presiden. Forum privilegiatum adalah model
pemberhentian pejabat tinggi Negara, termasuk Presiden melalui mekanisme
peradilan khusus (special legal proceeding) artinya Presiden yang dianggap
283Yudilatif, Senja Kala Demokrasi Transaksional, Kompas 11 April 2017
284 Virtuous Setyaka, Febryna Mulya, Masyarakat Sipil Transnasional dan Demokratisasi
di Indonesia, Andalas Journal of International Studies, Vol 3, No 2, November Tahun 2014, p. 157.
285 Rahayu Prasetyaningsih, Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan
Peraturan Perundang- undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945, PJIH, Menakar Kekuasaan
Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan Menurut Undang-Undang Dasar
1945 Volume 4, Nomor 2, Tahun 2017, hlm. 263.
117
melanggar hukum diberhentikan melalui mekanisme pengadilan dipercepat
tanpa melalui jenjang pemeriksaan pengadilan  konvensional dari tingkat
bawah. Pemeriksaannya bersifat tingkat pertama dan tingkat terakhir dan
putusannya bersifat final.286
1). Pengambilan Keputusan Memberhentikan Presiden Pada Masa Orde
Lama.
Pada masa berlakunya (Konstitusi Republik Indonesia Serikat)
KRIS 1949 Pasal 148 dan Pasal 106 Undang-Undang Dasar Sementara
1950, Indonesia pernah mengadopsi konsep forum previlegiatum, yang
mengatur bahwa Presiden dan pejabat tinggi negara lainnya diadili pada
tingkat pertama dan terakhir di Mahkamah Agung karena kejahatan,
pelanggaran jabatan, dan pelanggaran lainnya yang ditetapkan dengan
Undang-Undang. Sedangkan UUD NRI Tahun 1945   yang berlaku
sekarang, tidak mengatur secara eksplisit model forum previlegiatum
tersebut.287
Pada Pasal 8 UUD 1945 sebelum diamandemen, menyatakan
bahwa Presiden dapat diberhentikan karena kedaan tertentu, seperti
Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya
dalam masa jabatannya, dan jabatan Presiden hanya dapat digantikan
oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya. Ketentuan dalam Pasal 8 ini
tidak menegaskan mekanisme pemberhentian Presiden serta pasal
tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah Wakil Presiden yang
menggantikan Presiden akan sanggup menjalankan  kekuasaan  yang
begitu luas tanpa adanya Wakil Presiden.
Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno, diberhentikan
dari masa jabatannya sebagai Presiden dikarenakan peristiwa
pemberontakan PKI pada tanggal, 30 September 1965, maka melalui
286Dewi Mulyanti, Mekanisme Pemberhentian Presiden Dalam Sistem Pemerintahan
Presidensial di Indonesia (Tinjauan Perbandingan Hukum di Negara Amerika Serikat, Filipina, dan
Sudan.), Jurnal Galuh Justisi, Unigal, Volume 6, Nomor 2, September 2018, hlm. 200.
287Lihat dalam Jimly Asshiddiqie, 2009, Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 83-84.Untuk saat ini forum
previlegiatum belum dapat menjadi pilihan karena model ini tajam pada tataran ideal-teoritis tetapi
tumpul pada saat berhadapan dengan realitas-realitas dalam konteks Indonesia hal ini terutama
disebabkan faktor belum maksimalnya kemandirian lembaga yudikatif, termasuk kejaksaan dan
kepolisian, yang pimpinannya masing-masing masih berada di bawah bayang-bayang rekruitmen
yang belum independent. Model ini akan menjadi alternatif pilihan apabila penataan struktur
kelembagaan termasuk lembaga penegak hukum sudah mewujud sebagai lembaga yang
melaksanakan amanah yang dirumuskan dalam ketentuan UUD 1945.
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Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 sampai dengan Ketetapan MPRS
Nomor XXXII/MPRS/1966,  Presiden Soekarno menyerahkan jabatannya
sebagai Presiden kepada Jenderal TNI Soeharto.
Presiden Soekarno, sebelum diselenggarakannya Sidang
Istimewa, Soekarno telah terlebih dahulu menyerahkan kekuasaan kepada
pengemban Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 yaitu Let.Jend.
Soeharto, bukan diserahkan kepada Wakil Presiden.288 Ketika Sidang
Istimewa diselenggarakan pada tanggal 7-11 Mei 1966 oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), dilakukan penyampaian
laporan pertanggungjawaban oleh Soekarno dengan menyampaikan
pidato Nawaksara. Kemudian sidang MPRS meminta Presiden Soekarno
melengkapi pidato Nawaksara, diakhiri dengan pencabutan kekuasaan
pemerintahan negara Presiden Soekarno dan mengangkatan Letjend TNI
Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia ke-dua.289
2). Pengambilan Keputusan Memberhentikan Presiden Pada Masa Orde
Baru.
288Lihat Presiden Republik Indonesia Surat Perintah 11 Maret 1966 Presiden/Panglima
Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS Soekarno. Lihat Laporan Pertanggungan
Jawab Presiden Soekarno Kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (Nawaksara) dan
Pelengkap Laporan Pertanggung Jawab Presiden Soekarno Kepada MPRS (Pelnawaksara)
Presiden Republik Indonesia No. 01/Pres/67 pada tanggal 19 Januari 1967. Lihat juga Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXXIII/MPRS/1967 tentang
Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara pada tanggal 12 Maret 1967.
289Pemakzulan/pemberhentian Presiden Soekarno tidak terlepas dari Peristiwa G-30
S/PKI Tahun 1965 sebagai upaya revolusi PKI. Pada tanggal 01 November 1965 dikeluarkan
Kepres No. 179/KOTI/1965 Presiden Soekarno yang mengangkat Panglima Kostrad Mayjend TNI
Soeharto sebagai Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban yang berlaku surut.
Pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah (dikenal
Supersemar) kepada Letjend TNI Soeharto untuk mengambil tindakan bagi terjaminnya keamanan,
ketenangan, kestabilan pemerintah. Kemudian dilakukan pembubaran PKI, pernyataan PKI
sebagai organisasi terlarang. Tanggal 21 Juni 1966 MPRS mengukuhkan Supersemar dengan
Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966. Presiden Soekarno selaku mandataris MPRS 22 Juni 1965
dengan inisiatif sendiri tanpa diminta oleh MPRS tmenyampaikan laporan pertanggungjawaban
yang disebut dengan “Nawaksara”. Kemudian dikeluarkan Keputusan No. 5/MPRS/1966 tanggal 5
Juli 1966 dan 22 Oktober 1966 (yang menolak laporan pertanggungjawaban tersebut dan meminta
Presiden untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban terkait adanya indikasi keterlibatan G-30
S/PKI, kemunduran ekonomi, dan akhlak). Hal tersebut dijawab oleh Presiden Soekarno dengan
mengeluarkan Surat Presiden No. 01/Pres/67 (sebagai Pelengkap “Nawaksara” atau
“Pelnawaksara”). Penolakan MPRS melalui Keputusan Pimpinan MPRS No. 13/B/1967 berisi
Presiden setidak-tidaknya telah melanggar haluan negara berdasarkan UUD 1945 dan Tap SU
MPR IV MPRS. Pada tanggal 7-11 Maret 1967 digelar Sidang Istimewa di Jakarta, sebelum
digelarnya SI pada tanggal 20 Februari 1967 Presiden Soekarno dengan  sadar menyerahkan
kekuasaan kepada Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 yaitu Letjend TNI Soeharto.
Akan tetapi Sidang Istimewa tetap dilangsungkan dengan diakhiri Pencabutan Kekuasaan
Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno dan Pengangkatan Letjen TNI Soeharto menjadi
Presiden. Lihat Resolusi dan Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Tanggal 9
dan 23 Februari 1967.
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Berbeda pada masa Orde Baru, kedudukan MPR lemah.
Lembaga tersebut dijadikan sebagai penguatan kekuasaan Presiden
Soeharto, yang secara aklamasi MPR mengangkat     Soeharto sebagai
Presiden hampir tujuh  kali periode. Namun, akibat terjadinya  krisis
moneter, akhirnya Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya
dengan mendasarkan pada Pasal 8 UUD 1945. Menurut Pasal 8 UUD
1945 tersebut, Soeharto adalah berhenti dari masa jabatannya, bukan
diberhentikan dari masa jabatannya.
Namun, proses pergantian Presiden Soeharto kepada Wakil
Presiden B.J. Habibie, Kamis, 21 Mei 1998, dilaksanakan pada saat itu
juga setelah Soeharto menyatakan mundur dari masa jabatannya sebagai
Presiden Republik Indonesia. Pengangkatan B.J. Habibie sebagai
Presiden, tanpa mekanisme persidangan MPR. Kesalahan MPR dalam
pengambilan keputusan terhadap pemberhentian Soeharto sebagai
Presiden Republik Indonesia. MPR melakukan pengambilan keputusan
terhadap kewenangannya dalam pemberhentian Presiden melalui proses
persidangan, sehingga MPR tidak mengeluarkan Ketetapan MPR yang
mencabut jabatan Presiden dari Soeharto. Hal ini berbeda dengan
pemberhentian Presiden Soekarno dari masa jabatannya. Dalam
persidangan MPRS tersebut, sebelumnya Presiden Soekarno dimintai
pertanggungjawaban terlebih dahulu, dan  kemudian diambil keputusan
untuk memberhentikan Soekarno dari masa jabatannya sebagai Presiden
yang kemudian ditetapkan dengan Ketetapan MPRS Nomor
XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara
dari  Presiden  Soekarno  yang ditetapkan pada tanggal 12 bulan Maret
Tahun 1967.
Sehingga, MPR ketika itu hendaknya menyelenggarakan
persidangan, untuk mencabut Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1998 yang
menyebutkan tentang Pengangkatan Soeharto sebagai
Presiden/Mandataris dan mencabut pula Ketetapan MPR Nomor
VI/MPR/1998 yang menyebutkan tentang Pengangkatan B.J. Habibie
sebagai Wakil Presiden. Dengan demikian, pemberhentian Presiden
Soeharto memiliki legitimasi dari MPR yang memiliki kewenangan untuk
memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 8 UUD 1945. Persidangan yang diselenggarakan oleh
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MPR tersebut tepatnya pada persidangan Istimewa, karena MPR dapat
meminta pertanggung jawaban dari Presiden Soeharto sebagaimana diatur
dalam Penjelasan UUD 1945 bagian Sistem Pemerintahan Negara nomor
III, yang menyebutkan bahwa;
“Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan Majelis
Permusyawaratan Rakyat (Die gezamte Staatgewalt liege allein bie
der Majelis).
Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama Majelis
Permusyawaratan Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat
Indonesia (Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes). Majelis
ini menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan garis-garis
besar haluan negara. Majelis ini mengangkat Kepala Negara
(Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden). Majelis inilah
yang memegang   kekuasaan negara   yang tertinggi, sedang
Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis
besar yang telah ditetapkan oleh Majelis. Presiden yang diangkat
oleh Majelis, bertunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. Ia
ialah “mandataris” dari Majelis. Ia berwajib menjalankan putusan-
putusan Majelis. Presiden tidak  “neben”, akan tetapi
“untergeordnet” kepada Majelis.”290
Dari ketentuan tersebut di atas, maka Presiden hendaknya
melakukan pertanggung jawaban kepada MPR, meskipun berhenti pada
masa jabatannya. Hal ini dikarenakan Presiden dipilih oleh MPR sebagai
pelaku kedaulatan rakyat, maka Presiden harus bertanggungjawab kepada
MPR selaku wakil dari seluruh rakyat Indonesia.
Hal yang serupa pada pemberhentian Presiden B.J. Habibie dari
masa jabatannya, tanpa adanya keputusan yang dibuat oleh MPR berupa
Ketetapan yang mencabut kedudukan B.J. Habibie sebagai Presiden
Republik Indonesia. Alasan diberhentikannya B.J. Habibie dari kursi
kepresidenan dikarenakan pertanggung jawabannya ditolak melalui voting
yang dilakukan oleh MPR hasil dari Pemilu tahun 1999. MPR justru
melanjutkan dengan pemilihan Presiden yang menggantikan B.J. Habibie.
Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan sebelum masa
jabatannya berakhir, dikarenakan Pasal  7 Ketetapan MPR No.
III/MPR/1978. Hal tersebut berkaitan dengan memorandum sebanyak dua
kali yang disampaikan oleh DPR RI, bahwa Presiden K.H. Abdurrahman
Wahid telah dengan sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara.   Pada
akhirnya MPR kemudian memutuskan untuk memberhentikan Presiden
Abdurrahman Wahid dari masa jabatannya yang baru dilaksanakan 20
290Penjelasan UUD 1945.
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bulan, melalui ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001, dilanjutkan dengan
ditetapkannya Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2001 mengenai
pengangkatan Megawati untuk menggantikan Abdurrahman Wahid
sebagai Presiden Republik Indonesia.
Dari beberapa proses pemberhentian Presiden dari masa
jabatannya tersebut tidak melibatkan lembaga lainnya. Seperti misalnya
mengikut sertakan lembaga peradilan yang merdeka dan tidak memihak
(independent and impartial tribunal), untuk menguji secara yuridis
kebenaran atas perbuatan yang dituduhkan tersebut, agar proses
pemberhentian Presiden sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Hukum
Pancasila (rechtsstaat, rule of law).
Siapa yang memiliki kewenangan memberhentikan Presiden
dan/atau Wakil Presiden tidak ditegaskan dalam Pasal 8 UUD NRI Tahun
1945 yang menyebabkan seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat
diberhentikan dalam masa jabatannya (impeachment). Dalam Penjelasan
UUD NRI Tahun 1945 pada bagian Sistem Pemerintahan Negara nomor III
yang hanya menyebutkan bahwa Majelis mengangkat Kepala Negara
(Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden), Presiden harus
menjalankan haluan Negara menurut garis-garis besar yang telah
ditetapkan oleh Majelis, Presiden yang diangkat oleh Majelis harus
bertanggungjawab kepada Majelis. Ketentuan yang ada pada Pejelasan
UUD 1945 tersebut, mengaburkan ketentuan yang diatur oleh Pasal 8
UUD 1945. Dalam hal pemberhentian Presiden dilakukan oleh siapa,
kemudian yang diberhentikan apakah Presiden sebagai Kepala Negara
pengemban haluan Negara, ataukah Presiden sebagai pemegang
kekuasaan pemerintahan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.
Pada masa sebelum perubahan UUD 1945, pemberhentian
seorang Presiden dalam masa jabatannya, lebih banyak mengacu pada
kekuataan politik dibanding alasan hukum. Pasal 8 UUD 1945 terkait
syarat seorang Presiden diberhentikan dalam masa jabatannya tidak jelas.
Pemberhentian Presiden lebih banyak bersifat politik dibanding alasan
hukum. Kata “berhenti” yang ada pada  Pasal 8 UUD 1945 tersebut,
menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti “berakhir, selesai, tamat”.
Jika yang dimaksud berhenti pada Pasal 8 UUD 1945, maka Presiden
“berakhir” dari masa jabatannya karena keadaan seperti yang tercantum
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dalam pasal tersebut. Akan tetapi dengan melihat sejarah pemberhentian
Presiden pada masa Orde Lama dan Orde Baru lebih tepat dengan kata
“diberhentikan”, dalam kamus besar bahasa Indonesia tidak ditemukan
artinya, maka asumsinya pemberhentian Presiden bukan karena keadaan
atau syarat tertentu, melainkan dipaksa untuk berhenti. .
Pertanggungjawaban Presiden yang dimaksud adalah terkait
dengan pelaksanaan haluan negara menurut garis-garis besar haluan
negara. Jika laporan pertanggungjawaban Presiden tidak sesuai dengan
garis-garis besar haluan negara, maka Presiden hendaknya diberi
kesempatan untuk menjelaskan kepada MPR, dan MPR bersidang untuk
membahas laporan Presiden tersebut.
Laporan pertanggungjawaban  kinerja Presiden tersebut dinilai
dengan garis-garis besar haluan negara. Namun lebih banyak diukur dari
sisi politiknya dari pada sisi yuridisnya. Saat Presiden Soekarno diminta
untuk melengkapi pertanggung jawaban terlihat ada tarik ulur politik
kepentingan, apakah akan memberhentikan Presiden Soekarno ataukah
tidak. Sehingga pertimbangan hukum bukan menjadi pertimbangan utama
dalam memberhentikan Presiden  Soekarno. Melainkan suasana politik
yang ada di MPRS saat itu.
Pemberhentian Presiden pada masa Orde Baru dan Orde Lama,
yang dilakukan atas dasar subyektif penilaian politik MPR, menunjukan
kepentingan politik mendominasi. Proses pemberhentian Presiden dari
masa jabatannya pada masa Undang-Undang Dasar sebelum diamanden
lebih berdasarkan pada pertimbangan politik dari pada pertimbangan
yuridisnya.
e. Pengambilan Keputusan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dalam Melantik Presiden dan Wakil Presiden.
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia
adalah menganut asas kedaulatan rakyat, artinya pemegang keadulatan rakyat
adalah rakyat. Dalam prakteknya, kedaulatan rakyat tersebut yang
melaksanakan bukan rakyat Indonesia seutuhnya, akan tetapi MPR yang oleh
Penjelasan UUD 1945 dinyatakan sebagai penjelmaan seluruh   rakyat
Indonesia. Sehingga, Indonesia tidak menganut demokrasi langsung,
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melainkan menggunakan bentuk demokrasi tidak langsung atau disebut juga
sebagai demokrasi perwakilan.
Kewenangan yang dimiliki oleh rakyat yang kemudian didelegasikan
kepada MPR berupa kewenangan yang diatur dalam UUD 1945. Salah satu
kewenangan MPR yaitu melantik Presiden dan Wakil Presiden.
Pasal 9 UUD 1945, mengatur tentang pelaksanaan kewenangan MPR
untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih melalui persidangan MPR.
Pelantikan tersebut menuntut agar Presiden dan Wakil Presiden agar berjanji
dengan sungguh-sungguh di depan MPR dan DPR. Dalam prosesi pelantikan
Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di depan Sidang Umum MPR,
dengan tanpa menentukan kuorum, sebagaimana syarat-syarat persidangan
MPR dalam pengambilan keputusan terhadap kewenangan-kewenangan MPR
lainnya. Sehingga hanya bersifat seremonial semata.
Bagan: 4
PELAKSANAAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP
KEWENANGAN MPR PADA MASA SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945.
No Kewenangan MPR
Suara
Terbanya
k
Konsensu
s
Komprom
i
Aklama
si
1 Melantik Presiden dan Wakil
Presiden.
*
2 Memilih Presiden dan Wakil
Presiden;
a. Presiden Soekarno *
b. Presiden Soeharto *
c. Presiden H. Abdurrahman Wahid *
3 Menetapkan GBHN *
4 Mengubah dan Menetapkan UUD
1945
*
5 Memberhentikan Presiden *
Jumlah: 2 3 2
Pada masa Orde Lama dengan  “Demokrasi Terpimpin” dari Soekarno
telah diterima sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara yang kemudian
ditetapkan dalam TAP  MPRS No. VIII/1965. Demokrasi Terpimpin dalam
ketetapan MPRS tersebut adalah bentuk pengambilan keputusan musyawarah
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untuk mufakat dan apabila tidak tercapai, maka pengambilan keputusan
diserahkan kepada pimpinan.291
MPR sebagai wadah bermusyawarahnya rakyat atau merupakan rumah
kebangsaan  yang memiliki makna bahwa  MPR merupakan  representasi dari
Majelis Kebangsaan yang seharusnya menjalankan mandat konstitusional.
Sehingga, dalam pengambilan keputusan, MPR hendaknya menampung dan
merealisasikan pemikiran, aspirasi dan/atau menyelesaikan konflik dengan
mengedepankan etika politik kebangsaan yang bertumpu pada nilai-nilai
permusyawaratan perwakilan, kekeluargaan, toleransi, kebhinekaan, dan gotong-
royong.
Pandangan George Wilhelm Friedrich Hegel meskipun mengakui bahwa
adanya kebebasan yang bersumber dari kehendak individu sebagaimana dalam
konsepnya Rousseau, yang mengemukakan bahwa demokrasi adalah suatu
bentuk pemerintah yang setiap warga menjadi bagian sebagai
pembentuk/pelaksana undang-undang.292 Dalam hal ini masyarakat ikut
bermusyawarah dengan cara melalui informasi yang mereka peroleh, meskipun
mereka tidak pernah berkomunikasi secara langsung, maka dari itu ketika dalam
sejumlah besar terjadi suatu perbedaan kecil akan muncul kehendak umum
yang dijadikan dasar dalam pengambilan  keputusan, maka  keputusan yang
diambil selalu baik.293
Musyawarah, mufakat menurut Hatta, penting untuk mencegah dominasi
perseorangan atau golongan tertentu dalam pengambilan  keputusan.
Musyawarah dan mufakat juga penting untuk menjamin agar keputusan politik
senantiasa berorientasi pada keadilan sosial dan kepentingan umum.294 Tentang
hal ini, Hatta melihat bahwa karakter masyarakat Indonesia yang cenderung
pada semangat kolektivitas.
Sesungguhnya, pengambilan keputusan dengan menggunakan
musyawarah dalam pandangan Islam, adalah merupakan amalan yang mulia.
Dalam bermusyawarah, peserta tetap memperhatikan etika, dan senantiasa
291 Moh. Kusnardi, Harmaili Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta : Sinar
Bakti,1981, hlm.96.
292Tomy Michael, Memaknai Pemikiran Jean-Jacques Rousseau Tentang Kehendak Umum
Menciptakan Keadilan, dalam Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers
UNISBANK (SEND_IU)Ke-2 Tahun 2016Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Pengembangan
IPTEKS untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencan (PNSB) sebagai Upaya
Meningkatkan Daya Saing Global. Unisbank Semarang, 28 Juli 1916, hlm. 532
293Ibid.
294Ibid.
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bertawaqal kepada Allah. Akan tetapi, tidak semua permasalahan dalam
kehidupan manusia diselesaikan melalui musyawarah. Hal ini dikarenakan Al-
Qur’an dan Sunnah Rasul tidak memberikan batasan-batasan mengenai
permasalahan yang diselesaikan melalui musyawarah.295
Penyelenggaraan Pemerintahan yang berasaskan demokrasi
permusyawaratan yang berlandaskan sila keempat Pancasila dan UUD 1945,
pada masa sebelum perubahan UUD 1945, dinilai belum terlaksana. Dalam
pengambilan keputusan MPR, belum menggunakan musyawarah untuk mufakat.
Dalam pengambilan keputusan mendasarkan pada pemungutan suara
atau voting   yang memiliki dasar liberalisme. Hal ini mengakibatkan kehidupan
demokrasi permusyawaratan/perwakilan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara bagi Indonesia semakin jauh dari cita-cita pendiri negara
sebagaimana ditegaskan dalam Konstitusi.296 Sehingga timbul tuntutan rakyat
agar MPR segera melakukan pengubahan terhadap UUD 1945 yang dinilai
sebagai penyebab tidak terlaksananya pemerintahan yang demokratis.
Pengubahan UUD 1945, diharapkan dapat memberikan warna demokrasi yang
mencerminkan kedaulatan rakyat dan melahirkan pemerintahan yang lebih
demokratis.
B. Pengambilan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sesudah Amandemen
Undang-Undang Dasar 1945.
Perubahan UUD 1945, yang dilaksanakan oleh MPR sendiri, telah membawa
akibat yang cukup mendasar serta menggeser fungsi dan kewenangan MPR dalam
menetapkan garis-garis besar dalam haluan negara yang ditegaskan melalui
Ketetapan MPR.297 Even the position of the Assembly becomes unclear whether as a
permanent body or a joint session.298
Pengambilan keputusan kewenangan MPR sesudah amandemen Undang-
Undang Dasar 1945, meliputi kewenangan-kewenangan yang terdapat pada pasal
yang diantaranya; kewenangan mengubah dan menetapkan UUD 1945 yang diatur
295Dudung Abdulah, Musyawarah Dalam Al-Qur’an (Suatu Kajian Tafsir Tematik), Jurnal
Al-Daulah, Vol. 3, No. 2, Desember 2014, hlm. 242.
296Muhammad Hanafi,Kedudukan Musyawarah....Op.Cit, hlm. 227.
297Maria Farida Indrati, Tinjauan Terhadap Materi dan Kedudukan KetetapanMPR/MPRS
Staatsgrundgesetz (Hasil Penelitian Terhadap Ketetapan MPRS/MPR sejak Tahun 1960 s/d 2002),
Jurnal Hukum Internasional, Indonesian Journal of International Law, Volume 2, Nomor 4, Juli
2005, hlm. 779.
298Anang Priyanto, Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Struktur
Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Civics, Media Kajian Kewarganegaraan, Vol. 4, No. 2, 2007, hlm.
41
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dalam Pasal 3 ayat (1) serta Pasal 37, kewenangan melantik Presiden dan/atau
Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (1), ayat (2),
kewenangan dalam memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam
Pasal 3 ayat (3), Pasal 7A, dan Pasal 7B, kewenangan memilih Presiden dan/atau
Wakil Presiden menurut UUD NRI Tahun 1945 yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2).
Penjabaran lebih lanjut kewenangan-kewenangan MPR tersebut diatur
dalam Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, terutama pada BAB IX. KEPUTUSAN
MPR yaitu berkaitan dengan Proses Pembentukan Keputusan, Kuorum Pengambilan
Keputusan, Cara Pengambilan Keputusan, Keputusan Berdasarkan Mufakat,
Keputusan berdasarkan  Suara Terbanyak, Pelaksanaan  Keputusan, Jenis
Keputusan, serta BAB X. TATA CARA PELAKSANAAN DAN TUGAS dan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan  Perwakilan Daerah, dan Dewan  Perwakilan Rakyat
Daerah  (UU  MD3) yang terdapat pada  Bagian  Ketujuh Paragraf Satu sampai
Paragraf Enam. Undang-Undang ini mengantikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD).
Indonesia sebagai negara yang penduduknya mayoritas muslim,
menetapkan menggunakan musyawarah yang tercantum dalam Pembukaan UUD
1945. Sesungguhnya musyawarah telah memiliki dasar dalam Al-Qur’an dan al-
Hadist. Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, dipandang299
sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bertujuan untuk
mewujudkan demokrasi yang religius. Corak keIslaman dapat mencerminkan
kehadiran Islam sebagai warna dominan tanpa mengganggu pluralitas di Indonesia.
Jika dikaitkan dalam pengambilan keputusan, dengan musyawarah dapat
menghasilkan suatu produk hukum yang diharapkan oleh rakyat dan terhindar dari
pemimpin yang semena-mena dan cenderung menjadi thagut (pelanggar batas) serta
bertingkah laku zalim. Dengan bermusyawarah dapat mengetahui dan menghimpun
kebenaran pendapat-pendapat melalui diskusi ilmiah.300
299Tabrani. ZA, Warul Walidin, Hak Non Muslim Dalam Pemerintahan: Konsep Dien wa
Ni’mah dan Pluralisme Agama di Indonesia, AL-IJTIMA’I-International Journal of Government and
Social Sciences, Vol. 3, No. 1, Oktober 2017, p 19.
300 Muhammad Hanafi,Kedudukan Musyawarah....Op.Cit, hlm. 227.
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Dalam pengambilan keputusan dikatakan demokratis apabila
mengikutsertakan masyarakat dalam perumusannya secara intensif dan dapat
mengimplementasikan aspirasi masyarakat tanpa mengabaikan hak-haknya.
Pengambilan keputusan pada satu tangan merupakan ciri birokrasi patrimonial yang
tidak demokratis.301
Keterlibatan rakyat atau sipil dalam sikap demokratis perlu dengan
pendidikan yang dapat memberikan fasilitasi pemrosesan informasi yang dijadikan
sebagai kepentingan kolektif.
A long tradition in the pedagogical literature suggests that education is
positively correlated with civic engagement and democratic attitudes. Education is
thought to facilitate the processing of complex information, and the recognition of how
one should act on behalf of the collective interest. Democracies thus have a vital
interest in providing education to their citizens and determining how their future
citizens are being taught, and in which values they are being socialised.302
Pada dasarnya norma hukum inheren dengan nilai-nilai yang diyakini oleh
masyarakat, tetapi daya kekuatan keberlakuan hukum, tetap berada pada
kelembagaan kekuasaan, sehingga hukum, masyarakat serta kekuasaan merupakan
unsur dari suatu tatanan masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak sekedar
dipahami sebagai norma yang menjamin kepastian dan keadilan semata, akan tetapi
juga harus dipandang dari perspektif kemanfaatan.303
1. Pengambilan Keputusan Kewenangan MPR Dalam Mengubah dan
Menetapkan UUD 1945.
In relation to those meaning, members of the MPR had  made the
political agreements concerning the amendment of the 1945 Constitution. There
are five agreements that are: a. no change in the Preamble of the 1945
Constitution; b. Maintaining the Unitary State of the Republic of Indonesia; c.
reinforcement the presidential system; d. the Annotation of the 1945 Constitution
which contain normative matters would be entered to articles (body) of the
constitution; e. the amendment would be exer- cised by addendum.304
301Aliyandi, Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Pengambilan Keputusan (Studi
pada Badan Permusyawaratan Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten
Lampung Tengah), TAPIS, Jurnal Penelitian Ilmiah, Volume 03 Number 2, July – December 2019,
ISSN: Print 2579-3233; Online 2580-068X, p 229.
302 Mirjam Künkler and Hanna Lerner, A private matter? Religious education and
democracy in Indonesia and Israel, British Journal of Religious Education, 2016
http://dx.doi.org/10.1080/01416200.2015.1113933, p. 1.
303Zainal Arifin Hoesein, Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum
(Law Making on the Perspective of Legal Reformation), Jurnal Rechts Vinding, Media
Pembinaan Hukum Nasional, Volume 1, Nomor 3, Desember 2012, hlm. 307.
304 Aidul Fitriciada Azhari, The Essential of the 1945 Constitution and the Agreement of the
Amendment of the 1945 Constitution: A Comparison of the Constitutional Amendment, Jurnal
Hukum, No. 3, Vol. 18, Juli 2011, hlm. 312.
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Menurut Aidul Fitriciada Azhari tersebut diatas, menentukan bahwa
dalam merubah UUD 1945, MPR telah melakukan kesepakatan, tetap
mempertahankan Pembukaan UUD 1945, menjaga bentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia, memperkuat sistem presidensial, mengenai anotasi UUD
1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal (badan)
konstitusi dan amandemen akan dieksekusi dengan adendum.
Kewenangan mengubah dan menetapkan UUD Tahun 1945
merupakan kewenangan yang sudah melekat pada kelembagaan MPR sejak
pembentukannya. Sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (3) hasil perubahan ketiga,
disebutkan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan
menetapkan Undang-Undang Dasar”305
Kewenangan merubah dan menetapkan UUD 1945 melalui tahapan-
tahapan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan MPR No. 1/2014 yaitu dalam
BAB X. TATA CARA PELAKSANAAN DAN TUGAS Bagian Kesatu, Paragraf 1
dan UU  MD3 No. 17/2014. Kedua peraturan tersebut secara rinci mengatur
tentang antara lain syarat usulan perubahan maupun hasil dari pengambilan
keputusan terkait dengan kewenangan MPR untuk merubah dan menetapkan
UUD 1945 yaitu terkait dengan jumlah anggota yang mendukung perubahan
terhadap pasal-pasal UUD 1945, waktu pemeriksaan usulan, dan kuorum yang
harus dipenuhi dalam proses pengambilan keputusan pada perubahan UUD
1945.
Proses pelaksanaan kewenangan MPR untuk mengubah dan
menetapkan UUD 1945, terdapat ketidak seimbangan antara DPR dan DPD.
DPR berkedudukan sebagai fraksi yang diatur dalam  Bagian Kelima tentang
Fraksi dan Kelompok Anggota MPR Paragraf 1 dan Paragraf 2. Pada Paragraf 1,
disebutkan bahwa fraksi adalah pengelompokan anggota MPR yang berlatar
belakang konfigurasi partai politik, maka yang berhak masuk sebagai anggota
dalam Fraksi adalah anggota dari DPR. Sedangkan anggota DPD secara
keseluruhan masuk menjadi satu pengelompokan yang disebut dengan
Kelompok Anggota, jadi DPD bukanlah berkedudukan sebagai Fraksi melainkan
sebagai Kelompok Anggota.
Perbedaan kedudukan dan jumlah anggota tersebut diatas sangat
memungkinkan pendapat dari DPD dalam pengambilan keputusan terhadap
305 Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 (naskah asli) yang berbunyi “Majelis
Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-garis Besar daripada
Haluan Negara”
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kewenangan mengubah dan menetapkan UUD 1945 sangat  kecil dibanding
dengan pendapat dari DPR. Menurut Pasal 22C ayat (2) UUD 1945,
menyebutkan bahwa jumlah anggota DPD tidak boleh lebih sepertiga dari
anggota DPR. Sehingga tingkat keterwakilan daerah sangat kecil dibanding
dengan DPR. Pada perkembangannya, anggota DPD tidak murni
keterwakilannya dari daerah. Meskipun  Mahkamah  Konstitusi telah
mengeluarkan Putusan Nomor 30/PUU-XVI/ 2018 mengenai larangan pengurus
Parpol menjadi anggota DPD, namun putusan tersebut tidak berpengaruh pada
proses pemilihan umum 2019.
Pengambilan keputusan terkait perubahan UUD 1945 hingga masa
Orde Reformasi yang diatur oleh Pasal 37 UUD 1945, tidak mengatur tentang
pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat. Walaupun UUD
1945 mengandung bentuk pengambilan keputusan berupa musyawarah yang
diatur dalam  Pembukaan UUD 1945 aline keempat dengan berdasarkan sila
keempat Pancasila.
Proses mengubah dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945 melalui
tahapan-tahapan yang cukup panjang, sehingga pengubahan UUD NRI Tahun
1945 tidak mudah untuk diubah tapi memungkinkan dapat diubah yaitu dengan
adanya pasal 37 UUD 1945.
Bagan: 5.
Mengubah Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Perubahan
Undang-Undang Dasar 1945
Diusulkan
⅓ Jml
Anggota
MPR
Pimpinan
MPR
Sidang
Paripurna
Dihadiri ⅔ Dari
Jml Anggota
MPR
Disetujui
50% + 1
Anggota
MPR
Pengambilan keputusan terhadap kewenangan MPR untuk mengubah
UUD, menggunakan konsep mayoritas tipe qualified majority, yaitu pengambilan
keputusan dinyatakan sah jika memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan,
walaupun esensinya adalah suara mayoritas yang akan menentukan dalam
pengambilan keputusan. Sistem mayoritas ini adalah sebagai konsekuensi dari
demokrasi modern yang menggunakan sistem perwakilan. Sehingga, bebas
untuk menentukan bentuk yang dipilih terhadap sistem pengambilan keputusan.
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Tahapan-tahapan pengubahan terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diurai sebagai berikut;306
1. MPR berketetapan tidak akan mengubah Pembukaan UUD 1945.
2. Usul pengubahan pasal UUD NRI Tahun 1945 paling sedikit diajukan oleh 1/3
dari jumlah anggota dalam bentuk tertulis dengan menunjuk pasal yang akan
diubah beserta alasannya dan diajukan kepada Pimpinan MPR.
3. Usulan tidak dapat ditarik, diubah ataupun diganti setelah 3x24 jam setelah
usulan diterima oleh Pimpinan MPR.
4. Anggota MPR tidak dapat membatalkan dukungannya terhadap pengubahan
UUD NRI Tahun 1945, 3x24 jam setelah usulan disampaikan pada Pimpinan
MPR.
5. Pimpinan MPR memeriksa dan membahas kelengkapan usulan pengubahan
dengan menyelenggarakan rapat dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan
Kelompok DPD paling lama 30 hari sejak usulan pengubahan diterima.
7. Melalui Rapat Gabungan digunakan untuk memutuskan apakah usulan
pengubahan diterima atau tidak.
8. Jika usulan pengubahan ditolak, maka Pimpinan MPR akan memberitahu
secara tertulis pada pihak pengusul beserta alasannya.
9. Jika usulan pengubahan diterima, maka Pimpinan MPR mengadakan Sidang
Paripurna MPR paling lama 60 hari dan anggota MPR akan menerima salinan
usulan pengubahan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR.
10.Dalam sidang paripurna yang dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota
MPR, pengusul menjelaskan atas usulan pengubahan beserta alasannya,
kemudian para fraksi dan kelompok anggota MPR memberikan pandangan
umum terhadap usulan tersebut dan membentuk panitia ad hoc untuk
mengkaji usulan pengubahan tersebut.
11.Pada sidang paripurna berikutnya, panitia ad hoc melaporkan hasil kajian
terhadap usulan pengubahan.
12.Putusan yang diambil untuk mengubah pasal UUD NRI Tahun 1945, paling
sedikit disetujui 50% dari jumlah anggota ditambah 1 anggota.
Dengan melihat proses pengubahan UUD NRI Tahun 1945 tersebut ,
maka kuorum yang menetukan pengubahan itu disetujui atau tidak adalah
tergantung dari suara anggota MPR. Jika kuorum penentuan dari pengambilan
keputusan dengan cara suara terbanyak, maka jumlah keanggotaan yang ada
306Lihat Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014, tentang Tata
Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat, BAB X, Bagian Kesatu, Pargraf 1, Pasal 104-106.
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pada DPR dan DPD tidak seimbang, ditambah lagi unsur anggota DPD
mengandung kekuatan partai politik. Hal ini dalam pengambilan keputusan akan
mengakibatkan lebih mengutamakan kepentingan politik dari pada kepentingan
rakyat. Dari jumlah fraksi yang ada di DPR dengan kelompok DPD yang hanya
dihitung satu kelompok, maka dalam pengambilan keputusan tidak seimbang.
Konsep   kedaulatan rakyat yang dianut oleh UUD 1945 pada
Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa Indonesia
didasarkan pada kedaulatan rakyat dengan prinsip permusyawaratan/perwakilan.
Kandungan Pembukaan UUD 1945, adalah dalam penyelesaian suatu masalah
hendaknya dilakukan melalui musyawarah yang dilakukan oleh rakyat yang telah
mewakilkan pada wakilnya yang dipilih oleh rakyat sendiri dan duduk pada
lembaga perwakilan.
Sebagaimana hasil dari penelitian Habermas, bahwa masyarakat sipil
tidak akan berkembang, jika negara tidak memelihara hak individu untuk ikut
berpartisipasi dalam bernegara;
Habermas’s research favours civil society and communicative action
over administrative apparatus and strategic action. But, he also notes that civil
society will not be able to thrive if the state does not foster an environment that
protects individuals’ right to participate in these civic organizations.307
UUD 1945 memiliki nilai permusyawaratan dengan tetap mengakui
adanya kemajemukan. Dalam demokrasi Permusyawaratan lebih mengarah
pada kesahihan dalam pengambilan keputusan yang terwujud secara kolektif.
Dengan demikian keterwakilan yang diemban oleh DPR sebagai ranah politik
dan DPD sebagai ranah Regional, hendaknya bersama-sama dan memiliki
kekuatan yang sama dalam memperjuangkan hak rakyat.
DPD adalah wakil yang ada di daerah yang tidak lepas pula sebagai
wakil dari golongan, memiliki tanggungjawab atas hak-hak rakyat yang ada di
daerah. Hak-hak daerah yang diatur dalam UUD 1945, adalah kewajiban DPD
untuk memperjuangkan dan mempertahankannya. Sebagaimana diatur dalam
Pasal 22C dan 22D UUD 1945. Sehingga perlu kiranya anggota DPD
kedepannya murni perwakilan dari daerah, bukan dari partai politik seperti saat
sekarang ini, serta keterwakilan di tiap Provinsi hendaknya ditingkatkan pula
sesuai dengan jumlah Kabupaten Kota yang dimiliki pada tiap Provinsi.
307Carlos L. Yordan, Towards the Deliberative Peace: A Habermasian Critique of
Contemporary Peace Operations, Journal of International Relations and Development · October
2009, p 81.
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Hasil perubahan UUD 1945 diharapkan mencerminkan daulat rakyat
yang tertuang dalam pasal-pasal UUD 1945. Hal ini karena yang memiliki
kewenangan mengubah dan menetapkan UUD 1945 adalah MPR, dalam paham
demokrasi perwakilan adalah sebagai rumah permusyawaratan atau wadah
untuk mendapatkan mufakat.
2. Pengambilan Keputusan Kewenangan MPR Dalam Melantik Presiden dan
Wakil Presiden.
Pasal 9 UUD 1945, diatur lebih lanjut dengan Peraturan MPR Nomor 1
Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR yaitu Paragraf 2 tentang tata cara
pelantikan Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum pada Pasal
113 sampai Pasal 115. Kemudian diatur lagi dalam UU MD3 Nomor 17 Tahun
2014 Paragraf 4, Pasal 41 sampai Pasal 45. Kedua peraturan tersebut, dalam
pelantikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, diselenggarakan pada sidang
paripurna MPR dan tidak menyebutkan adanya syarat kuorum yang harus
dipenuhi dalam pengambilan keputusan pada kewenangan MPR untuk melantik
Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Walaupun tugas tersebut bersifat rutin dan seremonial, namun
demikian perumus perubahan UUD 1945 ketika itu menyadari adanya
kemungkinan MPR tidak dapat menggelar sidang untuk melantik Presiden
dan/atau Wakil Presiden. Oleh karena itu, apabila MPR tidak dapat menggelar
sidang tersebut maka DPR dapat menggantikan peran MPR sebagaimana
tercantum dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUD 1945. Apabila DPR pun tidak
dapat menggelar sidang, maka Presiden dan/atau Wakil Presiden mengucapkan
sumpah atau janji di hadapan Pimpinan MPR dengan disaksikan oleh Pimpinan
Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Peraturan MPR nomor 1 Tahun
2014. Meskipun demikian, pelantikan Presiden dan/atau Wakil Presiden
hendaknya dilaksanakan dihadapan sidang paripuna MPR, karena yang memilih
Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah rakyat, maka rakyatlah yang melantik
melalui para wakilnya MPR.
3. Pengambilan Keputusan Kewenangan MPR Dalam Memberhentikan Presiden
dan/atau Wakil Presiden
Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal
7A dan 7B UUD 1945. Pemberhentian tersebut hanya dapat dilakukan karena
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alasan pelanggaran sebagaimana ditentukan secara jelas dalam Pasal 7 A UUD
1945 hasil perubahan ketiga;308
“Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan apabila
terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela
maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau
Wakil Presiden”.
Kewenangan MPR dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil
Presiden diatur lebih lanjut melalui Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 pada
Paragraf 3 Pasal 116 sampai dengan Pasal 120. Disamping itu, diatur pula dalam
UU MD3 Nomor 17 Tahun 2014 Paragraf 3 yang kemudian di uraikan dalam Pasal
37, 38, dan 39. Kedua peraturan tersebut menyatakan bahwa; MPR hanya dapat
memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya
menurut UUD 1945.
Bagan: 6
PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SESUDAH
PERUBAHAN UUD 1945
UUD 1945 Pasal 7A, 7B
Terbukti
DPR MK
MPR
Tidak Terbukti
Usulan Tdk
Diterima
Usulan
Diterima
Terus Menjabat
Presiden dan/
Wakil Presiden
Presiden dan/
Wakil Presiden
Diberhentikan
308 UUD 1945, Perubahan ketiga.
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Dalam perubahan UUD 1945 ketentuan mekanisme pemberhentian
Presiden dan/atau Wakil Presiden yaitu; Pasal 7A menyatakan, “Presiden
dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR
atas usul DPR...” Kemudian dalam pasal 7B dijelaskan yaitu, “Usul pemberhentian
Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya
dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada  Mahkamah Konstitusi
untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR...”
Secara garis besar proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil
Presiden berawal di DPR kemudian dilanjutkan proses hukum di MK dan berakhir
di MPR. Melalui fungsi pengawasannya DPR melakukan penyelidikan atas
indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
sebagaimana tertera dalam konstitusi pasca perubahan setelah itu, DPR
melaksanakan rapat paripurna untuk memberikan putusan apakah Presiden
dan/atau Wakil Presiden dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan-
ketentuan sebagaimana telah tertera dalam pasal 7A UUD NRI Tahun 1945
tersebut atau tidak. Kemudian, bila hasil paripurna menyatakan telah terjadinya
pelanggaran selanjutnya hal tersebut diteruskan ke MK untuk diperiksa secara
hukum dalam proses peradilan.  Selanjutnya proses hukum tersebut diberikan
kepada DPR untuk diteruskan kepada MPR  yang akan menentukan nasib
Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai proses akhir pemberhentian. Dengan
prosedur yang sedemikian proses pemberhentian sebagaimana yang telah diatur
dalam UUD NRI Tahun 1945 setelah perubahan telah mengkolaborasikan antara
proses politik dan proses hukum.
Proses politik yaitu berada di parlemen sedangkan proses hukum
ketika adanya prosedural peradilan di Mahkamah Konstitusi. Secara prosedural
apabila dilihat dari entitas lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses
pemberhentian beserta indikator yang digunakan dalam mengambil suatu
keputusan di setiap lembaga yang berperan dalam pemberhentian tersebut terdiri
dari dua proses yaitu politik dan hukum. DPR secara politis cenderung banyak
memberikan pertimbangan pada indikator  yang bersifat politis, sementara MK
selaku penegak hukum cenderung mengeluarkan putusan berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan hukum begitupula MPR yang dalam pengambilan
keputusannya secara entitas lembaga lebih kepada pertimbangan secara politis.
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Mekanisme ini ternyata menimbulkan pengaruh negatif salah satunya
terjadinya instabilitas politik dan pemerintahan. Apabila dilihat dari alur proses
pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tampak adanya ketidak
seimbangan antara proses politik dan hukum di dalamnya. Secara sederhana
dapat dikatakan bahwa proses politik "mengapit" proses hukum. Hal ini kemudian
dapat dilihat dari alur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil
Presiden yang berawal dari proses politik di DPR kemudian dilanjutkan dengan
proses hukum di MK dan pada akhirnya kembali ke proses politik lagi di MPR
sebagai proses final, sehingga dalam pengambilan keputusan, proses hukum
berada di tengah-tengah proses politik dan membuat proses politik lebih dominan.
Dominasi tersebut menimbulkan adanya indikasi bahwa proses politik berpotensi
determinan daripada proses hukum dalam pemberhentian Presiden dan/atau
Wakil Presiden, apalagi putusan hukum MK tidak memiliki kekuataan mengikat
untuk ditaati dalam proses akhir di MPR.
Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem
demokratis, apabila dikaitkan dengan mekanisme pemberhentian Presiden
dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945
hasil perubahan, dimana proses politik dominan dan bahkan berpotensi
determinan atas hukum, maka hal tersebut dapat dipahami sebagai implikasi
negara berdasarkan demokrasi.
Menurut pandangan Francis Fukuyama, bahwa gagalnya demokrasi salah
satunya adalah dikarenakan lembaga negara tidak sejalan dengan tuntutan rakyat;
In my view, a single important factor lies at the core of many democratic set
backs over the past generation. It has to do with a failure of institutionalization—the
fact that state capacity in many new and existing democracies has not kept pace
with popular demands for democratic accountability.309
Pada negara demokrasi atau menganut asas kedaulatan rakyat
menghendaki partispasi rakyat yang sangat besar sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi dalam menjalankan  roda pemerintahan negara. Termasuk dalam hal
pemberhentian Presiden dan/atau Wakil  Presiden, dominasi politik tidak lain
akibat pemberian ruang yang besar bagi partisipasi rakyat melalui lembaga
perwakilan seperti DPR dan   MPR. Namun, dominasi tersebut berpotensi
menjadikan politik determinan mengingat mekanisme kerja DPR dan MPR pada
309Francis Fukuyama, Why Is Democracy Performing So Poorly, Journal of Democracy,
Volume 26, Number 1 January 2015, National Endowment for Democracy and Johns Hopkins
University Press, p. 12.
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kenyataannya lebih didominasi oleh mekanisme kerja politik, sehingga dalam hal
Pengambil keputusan lebih mengedepankan pertimbangan politik.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 7B ayat (7) 1945 bahwa keputusan
MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil
dalan rapat paripuma MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dan jumlah
anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang
hadir. Ketentuan tersebut merupakan pengejawantahan dari Pasal 2 ayat (3) UUD
NRI Tahun 1945 hasil perubahan yang mengatur bahwa segala putusan MPR
ditetapkan dengan suara yang terbanyak.
Berdasarkan mekanisme pengarnbilan  keputusan mulai dari hak
angket, hak menyatakan pendapat sampai sidang istimewa semuanya
menggunakan majority rule yang artinya suara mayoritas yang dijadikan dasar
untuk pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut sekaligus menjadi dasar
pengambilan keputusan. Mekanisme suara terbanyak tersebut jelas politik sangat
berpotensi determinan dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil
Presiden. Sebab walaupun setelah perubahan, MK dilibatkan untuk menguji
secara hukum pendapat DPR tetapi pengambilan putusan akhir berada di ranah
politik MPR.
4. Pengambilan Keputusan Kewenangan MPR Dalam Memilih Presiden
dan/atau Wakil Presiden.
Kewenangan  MPR dalam memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden
menurut UUD NRI Tahun 1945 tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3)
UUD NRI Tahun 1945. Disebutkan bahwa: pertama, jika Presiden mangkat,
berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa
jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya;
kedua, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam
waktu enam puluh hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil
Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden; dan ketiga, jika Presiden
dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan
kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas
kePresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Pertahanan secara bersama sama.
Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, MPR menyelenggarakan
sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon
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Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Parpol atau gabungan Parpol
yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak
pertama dan kedua dalam Pemilu sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.
Ketentuan ini tidak membahas jika terjadi calon Presiden dan/atau Wakil
Presiden hanya terdapat satu pasang saja. Asumsinya, MPR tinggal menetapkan
saja, maka hal ini akan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi perwakilan
pada Sila keempat Pancasila. Meskipun pasangan tersebut adalah hasil dari
pemilihan rakyat melalui pemilihan umum. Akan tetapi apakah rakyat yang tidak
memilih pasangan tersebut akan setuju dengan ketetapan MPR yang dilakukan
melalui persidangan.
Ketentuan yang terkandung dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945, jika
dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, sebaiknya Presiden dan Wakil
Presiden pengganti dari yang diberhentikan, dipilih secara langsung oleh rakyat,
seperti halnya yang diatur dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945. Sehingga, jika
terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil  Presiden, maka penggantinya
dikembalikan kepada rakyat untuk memilih siapa pengganti Presiden dan Wakil
Presiden tersebut. Sehingga  Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 tersebut konsisten
dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
Ada hal yang perlu diperhatikan, ketika Presiden dan Wakil Presiden
dipilih oleh Rakyat.  Presiden dan Wakil Presiden akan mendapatkan amanah
langsung dari rakyat sebagai bentuk dukungan dalam bentuk kontrak sosial antara
yang dipilih dengan yang memilih. Dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
melalui sistem perwakilan, cenderung terjadi ketidak sesuaian antara keinginan
rakyat dengan wakilnya apalagi saat sekarang ini sudah terjadi pergeseran fungsi
lembaga perwakilan rakyat menjadi lembaga perwakilan politik. Namun, sistem
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung ada titik lemahnya.
Sistem kontrol pada Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan kekuasaan
tidak dapat berjalan secara efektif, karena Presiden dan Wakil Presiden bisa saja
tidak memperhatikan pengawasan yang dilakukan oleh rakyat melalui wakilnya di
lembaga perwakilan yaitu DPR, hal ini dikarenakan merasa sama-sama dipilih
oleh rakyat.
Setelah adanya Pengubahan UUD 1945, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
mengalami perubahan. Jika kita amati perubahan dalam UUD 1945, maka ternyata
hampir sebagian besar pasal-pasalnya mengalami perubahan. Salah satu perubahan
yang fundamental adalah Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bunyi ayat diubah, yang
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semula berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya
oleh Majelis  Permusyawaran Rakyat, diubah menjadi : Pasal 1 ayat (2) yang
berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar”.
Bagan: 7
Pengaturan Pengambilan Keputusan Terhadap Kewenangan MPR
Setelah Perubahan UUD 1945
No Kewenangan MPR
Suara
Terbanya
k
Konsensu
s
Komprom
i
Aklamas
i
1 Melantik Presiden dan Wakil
Presiden.
*
2 Memilih Presiden dan Wakil
Presiden
*
3 Menetapkan GBHN *
4 Mengubah dan Menetapkan UUD
1945
*
5 Memberhentikan Presiden *
Jumlah: 4 1
Meskipun MPR telah mengubah UUD 1945, akan tetapi jika diperhatikan
masih perlu ada kajian terhadap terutama yang menyangkut sistem pemerintahan.
Ketika pengubahan UUD 1945 tahap pertama pada tahun 1999, berkehendak akan
tetap menganut sistem pemerintahan presidensiil serta mempertahankan dan
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, ternyata tidak tercermin pada pasal-pasal yang
diubah.
C. Redesain Pengambilan Keputusan Pada Kewenangan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Dalam Perspektif Demokrasi Permusyawaratan Berbasis Pancasila.
1. Unsur-Unsur Yang Mempengaruhi Dalam Pengambilan Keputusan.
Dalam mencapai atau proses pengambilan keputusan bersama, terdapat
unsur-unsur permusyawaratan, perwakilan, dan asas mayoritas, yaitu suara
terbanyak melalui proses pemungutan suara (voting) atau kompromi.310 Hans
Kelsen menyatakan bahwa, tujuan asas mayoritas adalah untuk mendorong
310....Ibid, hlm. 10.
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suatu perubahan tata sosial.311 Tata cara pemungutan suara tersebut adalah
untuk mencapai kesepakatan dalam musyawarah atau perundingan, bukan untuk
kepentingan individu maupun kelompok tertentu.
Beberapa unsur yang mempengaruhi pengambilan keputusan pada
pelaksanaan kewenangan MPR, antara lain ialah;
a. Dari sisi keterwakilan
Sebelum perubahan UUD 1945, keterwakilan dalam MPR dapat dilihat
dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan
Kedudukan MPR, DPR dan DPRD tentang pengisian keanggotaan DPR
dilakukan dengan tata cara pemilihan umum dan pengangkatan. Dalam
Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa, jumlah anggota DPR ditetapkan
sebanyak 500 orang. Dari jumlah tersebut terdiri dari 462 orang dipilih melalui
proses pemilihan umum dan 38 orang diangkat dari ABRI.312
Sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, keterwakilan yang
ada pada Majelis Permusyawaratan Rakyat, mengalami perubahan. Hal ini
dikarenakan dihilangkannya utusan golongan sebagai bagian dari keanggotaan
Majelis Perusyawaratan Rakyat. Sehingga susunan kelembagaan Majelis
Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)313 yang secara keseluruhan
dipilh oleh rakyat melalui pemilihan umum.
Perubahan yang mendasar adalah pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD
1945, tentang kedaulatan rakyat. Terjadi pergeseran yang sangat fundamental
tentang siapa sebenarnya yang bertindak sebagai pemegang supremasi atau
kekuasaan tertinggi.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga perwakilan,
pada masa  sebelum perubahan UUD 1945, adalah sebagai pemegang
mandat sepenuhnya dari rakyat,314 setelah perubahan UUD 1945 menjadikan
mandat tersebut dilaksanakan berdasar pada Undang-Undang Dasar. Mandat
rakyat dijalankan oleh cabang-cabang kekuasaan negara berdasarkan UUD,
salah satunya MPR sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan negara.
Pada pemilihan umum 2019, dengan menghasilkan komposisi
keanggotaan MPR terdiri dari 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD. Dalam
287.
311 Hans Kelsen, General Theori ofLaw and State, New York: Russe&Russel, 1973, hlm.
312 Lihat Pasal 11 ayat (2) dan (3) UU No. 4 Tahun 1999
313 Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
314Penjelasan UUD 1945, Sistem Pemerintahan Negara Nomor III
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susunan anggota DPD, unsur partai politik telah masuk pula pada keanggotaan
DPD, meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan Putusan MK
terbaru mengenai DPD yaitu putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 bunyi putusan
tersebut yang menyatakan bahwa pengurus partai politik (parpol) dilarang
menjadi anggota DPD. Putusan MK ini dinilai sangat kontroversial. Selain
karena diputuskan pada tahun politik, juga    karena berdasarkan
data Indonesian Parliamentary Center 2017, bahwa dari 132 anggota DPD, 78
diantara anggota DPD adalah merupakan anggota partai Politik dan pengurus
partai politik.   Sehingga muncul anggapan bahwa MPR hanya sebagai
perwakilan politik belaka. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi
tersebut, memberikan implikasi baru bahwa diharapkan pada pemilihan umum
dalam rangka menyusun keanggotaan MPR, pengurus partai politik tidak dapat
mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPD. Dengan demikian, apakah
putusan MK yang melarang pengurus parpol menjadi anggota DPD merupakan
kepentingan politik praktis ataukah untuk menegakkan amanah konstitusi?
Dilihat dari sisi keterwakilan tersebut di atas maka, pada proses
pengambilan  keputusan dari perspektif demokrasi permusyawartan adalah
lebih mengandung pengambilan keputusan yang bersifat politis dari pada nilai-
nilai demokrasi permusyawaratan. Untuk itu maka perlu kiranya untuk
mengatur lebih tegas terkait dengan rekrutmen keanggotaan pada lembaga
perwakilan rakyat. Seperti halnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah
merupakan lembaga yang memiliki kedudukan sebagai wakil dan representasi
dari daerah (Provinsi)315 Muhammad Yamin mengungkapkan bahwa
keberadaan daerah di parlemen sangat penting, keterlibatan daerah dalam
menjalankan pemerintahan di pusat bisa menjadikan tolak ukur atau batasan
bagi pemerintah pusat untuk menyusun kebijaksanaan maupun kebijakan
nantinya.316
Sehingga, pengambilan keputusan yang mendasarkan pada
permusyawaratan/perwakilan, para wakil yang diberi mandat oleh rakyat untuk
dapat menghormati dan menghargai atas keinginan atau kehendak rakyat.
Dalam proses perundingan dalam musyawarah lebih mengutamakan
315Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfa, Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, PT Alumni,
Cet.I, Bandung, 2010, hlm. 126.
316Bivitri Suyanti, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, URL:
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia#cite note-a-3, diakses
tanggal 3 September 2019
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kepentingan rakyat yang telah dititipkan pada wakilnya yang duduk di lembaga
perwakilan ataupun pemerintahan.
b. Sosial Politik.
Permusyawaratan/Perwakilan yang terkandung dalam Pembukaan UUD
1945 alinea keempat yang mengandung Pancasila, adalah sebagai dasar pada
sistem pengambilan  keputusan. Sehingga demokrasi yang berkedaulatan
rakyat dalam pelaksanaanya akan dijiwai dan diintegrasikan dalam sila-sila
Pancasila. Demokrasi yang mengandung nilai-nilai Pancasila, selayaknya
dipahami dan dilaksanakan sebagaimana warga negara dapat berkehidupan
bersama, bernegara dan bermasyarakat dalam perbedaan atau plural.
Pembukaan UUD 1945, UUD 1945 dan Pancasila adalah sebagai dasar
demokrasi yang diimpikan yaitu demokrasi yang berkeadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan bahwa demokrasi
Indonesia adalah Demokrasi Pancasila, karena merupakan demokrasi yang
lahir dari nilai-nilai sosio-historis bangsa Indonesia sendiri.317
Istilah sosial politik terdiri dari dua kata, yaitu sosiologi dan politik.
Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, kelompok-kelompok
sosial, dan tingkah laku individu baik bersifat individual maupun kolektif dalam
konteks sosial. Politik adalah ilmu  yang mempelajari kekuasaan sebagai
konsep inti. Dengan demikian, sosiologi politik akan mengkaji tentang
kekuasaan, pemerintahan, otoritas, dan komando di dalam masyarakat.318
Pengaruh sosial politik terhadap pengambilan keputusan MPR seperti
halnya terjadi pada saat pemberhentian Soekarno oleh  MPRS sebagai
Presiden. Presiden Soekarno dinilai oleh MPRS, dan sebagian besar rakyat
Indonesia tidak tegas dalam menangani krisis politik krisis keamanan, hukum,
dan ekonomi. MPRS meminta kepada Presiden Soekarno untuk meminta
pertanggungjawaban berkenaan dengan pelanggaran UUD 1945.319
Pertanggungjawaban Presiden Soekarno yang dikenal dengan Pidato
Nawaksara, pada tanggal 19 Januari 1967 tidak dapat diteima (ditolak) anggota
MPRS dalam Sidang MPRS. Akhirnya dalam Sidang Istimewa MPRS pada
317 Pidato Moh. Hatta pada tahun 1969, dalam Moh. Hatta, Demokrasi Kita, Tahun 1966,
dalam Zulkifli Suleman, Demokrasi untuk Indonesia: Pemikiran Politik Hatta, Tahun 2010.
318Sosiologi Politik Filsafat, Fakultas Filsafat
UGM,Https://Sosialpolitik.Filsafat.Ugm.Ac.Id/2017/08/21/Bagaimana-Kondisi-Sosial-Politik-Di-
Indonesia/ Diakses Tanggal 27 Agustus 2019
319Abdul Gani Abdullah, (eds). Impeachment Dalam Sistem Hukum Tata Negara.Badan
Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Jakarta: 2005, hlm. 35-36.
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tahun 1967 mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor XXXIII/MPRS/1967 tanggal,
12 Maret 1967 tentang Pencabutan kekuasaan Pemerintah Negara dari
Presiden Soekarno.320
Gejolak sosial politik telah mendorong Sidang Istimewa MPRS untuk
mengambil keputusan memberhentikan Presiden. Secara kelembagaan posisi
MPR masih bersifat Sementara (MPRS), bukan merupakan lembaga  yang
permanen serta lembaga yang di pilih melalui pemilihan umum. MPR(S) pada
saat itu di bentuk oleh Soekarno sendiri melalui Penetapan Presiden. Namun
karena gejolak sosial politik MPR yang bersifat sementara tersebut atas
desakan publik berani mengeluarkan keputusan untuk memberhentikan
presiden. Meskipun MPR(S) saat itu tidak dipilih oleh rakyat akan tetapi secara
implisit menunjukkan bahwa MPR yang masih sementara adalah sebagai
wadah rakyat untuk bermusyawarah demi penyelamatan bangsa dan negara.
Pengaruh sosial politik dalam pengambilan keputusan terhadap
kewenangan MPR, diawali dengan adanya krisis sosial dan ekonomi, yang
mengakibatkan terjadinya krisis dinamika kehidupan politik suatu negara.
Peristiwa tersebut terjadi berulang-ulang dalam penyelenggaraan
pemerintahan di Indonesia. Akibat dari pemerintah yang tidak kuat untuk
menangani krisis yang terjadi pada masyarakat, maka pemerintah tidak akan
mendapatkan legitimasi dan dukungan dari masyarakat.321
c. Kepemimpinan.
Kepemimpinan dalam sebuah lembaga bergantung pada dasar
kewenangan yang dimilikinya. Dari kewenangan itulah pemimpin lembaga
mendapatkan legitimasi tindakan dan pembentukan kebijakan untuk
menjalankan tujuan kelembagaan tersebut.
Menurut Weihrich and Koontz,322 bahwa “Leadership is definied as
influence, that is, the art or process of influencing people so that they will
strive willingly and enthusiastically toward the achievement of group goals”
(“Kepemimpinan diartikan sebagai pengaruh, yaitu seni atau proses
mempengaruhi orang lain sehingga mereka akan berusaha dengan ikhlas
320Abdul Gani Abdullah, Ibid, hlm. 36.
321Andi Suwirta. Krisis Moneter, Gejolak Politik, dan Perlunya Reformasi Pendidikan di
Indonesia, Jurnal Mimbar Pendidikan No.4. University Press. IKIP Bandung. Bandung: 1998, hlm.
124.
322 Weihrich Heinz and Koontz Harold, 1994. Management A Global Perspective, Tenth
Edition, New York: McGraw–Hill Inc., p 490.
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dan semangat untuk mencapai tujuan kelompok”). Dalam hal ini , tujuan
pemimpin adalah menggerakkan kelompoknya untuk mencapai tujuan
bersama yang telah disepakati, bukan merupakan tujuan berdasarkan
keinginan pemimpin itu sendiri.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) sebagai salah satu lembaga
tinggi negara, maka dasar kewenagan tersebut perlu dipahami oleh unsur
kelembagaan MPR agar setiap kebijakan dan tindakan yang diambil sesuai
dengan tujuan dari pembentukan lembaga MPR itu sendiri dimana lembaga
tersebut adalah sebagai rumah rakyat. Dasar kewenangan tersebut perlu
diberikan batasan-batasan yang jelas mengenai seberapa besar
kewenangan yang dimiliki oleh sebuah lembaga MPR, agar dalam
mengambil suatu keputusan benar-benar untuk kepentingan rakyat dalam
berbangsa dan bernegara. Jika tidak diberikan batasan kewenangan, maka
dikhawatirkan berpotensi akan menimbulkan interpretasi baru yang justru
tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan dari lembaga MPR
itu sendiri bahkan berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan.
Dalam praktek kenegaraan, pada masa lembaga MPR belum terbentuk
sebagai lembaga negara. Pemerintahan pada saat itu dijalankan
berdasarkan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, maka tugas dan
wewenang MPR dijalankan sepenuhnya oleh Presiden dengan bantuan
Komite Nasional.323
Ketentuan dalam Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 tersebut,
mengakibatkan kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh Presiden. Hal ini
bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, bahwa Presiden dan
Wakil Presiden dipilih oleh MPR. Sesungguhnya kandungan dari pasal
tersebut adalah mendudukkan Presiden sebagai mandataris MPR,
sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan UUD 1945 nomor III. Akan
tetapi dengan digunakannya Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 tersebut,
tugas dan kewenangan MPR dilaksanakan oleh Presiden. Sehingga,
sebagai penyelenggara kedaulatan rakyat adalah Presiden.
323Riri Nazriyah. MPR: Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan. FH UII
Press. Yogyakarta. 2007, hlm. 59.
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Peristiwa ketatanegaraan yang berlangsung pada awal berdirinya negara
Republik Indonesia tersebut, memberikan pengaruh pada perkembangan
ketatanegaraan berikutnya. Pada era Orde Lama, MPRS menempatkan
dirinya sebagai lembaga tertinggi negara. Meskipun MPRS menjadi
lembaga tertinggi negara saat itu, namun komposisi keanggotaannya masih
di dominasi oleh Presiden dengan cara penunjukan dan pengangkatan.
Komposisi anggota MPR pada zaman Orde Baru yaitu 920 kursi yang
terdiri dari 360 kursi yang diperebutkan oleh Organisasi sosial politik
(golongan karya dan 9 partai politik), dan 560 kursi yang diisi berdasarkan
pengangkatan (ABRI, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan).324 Dari
komposisi tersebut terlihat bahwa hampir 1/3 dari anggota MPR adalah
diangkat.
Dengan demikian dapat dilihat bahwa faktor kepemimpinan eksternal
sangat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh MPR. Fakta tersebut
dapat dilihat dalam sidang umum MPR yang mengangkat Soeharto sebagai
calon tunggal presiden berturut-turut yaitu periode 1977-1982, 1982-1987,
1987-1992, 1992-1997, 1997-2002. Meskipun pada tahun 1998 terjadi
Gerakan reformasi yang akhirnya melengserkan Soeharto dari jabatan
Presiden.325
Pada era reformasi bahwa terjadi perubahan kewenangan MPR dimana
MPR tidak berwenang lagi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dan
bahkan kehilangan kewenangannya menetapkan Garis-Garis Besar Haluan
Negara. Berkenaan hubungan MPR dengan Presiden dan Wakil Presiden, MPR
hanya melantik Presiden dan Wakil Presiden dari hasil pemilihan langsung oleh
rakyat. Oleh karena itu praktis MPR hanya menjalankan fungsinya sebatas
kegiatan seremonial lima tahunan.326
Kewenangan tersebut dipangkas bukan karena faktor kepemimpinan
eksternal seperti periode kedua dan ketiga oleh kekuasaan Presiden, melainkan
karena kewenangannya memang dibatasi oleh UUD NRI 1945, yang diubah oleh
MPR itu sendiri. Sehingga faktor kepemimpinan internal lah yang mempengaruhi
324 Lihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR,
DPR dan DPRD.
325Dahlan Thaib, Konsepsi Kedaulatan Rakyat…Op.Cit. hlm. 240.
326Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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kelembagaan MPR dengan kewenangan yang dimilikinya sekarang, sehingga
tidak memiliki kekuatan.
Bagaimanapun kesulitan yang dihadapi dalam menegakkan demokrasi di
Indonesia, namun sistem tersebut tetap dipertahan dalam menjalankan negara,
seperti yang dikemukakan oleh seorang peneliti Marcus Mietzner, menyatakan
bahwa;
Indonesian democracy, then, survived for three main reasons. First, the
general political and economic conditions were not suitable for a successful
populist takeover: Despite significant discontent, the polity and economy were
stable, and most people were satisfied with the way that the government and
the democratic system were working.327
Pasca kepemimpinan Soeharto, tetap berada pada penguasaan dari
sekelompok eliti politik, sebagaimana hasil penelitian dari Rosser, A., K. Roesad,
and D. Edwin. 2005 yang menyatakan bahwa;
Thus, the classification of the post-Suharto polity asbeing in the
monopolist claws of a  small but cashed-up elite is both an analytical and
empirical oversimplification; instead, Indonesia’s democracy is best described
as an arena of contestation between elite actors intent on defending their
interests and politico-economic reformers trying to fight for their multiple
agendas.328
2. Desain Pengambilan Keputusan Terhadap Kewenangan Majelis
Permusyawaratan Rakyat.
Bagan: 8
327 Marcus Mietzner, How Jokowi Won and Democracy Survived, Journal of Democracy
Volume 25, Number 4 October 2014, p. 124
328 Rosser, A., K. Roesad, and D. Edwin. 2005. ‘‘Indonesia: the Politics of Inclu sion.’’
Journal of Contemporary Asia 35 (1): p 53.
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No Kewenangan MPR
Suara Terbanyak Konsensus Kompromi Aklamasi
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
1 Melantik Presiden danWakil Presiden. * *
2 Memilih Presiden dan
Wakil Presiden *
a. Presiden Sukarno *
b. Presiden Suharto *
c. Presiden
Abdurrahman Wahid *
3 Menetapkan GBHN *
4 Mengubah danMenetapkan UUD 1945 * *
5 MemberhentikanPresiden *
*
Jumlah: 2 3 3 2 1
PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA KEWENANGAN MPR
SESUDAH DAN SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945
Pengambilan keputusan pada kewenangan MPR sebelum dan sesudah
perubahan UUD 1945, terlihat bahwa perubahan UUD 1945 bertujuan hendak
menyelenggarakan pemerintahan yang lebih demokratis. Perubahan UUD 1945
yang dilakukan oleh MPR sendiri, telah menggeser kedudukan serta kewenangan
MPR.
Pada masa sebelum perubahan UUD 1945, pengambilan keputusan pada
kewenangan MPR banyak dipengaruhi oleh kekuasaan. Pengaruh Presiden
terhadap kewenangan MPR sangat kuat, meskipun kedudukan MPR oleh UUD
1945 diakui sebagai pelaku kedaulatan rakyat.
Indonesia sebagai Negara Hukum hendaknya perlu membangun sistem
hukum dengan menegakkan hukum sebagaimana mestinya. UUD 1945 sebagai
sumber hukum penyelenggaraan pemerintahan, digunakan untuk melanggengkan
kekuasaan. Hal ini, seperti yang dikatakan oleh Brian Tamanaha (2004) dikutip
oleh Marjanne Termoshuizen-Artz dalam Jurnal Hukum Jentera dalam artikel yang
ditulis oleh Jimly Asshiddiqie,329 bahwa konsep rule of law dibagi menjadi dua
yaitu, rule of law dalam arti formal dan dalam arti substantif yang memiliki enam
329Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, Artikel,
http://:www.docudesk.com., hlm. 7.
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bentuk. Dari keenam bentuk antara lain menyebutkan rule by law, yaitu hukum
hanya dipahami sebagai alat untuk berkuasa (instrument of government action).
Sedangkan menurut A.V. Dicey beranggapan bahwa para pembentuk
hukum harus mencerminkan pendapat dari masyarakat pada produk hukumnya.
Menurut Friedman,330 hukum didalam masyarakat, tidak dipandang sebagai suatu
serangkaian kaidah atau norma, akan tetapi hukum dipandang sebagai suatu
sistem. Sistem hukum terdapat tiga komponen, yaitu; struktur hukum, substansi
hukum, dan kultur atau budaya hukum, dimana ketiga komponen tersebut saling
mempengaruhi. Dalam hal struktur hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya
substansi hukum, dan budaya atau kultur hukum, agar tercipta hukum yang baik.
MPR sebagai lembaga negara konstitusional berdasarkan UUD 1945
memiliki visi strategis sebagai pandangan kedepan dari suatu lembaga negara
yang secara tersirat mencerminkan ekspresi cita-cita ideal kelembagaan dalam
melakukan optimalisasi kinerja bagi kemajuan bangsa dan negara. Undang-
Undang Dasar 1945 mengatur tentang kedaulatan rakyat, dimana ditentukan
bahwa MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.
Sehingga, kedudukan MPR yang sebelumnya menjadi sumber kekuasaan,
karena ketentuan yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, menempat
MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, mengakibatkan
Presiden sangat bergantung kepada MPR.
Demokrasi atau kedaulatan rakyat jika dihubungkan dengan politik dan
kemasyarakatan, menurut Habermas331 tidak dapat dipaksakan ke dalam
masyarakat yang kompleks. Demokrasi akan berkembang seiring berkembangnya
masyarakat dan didorong dengan sistem politik yang sudah ada.
Procedural democracy is often  criticized for being imprecise from a
normative perspective. In the real world, the criteria for democracy based on
equality of freedom as the highest value, it is impossible to realize it. However, it
supports the existing political system in terms of the extent to which it can meet or
meet equal standards of freedom, and become a standard "Degree of
democracy."  Even without explanation, it refers to a normative conception of
democracy.332
330 Lawrence M. Friedman, Law and Society, an Introduction, Prentice Hall, New Jersey,
1977, hlm. 7, dalam Soleman B. Taneko, Pokok-Pokok Studi hukum dalam Masyarakat, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 27.
331 F. Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif....Op.Cip, hlm. 130.
332 Nadia Urbinati and Maria Paula Saffon, Procedural Democracy, the Bulwark of Equal
Liberty, Political Theory, DOI: 10.1177/0090591713476872, Published online 26 February 2013, p.
22- 23
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Pengubahan UUD 1945 telah terlaksana yang ditujukan untuk masa depan
bangsa dan negara Indonesia, dengan harapan ketatanegaraan Indonesia dan
sistem pemerintahan dapat terbentuk secara demokratis.
Dari beberapa hal tersebut, maka perlu adanya desain terhadap
pengambilan keputusan pada kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia, yaitu:
a. Desain Pengambilan Keputusan MPR Dalam Kewenangan Mengubah dan
Menetapkan UUD 1945.
Terkait dengan pengubahan UUD, dalam hukum tata negara ada tiga
alasan yang bermuatan politis dan yuridis, apakah UUD mudah atau tidak
untuk dilakukan perubahan. Alasan tersebut antara lain;333
a). pengaturan perubahan pada UUD tersebut memberikan kemudahan atau
tidak untuk mengubah UUD.(alasan yuridis)
b). Pasal-pasal dalam UUD tersebut apakah fleksibel ataukah rigid.
(alasan yuridis)
c). Kemauan sosial politik yang ada dalam masyarakat. (alasan politis)
Pengubahan terhadap UUD telah diupayakan sejak berdirinya negara
Indonesia. Soekarno pada pidatonya di depan sidang PPKI penetapan UUD
1945, menyatakan bahwa UUD 1945 masih bersifat sementara. Sifat
kesementaraan tersebut terbukti dengan munculnya Konstitusi RIS 1949 dan
UUDS 1950.
Konstituante dibentuk oleh Soekarno mempunyai tugas agar membentuk
UUD yang bersifat tetap. Akan tetapi Konstituante gagal dalam menjalankan
tugasnya tersebut. Dalam pengambilan keputusan terkait penetapan dasar
negara, setelah tiga kali dilakukan pemungutan suara ternyata tidak ada
golongan (farksi) yang mendapatkan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah
suara anggota yang hadir. Sehingga Konstituante tidak dapat mengambil
keputusan untuk menetapkan UUD yang baru guna menggantikan UUD 1950.
Akhirnya Presiden mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yang diantaranya
membubarkan Konstituante.
Pada masa Orde Lama ataupun pada masa Orde Baru terkait dengan
pengambilan keputusan MPR (S) pengubahan dan penetapan UUD ditentukan
dengan suara terbanyak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 UUD 1945.
Namun dalam Ketetapan MPRS Nomor XXXVIII/MPRS/1968 jo Tap. MPR No.
333Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem
Undang-Undang Dasar 1945, PT Gramedia, Jakarta, 1989, hlm. 61.
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I/MPR/1978 jo Tap. MPR No. I/MPR/1983, menetapkan bahwa setiap
keputusan diambil dengan jalan musyawarah untuk mufakat, jika musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai maka ditentukan melalui pemungutan suara
terbanyak.
Pengambilan keputusan terkait mengubah dan menetapkan UUD 1945
hingga masa Orde Reformasi yang diatur oleh Pasal 37 UUD 1945, tidak
mengatur tentang pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat.
Walaupun pada UUD 1945 mengatur adanya bentuk pengambilan keputusan
berupa musyawarah yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea
keempat dengan berdasarkan sila keempat Pancasila. Peraturan MPR Nomor
1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR, mengatur tentang upaya untuk
melaksanakan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan pada
kewenangan MPR.
Dalam hal mengubah dan menetapkan UUD 1945, dalam Pasal 37 UUD
1945, MPR menggunakan cara pengambilan keputusan dengan suara
terbanyak. Pasal tersebut tidak menyebutkan adanya pengambilan keputusan
dengan musyawarah untuk mufakat.
Oleh karena itu, agar pengambilan keputusan terhadap kewenangan
mengubah dan menetapkan UUD 1945 dapat menyentuh pada nilai
musyawarah, maka metode dalam pengambilan keputusan dengan suara
terbanyak ditentukan (qualified mayority) hanya digunakan untuk menentukan
kuorum yang akan ikut dalam bermusyawarah, sehingga pengambilan
keputusan mengubah dan menetapkan UUD 1945 mendekati nilai-nilai
demokrasi permusyaaratan/perwakilan. Perwakilan disini berarti untuk
menentukan kuorum keterwakilan rakyat dalam mencapai permusyawaratan
permufakatan.
Pengambilan keputusan terhadap kewenangan MPR mengubah dan
menetapkan UUD 1945 adalah lebih istimewa dibanding pada kewenangan
MPR lainnya. Mengubah dan menetapkan UUD 1945 menyangkut kepentingan
rakyat dan negara, sehingga dalam pengambilan keputusannya harus
melibatkan lapisan-lapisan dalam masyarakat. Meskipun dalam susunan
organisasi kelembagaan MPR terdapat kelompok pakar atau TIM ahli yaitu
tenaga yang memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi alat kelengkapan MPR, Badan dan Lembaga Pengkajian,
serta Fraksi dan Kelompok DPD. Ketentuan memiliki keahlian tertentu tersebut
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dalam Pasal 169  Peraturan MPR No. 1 Tahun 2014 tersebut tidak jelas.
Berbeda ketika pada masa proses pengubahan UUD 1945, adanya Komisi
Konstitusi yang bersifat independen yang menyalurkan aspirasi masyarakat
yang terdiri dari berbagai bidang dalam lapisan masyarakat. Sedangkan TIM
ahli yang diatur dalam Peraturan MPR No. 1 Tahun 2014 tersebut dibentuk
oleh fraksi dan kelompok DPD, diperkirakan akan mengakomodasi pemikiran
politis dari pada sosiologis yuridisnya.
Pengambilan keputusan terhadap kewenangan mengubah dan
menetapkan UUD 1945, dalam ranah politik dan kemasyarakatan, menurut
Habermas,334 kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga perwakilan akan rapuh
dasar legitimasinya,  karena suatu produk peraturan perundang-undangan,
belum tentu menyuarakan aspirasi dari rakyat, serta produk peraturan
perundang-undangan hanya sebagai keinginan dari kepentingan kelompok
saja.
Mengubah dan menetapkan UUD 1945, seperti yang sudah disebutkan
di atas bahwa, merupakan kewenangan yang berbeda dengan kewenangan-
kewenangan MPR lainnya. UUD 1945 adalah uraian terperinci dari
kesepakatan antara rakyat dengan penyelenggara pemerintahan. Sehingga,
agar dalam pengambilan keputusan tercipta nilai-nilai demokrasi
permusyawaratan, maka perlu ditentukan suatu desain pengambilan
keputusan.
Dalam sejarah ketatanegaraan terkait dengan kewenangan MPR untuk
mengubah dan menetapkan UUD 1945 tidak mengandung nilai-nilai demokrasi
permusyawaratan. Agar dalam pengambilan keputusan MPR dalam mengubah
dan menetapkan UUD 1945 lebih bernilai demokratis dan tidak terjadi
kesenjangan antara demokrasi perwakilan dengan demokrasi langsung, maka
menurut Habermas, demokrasi perwakilan dibagi menjadi dua,335 yaitu;
a). Ranah internal; demokrasi deliberatif telah tersusun dalam lembaga
perwakilan, yang masing-masing peserta dalam deliberatif memiliki
kedudukan yang sama. Sehingga dalam hal pengambilan keputusan,
tidak ditekankan pada keanggotaan lembaga perwakilan dalam hal ini
MPR, akan tetapi terletak pada mutu dan etika isi dari
argumentasinya, apakah mengartikulasikan kepentingan rakyat. Jika
334F. Budi Hardiman, Demokrasi Delebaratif ....Op.Cit., hlm. 130
335http://pkitgusdur.Blpgspot.com/2014/01/demokrasi-deleberatif-sebuah-pengantar, hlm.,
dalam Syaiful Arif, Peneliti The WAHID Institute Jakarta.
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para wakil rakyat tersebut tidak mewujudkan aspirasi rakyat sesuai
dengan etika diskursus336 dan menghasilkan keputusan yang
merugikan rakyat, maka kepercayaan rakyat terhadap MPR sebagai
pelaku kedaulatan rakyat akan hilang.
b). Ranah eksternal; kelemahan pada demokrasi perwakilan, adalah
kedaulatan rakyat telah berpindah tangan dari rakyat kepada
pemerintah. Habermas,337 hendak mempertemukan demokrasi
langsung ke dalam demokrasi perwakilan. Sehingga MPR sebagai
lembaga perwakilan hendaknya memperluas ruang partisipasi, yaitu
tidak sebatas pada ruang institusi lembaga pewakilan namun
membuka ruang publik secara luas.
MPR sebagai rumah  rakyat,  maka perlu membentuk ruang publik
dengan menggunakan alat-alat tehnologi untuk menampung aspirasi
rakyat secara langsung dan terbuka. Pendapat atau aspirasi rakyat
tersebut kemudian ditampung dan didiskusikan atau
dimusyawarahkan secara mendalam melalui sebuah Tim Ahli yang
terdiri dari akademisi dan tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan,
untuk diajukan sebagai usul perubahan terhadap UUD 1945 kepada
MPR.
Desain terhadap pengambilan  keputusan pada  kewenangan  MPR
untuk merubah dan menetapkan UUD 1945 ini, adalah sebagai suatu
bentuk adanya komunikasi untuk mendapatkan legitimasi hukum
melalui hubungan yang dinamis antara sistem politik dan ruang publik
yang disusun secara kultural.338
336 Etika diskursus adalah etika di dalam berdiskusi atau bermusyawarah yang mendasarkan pada
prinsip-prinsip dasar tindakan yang komunikatif. Tindakan Komunikatif adalah tindakan yang
digerakan oleh rasional komunikatif atau tindakan yang terjadi dalam keseharian manusia dalam
dunia kehidupan (lebenswelt) seperti kultur, tradisi dan nilai-nilai kelompok yang membuahkan
ucapan secara tidak sadar telah disepakati.
337Oleh F. Budi Hardiman disebut sebagai radikalisasi prosedur demokrasi. Habermas hendak
meradikalkan sistem demokrasi yang sudah ada, yang menjadikan demokrasi deliberatif dapat
mewujudkan demokrasi langsung ke dalam demokrasi perwakilan, akan tetapi tetap sebaga
demikrasi perwakilan. Radikalisasi prosedur ini berupaya untuk mengarahkan diskursus dalam
pengambilan  kebijakan publik, sehingga sesuai dengan  standar etis dari tindakan komunikatif.
Disebut radikal, karena didkursus didalam parlemen berdasarkan pada etika. Dengan demikian
diskursus para wakil rakyat memiliki beban moral yang besar untuk mengartikulasikan kehendak
rakyat.
338F. Budi Hardiman, ....Op.Cit., hlm. 126.
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Bagan 9
Desain Pengambilan Keputusan Merubah dan Menetapkan UUD
1945
Dalam ruang publik berupa opini publik yaitu rakyat berpotensi dapat
memaksakan kehendak menjadi kekuatan politis yang dihasilkan
melalui komunikasi yaitu melalui pengujian dari Tim Ahli yang
dibentuk secara independen diluar keanggotaan  MPR. Tim Ahli
tersebut juga dapat menilai usulan perubahan UUD 1945 dari
DPR/DPD melalui Sidang Paripurna yang dihadiri sekurang-
kurangnya 2/3 dari anggota MPR dan Tim Ahli.
b. Desain Pengambilan Keputusan MPR Dalam Memberhentikan Presiden
dan/atau Wakil Presiden.
Kewenangan MPR pada pemberhentian Presiden dan/atau Wakil
Pesiden dalam masa jabatannya setelah perubahan UUD 1945, diatur dalam
Pasal 7A dan 7B. Dalam pasal tersebut mengatur tentang syarat dan prosedur
pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden.
Mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dirasa
janggal. MPR tidak melakukan pemilihan terhadap Presiden dan/atau Wakil
Presiden, namun pada Pasal 7A, MPR diberi kewenangan dapat
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memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya
atas usul DPR.
Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, mengatur bahwa Presiden dan Wakil
Presiden dipilih dalam satu pasang secara langsung oleh rakyat, maka dalam
proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden hendaknya meminta
atau mempertimbangkan aspirasi dari   rakyat. Habermas,339 menyatakan
bahwa dalam pengambilan keputusan pada negara hukum yang demokratis
terdiri atas pusat dan pinggiran. Pinggiran adalah ruang publik yang
menemukan, menafsirkan dan mengartikulasikan permasalahan diwujudkan
sebagai aspirasi yang muncul pada kehidupan bermasyarakat bernegara.
Sedangkan  yang dimaksud dengan pusat adalah merupakan sistem politik
yang terdiri atas pemerintah, peradilan, parlemen dan partai-partai politik.
Pusat harus memperhatikan dan bertanggungjawab atas aspirasi atau
masukan dari pinggiran dan sekaligus sebagai sistem bendungan untuk
menyaring informasi, tema dan kontribusi yang diakui secara politis dalam
pengambilan keputusan. Teori Habermas ini adalah merupakan bantuan dari
teori demokrasi rancangan B. Peters yang disebut dengan “model bendungan”
Dalam hal ini penulis mencoba untuk mendesain pengambilan keputusan
terhadap kewenangan MPR memberhentikan Presiden dan/atau Wakil
Presiden dengan megkolaborasikan kedalam “model bendungan”
(schleusenmodel).
Bagan: 9
DESAIN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN340
339F. Budi Hardiman, ....Op.Cit., hlm. 148.
340Lihat F. Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif....Op.Cit., hlm. 149
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Meskipun, rakyat telah memiliki wakil yang tersusun pada lembaga
perwakilan MPR, namun dalam sejarah ketatanegaraan, pertimbangan-
pertimbangan dalam pengambilan keputusan lebih bernilai politis dalam
pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pada bagan tersebut di
atas, dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, dengan “model
bendungan”, proses demokrasi melalui dua jalur, yaitu pinggiran dan pusat.
Pinggiran adalah ruang publik yang menampung opini publik berkaitan dengan
penilaian rakyat apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melanggar
kewenangannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 7A. Opini publik
tersebut, sebelum diusulkan kepada MPR, terlebih dahulu disaring oleh utusan
organisasi kemasyarakatan yang terbentuk melalui musyawarah atau
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perundingan. Melalui utusan organisasi kemasyarakatan tersebut, opini publik
disampaikan kepada MPR disamping usulan dari DPR ataupun DPD sebagai
elemen dari parlemen dan partai politik. Opini publik tersebut dirumuskan
secara faktual.
Menurut Habermas, bahwa dalam menghasilkan sebuah keputusan akan
memiliki legitimasi jika dilakukan melalui suatu proses yang diselesaikan
secara bersama untuk meningkatkan intensitas partisipasi rakyat, agar
kebijakan yang diambil mendekati aspirasi atau harapan dari rakyat. Lembaga
perwakilan pada proses pengambilan keputusan pemberhentian Presiden
dan/atau Wakil Presiden bermuatan politis, akan mendapatkan masukan dari
opini publik untuk diakui sebagai bagian dari keputusan-keputusan politis.
Dengan alasan tersebut di atas, maka desain terkait dengan
kewenangan MPR dalam memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden
tersebut, tidak berarti ada campurtangan secara langsung dari ruang publik
pada sistem politik. Demokrasi permusyawaratan yang diatur dalam UUD 1945
yang diutamakan adalah peran dari masyarakat untuk mengawasi dan
mengendalikan arah penyelenggaraan pemerintahan secara tidak langsung.
Peran serta masyarakat dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil
Presiden adalah akan membuka hubungan kembali antara rakyat dengan
pemerintah yang terhenti akibat pemahaman hilangnya kedaulatan rakyat
(Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) dari tangan rakyat sebagai akibat penyerahan
kedaulatan rakyat kepada negara.
Dalam porses deliberasi setiap individu dalam bermasyarakat memiliki
kompetensi komunikatif. Forum deliberasi bertugas untuk membangun
kompetensi komunikatif dengan membiarkan masyarakat menghargai
pendapatnya, serta memberikan   ruang perbedaan dalam berpendapat
sehingga perbedaan pendapat tersebut sebenarnya menguntungkan dan
terdapat pandangan-pandangan yang muncul. Perbedaan pendapat bukan
merupakan hal yang menakutkan, melainkan akan memperkaya cara
pandang.341
Bunyi Pasal 7A UUD 1945 tersebut dapat diusulkan agar menambahkan
adanya opini publik melalui ruang publik. Hal ini supaya lebih mengandung
asas demokrasi permusyawaratan disamping nilai-nilai perwakilan yaitu;
341F. Budi Hardiman, 2008, dalam Virtuous Setyaka dan Febryna Mulya, Masyarakat Sipil
Transnasional dan Demokratisasi di Indonesia, Andalas Journal of International Studies, Vol 3, No
2, November Tahun 2014, hlm. 154.
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“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa
jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan
Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah serta opini publik”. Peran serta
masyarakat dalam pengambilan keputusan tersebut menunjukkan bahwa
seperti yang dikemukakan oleh Hatta,342 yaitu demokrasi di Indonesia harus
dipandang secara kekeluargaan yang memerlukan kerjasama antar
masyarakat.
Opini publik antara lain dapat menggunakan online citizen journalism
dalam bentuk weblog sebagai sebuah ruang publik meskipun dijumpai banyak
kekurangannya, hal ini dikarenakan bahwa tidak semua masyarakat atau
warga negara yang bisa mengakses ruang ini, serta memberi kesan terlalu
eksklusif sebab hanya bisa diakses oleh sebagian penjelajah dunia maya.343
Namun, online citizen journalism, misalnya dalam bentuk weblog dapat
menawarkan sebuah ruang yang bebas dari intervensi pihak manapun,
sehingga warga negara dapat merasakan iklim demokrasi dan kebebasan
berkomunikasi.
Usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diserahkan
kepada MPR untuk dimusyawarahkan dan kemudian diteruskan kepada
lembaga peradilan (MK/MA). Makna musyawarah tersebut adalah untuk
melakukan perundingan bersama dengan prinsip-prinsip toleransi dan terbuka
supaya mendapatkan keputusan yang terbaik. Permusyawaratan, menurut
Muh. Yamin344 adalah akan menjadikan negara benar dan menghilangkan
kesesatan. Surat Ali Imran (3):159, menyimpulkan bahwa musyawarah dalam
pengambilan keputusan mayoritas, ada kemungkinan terjadi kekeliruan dan
berbahaya. Akan kekeliruan tersebut lebih ringan dari pada akibat yang
ditimbulkan karena meninggalkan musyawarah sebagai akibat sikap otoriter
dari kekuasaan. Oleh karena itu, Allah menegaskan kepada Rasul Nya supaya
melaksanakan musyawarah sebagai keputusan yang bersifat kekal.
Ketentuan yang terkandung dalam Pasal 7B ayat (1) UUD 1945, bahwa
dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, kemudian diajukan
kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemeriksaan, mengadili dan
342 Mat Jalil, “The Essence Of Muhammad Hatta’s Democracy: The Relevance To The
Development Of Regional Autonomy, International Journal Of Scientific & Technology Research
Volume 9, Issue 04, April 2020, hlm. 1632.
343 Filosa Gita Sukmono, Ruang Publik Alternatif dalam Cyber Space (Geliat Weblog
sebagai Online Citizen Journalism), Jurnal Ilmiah Komunikasi MAKNA, Vol. 3, no. 2, Agustus 2012-
Januari 2013, hlm. 132.
344Muh. Yamin, Naskah...., hlm. 95
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memutuskan atas usulan atau pendapat dari DPR tentang Presiden dan/atau
Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum  yang ditetapkan pada
Pasal 7A. Pada ketentuan pasal ini jika dihubungkan dengan Pasal 7B ayat (7)
UUD 1945 yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan
oleh MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam
sidang paripurna MPR  yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah
anggota dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
Pada pasal ini menimbulkan masalah, jika MK memutuskan bahwa Presiden
dan/atau Wakil Presiden bersalah atau tidak bersalah, akan tetapi MPR
ternyata memutuskan tidak memberhentikan atau bertentangan dengan
putusan dari Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini MPR telah melakukan
pembatalan atau menganulir terhadap putusan MK. Artinya, putusan hukum
dibatalkan oleh putusan politik. Hal ini MPR telah melanggar konsep negara
hukum yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sehingga Pasal 7B
ayat (7) terhadap Pasal 7B ayat (1) UUD 1945, perlu adanya redesain dengan
menegaskan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi wajib untuk dilaksanakan
oleh MPR dalam persidangannya.
Disamping itu perlu menambah Mahkamah Agung untuk ikut serta dalam
memeriksa, mengadili serta memutuskan atas dugaan DPR telah melakukan
pelanggaran yang tercantum dalam Pasal 7A UUD 1945. Hal ini karena
pelanggaran yang diatur dalam pasal tersebut mengandung tindak pidana,
sehingga peran serta Mahkamah Agung mempertegas terhadap pengambilan
keputusan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh MPR, karena
sanksi hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau
Wakil Presiden hanya berakhir pada sanksi politik jika pemeriksaan dilakukan
oleh Mahkamah Konstitusi, belum menyentuh sanksi hukum tindak pidananya.
c. Desain Pengambilan Keputusan Kewenangan MPR Dalam Pelantikan
Presiden dan Wakil Presiden Hasil Pemilihan Umum.
Sejak pertama kali kelembagaan MPR dibentuk, kewenangan untuk
melakukan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Hasil Pemilu memang
sudah ada. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu dilaksanakan
oleh MPR dalam sidang paripurna. Pimpinan MPR mengundang pasangan
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calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk dilantik sebagai Presiden dan
Wakil  Presiden dalam sidang paripurna MPR. Dalam sidang paripurna ini,
pimpinan MPR membacakan keputusan KPU mengenai penetapan pasangan
calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden. Dalam hal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tidak perlu
adanya proses pengambilan keputusan.
Pasal 9 UUD 1945 yang mengatur tentang proses pelantikan Presiden
tidak memberikan syarat kuorum untuk melakukan pengambilan keputusan.
Pelantikan Presiden dan/atau Wakil Presiden lebih bersifat seremonial saja.
Namun perlu adanya desain terhadap kewenangan ini, sebab pada pasal
tersebut tidak menjelaskan alasan yang tegas mengenai MPR ataupun DPR
tidak dapat menyelenggarakan sidang untuk melantik Presiden dan/atau Wakil
Presiden. Sehingga dapat memberikan kesan politis kepada masyarakat atas
tidak terlaksananya pelantikan tersebut.
Desain terhadap kewenangan MPR untuk melantik Presiden dan/atau
Wakil Presiden, adalah perlunya merubah Pasal 9 UUD 1945, bahwa yang
melantik adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, karena Majelis tersebut
adalah   miniatur dari seluruh rakyat Indonesia atau wadah tempat
berkumpulnya rakyat untuk bermusyawarah, maka Presiden dan/atau Wakil
Presiden mengangkat sumpah dan janji dihadapan para wakil rakyat yang ada
di MPR. Pelantikan dilakukan oleh MPR, akan memberikan nilai filosofis bahwa
pelantikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan dihadapan DPR
maupun DPD sebagai lembaga permusyawaratan/perwakilan.
Materi sumpah dan janji Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang
dalam Pasal 9 UUD 1945, menyatakan bahwa “ akan melaksanakan kewajiban
serta berjanji dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya , memegang teguh
UUD, menjalankan UU dan peraturan yang dengan selurus-lurusnya dengan
atas nama Allah swt.345 Sumpah menurut Ibnu Taimiyah, adalah bai´ah yaitu
merupakan sumpah setia serta adanya ikatan antara pemimpin dan
masyarakatnya.346 Baiáh yang dilakukan pada masa khulafaurrasyidūn
terhadap seorang khalifah, dilakukan oleh seluruh muslimin.347
345Lihat Pasal 9 UUD 1945.
346Jindan Khalid Ibrahim, Teori Politik Islam : Tela ah Kritis Ibnu Taimiyah tentang
Pemerintahan Islam, Risalah Gusti, 1995, hlm.78.
347 Ibnu Taimiyah, Minhajus Sunnah An-Nabawiyyah fi Naqdi Kalami AsySyi ah wal
Qadariyyah (Beirut), Juz 1, hlm. 331, dalam, Sugiharto, Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Ba’ah
dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan
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Menurut pemikiran al-Mawardi, negara adalah suatu tempat manusia
untuk berkumpul, mengikat satu sama lain secara suka rela, dan Allah sebagai
sumber dalam perhubungan tersebut. Artinya, MPR melantik Presiden
dan/atau Wakil Presiden dalam rangka terjadinya kontrak antara rakyat dengan
pemimpinnya untuk memenuhi kebutuhannya dan kepada Allah segalanya
dipertanggungjawabkan melalui sumpah dan janji. Bai´ah jika dihubungkan
dengan pelantikan atau pengangkatan sumpah/janji Presiden dan Wakil
Presiden adalah dilakukan oleh MPR. Jadi ada perbedaan antara bai’ah yang
dilakukan pada masa khulafaurrasyidūn dengan pengangkatan supah/janji
Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR yang dilakukan dihadapan majelis saja,
tidak dihadapan seluruh rakyat Indonesia, hal ini mengingat perkembangan
negara pada saat sekarang ini berbeda dengan pada masa jaman Nabi. MPR
adalah sebagai wakil rakyat, maka MPR lah yang melantik Presiden dan Wakil
Presiden.
d. Desain Pengambilan Keputusan MPR Dalam Memilih Presiden dan/atau
Wakil Presiden.
Pada masa sebelum perubahan ketiga terhadap UUD NRI Tahun 1945,
kewenangan MPR untuk memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden dimaknai
sebagai kewenangan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat yang tercantum
dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yaitu bahwa kedaulatan ditangan rakyat dan
dilakukan sepenuhnya oleh MPR, sehingga MPR dengan kedudukannya
sebagai lembaga tertinggi negara memiliki kewenangan dalam hal memilih
Presiden dan Wakil Presiden dengan suara terbanyak.   Setelah amandemen
UUD 1945, kewenangan tersebut dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Perubahan ketiga terhadap UUD NRI Tahun 1945, kewenangan MPR
dalam memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD NRI Tahun
1945 pada dasarnya berkaitan dengan kewenangan MPR yang diatur dalam
Pasal 7A yaitu; MPR dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil
Presiden, apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat
lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi
syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 8
UUD 1945.
Wakil Presiden, IN RIGHT, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 6, No. 2, Mei 2017, hlm.
190.
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Kewenangan MPR dalam memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden jika
menurut Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945 terpenuhi, yaitu;
jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan
kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden
sampai habis masa jabatannya, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden,
selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, MPR menyelenggarakan
sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua  calon  yang diusulkan oleh
Presiden; dan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti,
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa
jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kePresidenan adalah
Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara
bersamasama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, MPR
menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Parpol atau
gabungan Parpol yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya
meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilu sebelumnya, sampai
berakhir masa jabatannya.
Mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan syarat
tersebut diatas dilakukan pada persidangan yang digelar oleh MPR, tidak
diserahkan kembali kepada rakyat seperti awal dari pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden. Pasal 8 UUD 1945 tersebut bertentangan dengan Pasal 1
ayat (2) UUD 1945 bahwa kedaulatan rakyat di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar, yang ditetapkan lagi pada Pasal 6A ayat (1)
UUD 1945 bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasang
secara langsung oleh rakyat. Dari pengamatan penulis, muatan materi Pasal 8
UUD 1945, belum menunjukkan nilai-nilai kedaulatan rakyat. Oleh karena itu
terkait dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai akibat yang
ditimbulkan dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 tersebut maka  materi
muatannya, perlu didesain agar tidak menyalahi nilai-nilai
permusyawaratan/perwakilan yang terkandung dalam Sila keempat Pancasila,
yaitu;
1). dengan menambahkan, “.....setelah ditetapkannya pemberhentian Presiden
dan/atau Wakil Presiden, selambat-lambatnya tiga bulan agar
diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih Presiden dan wakil
Presiden.” Hal ini dikarenakan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 tersebut, tidak
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menyebutkan pengaturan mengenai jika hanya terdapat dua pasang
Presiden dan Wakil  Presiden yang ikut pemilihan di tingkat pemilihan
melalui rakyat (pemilihan umum), artinya pasangan Presiden dan Wakil
Presiden hanya terdapat satu pasang saja  yang hendak diputuskan
melalui persidangan MPR. Sehingga, MPR tidak bisa begitu saja
menetapkan Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara
terbanyak ke dua, hal tersebut akan melanggar Sila keempat dari
Pancasila dan Pasal 1 ayat (2) serta Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
Konsep kedaulatan rakyat dan negara hukum dalam
pengambilan keputusan dengan mendasarkan pada pemungutan suara,
akan dipengaruh kekuasaan dan melahirkan kekuasaan atau pemimpin
yang otoriter dan bahkan menuju absolute. Pada negara yang
mendasarkan pada asas demokrasi, maka hendaknya adanya tatanan
hukum menjadikan salah satu ciri dari negara yang modern. Jadi, negara
yang menganut sistem demokrasi, bersamaan pula menganut prinsip
negara  konstitusional atau negara hukum. Negara yang mendasarkan
pada hukum, adalah sebagai keseimbangan supaya kekuasaan yang
terdapat pada asas demokrasi tidak terjadi penyimpangan dari tujuan
dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.
2). Jika pemilihan Presiden dan Wakil Presiden akan diserahkan pada
persidangan MPR, maka MPR perlu menghidupkan kembali Utusan
Golongan. Hal ini diperlukan jika pemilihan Presiden dan/atau Wakil
Presiden diserahkan kepada MPR, maka komposisi keanggotaan MPR
pun harus mengalami perubahan, agar kuorum keterwakilan rakyat dapat
terpenuhi. Dengan menghidupkan  kembali Utusan Golongan,
keterwakilan pada lapisan masyarakat yang belum secara baik
terwakilkan pada DPR maupun DPD, dapat menjadikan kehidupan
demokrasi tidak hanya dikuasai atas kepentingan partai politik semata.
Sehingga   keterwakilan pada MPR dalam pengambilan   keputusan
pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat memenuhi suara
rakyat pada bagian-bagian keanggotaan MPR tersebut.
e. Desain Pengambilan Keputusan MPR Dalam Menetapkan GBHN.
Dari sejak awal kemerdekaan Indonesia hingga masa Orde Lama terkait
dengan perencanaan pembangunan di Indonesia tidak berjalan dengan baik.
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Kondisi politik dan keadaan negara pada masa ini belum stabil, sehingga
mempengaruhi terhadap jalannya pembangunan di Indonesia.
Melalui Perpres No. 1 Tahun 1960, GBHN untuk pertama kali ditetapkan
oleh Presiden Soekarno. Pada Pasal 1 Perpres tersebut ditegaskan bahwa
ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat belum terbentuk, maka Manifesto
Politik Republik Indonesia yang disampaikan pada tanggal 17 Agustus 1959
oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang adalah garis-garis besar
daripada haluan negara. Sebagai salah satu tujuan dibentuknya GBHN
tersebut adalah agar ada arah atau pedoman tertentu dan jelas sebagai
kelanjutan dari revolusi dalam keinsyafan demokrasi terpimpin dan ekonomi
terpimpin.
Didalam Penpres tersebut ditegaskan pula bahwa sebagai arah tujuan
dan pedoman yang jelas menyeluruh tersebut tercantum dalam Amanat
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang pada tanggal 17 Agustus 1959
yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”, isinya ialah tentang
pengupasan dan penjelasan terhadap persoalan-persoalan beserta upaya-
upaya dari revolusi secara menyeluruh.
Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945),
pada masa Orde Baru Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tersebut
berlaku di Indonesia sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 1999. GBHN
merupakan suatu produk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
yang disusun dengan dasar filsafat negara, yaitu Pancasila serta memuat
ketentuan-ketentuan pokok mengenai tujuan negara yang dimuat dalam
Pembukan UUD 1945.348 Harapan terbentuknya GBHN adalah untuk mencapai
tujuan negara maka harus ada pegangan bagi setiap lembaga negara dan
pejabat negara dalam usaha pencapaian tujuan negara.
Muatan materi Garis-Garis Besar Haluan Negara yang dibuat oleh MPR
dalam rangka untuk melaksanakan mandat dari rakyat kepada Presiden
sebagai mandataris MPR. Hal tersebut untuk mewujudkan pelaksanaan
penyelenggaraan negara yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokratis
berdasar pada sumber ideal Pancasila dan sumber konstitusional UUD 1945
dalam bentuk Tujuan Nasional.
Ketika pada masa pemerintahan Orde Baru, Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) memiliki agenda untuk menyusun program pembangunan yang
348Solly Lubis, Ketatanegaraan Republik Indonesia (Suatu Pengantar Studi tentang
Kehidupan Nasional), Universitas Darma Agung Press, Medan, 1982, hlm. 235.
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direncanakan secara sistematis. Program pembangunan tersebut disusun
tahap demi tahap dan dituangkan dalam bentuk Ketetapan MPR yang berisi
tentang perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan
jangka pendek yang masing tahapan tersebut lebih rinci lagi dituangkan dalam
Rencana   Anggaran   Pendapatan dan   Belanja Negara   (RAPBN) yang
dituangkan dalam bentuk Undang-Undang (UU).349
Dalam Risalah Persidangan Buku III, menyatakan bahwa Lembaga
Permusyawaratan dan Perwakilan, dengan dihilangkannya GBHN pada
persidangan persidangan MPR tersebut, pada dasarnya anggota MPR ketika
itu mayoritas masih mendukung adanya GBHN sebagai tahapan perencanaan
pembangunan. Dinamika perkembangan dalam perencanaan pembangunan
mengalami perubahan dikarenakan adanya tantangan dari dalam negara
sendiri ataupun dari luar negara.
Oleh karena itu redesain terhadap kewenangan MPR dalam menetapkan
kembali GBHN adalah penting, karena sesudah perubahan UUD 1945, GBHN
telah dihapus dengan alasan yang politis. GBHN dianggap sebagai sumber
jatuhnya Presiden dari masa jabatannya.
Menghidupkan atau menetapkan kembali GBHN adalah untuk
merealisasi kedaulatan rakyat yang terwakilkan melalui MPR, agar gerak
langkah pembangunan negara tetap terjaga dalam bingkai kerakyatan yang
terkandung dalam Pancasila. Bentuk GBHN yang akan lebih terbuka, artinya
disusun dan dikontrol bersama antara pemerintah bersama rakyat.
RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) yang menggantikan
GBHN, dipengaruhi oleh kepentingan politik baik dari tingkat pusat sampai
pada tingkat daerah sebagai akibat dari hasil pemilihan umum. Perencanaan
yang tertuang dalam RPJP, dilakukan oleh pejabat perencanaan yang ada
pada jajaran pemerintahan, sehingga yang tercantum pada RPJP adalah
keinginan dari pejabat pemerintahan, bukan keinginan dari rakyat.
GBHN pada era setelah perubahan UUD 1945, secara politis diserahkan
kepada Presiden. Pada saat pencalonan, calon  Presiden telah memiliki
program kerja  yang dikampanyekan kepada rakyat berupa janji politik.
Sehingga ketika calon Presiden tersebut menduduki jabatan sebagai Presiden,
janji politik tersebut sulit untuk diukur tingkat keberhasilannya.
349 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 18
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Haluan negara  sangat diperlukan sebagai pedoman dalam
merencanakan pembangunan negara, sebagaimana dirumuskan dalam
Pancasila dan UUD 1945, bahwa dasar ideologis tidak dipegang oleh Presiden
sebagai pemegang kekuatan mayoritas, akan tetapi disusun bersama dalam
suatu majelis perwakilan. Lembaga atau majelis perwakilan tersebut
mencerminkan keterwakilan dari seluruh unsur yang ada pada lapisan
masyarakat, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat.350 Perencanaan
pembangunan dalam sistem ketatanegaraan adalah melingkupi perencanaan
ekonomi nasional secara kolektif dan berkesinambungan serta disusun sebagai
Haluan Pembangunan Negara atau dengan nama lainnya yang dilaksanakan
oleh MPR.351
Sehingga perlu dicari bentuk yang memuat ketentuan-ketentuan pokok
mengenai kebijaksanaan politik pemerintahan negara. Konsep pembangunan
negara tersebut perlu adanya penjabaran aspirasi rakyat.  Pembangunan
negara bukan ditujukan untuk kepentingan elit pemerintah, akan tetapi lebih
diutamakan untuk kepentingan rakyat.
Desain terhadap kewenangan MPR dalam menyusun Garis-garis Besar
Haluan Negara (GBHN) adalah;
1). disusun oleh MPR, dimana MPR adalah merupakan lembaga perwakilan
dari rakyat, maka dalam penyusunan atau penetapan kembali GBHN
kedepan, agar lebih menampung aspirasi rakyat melalui anggota MPR.
Seperti halnya melalui media massa, dapat dijadikan sebagai ruang publik
ala Habermas untuk menampung opini masyarakat yang kritis,
menjadikan forum utama berlangsungnya berdebatan yang melahirkan
konsep bagi pembangunan negara. Namun, Habermas352 ragu pada
perkembangan demokrasi yang dipengaruhi oleh media massa, karena
tidak sebagaimana halnya opini publik yang terjadi pada ruang publik
yang lebih rasional dan kritis. Hal ini dikarenakan demokrasi tidak
ditanamkan dari luar, melainkan demokrasi berkembang dalam
masyarakat dan adanya dorongan sistem politik yang ada.
2). Anggota MPR wajib memperhatikan dan merespon setiap partisipasi
masyarakat. Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan
350Lihat Pasal 3 Penjelasan UUD 1945
351Aidul Fitriciada Azhari, UUD 1945 Sebagai Revolusiegrondwet, Jalasutra, Yogyakarta,
2011, hlm. 146.
352Lihat F. Budi Hardiman, Demokrasi...Log.Cit., 2009, hlm. 131
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melalui dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar,
lokakarya, diskusi, dan/atau surat menyurat sesuai dengan
perkembangan teknologi. Maksud masyarakat disini adalah orang
perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas
substansi perancangan GBHN.
Dalam penyusunan GBHN diperlukan pendapat dari masyarakat’ hal ini
sebagai pengukuran terhadap capaian kinerja pemerintah yaitu Presiden
sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD yang diatur
dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Pada masa reformasi, Presiden tidak
dapat diukur kinerjanya karena diakhir masa jabatannya tidak diminta
pertanggungjawaban. Meskipun Presiden dipilih langsung oleh rakyat,
Presiden seharusnya mempertanggungjawabkan kinerjanya pada rakyat
melalui para wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan yaitu MPR
meskipun MPR tidak memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Adanya GBHN terkait dengan Kewenangan MPR pada pemberhentian
Presiden dan/atau Wakil Presiden yang secara etika yuridis tidak dapat
terlaksana, karena MPR tidak memiliki GBHN yang harus dilaksanakan
oleh Presiden, sehingga MPR dalam pemberhentian Presiden dan/atau
Wakil Presiden tidak ada pertanggungjawaban dari Presiden, artinya MPR
tidak dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Dibentuknya kembali GBHN sebenarnya lebih kepada MPR adalah wadah
atau ruang publik sebagaimana dikemukakan oleh Habermas yaitu ruang
publik adalah kehidupan sosial dimana opini publik dapat terungkap.
Ruang publik yang dimaksud oleh Habermas adalah sebagai hakekat alat
komunikasi rakyat untuk menyampaikan opini dan aspirasi publik yang
terdiri dari warga negara agar dapat terwujud.
Namun, menurut Habermas, dibentuknya media sebagai bagian dari
publik sphare, justru akan lebih menguntungkan para pemilik modal,
meskipun sebenarnya dengan adanya media dapat dijadikan sebagai
pembentukan opini publik.353
Sehingga dengan adanya opini publik melalui ruang publik, haluan negara
yang disusun dalam persidangan MPR nantinya adalah merupakan
formulasi dari aspirasi rakyat yang disalurkan melaluli lembaga
permusyawaratan/perwakilan. Agar kehidupan demokrasi
353Oliver Boyd Barret, Konseptualizing the Public Sphere, in Oliver Boyd Barret and Chris
Newbold, Approach to Media A Reader, New York: Arnold, p. 239-240
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permusyawaratan dilaksanakan semata tidak hanya berlandaskan pada
nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh pemimpin yang hikmad dan
bijaksana, sebagaimana yang terkandung dalam sila keempat dari
Pancasila, namun dalam pelaksanaannya tidak lepas dari nilai-nilai pada
sila-sila lainnya yaitu; kedaulatan yang ber KeTuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan yang ber
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
f. Desain Terhadap Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945.
Pembahasan terhadap Pasal 2 UUD 1945 terutama pada ayat (2) dan
ayat (3) dalam masa pengubahan UUD 1945, tidak tersentuh sama sekali.
Kedua ayat tersebut tidak mengalami perubahan. Berbeda dengan Pasal 2 ayat
(1) UUD 1945, mengalami perubahan terkait berubahnya susunan keanggotaan
MPR.
Pasal 2 ayat (2) dan (3) UUD 1945 berisikan tentang tata cara
penyelenggaraan persidangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal inilah
yang mengawali pengambilan keputusan pada MPR menggunakan
pemungutan suara (Voting). Sementara itu, pada Pembukaan UUD 1945 alinea
keempat, menyebutkan bahwa dalam pengambilan keputusan dengan
menggunakan tata cara permusyawaratan.
Gagasan Hatta mirip dengan gagasan Habermas tentang masyarakat.
Dalam hal perekonomian Hatta menerjemahkan gagasan demokrasi desa yang
berdasarkan musyawarah mufakat   menjadi “kolektivisme”. Kolektivisme
menurut Hatta merupakan logika ekonomi masyarakat asli Indonesia yang
berwujud koperasi.354
Peraturan MPR RI No. 1 Tahun 2014 serta Undang-Undang MD3 No. 17
Tahun 2014 mengatur tentang tata cara pengambilan keputusan MPR dalam
melaksanakan kewenangannya. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh
MPR dalam melaksanakan kewenangannya, sebagaimana diatur dalam Pasal
89 Peraturan MPR No. 1 Tahun 2014 dilakukan dengan berdasarkan prinsip
musyawarah untuk mufakat seperti yang dimaksud dalam sila keempat
Pancasila, dan jika tidak tercapai, maka menggunakan sistem suara terbanyak.
Ketentuan yang mengatur tentang tatacara pengambilan keputusan yang
diatur pada Peraturan MPR No. 1 Tahun 2014 tersebut, maka perlu ditegaskan
354Fahrul Muzaqqi, Musyawarah Mufakat: Gagasan dan Tradisi Genial Demokrasi
Deliberatif di Indonesia, Jurnal Politik Indonesia, Vol 1 No.2, Oktober-Desember 2012, hlm. 74.
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pada Pasal 2 UUD 1945 yang berisikan tiga (3) ayat, ditambahkan menjadi 4
ayat. Sehingga bunyi Pasal 2 UUD 1945 adalah;
(1)...................
(2)...................
(3) Segala Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan
musyawarah untuk mufakat.
(4) Jika dalam pengambilan keputusan sebagaimana tercantum dalam
ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara
terbanyak.
Penambahan ayat pada Pasal 2 UUD 1945 tersebut untuk menegaskas
pengambilan keputusan yang diatur dalam Pembukaan UUD 1945. Sehingga
MPR dalam pengambilan   keputusan mendasarkan pada sila   keempat
Pancasila, sebagai cerminan pengambilan keputusan yang berbasis Pancasila,
yaitu Kerakyatan yang dipimpim oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan.
Pengambilan keputusan melalui musyawarah, mengandung prinsip-
prinsip kebersamaan untuk berunding menyelesaikan permasalahan tanpa
adanya unsur paksaan atas kehendak individu maupun kelompok dan tanpa
adanya penghitungan suara. Hal senada yang disampaikan oleh Joseph
Besette,355 bahwa demokrasi deliberatif adalah menempatkan deliberasi publik
terhadap warganegaranya untuk secara bebas dan setara dalam pengambilan
keputusan.
Dalam bermusyawarah, setiap orang yang ikut serta dalam musyawarah
tersebut adalah memiliki hak  yang sama untuk menyampaikan aspirasinya.
Menurut Kusnardi dan Harmaily Ibrahim,356 musyawarah adalah mufakat. Akan
tetapi, mufakat tersebut harus berdasar pada kepentingan bersama untuk
mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dijiwai berdasarkan Pancasila.
Untuk menyelenggarakan musyawarah diperlukan pertimbangan yang
mendalam, karena harus tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia
dalam melaksanakan perundingan untuk menyelesaikan permasalahan.
Masyarakat Indonesia yang plural, akan   mengalami kesulitan dalam
pelaksanaan musyawarah. Sehingga, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
mengutamakan atau mengatur pengambilan keputusan dengan
permusyawaratan, kemudian dalam Batang Tubuh UUD 1945 menambahkan
adanya pemungutan suara sebagai putusan akhir dalam pengambilan
355Ni’matul Huda, Ilmu Negara...Op.Cit., hlm. 215.
356Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar…Op.Cit., hlm. 111
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keputusan. Sehingga Pasal 2 UUD 1945, dengan penambahan ayat tentang
musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan pada kewenangan
MPR, merupakan pengejawantahan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat
yang mengandung sila keempat Pancasila.
Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, telah mendasarkan pada asas
kedaulatan rakyat. Keputusan politik tersebut dicantumkan ke dalam Pembukaan
UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa, negara Republik Indonesia
dibentuk dalam susunan sebagai negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan.357
Pengaturan kewenangan MPR setelah perubahan UUD 1945, lebih
demokratis, akan tetapi masih terdapat beberapa kelemahan yang mengakibatkan
ketidak seimbangan dalam pengambilan keputusan nantinya. Dari beberapa
kewenangan MPR yang diatur dalam UUD 1945 setelah perubahan, yang
terlaksana secara rutin adalah kewenangan dalam melantik Presiden dan Wakil
Presiden sebelum memangku jabatannya yang diatur dalam Pasal 9 UUD 1945.
Kewenangan lainnya yang sudah terlaksana adalah mengubah UUD 1945 yang
diatur dalam Pasal 37 UUD 1945, yaitu pada awal reformasi, sebanyak empat kali
melakukan pengubahan terhadap UUD 1945.
Secara pengaturan dan pelaksanaan terhadap dua kewenangan tersebut
di atas, memang nampak lebih demokratis. Namun, jika ditelusuri secara
mendalam, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, agar konsep negara
demokrasi permusyawaratan yang berbasis Pancasila dapat terwujud.
Selain itu, Negara Indonesia, meskipun sudah memenuhi beberapa prinsip
sebagai negara hukum, namun harus mendekatkan pada nilai-nilai yang ada.
Negara hukum Indonesia memiliki ciri yang khas yaitu bersumber pada Pancasila.
Hal ini dikarenakan Pancasila adalah norma yang fundamental sebagai sumber
hukum yang tertinggi bagi hukum atau norma-norma yang ada dalam tata hukum
Indonesia.358
Penelitian yang dilakukan oleh Costantinus Fatlolon tentang kedudukan
Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah;
Pancasila, by law, is the official philosophical foundation of the Indonesian
state and a central element in Indonesian political discourse. The word Pancasila
consists of two Sanskrit words, panca which means "five", and sila which means
"principle". Thus, the meaning of Pancasila is "five principles" in the administration
357Lihat Pembukaan UUD 1945, alinea keempat.
358Maleha Soemarsono, Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan
Negara, Jurnal, Hukum dan Pembangunan ke-37 No. 2, April-Juni, 2007, hlm. 320.
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and development of Indonesia. Pancasila democracy provides a space where
common interests can be seen because it embodies the aspirations of the people
who are sovereign and can map their own destiny. If Pancasila is open to reform
both theory and law, then Pancasila can underlie the principles of deliberative
democracy to build a modern and progressive state and nation.359
Kewenangan MPR yang diatur dalam UUD 1945 setelah mengalami
pengubahan tersebut menunjukkan bahwa MPR bukanlah sebagai lembaga yang
menjalankan kewenangannya secara rutin dan diprogramkan, seperti pada
kewenangan   MPR untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden yang bersifat
fakultatif.360 Akan tetapi, meskipun kewenangan MPR telah mengalami perubahan
setelah pengubahan UUD 1945, pada dasarnya masih memiliki kekuasaan yang
cukup besar.
Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Megawati terhadap
kewenangan pengambilan keputusan oleh MPR, menyatakan bahwa;
In Indonesia, in making decisions made by the People's Consultative
Assembly (MPR), in accordance with the ideals and objectives to be achieved a
state composed by the founders of the nation based on Pancasila and UUD 1945,
the MPR did not abandon the participation of the people inside it.361
Pada masa era kemajuan tehnologi, kedaulatan rakyat dimaknai tidak
sebatas bertemu secara fisik. Ruang publik perkembangan kekuatan elit politik
pada partai politik semakin kuat dan masuk pada sisi-sisi lembaga perwakilan,
mendorong lembaga perwakilan dari daerah (DPD) menjadi lemah perannya
secara konstitusional. MPR sebenarnya memegang peranan penting. Melalui
lembaga perwakilan yang ada dalam MPR, diharapkan MPR memiliki posisi yang
strategis antara ekskutif dengan legislatif untuk menciptakan cheks and
balances.362 Dengan adanya prinsip cheks and balance, tidak akan terjadi
tumpang tindih dalam melaksanakan kewenangan pada masing-masing lembaga
negara.
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga
atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, menunjukkan bahwa keberadaan
359Costantinus Fatlolon, Project: Deliberative Democracy in Indonesia: a Habermasian
Assessment of the Indonesian Constitution and Political Democracy, Filocracia, 3:1, ISSN: 2362-
7581, February 2016, p. 70.
360Widayati dkk., Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan
Indonesia, Jurnal Media Hukum, Vol. 21, No. 2, Desember 2014, hlm. 273.
361 Megawati, Absori, The Authority of Decision Making of the People's Consultative
Assembly Based on the Values of People's Sovereignty in Indonesia, International Journal of
Innovation, Creativity and Change. www.ijicc.net Volume 10, Issue 2, 2019, p. 265.
362Prayudi, MPR, Transisi Kedaulatan Rakyat dan Dampak Politiknya, Jurnal, Politica, Vol.
3, No. 1, Mei 2012, hlm. 37.
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lembaga MPR masih dibutuhkan yaitu sebagai tempat bermusyawarahnya rakyat
yaitu MPR. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa untuk mewujudkan
lembaga permusyawaratan rakyat agar mampu menyusun serta mewujudkan
pengambilan keputusan yang bersifat demokratis, maka diperlukan menata MPR
dalam sistem ketatanegaraan. Pada masa kehidupan ketatanegaraan Indonesia
saat sekarang ini yang paling utama adalah mengukur pembagiaan kekuasaan,
baik pada pemerintah pusat maupun daerah serta hubungan antar lembaga
pemerintahan pusat dengan daerah.
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Pengambilan keputusan pada masa Orde Lama menggunakan musyawarah untuk
mufakat, dimaknai sebagai dasar demokrasi terpimpin. Sehingga, berpengaruh
pada pengambilan keputusan menjadi bersifat sentralistik, yaitu telah terjadi
pemusatan kekuasaan pada Presiden. Wujud dari pengambilan keputusan adalah
merupakan hasil dari konsensus dengan bulat diserahkan kepada pemimpin dalam
hal ini adalah Presiden. Ketentuan tersebut diakui sebagai dasar dalam
pengambilan keputusan yang ditetapkan melalui Ketetapan MPRS No.
VIII/MPRS/1965.
Pada masa Orde Baru, dalam UUD 1945 terdapat dua macam sistem pengambilan
keputusan, yaitu; musyawarah untuk mufakat yang diatur dalam Pembukaan UUD
1945 dan suara terbanyak yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 6 ayat (2)
dan Pasal 37 Batang Tubuh UUD 1945. Dalam pengambilan keputusan pada masa
ini tidak berbeda dengan masa Orde Lama yaitu puncak dari otoritas pengambilan
keputusan berada di tangan Presiden yang bertumpu pada kekuatan militer dan
birokrasi dengan dalih musyawarah untuk mufakat. Sehingga, wujud dari
pengambilan keputusan adalah merupakan kesepakatan politik antara Presiden
dengan  MPR. Tatacara pengambilan keputusan dengan suara terbanyak yang
diatur dalam Pasal 2 ayat (3) UUD 1945, menjadikan sebab ditinggalkannya
pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mufakat yang diatur dalam
Pembukaan UUD 1945.
Pengambilan keputusan baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru, secara
normatif bertentangan dengan demokrasi permusyawaratan yang berbasis
Pancasila.
2. Pengaturan pengambilan keputusan dalam kewenangan MPR sesudah perubahan
UUD 1945, lebih demokratis namun masih banyak pasal-pasal dalam UUD 1945
yang belum tegas dan adanya ketidak seimbangan antar lembaga negara yang
memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan pada MPR. Pengambilan
keputusan yang dilakukan oleh MPR, memberikan ruang para wakil rakyat untuk
berdebat mengadu kekuatan politik, bukan untuk berunding bermufakat
memecahkan masalah, akan tetapi lebih mencerminkan kepentingan kelompok elit
partai politik dibanding kepentingan masyarakat. Hal ini dikarenakan terjadi
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perkembangan kekuatan politik yang begitu pesat menjadi kekuatan penekan
dalam pengambilan keputusan. Otoritas pengambilan keputusan bagi anggota
MPR, telah dibatasi ruang geraknya oleh Ketetapan MPR tentang Peraturan
Tatatertib MPR serta UU tentang MD3. Pengambilan keputusan bergantung pada
keputusan farksi dan  kelompok, sehingga, hak suara  rakyat yang diwakilkan
melalui lembaga perwakilan tidak dapat terekspresikan dalam pengambilan
keputusan.
3. Sebagai upaya menghadirkan demokrasi permusyawaratan yang berbasis
Pancasila pada pengambilan keputusan MPR, maka langkah-langkah yang dapat
dilakukan adalah dengan mendesain terhadap kewenangan-kewenangan dari
MPR. Secara prinsip agar peran MPR dalam kerangka untuk mewujudkan MPR
sebagai rumah kebangsaan, MPR sebagai pengawal ideologi Pancasila, dan MPR
sebagai penegak kedaulatan rakyat dapat terwujud, maka desain yang dirumuskan
dalam penelitian ini adalah, hendak menata ulang dalam proses pengambilan
keputusan yang diatur dalam UUD 1945.
Demokrasi perwakilan dipahami tidak hanya sebatas pada jumlah peserta (anggota
lembaga perwakilan) pada MPR dalam proses pengambilan keputusan, namun
juga terletak pada kualitas serta etika isi dari usulan yang diajukan, apakah
merealisasikan aspirasi dari masyarakat atau hanya sebagai pelampiasan
kekuatan politik pada penguasa. Oleh karena itu MPR sebagai lembaga perwakilan
hendaknya memperluas ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam diskursus
pembuatan kebijakan publik. MPR bukan merupakan ruang institusi lembaga
pewakilan, akan tetapi sebagai ruang publik secara luas. Hal ini sebagaimana
makna dari negara demokrasi, senantiasa akan berpegang pada kehendak dan
keinginan rakyat.
Untuk membangun keputusan yang bersifat demokrasi permusyawaratan, maka
MPR perlu membentuk ruang publik sebagai alat untuk menyalurkan opini publik
atau opini dari rakyat. Opini publik tersebut diatur melalui prosedur menjadi sebuah
formasi aspirasi dengan menggunakan “model bendungan”. Dengan model
bendungan tersebut, maka terputusnya komunikasi antara rakyat dengan negara
sebagai akibat dari pemahaman bahwa demokrasi yang tercantum dalam Pasal 1
ayat (2) UUD 1945 adalah perpindahan kedaulatan dari rakyat kepada negara,
akan kembali kepada makna demokrasi permusyawaratan. Rakyat melalui
saringan/prosedur, dapat menyalurkan aspirasinya kepada MPR. Sehingga untuk
mewujudkan opini publik menjadi bagian dalam pengambilan ,keputusan MPR,
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maka perlu melakukan perubahan terhadap Pasal 2 UUD 1945. Sehingga dalam
pengambilan   keputusan dapat mencerminkan demokrasi permusyawaratan
berbasis Pancasila.
Opini publik dapat disalurkan melalui ruang publik dapat berupa media massa
sebagai perkembangan tehnologi yang bersifat transparan untuk ikut merumuskan
permasalahan yang penting bagi masyarakat. Namun permasalahan yang akan
dihadapi terkait dengan ruang publik melalui media massa adalah keterbatasan
pengetahuan masyarakat serta luasnya wilayah Indonesia yang jauh dari
jangkauan akses tehnologi ruang publik.
B. Saran.
1. Pada negara demokrasi perwakilan, rakyat telah menyerahkan aspirasi
kepada para wakilnya. Dilihat dari makna lembaga Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah sebagai wadah untuk
bermusyawarahnya rakyat, maka perlu kiranya lembaga tersebut
memperluas pelibatan masyarakat dalam pengabilan keputusan. Pada era
digital adalah menjadi pemikiran MPR membentuk ruang publik digital,
karena inti dari makna MPR sebagai wadah tempat untuk
bermusyawarahnya rakyat, tidak ada batasan untuk melakukan
musyawarah melalui dunia digital sebagai bentuk perkembangan
demokrasi. Sehingga yang dimaksud dengan ruang publik tidak selalu
bertemu secara fisik akan tetapi bisa dilakukan secara virtual.
2. Indonesia adalah memiliki wilayah yang luas serta masyarakat plural,
sehingga perlu adanya satu bagian dalam keanggotaan MPR dengan
menghidupkan kembali Utusan Golongan dengan corak dan cara
keterwakilan rakyat pada Utusan Golongan yang berbeda. Utusan
Golongan adalah orang-orang yang terpilih dari golongan-golongan dalam
lapisan masyarakat. Utusan golongan inilah yang nantinya dapat dijadikan
sebagai alat saringan atau prosedur opini publik dalam model bendungan
untuk pengambilan keputusan, yang menghasilkan suatu formulasi aspirasi.
3. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh MPR cenderung
menggunakan Pasal 2 ayat (3) UUD 1945. Sehingga penggunaan pasal
tersebut rawan disalah gunakan untuk kepentingan elit politik. Pasal 2 ayat
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(3) UUD 1945 perlu diamandemen, agar ada kesinambungan dengan
Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menunjukkan bahwa negara
Indonesia tersusun sebagai negara berkedaulatan rakyat mendasarkan
pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan. Artinya, bahwa MPR sebagai wadahrakyat,
maka dalam melaksanakan kewenangannya sebagai perwakilan rakyat
semata-mata tidak menggunakan suara yang terbanyak melainkan dengan
bermusyawarah, berunding, untuk mencapai kesepakatan untuk
mewujudkan demokrasi permusyawaratan yang berdasarkan Pancasila.
4. Disamping perubahan UUD 1945 yaitu difokuskan pada prinsip
pengambilan keputusan yang mendasarkan demokrasi
permusyawaratan/perwakilan, maka perlu pula adanya perbaikan secara
mendasar pada ranah ilmu pengetahuan dan tehnologi dalam tatacara
pengambilan keputusan berbasis digital sebagai bentuk perluasan sistem
demokrasi lembaga MPR.
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